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Membaca Sejarah Islam di Indonesia 

Buku ini diawali dengan gagasan Prof Ronald 
Luken Bull (yang dari dulu saya panggil Mas Ron 
dan dipanggil Om Ron oleh putra-ptri kami) yang 
mencoba mengeksplorasi jalannya perkembangan 
studi Islam Jawa dari sisi teks dan topik kunci. Mas 
Ron ingin menyoroti trend Orientalisme dan Imperia- 
lisme yang mempengaruhi dan mengarahkan serang- 
kaian studi atas masyarakat Jawa. Walaupun halus 
dan samar-samar, tertangkap kepentingan 'anti-Islam' 
di dalam prosesnya. Secara sempit, Islam dipahami 
sebagai satu warna, yaitu Islam ala “Fundamentalis”, 
yang justru lebih tepat disebut sebagai hantu atau 
bayangan dari Islam sebenarnya. Kerangka paradig- 
matik tersebut menjadikan mereka tidak percaya, 
tidak menyukai, apriori atau malah meremehkan 
peran Islam. Di sisi lain, mereka menegaskan bahwa 


Islam tidak memiliki peran signifikan dalam bidang 
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sosio-politik dan keberagamaan masyarakat Jawa. 

Tak lama setelah temuan Geertz tentang hakikat agama dan masya- 
rakat di Jawa, yakni trikotomi antara abangan, santri, dan priyayi diter- 
bitkan, pendangan ini menjadi konsep sentral dan baku dalam studi 
tentang Jawa. Temuan itu diyakini sebagai rujukan penting untuk 
menganalisis kompleksitas realitas sosial dan agama di Jawa. Namun, 
sifat paradigmatik atau hasil analisis yang didapatkan Geertz tidak serta 
merta menafikan upaya ilmiahnya. Walaupun, misalnya, pada Lagree 
dengan White dapat dikatakan terlalu antusias terhadap temuan Geertz 
sehingga lebih terkesan spekulatif, tetap saja tidak mengubah fakta 
bahwa Upaya ilmiah telah dilakukan. Stange menyatakan bahwa Geertz 
salah melakukan pembacaaan realitas, tetapi mempertanyakan kredibi- 
litasnya sebagai peneliti adalah perkara lain lagi. 

Satu penelitian bisa saja salah dan keliru. Namun, hasil itu justru 
menjadi pemicu pertanyaan dan perdebatan selanjutnya. Kita dapat dan 
harus mampu menunjukkan paradigma tertentu memiliki kekurangan, 
dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menantang 
fondasinya. Pekerjaan apa saja, apakah “salah” atau tidak, yang darinya 
sudah membentuk sebuah paradigma tertentu, menjadikan penulis 
mengapresiasinya dengan hormat atas upaya dan kecermatan yang 
telah dilakukan. Geertz mengemukakan di Jawa ada tiga struktur sosial 
utama: desa, pasar, dan birokrasi pemerintahan. Bagi Geertz, struktur 
ini menghubungkan lima jenis pekerjaan: petani, pedagang kecil, pertu- 
kangan, buruh kasar, dan pekerja kerah putih yaitu guru, atau adminis- 
trator". 

Dalam tradisi keberagamaan, terdapat tiga kategori: abangan, santri, 
dan priyayi. Dalam skema ini, petani desa yang mayoritas beragama Islam 
menganut tradisi abangan. Mereka melakukan “sinkretisme nilai” antara 
ajaran Jawa kuno dengan Islam. Santri adalah pedagang kelas menengah, 
kepala desa, dan petani kaya yang kehidupan ekonominya berpusat pada 
pasar. Santri cenderung lebih konservatif dalam ekspresi keyakinan 
terhadap Islam mereka daripada abangan atau priyayi. Priyayi adalah 
birokrat pemerintah yang berprofesi sebagai kerah putih. Kebanyakan 
mereka adalah keturunan dari bangsawan tradisional. Mereka, para 
priyayi, mempraktikkan suatu bentuk ekspresi beragama yang berasal 
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dari nilai Hindu-Budha di era pra-Islam. 

Woodward berpendapat bahwa pandangan Geertz tentang agama 
Jawa menjadi penting secara paradigmatik dan dijadikan rujukan oleh 
peneliti setelahnya. Namun kredibilitas intelektual itu tidak menutup 
fakta bahwa hasil temuannya bermasalah secara faktual. Sebagai 
konsekuensi lanjutan dari paradigma tersebut, tampak bahwa konversi 
agama (Islamisasi) di Jawa tidak pernah terjadi kecuali mandek di level 
permukaan. Benda berpendapat bahwa Islam Indonesia: dimulai sebagai 
fenomena perkotaan. Selanjutnya proses ini merembesi daerah-daerah, 
yang secara politik, di bawahnya —di mana peradaban Hindu telah 
mengakar kuat sebelumnya (misalnya, Jawa Tengah dan Jawa Timur). 
Islam dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap aspek sosio-politik 
masyarakat. Di arena ini, Islam menyesuaikan diri dengan sebagian 
tradisi ke-Jawa-an, tradisi Hindu Budha. 

Menurut Benda, signifikansi dari Islam Jawa (pasca Islamisasi) 
berada dalam kepentingan politik, bukan murni perkara keyakinan 
agama. Perubahan keyakinan (ke Islam) “tidak membawa perubahan 
radikal kehidupan keagamaan dan sosial di Jawa” (Benda 1958: 12). Posisi 
intelektual itu mirip dengan M.C. Ricklefs yang menyangkal bahwa 
Islamisasi secara signifikan mengubah karakter Hindu-Budha yang 
fundamental dari dalam alam pikir (pandangan hidup) masayarakat 
Jawa. Orang Jawa secara mayoritas adalah abangan, bukan santri. Orang 
beragama, bagi sebagian besar masyarakat Jawa adalah orang yang 
sampai batas tertentu telah melepaskan dirinya dari lingkungan sosial 
dan budaya (1979: 127). 

Kelanjutan dari paradigma tersebut mengasumsikan bahwa untuk 
menjadi “muslim sejati” seseorang itu “bukan” lagi orang Jawa asli” 
(Woodward 1996: 33). Paradoks yang terjadi, di balik pengakuan Benda 
bahwa Jawa Timur berposisi sebagai benteng agama Hindu, pada saat 
yang sama, sejauh ini, di sana menjadi tempat paling banyak melahirkan 
pesantren di Jawa (Kumar 1985: 11, Lukens-Bull 1997). Menariknya, 
kedua klaim itu benar dan konflik di antara kedua realitas sosial telah 
diteliti secara intensif oleh Robert Hefner (1985, 1987). Secara umum, 
hasil telaah kesarjanaan masa itu menunjukkan bila di Jawa, Islam tidak 
banyak berperan penting. Kesulitan yang paling umum saat melakukan 
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penelitian antropologis di sini adalah penguasaan bahasa Jawa yang 
tidak memadai. Orang Jawa mengambil pandangan esensialis (akidah 
dan wilayah batin) tentang Islam, yang akan berbeda bila hanya dilihat 
dari orientasi syariah formal belaka. 

Praktik Islam lokal, berada di luar dari definisi umum tentang Islam 
apalagi oleh non-Islam. Artinya, ada perbedaan mendasar antara apa 
yang terpraktikkan Islam sebagai konsep atau definisi semata. Melihat 
situasi ini, para sarjana (peneliti) belakangan menggeser perhatian 
mereka, yakni pada ketegangan diskursif antara aspek universalitas 
Islam dan lokalitas yang ada (Bowen 1993: 7). Ketegangan diskursif ini, 
khususnya ada dalam model pendidikan. Pertanyaan mendasarnya 
adalah bagaimana mengajar orang Islam supaya menjadi muslim yang 
baik, sekaligus sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada (Dhofier 
1980, Abdullah 1987, Lukens-Bull 1997). 

Cendekiawan terbaru seperti Woodward dan Hefner telah mulai 
memperbaiki paradigma ini. Woodward mungkin adalah kritikus terkuat 
terhadap Geertz. Karyanya menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman 
yang lebih luas tentang apa itu Islam. Anthony Johns, misalnya, sepen- 
dapat dengan Woodward. Dia melihat ada keterpotongan konsep ketika 
mendefinisikan “Islam”. Islam adalah rumah besar yang berisi banyak 
variasi definitif, termasuk misalnya, dilemma makna dari istilah “Islam 
ortodoks”. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang variasi-variasi ini, 
sebelum mereka berinteraksi dengan berbagai konteks lokal di Asia 
Tenggara. Dale Eickelman berpendapat bahwa tugas utama cendekiawan 
Islam, dalam konteks lokal, harus memahami “bagaimana prinsip-prinsip 
universalistik Islam diserap dan diwujudkan menjadi praktik sosial yang 
kontekstual dan historis”. Islam selalu mengimplikasikan “esensi tanpa 
batas”, bukan sekadar ekspresi keyakinan pemeluknya dan praktik sosial 
yang ditampilkan mereka (1982: 1). Karya-karya terbaru studi ke-Jawa- 
an, dan bagian Makalah ini telah mengulas berbagai keprihatinan 
yang dihadapi para antropolog agama dunia. Secara khusus, mas Ron 
mengakuin berfokus pada masalah khas yang dihadapi oleh para antro- 
polog dalam Upaya mempelajari Islam. Masalah utama adalah mendefi- 
nisikan apa yang dimaksud (bagi antropolog) dengan istilah Islam". Ada 
perbedaan, atau minimalnya harus dibedakan antara "Apa itu Islam?" 
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secara teoritis dan "Apa itu Islam?" secara teologis. Pada aspek teore- 
tisnya, definisi tentang Islam, harus dijawab dengan sungguh-sungguh 
oleh setiap ahli etnografi atas telaah mereka terhadap masyarakat Islam. 

Pertanyaan teoretis adalah apa yang seharusnya diadonkan, dan 
apa yang ditiriskan, dalam analisis kita tentang “yang Islami”. Masalah 
teoritis adalah masalah analisis. Berbeda dengan itu, pertanyaan teologis 
membahas status ontologis dengan berdasar keimanan atas berbagai hal 
yang terkait “tradisi ber-islam”. Kedua pertanyaan tersebut (teoritis dan 
teologis), walaupun berhadapan dengan satu bentuk budaya tertentu 
yang serupa, pada dasarnya akan menghasilkan penjelasan yang berbeda. 
Namun, karena bentuk dan wacana tentangnya yang selalu terbaur, 
tumpang tindih, penjelasan yang dibutuhkan—secara praktis—menjadi 
menyimpan implikasi permasalahan yang berlapis-lapis. 

Dengan melihat pelbagai problem laten di atas, Mas Ron mencoba 
mendefinisi antropologis tentang Islam dimulai dengan pijakan definisi 
Islam dari dalam Islam sendiri. Hal ini bukanlah proposisi yang tidak 
lazim, mengingat banyak yang sudah mengemukakan pewacanaan 
tersebut. Sampai di sini, beliau memulai dengan mendefinisikan “Islam” 
sebagai “ketundukan kepada Tuhan”. Semua Muslim akan setuju dengan 
definisi ini. Perbedaan yang kemudian muncul hanya akan berkutat 
pada wilayah bagaimana seseorang harus (memperjalankan diri) menuju 
dan tunduk kepada Tuhan. Lantas, dari sini sebuah studi komparatif 
tentang berbagai ragam konsep, yang membahas tentang bagaimana 
ketundukan kepada Tuhan (yaitu, bagaimana menjadi seorang muslim) 
barulah menjadi tugas penuh disiplin “antropologi Islam”. 

Tugas ini, seperti yang digambarkan Mas Ron, menempatkan seorang 
antropolog (khususnya non-muslim) di posisi yang terasa aneh, dan 
terkadang tidak nyaman. Terkadang, Ron menemukan diri berada dalam 
situasi seperti yang ia gambarkan di bagian atas. Secara konstan, Ron 
merasakan berbagai dilema: kadang terasa seperti seorang penyimpang 
kebenaran dari apa yang ia yakini, kadang nampak sebagai penjaga 
dan pembela pandangan minoritas, dan kadang sebagai pengamat 
ilmiah—tentang apa yang senyatanya dilakukan oleh mayarakat muslim. 
Akhirnya, ia menetapkan diri pada yang terakhir, yaitu satu posisi yang 
terbangun dari apa yang selama ini ia gumuli, dan pahami dengan baik. 
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Modernitas, Lokalitas, dan Pendidikan 

Buku ini juga membahas sejumlah permasalahan refleksivitas dan 
reka-cipta ulang yang menyertai persinggungan modernitas dan tradisi, 
dalam konteks pendidikan. Masalah utama di sini adalah, gagasan 
membayangkan dan mereka-cipta ulang modernitas selalu terkait 
dengan imajinasi dan reka-cipta ulang atas tradisi. Membayangkan 
ulang modernitas dan tradisi adalah langkah pertama dalam upaya 
pertemuan-persandingan keduanya. Membayangkan yang dimaksud 
di sini, berkenaan dengan konseptualisasi modernitas dan tradisi yang 
memungkinkan—bahkan menuntut—agar keduanya diubah. 

Tentang modernitas, sebelum dapat dijinakkan—dalam hal ini 
disesuaikan dengan Islam—pertama-tama harus dapat ditemukan aspek- 
aspek yang perlu diubah. Artinya, pada dasarnya modernitas boleh saja 
dianggap tidak Islami atau setidaknya berpotensi berbahaya bagi keber- 
langsungan Islam. Tetapi, potensi ancaman tersebut harus ditemukan, 
lantas diperlunak, dijinakkan. Sedemikian, Ron menyebutnya sebagai 
membayangkan kembali. Bagaimana modernitas dibayangkan tentu 
berbeda-beda. Ketika membahas Islam, perbedaan tipikal berislam, 
misalnya, akan mempengaruhi 'cara masing-masing mereka mencandra 
modernitas. 

Beberapa orang melihat modernitas sebagai ancaman yang, mutlak 
tidak dapat dijinakkan, dan oleh karena itu perlu mengambil jarak darinya 
dan membangun benteng perta hanan berupa "tradisi” yang eksklusif. 
Dalam kasus yang disajikan di sini, kita telah melihat bagaimana moder- 
nitas itu memang berpotensi mengancam moralitas Islam, namun masih 
membuka kemungkinan untuk dijabat, dipersandingkan, disinergikan 
dengan Islam. 

Dalam rangka membangun Islam yang modern, tradisi Islam 
sedemikian rupa harus dapat selaras dengan modernitas. Perkara ini 
menyiratkan upaya aktif, menimbang-nimbang segala konsep yang 
ada. Hal-hal yang sudah nyata-nyata selaras, tidak perlu dipermasa- 
lahkan lagi. Supaya tradisi dan modernitas dapat selaras, masing-masing 
dari keduanya harus menata langkah bersama, melunakkan potensi 
ancaman menjadi potensi 'kemitraan dalam teken kontrak kerja sama. 
Begitu modernitas dan tradisi selesai dibayangkan, maka bisa dilakukan 
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reka-cipta ulang. Model pendidikan Al-Hikam Malang merupakan salah 
satu model “reka-cipta ulang modernitas dan tradisi” Dengan adanya 
santri yang berkuliah di perguruan tinggi sekuler, lantas ketika kembali 
ke pesantren diberikan pelatihan agama yang berakar pada kesufian dan 
ruang hidup bertradisi pesantren, Al-Hikam telah menciptakan moder- 
nitas Islam yang khas Indonesia. Reka-cipta ulang ini, diharapkan akan 
menghasilkan para professional yang kuat di kedua aspek: pekerjaan dan 
moral keimanan. 

Ketika kehidupan pedesaan di Jawa berubah dan pesantren juga 
berubah seiring tujuan pendidikan baru, praktik-praktik tradisional 
tertentu dari babak sebelum abad ke-19 masih perlu dikukuhkan. 
Nilai nilai tradisional ini masih dianggap penting sebagai basis moral, 
walaupun dalam pengajaran dan praktiknya butuh direka-cipta ulang. 
Sedemikian, bayangan dan reka-cipta ulang, baik atas tradisi maupun 
atas modernitas adalah dua sisi berbeda dari koin yang sama. 


Pesantren dan Terorisme 

Ketika publik Barat gencar mencari pendukung dalam "Perang 
Melawan Terorisme", mereka telah salah membaca situasi. Kesalahan 
pertama, mereka 'salah baca' dalam melihat keterkaitan terorisme dengan 
'komunitas muslim tertentu, yang tidak sesederhana sebagaimana 
terpahami selama ini. Telah terjadi gebyah uyah (generalisasi) dalam 
melihat pesantren (sekolah tradisional Islam) yang dianggap sebagai 
basis Islamisme Radikal. Dengan premis penelitian di madrasah tertentu 
di Pakistan yang cenderung pro kekerasan dan radikal, mereka lantas 
menyimpulkan secara gebyah uyah bahwa semua pesantren adalah 'biang 
kekerasan, termasuk pesantren-pesantren di Indonesia. Jika melihat 
konteks Indonesia secara spesifik, memang beberapa pesantren tertentu 
terkait dengan “Laskar Jihad' dan Jama'ah Islamiyah yang cenderung 
radikal dan pro kekerasan. Tetapi bila hanya dengan kasus-kasus yang 
bisa dihitung jari ini lantas menyimpulkan bahwa seluruh pesantren di 
Indonesia adalah ancaman terhadap toleransi, maka hal itu merupakan 
simpulan yang jauh dari panggang. 

Dalam buku ini penulis telah menunjukkan bahwa argumen yang 
melihat pesantren sebagai sumber radikalisme' pada dasarnya salah 
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tempat. Merunut sejarah, pesantren memiliki semangat akomodasi, 
pluralisme, dan anti-radikalisme yang kuat mengakar. Memang benar, 
pesantren pernah dimobilisasi untuk melakukan kekerasan di masa 
lalu, baik dalam Perang Kemerdekaan maupun pada konflik politik 
1965-1966, tetapi ini harus dipahami sebagai “kasus khusus di kondisi 
khusus (darurat). Tradisi ala pesantren yang akomodatif, toleran, dan 
anti radikalisme harus diteladani dan disokong penuh. Sedemikian 
adalah peluang terbaik untuk menangkal radikalisme. Disertasi Mas Ron 
“Peaceful Jihad” yang sudah kami terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia 
menjadi Jihad ala Pesantren Damai di mata Antropolog Amerika” lebih 
meyakinkan dan secara substantif tidak beda dengan suara mainstream 
Muslim Indonesia. 

Saya bersyukur alhamdulillah bisa memberi prolog untuk karya- 
karya penting Mas Ron termasuk buku ini yang sekaligus sebagai bukti 
bahwa kami sudah bersahabat secara akademis dan kekeluargaan sangat 
lama sejak kami menulis disertasi 1995 tentang pesantren sama-sama di 
US tapi di kampus yang beda, Mas Ron di ASU, saya di UCLA. Persaha- 
batan kami diperkuat dengan saling mengunjungi di US dan Indonesia, 
dan beberapa kegiataan akademis Bersama. Lebih penting lagi persaha- 
batan kami diperkuat dg persahabatan putrinya Amy dengan putri kami 
Medina sejak balita sampai kini. 


The world is big enough for all human 
cultures and civilizations to interact and coexist, 
but too small for a war of civilization 


PRAKATA 


Dengan senang hati saya menguli secara singkat 
tentang saya dan buku ini yang terbentuk dari 
beberapa kaya ilmia selama tiga puluh tahun. Pada 
umumnya bab-bab yang berikut pernah diterbit 
dalam bahasa Inggris dan sudah dibaca oleh yang 
dapat baca bahasa Inggris. Karena saya merasa hutang 
budi terhadap orang Indonesia pada umumnya, saya 
ingin menyiapkan terjemahan makalah makalah saya 
biar semua yang ingin bisa membaca, 

Saya sering ditanyakan “kenapa tertarik sama, 
Anthropologi, Islam, dan Indonesia. Memang 
kebetulan saja, akibat riwayat hidup. Saya lahir ke 
seorang ayah yang jadi anggota laut Amerika Serikat. 
Sebelum umur 13 tahun saya tinggal di lima negara dan 
paling tidak 7 atau 8 kota. Orang tuanya suka tinggal 
di luar markas kalau boleh atara orang-orang lokal. 
Saya anak yang cerewet dan suka bergaul sama siapa 
saja. Saya sangat suka pikir apa yang beda atau sama 
antara teman main dan saya. Saya lebih cenderung 
lihat persamaan dan tidak membiarkan bahasa jadi 
masalah. 


Pada saat dilahirkan ayah saya ditugaskan 
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di Maroko dan boleh bawa istri. Untuk 8 atau 9 bulan pertama selain 
ada bapak dan ibu ada seorang pembantu namanya Rahma. Mengerut 
kisahnya, dia serum menggulingkan saya dalam macam selendang dan 
gendong saya sambil kerja dan berbicara bahasa Arab sama saya. Dari 
ilmu neuroscience kita tahu bawa pengalaman semacam itu membentuk 
jaringan dalam otak yang mempermudah pelajaran bahasa asing 
sepanjang hidup. Saya berterima kasih untuk hadiah itu dari Rahma. 
Selama dibesarkan saya sering dengar cerita tentang Rahma dan 
ditunjukkan foto di bawa, dan makan masakan Maroko yang ibu saya 
pernah belajar dari Rahma. Walaupun hanya menjaga saya selaman 8-9 
bulan ini orang yang masuk ke pemikiran, imagijinasi, dan pensaran saya. 


Foto: Penulis digendong Muslimah Maroko (Kredit: Richard C. Bull) 


Kalau Indonesia, itu lebih berkait dengan kesempatan ke Asia 
Tengara termasuk Indonesia sambil kuliah. Tahun 1986 saya diajak pergi 
ke Singapora oleh seorang professor. Saya tidak kenal Singapore hanya 
sudah 7 tahun saya tidak sempat keluar negeri. Dan hati saya sangat 
suka ngumbara (wander). Sesudah balik dari Singapura, saya membahas 
kemungkinan pergi ke Indonesia untuk 7 minggu dalam liburan sekolah 
yang berikut. Perjalanan itu kunjungi 3 kota di Sulawesi. Boleh dikatakan 
saya jatuh cinta sama bangsa Indonesia. 

Saat melamar pasca sarjana saya tertarik bagaimana umat-umat 
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beragama menghadapi modernisasi. Dan jelas, mau balik ke Indonesia. 
Fokus itu membiarkan saya kembali ke penasaran tentang Islam. Saya 
sempat bertemu professor muda yang baru mencetak buka tentang 
Islam di Jawa, yaitu Mark Woodward. Dalam bincangan sama beliau 
saya diarahkan ke pesantren dan bagaimana pendidikan pesantren 
disesuaikan dengan perkembangan zaman dan dipakai untuk hadapi 
globalisasi, nasionalisme, dan modernitas. Dalam sepuluh bab berikut, 
pembaca bisa menyimpulkan perkembangan pemikiran seorang penulis 
selama tiga puluh tahun lebih. Pada umumnya, urutan bab sesuai dengan 
urutan ditulis kalau bukan urutan diterbit. 

Saya mau ucap terima kasih pada semuanya yang membantu saya 
selama 36 tahun saya mengamati Indonesia. Saya akan coba mengakui 
semuanya tetapi yang jelas saya tidak akan menyebut semuanya. Kalau 
adayangmerasatertinggalatauterlupasayamintamaafsebesar-besarnya. 
Di Arizona State, saya berhutang budi terhadap Mark Woodward, James 
Rush, James Eder, John Aguilar, dan John Chance. Pada awal penelitian 
saya sangat dibantu oleh almarhum Abdurahman Wahid dan Nurcholis 
Majid. Yang lain di Indonesia termasuk Abdurahman Masud, Yusuf 
Hasyim, Hasyim Muzadi, Remo Karsono, Al Makin, Inayah Romhaniyah, 
Yudian Wahyudi, Yaser Arafat, Yagut Cholil Goumas, Masdar Hilmy, 
Hilman Latief, Madhi, Iffah, Dede Oetomo, Nur Fahdil Lubis, Moral- 
uddin Harahap, Komaruddin Amin, Amin Abdullah, Faisal Saimima, 
Zainul Fuad, dan ratusan civitas akademik yang pernah bertemu di 
kampus-kampus dan konferensi. Jangan lupa ribuan orang Indonesia 
biasa saya yang membantu saya termasuk sopir taksi, koki, tukan becak, 
tukang londry, pelayan di resto, dan lain sebagainya. 

Semoga buku ini bermanfaat dan jadi pemicu wacana dan perde- 
batan yang lebih lanjut. Semoga ada yang mau menulis jawaban terhadap 
ide-ide yang ada di dalam buku ini. Kalau ada yang kurang saya minta 


maaf, dan berhadap kita bisa tetap diskusi di masa depan. 


Ronald Lukens-Bull 
6 Juli 2023, Yogyakarta. 
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Abstrak 

Bermula dari karya-karya awal di masa kolonial, 
sejumlah karya ilmiah perihal praktik sosial dan 
budaya, nampak jelas adanya pandangan anti-Islam. 
Makalah ini akan mengeksplorasi akar dan perkem- 
bangan jejak penelitian kesarjanaan di masa kolonial, 
dengan perhatian khusus pada bagaimana hal itu 
berdampak pada pengetahuan kesarjaan di kemudian 
hari. Keilmuan kolonial masa lalu mempertahankan 
dan menanamkan paradigma yang mengabaikan, 
meremehkan, dan bahkan bertentangan dengan 
Islam. Penelitian yang lebih baru (belakangan), 
telah bergeser, bahkan bertolak belakang dengan 
paradigma sebelumnya. Saat ini, dalam penelitian 
yang dilakukan oleh para sarjana Barat terkait dengan 
studi ke-Indonesia-an, kami melihat pergeseran ke 
paradigma yang (lebih) mengakui dan memvalidasi 
pentingnya Islam dalam praktik sosial-budaya di 
Indonesia. Makalah ini membahas sejarah perkem- 
bangan kesarjanaan pada topik yang sedang hangat 
diperdebatkan di kalangan sarjana kontemporer 


Indonesia, yaitu pentingnya (diskursus) Islam dalam 
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budaya Jawa. Makalah ini akan difokuskan pada karya-karya yang ditulis, 
atau diterjemahkan ke dalam 'Bahasa Inggris. Tentu pada faktanya, 
banyak juga karya yang telah ditulis dalam bahasa Belanda dan Indonesia. 
Tetapi, mempertimbangkan bahwa peneliti berbahasa Inggris adalah 
yang paling banyak tersedia, dan oleh karena itu sumber yang paling 
sering digunakan adalah dalam bahasa Inggris, saya perlu melakukan 
pembatasan di sini. Saya akan memeriksa karya-karya secara kronologis, 
dalam upaya untuk menunjukkan perkembangan (pergeseran) paradig- 
matik. Dapat dikatakan bahwa segera setelah Mojokuto (proyek Clifford 
Geertz dkk.) paradigma dominan dalam studi antropologi ke-Jawa-an 
telah ditetapkan. 

Dari catatan paling awal di Jawa, terbangun suatu trend tertentu dan 
diikuti oleh peneliti setelahnya. Di antaranya adalah pandangan bahwa 
Islam tidak memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan orang 
Jawa. Tradisi ini merupakan bagian dari 'kerangka orientalis. Edward 
Said menyatakan, bahwa orientalisme adalah sebuah bangunan teori 
tentang “Orient” dan tentang Islam berdasarkan rasa berkuasa pada diri 
sarjana Eropa atas subyeknya (Said 1978: 31-34). Islam, dan ihwal terkait 
agama ini, oleh para sarjana Barat dipahami sebagai semacam musuh. 
Pola pikir semacam ini, kata Said, berlangsung sampai akhir abad ketujuh 
belas, “ancaman Utsmaniyah” mengintai eksistensi peradaban Eropa 
beserta seluruh representasi peradaban Kristen. Dan di saat yang sama, 
peradaban Eropa memasukkan kesan bahaya (perasaan terancam) itu 
ke dalam pengetahuan dan pandangan hidup mereka (Said 1978: 59-60). 
Orientalisme bertahan, menurut Said, karena pengaruh pengetahuan! 
yang dibentuk secara sengaja, sekaligus waktu, tenaga, dan sumber daya 
yang diinvestasikan dalam bingkai paradigma (keterancaman) tersebut. 
Dia menyatakan, investasi yang memadai menjadikan orientalisme 
terbangun sebagai satu sistem pengetahuan tentang Orient. Data dan 
informasi yang diterima terkait Yang Oriental disaring sedemikian rupa ke 
dalam sudut pandang kesadaran Barat ... (1978: 6). Apa yang digambarkan 
Said sebagai Orientalisme hanyalah sebagian dari pola pikir imperialis. 
Pola pikir ini membangun sejenis keilmuan kolonial tentang hampir 
setiap hal, tentu saja termasuk agama. Paradigma Imperialis mendeskrip- 
sikan Orang Jawa sebagai subyek pasif, bukan sebagai subyek aktif atas 
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sejarahnya sendiri. 

Dalam paradigma Imperialis, para aktor Barat berperan sebagai pusat 
kendali: pemain sekaligus wasit. Said menjelaskan perkembangan dan 
perbedaan antara fakta orientalisme dan latensi di dalamnya (Said 1978: 
206). Secara manifestatif, orientalisme adalah dinamika kecenderungan 
(sudut pandang Barat) yang menghinggapi para sarjana. Pada praktiknya, 
mengimplikasikan ada perubahan, termasuk kemungkinan punah di masa 
sekarang. Orientalisme laten adalah ekses (sudut pandang Barat) yang 
telah terserap secara renik, sedemikian halus dan tersebar, sehingga ia 
lambat untuk terganti. Clifford Geertz layak diapresiasi sebagai pemutus 
dari paradigma Orientalisme, karena dedikasi dan totalitasnya dalam 
disiplin antropologi (1978: 326). Namun, Said mengabaikan dampak 
'orientalisme laten dalam karya Geertz. Beberapa pengetahuan tentang 
“Timur” dari abad ke-19, khususnya tentang Islam, sedemikian terpe- 
ngaruh oleh popularitas Geertz. Sebagai teori, Geertz mempengaruhi 
khususnya para pengkaji Islam. Orang-orang yang terpengaruhi oleh 
Geertz, semacam telah memiliki teori mapan ketika mengamati Jawa. 


Karya Kolonial 

Fondasi studi orientalisme terhadap Jawa, dapat dipusatkan pada 
titik koordinat (masa) kolonial. Sebagian besar karya zaman ini lebih 
tertarik pada Jawa sebagai sumber daya' ekonomi, daripada kehidupan 
masyarakat dan budaya Jawa. Karenanya, karya-karya ini pada umumnya 
lemah dalam deskripsi etnografis. 

Pada tahun 1811, Stamford Raffles datang ke Jawa sebagai Letnan 
Gubernur Jenderal. Raffles memiliki pandangan yang sangat 'anti-Islam' 
sehingga pada saat yang sama membentuk corak studinya terhadap dan 
tentang Jawa. Bias paradigmatik dari Raffles adalah bagian tak terpi- 
sahkan dari pandangan umum Eropa tentang Islam. Robert Fernea dan 
James Malarkey menulis bahwa kesan awal Eropa tentang Dunia Arab 
diwarnai oleh pertentangan historis antara Islam dan Kristen (1975: 184). 
Meskipun Islam itu monoteistik, ada perbedaan di antara keduanya 
dan Kristen digunakan sebagai kerangka takar dalam keilmuan Eropa, 
sekaligus berperan sebagai 'konsep populer Eropa terhadap Islam. Dunia 
Arab bukan hanya diposisikan sebagai ancaman politik dan (doktrin 
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keimanan) agama, tetapi juga dilihat sebagai kekuatan pencemar dan 
simbol erotisme kasar (Fernea dan Malarkey 1975: 185). Said menya- 
takan bahwa Islam menjadi simbol teror, kehancuran, dan semua yang 
dibenci oleh Eropa (1978: 59-60). Pandangan terhadap Islam semacam ini, 
berfungsi sebagai legitimasi etis kolonialisasi (Hussain, et al. 1984: 1). 
Raffles menegaskan bahwa Islam Jawa tidak sepenuhnya Islami 
karena, “orang Jawa” masih setia pada adat istiadat kuno dan upacara 
mereka. Beberapa di antaranya bertentangan dengan keyakinan baru 
mereka (1965 (1817) 1: 322). Dalam pandangan Raffles, Islam memiliki 
“pengaruh yang sangat kecil” terhadap orang Jawa (1965 (1817Ji: 5. Dia 


berkata: 

.. meskipun hukum Mahomedan (Islam) dalam beberapa kasus 
ditaati, dan dianggap sebagai suatu kehormatan untuk menyatakan 
kepatuhan padanya, itu belum sepenuhnya menggantikan takhayul 
kuno dan adat istiadat lokal yang telah mengakar (1965 (1817| I: 
271) 


Sebaliknya, Ann Kumar (1985: 6), berpendapat: “kendati demikian, 
tidak dapat dipungkiri bahwa pada setengah dari abad ke-18 akhir 
Isebelum Raffles tiba) 'tradisi besar" Jawa telah diislamkan sedemikian 
rupa, sampai ke tingkat yang baru pada akhir-akhir ini diapresiasi”. 

Raffles mengagungkan masa lalu Hindu di Jawa (1965 (1817) 1: 353). Di 
satu bab khusus tentang agama, Raffles secara singkat membahas Islam. 
Ada sekitar empat halaman, dia menolaknya sebagai 'tidak begitu berarti' 
bagi orang Jawa, sedangkan sisa dari bab ini (sekitar 60 halaman) dia 
membahas tentang Hindu Jawa masa lalu. Yang menarik adalah penga- 
matan Raffles bahwa 'kode hukum Jawa dibagi menjadi hukum Islam dan 
hukum tradisional atau adat (1965 (1817) I: 279). Raffles menegaskan, pada 
taraf ideal, semua keputusan hukum Islam merujuk pada beberapa kitab 
karangan (berbahasa) Arab. Keputusan-keputusan hukum dirujukkan 
pada kanon pendapat yang diambil dari teks-teks (Arab) ini. Hukum adat, 
didasarkan pada tradisi lisan (1965 (1817) 1: 279-80). Perbedaan ini sangat 
mirip dengan hukum Islam dan hukum adat ala Snouck Hugronje, yang 
menjadi dasar dari banyak kebijakan kolonial Belanda terkait Islam (1906). 
Lebih lanjut, ini menyerupai pembedaan yang di kemudian hari dibuat 
oleh Geertz (1960), yakni antara mereka yang mempraktikkan hukum 
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Islam (santri) dan mereka yang mempraktikkan hukum adat (abangan). 

Raffles membagi masyarakat Jawa menjadi kaum tani dan elit 
penguasa. Dalam deskripsinya tentang kaum tani, Raffles berempati 
dan nampak baik hati. Sebaliknya, ketika membahas tentang para elit 
penguasa, dia memosisikan mereka sebagai “Mahomedan despots” (1965 
(1817) 1110). Sepanjang telaahnya, Raffles menggambarkan elit penguasa 
setempat sebagai penindas, dan kaum tani dipandang “lebih mulia”. 
Dikotomi antara petani dan elit penguasa ini membentuk pola umum 
dalam analisisnya tentang masyarakat Jawa. Raffles menyiratkan bahwa 
keunggulan kaum tani adalah karena ketahanan mereka dalam memper- 
tahankan kepercayaan dan praktik Hindu kuno, sementara elit penguasa 
telah merosot ke dalam (agama baru) “Mahomedisme”. 

Raffles menunjukkan bukti ketidak-sempurnaan Islam Jawa adalah 
kurangnya kebencian terhadap orang kafir Eropa (1965 (1817| I: 5). Dia 
berpendapat: 


“Agama Mahomaden, seperti yang saat ini ada di Jawa, nampak 
hanya di level permukaan, dan hanya sedikit yang mengakar di 
kedalaman jantung orang Jawa. Beberapa ada yang antusias, serta 
mensucikan dan menghormati doktrin, tetapi sebagai bangsa, orang 
Jawa sama sekali tidak merasa benci terhadap orang Eropa yang 
kafir, dan ini menunjukkan bukti bahwa mereka tidak sempurna 
sebagai (muslim) Mahomedans (1965 (1817| II: 5). 


Bagian ini menunjukkan bahwa Raffles memahami Islam sebagai 
agama yang didasarkan pada kekerasan dan fanatisme. Mark Woodward 
menolak bahwa Raffles telah memahami Islam sebagai sebuah kode 
hukum dan gagal untuk melihat keterpilahan antara kode hukum (syariat) 
dan adat istiadat lokal yang ditemukan di semua masyarakat Muslim 
(1996: 20). 


Raffles menegaskan bahwa corak kemasyarakatan pedesaan 
di Jawa sangat mirip dengan yang ada di India, yang menjadi bukti 
keberlangsungan tradisi India di Jawa. Clive Day, bagaimanapun, 
memperingatkan bahwa, setidaknya pada zamannya (1904), 
kolonialisme Belanda telah mengubah struktur politik Jawa di semua 
tingkatan (1904: 4-5). Day menyatakan, 
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“Belanda berhasil dalam kebijakan kolonial mereka hanya setelah 
berupaya memahami dan menggunakan institusi lokal, ketidak- 
tahuan atau penyalah-gunaan kesempatan untuk mengontrol yang 
diberikan oleh otoritas lokal telah menjadi salah satu penyebab 
utama kegagalan mereka (1966 (1904: 3).” 


Dalam diskusinya tentang masyarakat lokal, Day mengoreksi 
pendapat negatif Raffles, terkait penilaiannya terhadap kebiasaan adat 
dan penguasa lokal yang digambarkannya mirip sebagai karikatur opera 
kesinisan (1966 (1904|: 13). Selanjutnya, Day menegaskan bahwa penguasa 
lokal terpisah dari rakyatnya dan lepas tangan dari penderitaan mereka. 
Day juga menyatakan bahwa Islam tidak begitu penting, setidaknya buat 
keberlangsungan kemasyarakatan lokal. Dia menyatakan bahwa Islam 
mengkategorisasikan adat budaya lama dengan “adat budaya baru tetapi 
tidak “mengubah karakter sosial politik, atau (menambahkan| apapun 
yang penting untuk itu” (1966 (1904|: 9-10). 

Raffles dan cendekiawan kolonial lainnya terpaksa menyangkal 
pentingnya Islam di Jawa. Banyak beasiswa (riset) tentang agama Jawa, 
dilakukan oleh sarjana misionaris. Dengan menyangkal pentingnya 
Islam, mereka mengkondisikan Jawa supaya kondusif sebagai ladang misi 
dakwah Kristen yang potensial. Di posisi lain, hal tersebut bisa berarti 
menyerahkan spiritualitas keagamaan orang Jawa kepada musuhnya yang 
lain, yakni para sarjana misionaris yang mendasarkan upaya keilmiahan 
mereka pada sebagian teori dari Geertz terkait praktik keagamaan di 
Jawa (Woodward 1996: 30). 


Pasca Revolusi 

Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 
Agustus 1945 dan kokoh sebagai negara berdaulat pada 27 Desember 
1949. Dengan era perpolitikan Indonesia yang baru, datang dan masuk 
berbagai bentuk beasiswa baru. Paradigma keilmuan bercorak kolonial 
mulai luntur. Orang Jawa tidak lagi digambarkan sebagai subyek 
penelitian pasif, sekarang mereka terlibat sebagai aktor politik. Namun, 
peran Islam dalam kehidupan kemasyarakatan Jawa diminimalkan 
sedemikian rupa oleh para cendekiawan Barat di era ini. 

Henry Benda mengeksplorasi pengaruh pendudukan Jepang (1942- 
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1945) tentang Islam Indonesia (1958). Kebijakan Belanda tentang Islam 
telah mempertahankan kyai dan ulama dalam posisinya sebagai bagian 
dari otoritas kekuasaan lokal. Selanjutnya, Belanda memberikan pendi- 
dikan ala Barat kepada para elit di Indonesia, dengan harapan kesetiaan 
mereka tertambat pada kultur ke-Belanda-an, bukan pada ke-Islam-an 
(Benda 1958: 27, Kahin 1952: 49). Di sisi lain, Jepang memberdayakan 
kyai dan ulama, dengan menggunakan mereka sebagai bilah politik 
kekuasaan dan pertahanan. Saat ia melakukan penelitian, Benda berpen- 
dapat bahwa proses Islamisasi di Indonesia, dari sisi sebarannya secara 
wilayah kepulauan, belum lengkap (1958: 9). Dia berpendapat, bahwa 
sebagian besar persebaran Islam di Indonesia masih berbasis sebagai 
fenomena perkotaan (1958: 10). Lebih jauh lagi, di daerah-daerah di 
mana peradaban Hindu telah kuat (Jawa Tengah dan Jawa Timur) Islam 
tidak memiliki pengaruh berarti terhadap aspek agama, sosial, dan 
politik (Benda 1958: 12). Di arena ini, Islam menyesuaikan dirinya ke 
sebagian tradisi Jawa, sebagian Hindu-Buddha yang telah lebih dulu ada. 
Menurut Benda, makna Islam Jawa yang lebih besar ada dalam politik, 
bukan murni urusan agama. Perubahan keyakinan (dari agama lokal ke 
agama Islam) “tidak membawa hasil perubahan radikal dalam kehidupan 
beragama dan sosial-budaya di Jawa” (Benda 1958: 12). 

Pada hakikatnya, terdapat kemungkinan hadirnya Islam di Indonesia 
dibentuk oleh fakta bahwa ia datang ke nusantara melalui anak benua 
India (Benda, 1958: 12). Sufisme adalah bentuk Islam yang pertama kali 
muncul di sini. Namun, bersamaan dengan itu Benda menempatkan 
sufisme sebagai bertentangan dengan Islam ortodoks. Benda menggam- 
barkan sufisme sebagai “produk derivasi dari pengalaman religius India”, 
dan yang sedemikian secara terus-menerus menuju pada bentuk “Hindu- 
Jawa” (1958-12). 

Menurut Benda, karena Jawa terisolasi dari dunia Muslim lainnya 
selama periode Mataram, Islam Jawa berubah dan beroperasi ke dalam 
kerangka kepercayaan tradisional. Karena fokus pada wilayah batin 
(esoteris), Islam Jawa menjadi stagnan dan “tidak murni. Benda menya- 


takan, 
“Pemenang sesungguhnya adalah agama Jawa, bukan Islam, Jawa 
dalam arti adat-istiadat, bukan hukum Alguran, dan “feodalisme” 
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Jawa, bukan peradaban Islam perkotaan (1958: 13).” 


Benda berpendapat bahwa meskipun Islam tidak menikmati banyak 
signifikansi budaya, Islam memiliki signifikansi politik yang besar. Kyai 
dan ulama (guru dan sarjana) dengan cepat menjadi “elemen sosial yang 
khas dalam masyarakat Indonesia” (2958: 14). Benda menerima kategori 
dari Geertz tentang abangan, santri, dan priyayi. Dia berpendapat bahwa 
ulama atau kyai membentuk cara hidup baru yang berada di level tradisi 
petani Jawa (abangan) dan Hinduisme-Jawa pada level elit penguasa 
(priyayi). Bagi Benda, gaya hidup santri lebih mirip budaya sosial orang 
Arab Timur Tengah, daripada budaya khas orang Jawa (1958: 14). 

Anderson berpendapat bahwapesantren (lembaga pendidikan Islam) 
dan Kyai memberikan model tatanan transenden saat masyarakat Jawa 
terdegradasi pada kekacauan (1972a: 10). Anderson berpendapat bahwa 
kyai (guru pesantren) biasanya terlepas dari kehidupan politik negara, 
tetapi di saat-saat krisis, mereka berkemungkinan besar melampaui 
peran biasanya yang sebagai pimpinan pesantren, demi memperju- 
angkan murid-murid (santri) setia mereka. Untuk ikut memainkan peran 
perubahan, terkait perobohan tatanan lama dan pemunculan tatanan 
baru, sebelum benar-benar kembali uzlah, menarik diri dari dinamika 
sosial praktis (Anderson 1972b: 54). 

Ini menunjukkan bahwa Islam, atau setidaknya institusi Islam, 
memainkan peran sentral dalam kemasyarakatan Jawa. Namun, 
Anderson menambahkan adanya Para Pendekar (tokoh seni bela diri) 
yang memiliki peran serupa dan berotoritas semacam sebuah kelem- 
bagaan Islam. Lebih jauh, Anderson menegaskan bahwa pesantren 
memiliki usia dan akar tradisi yang jauh lebih tua dari institusi tradisi 
Jawa lainnya (1972b). Kendati demikian, bagi Anderson, ini bukanlah 
sebuah model transendensi sosial yang signifikan, khususnya bagi peran 
sosial agama yang lebih segar (1972a: 9). 

Benda menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan Jepang 
pada masa pendudukan di Jawa memperkuat peran Islam. Misalnya, 
Hizbullah (Partai Allah) adalah satuan tentara cadangan PETA (milisi 
yang disponsori Jepang). Hizbullah memiliki beberapa petugas kyai 
(guru agama) dan perangkat konstitusional yang membentuk jaring 
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hubungan antara kepemimpinan Islam di pusat dan anggota milisi di 
bawahnya (Benda 1958: 179). 

Kahin berpendapat, bahwa Islam berperan untuk mempersatukan 
penduduk nusantara dalam mewujudkan semangat nasionalisme. Islam 
menciptakan solidaritas yang menangkal potensi parokhialisme (1952: 
38). Kahin menyatakan bahwa Islam “dulu bukan hanya ikatan bersama, 
bisa dikatakan semacam simbol sosial sebagai antisipasi terhadap 
penyusup asing dan para tiran dari lain agama” (1952: 38). Namun, bagi 
Kahin, Islam hanyalah sebuah “irisan tipis di antara lapis-lapis 'kue' 
Hindu-Buddha dan mistisisme Jawa asli” (1952: 45). 


Proyek Mojokuto 

Proyek Mojokuto dijelaskan oleh Benjamin Higgins sebagai “sebuah 
skandal yang dirumuskan” (1963: viii). Higgins menyatakan bahwa ini 
bukanlah proyek tim penelitian, ia sebatas “komunitas beberapa sarjana” 
yang melakukan penelitian di wilayah umum yang sama (1963: viii). 
Proyek Mojokuto menghasilkan karya-karya bagi Robert Jay (1969), 
Alice Dewey (1962), Hildred Geertz (1961), dan Clifford Geertz (1960, 
1963, 1965). Yang paling produktif dan paling menonjol dari sarjana 
Mojokuto adalah Clifford Geertz. Agama Jawa, yang dalam diskursus 
ini, dianggap sebagai hasil “paling berpengaruh" dari proyek itu, adalah 
sebuah pernyataan definitif tentang hakikat masyarakat Jawa. Tak satu 
pun dari karya lain, dari komunitas penelitian itu yang secara signifikan 
berbeda. Karena alasan ini, karya Geertz menjadi perhatian utama. 
Penting untuk dicatat dalam catatan kaki di The Religion of Java, Geertz 
menyebutkan bahwa sebelum berangkat ke Jawa, tim peneliti tersebut 
ke Belanda untuk berbicara dengan orang Jawa yang ada di Belanda. 
Percakapan tersebut, bisa dilihat sebagai satu point dalam upaya penyi- 
sipan (kepentingan) kolonialisasi dan misionisasi ke dalam kanon antro- 
pologis. 

Kolonialisasi Belanda di nusantara itu berkaitan dengan ekstraksi 
produk pertanian tanpa mengubah struktur ekonomi pribumi secara 
mendasar (C. Geertz 1963: 47). Geertz berpendapat demikian, dan 
mengarah pada pembentukan sistem ekonomi berstandar ganda yang 
secara intrinsik tidak seimbang: antara sektor ekspor dan sektor hasil 
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dalam negeri (1963: 48). 

Geertz mendasarkan pemahamannya tentang sifat “ganda” atau 
bias kepentingan dari ekonomi Hindia Belanda pada karya Furnivall 
(1944, 1948) dan Boeke (1946). Geertz berfokus pada tafsir ekonomis 
Jawa, daripada pada sifat kesosialan masyarakatnya. Namun, memang 
salah satu tafsir ekonomi tersebut adalah bahwa setiap sektor ekonomi 
memiliki identitas sosial budaya masing-masing (Furnivall 1944: 467). 


Geertz menjelaskan ini secara ringkas: 
Bagi santri, aktivitas komersial dalam bentuk yang relatif ketat 
dengan cara yang sama, mengandung di dalamnya variasi budaya 
Islam Jawa, karena status etis yang bersumber dari literatur otori- 
tatif, memuat tradisi priyayi dan tradisi petani desa sekaligus yang 


berisi metode baku praktik pertanian (1965: 91). 

Meskipun Geertz secara terbuka mengakui bahwa Jawa masa kolonial 
memiliki sifat ekonomi yang multidimensional (C. Geertz 1965: 41), dia 
tidak melihat divisi utama masyarakat Jawa sebagai bagian dari artefak 
ekonomi itu. Geertz menyarankan bahwa, di Jawa, ada tiga sendi inti 
struktur sosial utama: desa, pasar, dan birokrasi pemerintah. Ketiga 
sendi inti ini, menghubungkan lima jenis pekerjaan: “Petani, pedagang 
kecil, pengrajin mandiri, buruh kasar, dan pekerja kerah putih, yakni 
para juru tulis, guru, atau administrator” (C. Geertz 1960: 4). Pada aspek 
budaya/agama terdapat tiga jenis kategori: abangan, santri, dan priyayi. 
Perlu dicatat bahwa dalam bukunya Studi Agama Jawa, Geertz tertarik 
pada sosiologi agama. Artinya, Geertz lebih mementingkan pola praktik 
sosial dan keyakinan agama daripada, dengan agama itu sendiri, per-se. 
Petani desa yang muslim, sebagian besar menganut tradisi abangan, 
yaitu sebentuk praktik “sinkretisme Jawa yang berdasar pada tradisi 
rakyat asli pulau itu” (C.Geertz 1960: 5). 

Geertz menyatakan bahwa tradisi abangan “secara elemental 
tersebar secara luas dalam populasinya” (1960: 6). Ekspresi utama salah 
satu varian abangan adalah melalui slametan yang menurutnya berin- 
tikan seluruh sistem ritual agama Jawa (1960: 11). Dalam pandangan 
dunia abangan, mereka “berbagi kemiskinan” (1956: 35). Sedemikian 
mirip dengan rekan penelitiannya (White, 1983: 28). Dia menggam- 
barkan partai politik pra-1965, PERMAI (Persatuan Rakyat Marhaen 
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Indonesia, Organisasi Rakyat Biasa Indonesia) sebagai citra kaum 
abangan dan sekaligus praktik politik-agama mereka. PERMAI mengga- 
bungkan karakter Jawa “asli” yang agamis dengan Marxisme nasionalis, 
yang muaranya memungkinkan pengikutnya mendukung komunisme 
dan “memurnikan ritual abangan dari semua ajaran Islam yang masih 
terkandung di dalamnya” (1960: 112-13). 

Santri adalah pedagang kelas menengah, kepala desa, dan petani yang 
kaya. Kehidupan ekonomi mereka berpusat di pasar. Santri lebih konser- 
vatif dalam ekspresi mereka tentang keimanan Islam daripada abangan, 
atau priyayi (1960: 5-6, 40-41). Geertz berpendapat bahwa kekuatan 
ekonomi mereka muncul dari sebuah “konsepsi Islam tentang disiplin 
berhemat” yang lahir dari nilai kebajikan spiritual agrikultur di pesantren 
(lembaga pendidikan Islam pedesaan), serta ditambah dengan motivasi 
menabung untuk berhaji (ziarah ke Mekkah) (1965: 40-41). Para santri itu 
cenderung berasal dari partai Islam: Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan 
Muhammadiyah. Priyayi adalah keturunan birokrat pemerintah 'kerah 
putih. Semacam aristokrasi tradisional (1960: 6). Mereka memprak- 
tikkan suatu bentuk agama yang diambil dari anasir Hindu-Budha era 
pra-Islam. Mereka tidak terlalu terpaku pada kebakuan praktik slametan, 
tetapi lebih pada motivasi tata krama, seni, dan praktek mistik (C. Geertz 
1960). Secara politik, priyayi cenderung tergabung dalam partai-partai 


nasionalis, seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia (1960: 352). 


Pasca-Mojokuto 

Selama bertahun-tahun, paradigma abangan, santri, priyayi 
membentuk dasar pengetahuan kesarjanaan Amerika tentang Indonesia. 
Itu adalah sebuah paradigma yang berlaku dalam penelitian terhadap 
satu bentuk fenomena sosial tertentu, setidaknya mampu membuat 
kerumitan praktik sosial sedikit bisa diurai secara ilmiah. Ketika tiba 
pada kisaran 1980-an, paradigma ini mulai mendapat kritikan dan tilikan 
secara substansial. Kritik yang diberikan, pada awalnya bersifat parsial 
dan lemah (Koentjaraningrat, 1985, Hefner 1985), lambat laun semakin 
menguat. 

Salah satu kritik paling umum tentang teori kategori ala Geertz 
tersebut, terkait fakta keunikan dan kekhasan suatu jenis masyarakat, 
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maka termasuk pada kasus masyarakat di Jawa tidak bisa digenerali- 
sasikan dalam satu pembacaan teoritik tertentu. Kritik ini didasarkan 
pada perbedaan karakteristik khas antar kelompok, dimana “kelompok 
sendiri diartikan sebagai kumpulan individu yang memiliki hubungan 
teratur dan (relatif) permanen satu sama lain, sehingga kategori budaya 
di dalamnya, adalah manifestasi dari suatu konstruksi mental tertentu 
(Nadel 1951, Mair 1965, Vincent 1990: 364). Namun, kritik semacam 
ini, secara persis lebih mengena pada bagaimana kategori Geertz ditaf- 
sirkan dan digunakan oleh orang lain (generasi sarjana setelahnya), 
daripada terhadap kategori Geertz sendiri. Benjamin White mendapati, 
mengacu pada diskursus “Involusi Pertanian”, bahwa pembaca secara 
antusias dipengaruhi oleh (tafsiran) ide Geertz, daripada sebagai sebuah 
“penemuan” (1983: 22). Evaluasi ini berlaku pula pada beberapa Karya 
Geertz lainnya. Memang kategori abangan, santri, dan priyayi kadang- 
kadang telah digunakan dengan cara yang tidak fleksibel. Namun, seperti 
Geertz sendiri menegaskan, teorinya tersebut bukanlah sistem nilai 
baku yang berlaku secara umum, tetapi lebih pada sikap moral masya- 
rakat terhadap diri mereka sendiri (Geertz 1965: 148). 

Kategorisasi yang dilakukan Geertz bermasalah. Hefner mengi- 
ngatkan kita, bahwa istilah priyayi, merujuk pada banyak data-data 
lain, lebih mengacu pada “kelas bangsawan” dalam masyarakat dan 
bukan pada budaya atau agama (Koentjaraningrat 1963, Kartodirdjo 
1966: 50, Ricklefs 1979, Dhofier 1978, Boland 1982: 4, Hefner 1987). 
Kedua, pembedaan antara penghayat Jawa (yang disebut Geertz sebagai 
abangan) dan santri, secara kasar telah mengabaikan kelas-kelas sosial 
(Hefner 1987: 534, Koentjaraningrat 1957: 11). 

Koentjaraningrat pada dasarnya tidak setuju dengan pembagian 
agama ala Geertz, yang dikaitkannya secara langsung dengan “ekonomi. 
Padahal, wilayah korelasi agama dan kelas ekonomi adalah pusat konsen- 
trasi kajian yang dilakukan oleh Geertz. Penolakan Koentjaraningrat 
melangkah lebih jauh dengan memberikan penekanan pada perbedaan 
pedesaan/perkotaan (Koentjaraningrat 1985: 316). Namun, Koentjarani- 
ngrat masih mempertahankan pembagian antara “sinkretis” dan “puritan” 
dalam keberagamaan Islam Jawa. Koentjaraningrat menerima varian 
Agami Jawi sebagai manifestasi ajaran Jawa kuno dan Agama Santri 
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sebagai simbol Islam yang hadir setelahnya (1985: 316-17). Koentjarani- 
ngrat berpendapat, bahwa meskipun Agami Jawi mengandung unsur 
keislaman, tetapi tidak bisa disebut sepenuhnya berasal dari Islam. Dia 
berpendapat, bahwa kaum intelektual (level kyai, guru) pada Agami Jawi 
lebih suka mempelajari sastra religius Jawa daripada Al-Ouran atau 
“literatur keislaman lainnya” (Koentjaraningrat 1985: 325). Koentjara- 
ningrat mendapatkan list atau daftar bacaan yang cenderung digemari 


oleh mereka, sebagai berikut: 
Serat Sasana Sunu karya Yasadipura Muda, Serat Wulang Reh karya 
Raja Pakubuwono IV. Atau Serat lainnya yang juga populer, seperti 
Wedatama karya Pangeran Mangkunegara IV, dan puisi kecil yang 
indah Jaka Lodang karya R. Ng. Ranggawarsita, penyair istana 
yang termasyhur (Koentjaraningrat 1985: 325-326). 


Koentjaraningrat tidak membahas secara mendalam isi teks-teks 
tersebut di atas, yang dengan alasan ini saya juga tidak mengetahui keter- 
sediaannya dalam versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Namun, 
secara langsung dan secara tidak langsung karya keagamaan Jawa 
tersebut banyak membahas dua aspek teologis Islam. Doktrin tauhid 
(keesaan tuhan) dan fungsi syariah (hukum Islam) dalam kehidupan Islam 
adalah dua mata pelajaran teologis paling utama, yang sekaligus paling 
menyita perhatian dan melahirkan perdebatan-perdebatan diskursif di 
Jawa dan kepulauan Melayu selama berabad-abad. Soebardi menun- 
jukkan, salah satu yang paling dikenal dari proses diskursif tersebut 
adalah Serat Tjentini (1971: 335-340). Tema-tema terbahas di dalam 
serat tersebut, sulit dilacak apakah berasal dari istilah Jawa asli atau dari 
serapan khazanah Arab-Islam (Yohanes 1965). Saya berspekulasi bahwa 
teks-teks yang masuk dalam daftar Koentjaraningrat juga memiliki 
muatan teologis, mengacu pada tren diskursus intelektual Islam yang 
selalu tidak pernah lepas dari aspek teologis. 

Robert Hefner meneliti hakikat Islamisasi di Jawa dengan mengeks- 
plorasi hubungan masyarakat Tengger dengan Islam. Suku Tengger 
adalah kelompok komunitas Hindu-Budha yang tinggal di pegunungan 
Semeru dan Bromo, Jawa Timur. Hefner berpendapat bahwa Tengger 
tidak melihat diri mereka sebagai kantong etnis non-Jawa, tetapi justru 
sebagai ahli waris historis sebuah tradisi Jawa yang telah berakar 
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kuat jauh-jauh hari (1985: 8). Orang Tengger menganggap diri mereka 
sebagai orang Jawa (1985: 9), lebih tepatnya sebagai salah satu pecahan 
dari berbagai tradisi keagamaan “Jawa” (1985: 36). Konsentrasi kajian 
yang dilakukan oleh Hefner, berada pada wilayah situasi sosial budaya 
pasca merosot dan runtuhnya Hindu Majapahit di abad ke-15, berikut 
Islamisasi Jawa setelahnya. Dia menghasilkan beberapa temuan ilmiah 
yang mungkin berguna untuk memahami dinamika Islamisasi secara 
umum. Islamisasi di Jawa Timur, kata dia, cenderung terjadi di tingkat 
desa, dengan model instruksi politik pemimpin desa perihal corak atau 
pilihan agama masyarakat desanya. Konversi agama tidak pernah menjadi 
urusan pribadi belaka, dan mungkin, bukan hanya tentang “agama” saja. 
Pola semacam ini, memiliki kemiripan terhadap politik tingkat kerajaan 
(Hefner 1985: 246). Sedemikian itu, konversi agama di Jawa -dalam hal 
ini, Islamisasi- memiliki sejarah panjang sosio-politiknya sendiri. 
Hefner menyimpulkan proses “Islamisasi” di Jawa Timur terjadi 
bersamaan dengan aliran kedatangan pemukim luar dari Jawa Tengah 
dan Madura yang terus mengalir, pada masa politik “pertanian kopi” yang 
diberlakukan oleh Belanda. The “coffee line” (1.200 m) —tinggi di mana 
kopi tidak tumbuh subur—masih bisa menunjukkan perkiraan garis 
demarkasi antara Tengger dan pemukiman Islam lain (Hefner 1985: 33). 
Slametan, sebuah ekspresi bersantap makanan secara komunal, 
dalam rangka untuk mendapatkan “keberkahan, menjadi perhatian 
penting dalam perdebatan tentang lokalitas Islam dalam kultur masya- 
rakat Jawa. Geertz berpendapat bahwa slametan adalah ritual utama 
dalam praktik budaya keagamaan di Jawa. Pengamal slametan ini paling 
banyak adalah kalangan abangan. Karena itu, Geertz menegaskan, 
slametan merupakan ritual Jawa-pra-Islam. Dalam masalah ini, Hefner 
sepakat, dia juga menganggap slametan sebagai bagian dari tradisi 
Jawa-pra-Islam. Khususnya pada masyarakat di dataran rendah, kultur 
yang telah ada menyesuaikan diri dengan kedatangan Islam (1985: 104). 
Slametan didasarkan pada sebagian anjuran dari Islam tentang makanan 
dan tradisi kumpul-kumpul (komunal) yang dilakukan masyarakat. 


Secara khas, Hefner menyatakan: 
“Slametan tidak memiliki sanksi eksplisit dalam tradisi Alguran 
atau hukum positif yang berdasar dari Islam. Pada praktiknya, hal 
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ini telah lama berlangsung, lebih-lebih pada masyarakat Islam di 
Jawa (1985: 105).” 
Mark Woodward (1988) melihatnya sebagai bagian dari tradisi yang 
bersumberkan Alguran dan hadis. Dengan praktik yang sama, slametan 
disebut juga kenduren. Muslim Indo-Persia secara umum, sudah memiliki 
tradisi ini. Kenduren ini, menurut Hefner diidentifikasi sebagai inti dari 


slametan (1985). Woodward menyatakan, 
Persebaran tradisi ini telah dipraktikkan secara luas dan menem- 
pati peran penting bagi masyarakat muslim. Praktik yang dila- 
kukan masyarakat Islam di India Selatan, menunjukkan bahwa 
slametan bukanlah animisme atau pun tradisi yang asli dari Asia 
Tenggara (1988: 65). 


Woodward berpendapat, slametan berkesesuaian dengan hadits. 
Pernah suatu ketika Nabi berbagi makanan dengan pengikutnya, dan hal 
ini menjadi contoh utama dari praktik Islam lokal (1988: 62-63). Aspek 
Islam lain dari slametan adalah adanya kenyataan penghormatan kepada 
tamu oleh tuan rumah (Woodward 1988: 81-82). Sejak mula kaum muslim 
di Jawa (Drewes, 1978) sangat menekankan pentingnya berbuat baik 
kepada tetangga. Ajakan dari tetangga untuk slametan selain dari motif 
religius, juga memiliki motif lain yaitu sebuah sebuah kewajiban sosial 
yang penting dalam Islam. Jika kita menerima begitu saja pandangan 
Geertz bahwa slametan adalah ritual di Jawa Tengah, sembari pada saat 
yang sama mempertimbangkan pandangan Woodward yang menganggap 
slametan sebagai bagian dari Islam, maka kita harus mempertanyakan 
ulang pandangan Geertz. Bahwa sistem agama di Jawa bukanlah Islam, 
perlu dipertanyakan ulang. 

Woodward berpendapat bahwa Islam telah melebur menjadi bagian 
dari budaya Jawa di semua tingkatan. Ia menemukan pandangannya 
ini, dengan menelaah sejarah Islam di Jawa, khususnya yang berkaitan 
dengan asal-usul sufi Islam di Jawa berikut seluruh tradisi tekstual yang 
mengiringinya. Woodward menegaskan bahwa perbedaan yang utama 
atas keberagamaan di Jawa adalah antara mistisisme dan kesalehan 
normatif. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa segala praktik tradisi 
keislaman yang ada di Jawa bermuara dari dalam lingkup kesultanan. 
Dalam masyarakat tradisional, kelas penguasa (priyayi) banyak masuk ke 
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dalam mistisisme, oleh karena itu, muncul kesan bila dimensi ini berada 
di atas kesalehan normatif (Woodward 1989). 

Konsep dualitas yang meliputi wadah dan isi, atau 'yang luar dan 
yang batin, mengambil porsi penting dalam kosmologi Jawa (Wessing 
1978: 25, Woodward 1989: 72). Keeler mendefinisikan 'yang luar sebagai 
“apa yang dapat dilihat oleh indera dan bisa dijelaskan dengan akal 
sehat” Sedangkan 'yang batin dipahami sebagai “apa yang umumnya 
tidak terlihat, misterius, dan tidak terjelaskan” (1987: 39). Mistisisme 
adalah isi yang tersimpan di dalam wadah: kesalehan normatif. Ritual 
istana yang nampak rumit (penuh tafsir atau pasemon), melambangkan 
hubungan sinergis antara 'yang mistik (realitas batin) dan yang normatif” 
(kulit, luar, lahir) dari dimensi-dimensi ajaran Islam (Woodward 1989: 
3). Karenanya, varian priyayi, sebagaimana Geertz menyebutnya, adalah 
model masyarakat yang menyeimbangkan realitas yang batin dengan 
yang luar sebagaimana dalam ajaran Islam. Kategori dari Geertz perihal 
abangan dan santri dapat dilihat sebagai interpretasi praktik formal di 
lingkungan masyarakat pedesaan. Mereka yang disebut Geertz sebagai 
abangan, menekankan pentingnya yang batin dan mereka yang dia 
sebut santri, menekankan pentingnya yang luar (Woodward 1989: 3). 

Trikotomi Geertz dan model implisitnya tentang Agama Jawa 
sebagai bukan bersumber dari Islam, sebenarnya tidak lagi dapat diterima 
sebagai landasan studi tentang Jawa. Alasannya: Pertama, abangan, 
santri, dan priyayi bukanlah kelompok formal, melainkan hanya kategori 
budaya (cf Nadel 1951, Mair 1965). Khususnya terkait korelasi langsung 
antara gaya beragama dan perilaku ekonomi yang disematkan oleh 
Geertz, adalah yang paling tidak tepat sasaran (Koentjaraningrat 1963, 
Kartodirdjo 1966: 50, Ricklefs 1979, Dhofier 1978, Boland 1982: 4, Hefner 
1987). Kedua, pernyataan Geertz bahwa praktik slametan abangan adalah 
bersumber dari sistem agama Jawa lama sebelum Islam, merujuk pada 
Woodward tentang nilai Islam sebagai sumber landasan praktik slametan 
(1988), menunjukkan bahwa sistem Agama Jawa pada dasarnya adalah 
Islam. Ketiga, perbedaan ekspresi beragama dalam Islam di Jawa dapat 
dipahami sebagai keunikan atau kekhasan terhadap dimensi Islam secara 
khusus, yang tentu saja akan menjadi berbeda ketika dipraktikkan oleh 
orang yang berbeda. 
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Kesimpulan: Paradigma Bergeser 

Makalah ini telah mengeksplorasi jalannya perkembangan studi 
ke-Jawa-an dari sisi teks dan topik kunci. Pada prinsipnya, tulisan ini 
menyoroti sifat Orientalisme dan Imperialisme yang mempengaruhi 
dan mengarahkan serangkaian studi atas masyarakat Jawa. Walaupun 
halus dan samar-samar, tertangkap kepentingan 'anti-Islam' di dalam 
prosesnya. Secara sempit, Islam dipahami sebagai satu warna, yaitu 
Islam ala “Fundamentalis, yang justru lebih tepat disebut sebagai 
hantu atau bayangan dari Islam sebenarnya. Kerangka paradigmatik 
tersebut menjadikan mereka tidak percaya, tidak menyukai, atau malah 
meremehkan Islam (Geertz 1960, Anderson 1972b, Helman 1989, Kahin 
1952). Di sisi yang lain, mereka menegaskan bahwa Islam tidak memiliki 
peran signifikan dalam bidang sosio-politik dan keberagamaan masya- 
rakat Jawa (Benda 1958, Kahin 1952: 43). 

Tak lama setelah temuan Geertz tentang hakikat agama dan masya- 
rakat di Jawa, yakni trikotomi antara abangan, santri, dan priyayi diter- 
bitkan, pendangan ini menjadi konsep sentral dalam studi tentang 
Jawa. Temuan itu dianggap sebagai rujukan penting untuk menganalisis 
kompleksitas realitas sosial dan agama di Jawa (Lyon 1970: 29, Benda 1958). 
Namun, sifat paradigmatik atau hasil analisis yang didapatkan Geertz 
tidak serta merta menafikan upaya ilmiahnya. Walaupun, misalnya, pada 
Lagree dengan White dapat dikatakan terlalu antusias terhadap temuan 
Geertz sehingga lebih terkesan spekulatif, tetap saja tidak mengubah 
fakta bahwa upaya ilmiah telah dilakukan (White 1983: 22). Stange 
menyatakan bahwa Geertz salah melakukan pembacaaan realitas, tetapi 
mempertanyakan kredibilitasnya sebagai peneliti adalah perkara lain 
lagi (1990: 241-2). Satu penelitian bisa saja salah dan keliru. Namun, hasil 
itu justru menjadi pemicu pertanyaan dan perdebatan selanjutnya. Kita 
dapat dan harus mampu menunjukkan paradigma tertentu memiliki 
kekurangan, dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan 
menantang fondasinya. Pekerjaan apa saja, apakah “salah” atau tidak, 
yang darinya sudah membentuk sebuah paradigma tertentu, menjadikan 
saya mengapresiasinya dengan hormat atas upaya dan kecermatan yang 
telah dilakukan. 


Geertz mengemukakan di Jawa ada tiga struktur sosial utama: desa, 
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pasar, dan birokrasi pemerintahan. Bagi Geertz, struktur ini menghu- 
bungkan lima jenis pekerjaan: “petani, pedagang kecil, pertukangan, 
buruh kasar, dan pekerja kerah putih yaitu guru, atau administrator" 
(Geertz 1960: 4). Dalam tradisi keberagamaan, terdapat tiga kategori: 
abangan, santri, dan priyayi. Dalam skema ini, petani desa yang mayoritas 
beragama Islam menganut tradisi abangan. Mereka melakukan “sinkre- 
tisme nilai” antara ajaran Jawa kuno dengan Islam (Geertz 1960: 5). 
Santri adalah pedagang kelas menengah, kepala desa, dan petani kaya 
yang kehidupan ekonominya berpusat pada 'pasar. Santri cenderung 
lebih konservatif dalam ekspresi keyakinan terhadap Islam mereka 
daripada abangan atau priyayi (1960: 5-6, 40-41). Priyayi adalah birokrat 
pemerintah yang berprofesi sebagai 'kerah putih. Kebanyakan mereka 
adalah keturunan dari bangsawan tradisional (1960: 6). Mereka, para 
priyayi, mempraktikkan suatu bentuk ekspresi beragama yang berasal 
dari nilai Hindu-Budha di era pra-Islam. 

Woodward berpendapat bahwa pandangan Geertz tentang agama 
Jawa menjadi penting secara paradigmatik dan dijadikan rujukan oleh 
peneliti setelahnya. Namun kredibilitas intelektual itu tidak menutup 
fakta bahwa hasil temuannya bermasalah secara faktual (1996: 31). 
Sebagai konsekuensi lanjutan dari paradigma tersebut, tampak bahwa 
konversi agama (Islamisasi) di Jawa tidak pernah terjadi kecuali mandek 
di level permukaan. 

Benda berpendapat bahwa Islam Indonesia: dimulai sebagai 
fenomena perkotaan (1958: 10). Selanjutnya proses ini merembesi 
daerah-daerah, yang secara politik, di bawahnya —di mana peradaban 
Hindu telah mengakar kuat sebelumnya (misalnya, Jawa Tengah dan 
Jawa Timur). Islam dianggap tidak begitu berpengaruh terhadap aspek 
sosio-politik masyarakat (Benda 1958: 12). Di arena ini, Islam menye- 
suaikan diri dengan sebagian tradisi ke-Jawa-an, tradisi Hindu-Budha. 
Menurut Benda, signifikansi dari Islam Jawa (pasca Islamisasi) berada 
dalam kepentingan politik, bukan murni perkara keyakinan agama. 
Perubahan keyakinan (ke Islam) “tidak membawa perubahan radikal 
kehidupan keagamaan dan sosial di Jawa ” (Benda 1958: 12). 

Posisi intelektual itu mirip dengan M.C. Ricklefs yang menyangkal 
bahwa Islamisasi secara signifikan mengubah karakter Hindu-Budha 
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yang fundamental dari dalam alam pikir (pandangan hidup) masayarakat 
Jawa. Orang Jawa secara mayoritas adalah abangan, bukan santri. Orang 
beragama, bagi sebagian besar masyarakat Jawa adalah orang yang 
sampai batas tertentu telah melepaskan dirinya dari lingkungan sosial 
dan budaya (1979: 127). 

Kelanjutan dari paradigma tersebut mengasumsikan bahwa untuk 
menjadi “muslim sejati” seseorang itu “bukan” lagi orang Jawa asli” 
(Woodward 1996: 33). Paradoks yang terjadi, di balik pengakuan Benda 
bahwa Jawa Timur berposisi sebagai benteng agama Hindu, pada saat 
yang sama, sejauh ini, di sana menjadi tempat paling banyak melahirkan 
pesantren di Jawa (Kumar 1985: 11, Lukens-Bull 1997). Menariknya, 
kedua klaim itu benar dan konflik di antara kedua realitas sosial telah 
diteliti secara intensif oleh Robert Hefner (1985, 1987). 

Secara umum, hasil telaah kesarjanaan masa itu menunjukkan bila di 
Jawa, Islam tidak banyak berperan penting. Kesulitan yang paling umum 
saat melakukan penelitian antropologis di sini adalah penguasaan bahasa 
Jawa yang tidak memadai. Orang Jawa mengambil pandangan esensialis 
(akidah dan wilayah batin) tentang Islam, yang akan berbeda bila hanya 
dilihat dari orientasi syariah formal belaka. Praktik Islam lokal, berada di 
luar dari definisi umum tentang Islam apalagi oleh non-Islam. Artinya, 
ada perbedaan mendasar antara apa yang terpraktikkan Islam sebagai 
konsep atau definisi semata. Melihat situasi ini, para sarjana (peneliti) 
belakangan menggeser perhatian mereka, yakni pada ketegangan 
diskursif antara aspek universalitas Islam dan lokalitas yang ada (Bowen 
1993: 7). Ketegangan diskursif ini, khususnya ada dalam model pendi- 
dikan. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana mengajar orang Islam 
supaya menjadi muslim yang baik, sekaligus sesuai dengan kondisi sosial 
dan politik yang ada (Dhofier 1980, Abdullah 1987, Lukens-Bull 1997). 

Cendekiawan terbaru seperti Woodward dan Hefner telah mulai 
memperbaiki paradigma ini. Woodward mungkin adalah kritikus terkuat 
terhadap Geertz. Karyanya menunjukkan bahwa diperlukan pemahaman 
yang lebih luas tentang apa itu Islam. Anthony Johns, misalnya, sepen- 
dapat dengan Woodward. Dia melihat ada keterpotongan konsep ketika 
mendefinisikan “Islam”. Islam adalah rumah besar yang berisi banyak 
variasi definitif, termasuk misalnya, dilema makna dari istilah “Islam 
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ortodoks”. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang variasi-variasi ini, 
sebelum mereka berinteraksi dengan berbagai konteks lokal di Asia 
Tenggara. Dale Eickelman berpendapat bahwa tugas utama cendekiawan 
Islam, dalam konteks lokal, harus memahami “bagaimana prinsip-prinsip 
universalistik Islam diserap dan diwujudkan menjadi praktik sosial yang 
kontekstual dan historis”. Islam selalu mengimplikasikan “esensi tanpa 
batas”, bukan sekadar ekspresi keyakinan pemeluknya dan praktik sosial 
yang ditampilkan mereka (1982: 1). Karya-karya terbaru studi ke-Jawa-an, 
dan bagian lain di Indonesia, telah cukup serius menanggapi tantangan 


ini. 


Catatan Akhir: 

1. Penulis adalah Asisten Profesor Antropologi di Universitas Florida 
Utara. Versi sebelumnya dari makalah ini dipresentasikan pada 
pertemuan American Ethnological Society di Seattle, WA 6-9 Maret 
1997. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang 
berikut atas wawasan mereka: John Aguilar, John. Peluang, James 
Eder, Katryne Lukens-Bull, James Rush, dan Mark Woodward. 

2.  Kempton memparafrasekan pengamatan Mc Closkey tentang teori 
rakyat gerak, yang mewakili definisi umum teori rakyat. A folkteori: 
“4) didasarkan pada pengalaman sehari-hari, (2) bervariasi antar 
individu, meskipun elemen penting dibagikan, dan (3) tidak 
konsisten dengan prinsip (teori| yang dilembagakan. " Pengamatan 
terakhir dilakukan, bahwa "rakyat teori tetap ada dalam menghadapi 
... pelatihan formal ""Kempton 1987: 223).. 

3. Nanti dalam esai ini, saya akan membahas gambaran Geertz entang 
masyarakat Jawa. Benda mengacu pada artikel awal Geertz (1956) 
yang menjabarkan dasar-dasarnya argumen yang berkembang 
menjadi buku Geertz tahun 1960. “Perlu dicatat bahwa Kahin 
menyebut Islam sebagai agama Mohammedan, sebuah praktik yang 
dikecam oleh Said (1978) sebagai bagian dari kerangka orientalis. 

4. Geertz menggunakan istilah 'ganda', lebih memilih 'jamak'. Artinya 
pada dasarnya adalah sama, tetapi istilah 'jamak' memungkinkan 


lebih dari dua bagian dalam masyarakat. 


20 


SEJARAH DAN DOGMA BARAT TENTANG ISLAM INDONESIA 


5. Argumen ini akan dikembangkan di bawah. Mungkin akan ada 
eberatan. itu milik Geertz pembagian tripartit tidak membentuk 
masyarakat majemuk karena semua komponennya berasal dari 
satu suku bangsa: Jawa. Menurut Furnivall, bagaimanapun, jamak 
masyarakat dapat dibagi berdasarkan ciri-ciri selain etnis atau ras 
(1944: 446). 
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BAB II 


ANTARA TEKS DAN PRAKTIK: 
Beberapa Pertimbangan dalam 
Kajian Antropologi Islam 


Abstrak 

Kajian antropologi Islam, secara definisi, 
memiliki “coreng” konseptual yang belum terpudar. 
Apa sebenarnya yang sedang kita pelajari? Kebiasaan 
lokal, teks-teks universal dan standar kebiasaan, atau 
sesuatu yang malah bukan itu semua. Pertanyaan 
utama dalam kajian ini adalah, bagaimana para antro- 
polog mendefinisikan Islam. Makalah ini? mengulas 
tepat pada kecenderungan terbesar dalam kajian 
antropologi Islam tersebut, dan kemudian menya- 
rankan arah teoritis yang relevan untuk keberlang- 
sungannya ke depan. Hal ini beroperasi pada topik 
orientalisme, paradigma "tradisi besar dan kecil”, yang 
rentangannya berada di antara pertimbangan teoritis 
dan praktik dalam berkehidupan-berkeagamaan. 


Pengantar 

Baru-baru ini, seorang rekan sosiolog muslim, 
mengomentari salah satu makalah saya, lantas dia 
mengeluh bahwa ada yang 'tidak beres dalam cara 
saya mengolah "fakta", bahwa praktik tradisi yang 
saya deskripsikan bukanlah gambaran Islam yang 
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sebenarnya, tetapi hanyalah tradisi yang telah diislamkan. Dia merujuk 
pada karya Hobsbawm dan Ranger (1983) untuk mendukung klaimnya, 
bahwa saya hanya berurusan dengan tradisi yang diciptakan. Sebagai 
seorang antropolog, tentunya saya mengetahui definisi paling klise dalam 
antropologi: semua tradisi diciptakan. Dalam tulisan ini, saya tidak lagi 
menyoal pertanyaan tentang apa yang dicari dari (agama) Islam, atau 
tradisi Islam lokal, atau mencari dalih "Islam universal" Sebaliknya, 
makalah ini akan merefleksikan sebuah temuan "ilmiah", khususnya 
perihal tradisi Islam secara antropologis. 

Dalam banyak studi antropologis, Islam adalah salah satu wilayah 
kajian yang selalu “coreng” secara definitif. Apa sebenarnya yang sedang 
kita pelajari? Kebiasaan (practice) lokal, teks universal dan standar 
kebiasaan, atau sesuatu yang malah bukan itu semua. Inti dari tulisan 
ini adalah, bagaimana para antropolog mendefinisikan Islam. Makalah 
ini mengulas tren utama dalam studi antropologi Islam dan kemudian 
menyarankan arah teoritis yang paling relevan untuk keberlangsungan 


kajian selanjutnya. 


"Orientalisme" dan Kajian tentang Islam 

Pertanyaan "Apa itu Islam?" yang telah terbentuk dalam pikiran 
setiap ilmuwan, oleh Talal Asad disebut sebagai "cara bernarasi" atas 
tradisi. Lebih jauh, Asad berpendapat bahwa semua itu dibentuk oleh 
pandangan seseorang terhadap tradisi. Apakah seseorang mendukung, 
menentang, atau memandang suatu tradisi sebagai "netral akan menen- 
tukan bagaimana seseorang mempelajari dan menulis tentangnya (Asad 
1986: 17). Pierre Bourdieu berpandangan bahwa "hubungan khusus 
antropolog dengan objek studinya mengimplisitkan adanya distorsi 
teoretis ..." (1977: 1). Kritik Edward Said terhadap orientalisme menun- 
jukkan bagaimana hubungan antara sarjana dan subjek kajiannya, 
membentuk sistem pengetahuan tersendiri. Said menyatakan bahwa 
orientalisme adalah kumpulan teori tentang "Timur" dan tentang Islam 
yang didasarkan pada rasa berkuasa para sarjana Eropa dengan yang 
dipelajarinya (Said 1978: 31-34). 

Robert Fernea dan James Malarkey menulis bahwa kesan awal 


Eropa terhadap dunia Arab diwarnai oleh pertentangan historis antara 
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Islam dan Kristen (1975: 184). Meskipun Islam bersifat monoteistik, 
perbedaan antara Islam dan Kristen lebih ditentukan oleh wacana yang 
mengemuka di Eropa. Di era Victoria, dunia Arab tidak hanya menjadi 
ancaman politis dan religius, tetapi juga dipandang sebagai energi cemar 
dan erotisme kasar (Fernea dan Malarkey 1975: 185). Said menyatakan 
bahwa Islam—bagi para orientalis—menjadi simbol teror, kehancuran, 
dan semua yang dibenci oleh Eropa (1978: 59-60). Pandangan tentang 
Islam ini pada gilirannya melegitimasi kebijakan kolonialisme (Hussain, 
dkk 1984: 1). 

Dalam pengertian yang paling ketat, orientalisme abad ke-19 adalah 
satu disiplin akademis yang mempelajari bahasa, teks, dan sejarah 
budaya masyarakat Islam (Fernea dan Malarkey 1975: 183). Bagian dari 
kritik baru-baru ini terhadap orientalisme abad ke-19 didasarkan pada 
keterpisahan jarak (keterlibatan) antara para peneliti dengan orang- 
orang Islam yang sedang mereka teliti. Sejauh ini, para peneliti seperti 
Lane, Westermarck, dan Snouck Hurgronje telah menulis catatan 
etnografi tentang masyarakat Islam secara deskriptif yang, dalam banyak 
kasus, tak tertandingi. Tulisan-tulisannya tetap menjadi sumber penting 
sebagai data pembanding. 

Sejauh ini, Lane, Westermarck, dan Snouck Hurgronje memiliki 
kedekatan langsung (terlibat) dengan subjek mereka daripada banyak 
sarjana Islam abad ke-19 lainnya. Walaupun kerja mereka itu tidak bisa 
sepenuhnya lepas dari kritik, terlebih oleh Said. Misalnya, karya Snouck 
Hurgronje yang secara langsung berkait dengan administrasi kolonial 
Islam di Hindia Belanda (Indonesia). Edward Lane pergi ke Mesir untuk 
belajar bahasa Arab di Al-Azhar, satu universitas yang masyhur sebagai 
kawah candradimuka—pencetak pakar intelektual (ulama Islam) dari 
seluruh dunia. "Cara bernarasi" Lane atas mistisime Islam secara ketat 
dibentuk oleh pemahamannya pada Islam yang syariah-sentris. Lane 
membagi perilaku dan keyakinan religius menjadi apa yang dia anggap 
benar-benar Islami (baca: syari) dan yang dia lihat sebagai takhayul. 
Lane menempatkan sufisme, kultus wali, dan jin dalam kategori takhayul 
(1860: 222-246) dan mengandaikan agama bisa lebih terpraktikkan secara 
lebih elegan. Meskipun Lane telah mendahului Robert Redfield hampir 
seratus tahun, sangat jelas terlihat, walaupun secara implisit, adanya 
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kesan pengkategorian “tradisi besar” dan “tradisi kecil” dalam tulisannya. 

Para kritikus Orientalisme tidak menganjurkan untuk menolak 
semua karya yang dihasilkan oleh Orientalisme dan bahkan mengakui 
kontribusi yang dibuat oleh berbagai tokoh orientalis. Misalnya, H.A.R. 
Gibb, pakar studi Islam asal Belanda, telah banyak mendapat apresiasi 
positif dari beberapa (ilmuwan) muslim, terkait hasil temuannya dan 
khususnya kesan simpatiknya saat mengkaji Ibn Khaldun dan Salah 
Ad-Din (Hussain, dkk 1984: 3-4, Farugi 1984: 177, 180 , 183). Namun, 
Ziya al-Hasan Farugi berpendapat, bahkan Gibb pun tunduk pada 
bias “anti-Islam”, dia berkeyakinan bahwa Alguran berasal dari tradisi 
Yahudi-Kristen. Dia menolak untuk melihat dimensi spiritual secara 
lebih terbuka. Dia juga gagal melihat kehidupan Muhammad yang tidak 
bisa dilepaskan dari “konsep kenabian versi Islam. Farugi menyimpulkan 
bahwa jika seorang sarjana terkemuka, dan diakui secara aklamatif 
masih terlekati bias semacam itu, maka apa yang dapat diharapkan dari 
sarjana yang tanpa nama (1984: 189). 

Said membedakan suatu kajian orientalisme sebagai orien- 
talisme bahana dan orientalisme laten (Said 1978: 206). Orientalisme 
bahana adalah karya para cendekiawan (misalnya, karya Gibb, Lane, dan 
Westermarck), yang berkembang dan berubah, dan mungkin sekarang 
sudah tidak lagi bisa ditemui: punah. Orientalisme laten adalah bagian 
dari teori yang kesan dan gaungnya dirasakan secara umum? dan, 
dengan demikian, ia lebih cenderung awet karena "tidak tersadari secara 
eksplisit" (Kempton 1987: 223). Apresiasi perlu diberikan kepada Clifford 
Geertz, yang telah mampu keluar dari sangkar orientalisme. Hal ini 
terjadi karena secara intelektual, dia bersetia pada disiplin antropologi 
(1978: 326). Namun, Said melewatkan adanya orientalisme laten dalam 
karya Geertz. Tidak sedikit dari penelitian abad kesembilan belas tentang 
"Timur", bisa melepaskan diri dari pengaruh Geertz. Keterpengaruhan 
ini begitu populer dan menjadi kerangka teoritis utama dalam kajian 
masyarakat Islam. Teori-teori populer tersebut, terutama anggapan 
“musuh” yang dilekatkan pada Islam, merembes ke dalam karya-karya 
banyak sarjana modern, termasuk Geertz. Dalam kasus studi di Jawa, 
misalnya, teori sosial yang digunakan masih cenderung terkesan tidak 
percaya, tidak suka, dan meremehkan Islam (misalnya Kahin 1952, 
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Geertz 1960, Anderson 1972, Helman 1989). 

Salah satu cara yang lazim digunakan untuk mendefinisikan Islam 
adalah dengan membuat perbandingan eksplisit antara Kristen dan 
Islam. Masing-masing tradisi dari kedua agama ini, dipahami sebagai 
konfigurasi kesejarahan yang lekat dengan kekuasaan politik. Perbe- 
daanya hanya terletak pada peta geografisnya: agama Kristen di Eropa 
dan Islam di Timur Tengah. Asad menyatakan bahwa konseptualisasi 
semacam itu adalah bagian sentral dari Orientalisme, yang secara 
bersamaan, juga menjadi bagian implisit dari banyak kajian antropologi 
kontemporer (1986: 3). 

Kritikus Orientalisme mengingatkan kita bahwa analisis budaya 
dibentuk oleh asumsi yang tidak bisa lepas dari memori budaya peneli- 
tinya. Ketika seorang non-muslim melakukan studi atas Islam, dia 
akan bekerja sebagai pemilik “dunia batin yang non-muslim. Sehingga 
kesadarannya itu turut mempengaruhi pandangannya tentang hakikat 
dunia, agama, dan manusia. Pertanyaan yang muncul kemudian, adalah 
sejauh mana kemungkinan seorang non-muslim dapat mempelajari 
Islam, tanpa menyisakan bias seorang orientalis. Dalam hal ini, bagi 
beberapa kritikus ekstrim, seorang non-muslim (khususnya sarjana 
Barat) akan selalu dipandang sebagai 'aktor orientalisme', sedalam dan 
sekritis apapun kajiannya terhadap Islam atau masyarakat Islam. Perlu 
saya tegaskan bahwa anggapan (ekstrim) semacam itu adalah keliru. 
Pandangan ekstrim semacam itu, akan secara implisit berpandangan bila 
hanya 'muslim' sendiri yang dapat mempelajari Islam secara memadai 
dan kredibel. Kemungkinan selalu terbuka, bahwa walaupun akan ada 
sisi bias keyakinan di dalam suatu kajian, tetapi kemungkinan untuk 
terhadirkannya suatu kajian ilmiah yang baik dan kontributif sebagai peta 
wawasan baru selalu terbuka. Perihal agama, ketika seseorang mempel- 
ajari suatu tradisi di luar agamanya, sedikit-banyak selalu mengimplika- 


sikan ketegangan teologis dalam kadar tertentu. 


Keberagaman Tradisi 

Sebagai bagian dari usaha menjawab "apa itu Islam?" secara antro- 
pologis, adalah dengan menentukan "apa yang mungkin” dan “apa yang 
tidak mungkin” didefinisikan oleh antropologi. Misalnya, terkait keper- 
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cayaan tentang roh (gaib), tempat suci, dan perayaan-perayaan Islami? 
Supaya lebih efektif, sebelum mengkaji masalah-masalah tersebut, perlu 
melihat Islam dari sisi historis. Problematika ini merupakan kelaziman 
yang dihadapi oleh para antropolog yang mempelajari masyarakat 
Islam, juga dihadapi oleh para antropolog yang mempelajari masya- 
rakat monoteistik lainnya. John Bowen berpendapat bahwa hambatan 
utama studi antropologis tentang tauhid adalah bahwa agama-agama ini 
tidak cocok dengan model etnografi normal. Terdapat teks dan ritual 
dalam tradisi monoteisme yang melampaui ruang dan waktu mana pun. 
Teks dan ritual ini ada di level “keyakinan, sehingga secara etnografis, 
tidak begitu saja bisa dinarasikan secara umum supaya "terpahami 
secara universal” (1993a: 185). Dia berpandangan bahwa ritual dan teks 
ini, butuh dienkripsi atau dicermati sedemikian hati-hati sehingga 
terbangun "kesesuaian pemahaman" tanpa, secara bersamaan, mence- 
derai komunitas aslinya (1993a: 185). Fenomena ini bisa dianalogikan 
seperti satu “keluarga besar, yang di dalamnya terdapat keunikan dan 
kekhasan masing-masing “kamar penghuninya. Ada sedikit kemiripan 
yang menyatukan kesemuanya sebagai 'satu keluarga, sekaligus banyak 
perbedaan yang menjadi penanda masing-masing punya prinsip 
tersendiri. Sekarang saya akan beralih ke eksplorasi metodologis untuk 
menggarap keragaman ini. 


Tradisi Besar dan Kecil 

Model yang berpengaruh untuk studi antropologi terhadap “agama- 
agama dunia dikemukakan oleh Robert Redfield. Dia memandang agar 
semua agama dunia, dan beberapa agama lokal (yaitu agama Maya) dapat 
dibagi menjadi "tradisi besar" dan "tradisi kecil" (1956). Tradisi besar, 
adalah bentuk baku (ortodoks) dari karakteristik utama budaya atau 
agama, lazimnya tersebar di lingkup elit perkotaan (pusat peradaban). 
Tradisi ini adalah bentuk dari agama yang dipahami dan diajarkan 
secara terbatas, karena sifatnya yang 'tak umum' dan butuh pra syarat 
ketat (1956: 70). Tradisi besar, dalam batas tertentu, disebut sebagai 
"tradisi tekstual" "ortodoksi", "agama filosofis", "tradisi tinggi" dan 
"tradisi universal" Sedangkan tradisi kecil adalah bentuk 'turunan' dari 
induk budaya atau agama yang utama. Tradisi kecil memasukkan banyak 
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elemen tradisi dan praktik lokal. Tradisi kecil adalah agama seperti yang 
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang biasa pada 
umumnya (dalam takaran Redfield, sebagian besar tidak cukup reflektif). 
Tradisi kecil diterima begitu saja dan tidak banyak ditilik, disempur- 
nakan, atau ditingkatkan (1956: 70). Tradisi kecil ini dapat juga disebut 
dengan "tradisi lokal", "tradisi rendah", atau "agama populer". 

Teori tradisi besar dan kecil adalah bagian dari pandangan Redfield 
tentang masyarakat petani, yang bagi dia nampak setengah-setengah 
menseriusi budayanya. Redfield mengajarkan kita bahwa golongan 
masyarakat petani, tidak sepenuhnya dapat dipelajari. Mereka seolah- 
olah terpisah dari pengaruh di luar lingkungan mereka, mereka, hampir- 
hampir adalah bagian dari peradaban yang, secara umum, hidup hanya 
untuk berkeseharian saja (1956: 68-69). Ia mengemukakan bahwa 
hubungan antara sektor tani dan sektor lainnya (perdagangan, pemerin- 
tahan, elit agama) tersambungkan melalui keyakinan agamanya. 

Dikotomi besar dan kecil dalam diskurusus 'tradisi muncul dari 
upaya memahami tradisi sebagai bagian dari sistem organisasi sosial. 
Richard Antoun menyatakan bahwa "mensistematisasi tradisi" secara 
sosial adalah proses yang mutlak diperlukan dalam semua masyarakat 
yang kompleks. Ini adalah proses di mana berbagai hierarki antara 
rakyat dan elit terbangun dan tersambung melalui perantara budaya 
(Antoun 1989: 31). Hierarki ini membangun bentuk praktik keagamaan 
yang otoritatif dan komunikatif (Hefner 1987: 74). Oleh karena itu, perlu 
diketahui batasan antara penganut tradisi besar dan kecil di setiap 
lokalitas. Redfield sependapat dengan itu, bahwa antropologi, secara 
khusus, mungkin tertarik pada praktik lokal suatu agama, ia tidak dapat 
mengabaikan kesinambungan antara dua aspek tradisi (besar dan kecil) 
ini (1956: 86, 98). 

Pertanyaan yang akan digali adalah bagaimana kedua aspek (besar- 
kecil) tersebut saling berhubungan. Yang tersirat adalah anggapan 
bahwa agar suatu tradisi besar dapat menyebar dan dipraktikkan secara 
umum, ia harus memiliki daya tarik massal, artinya, ia harus menjadi 
tradisi kecil. Di sisi lain, komunikasi antara tradisi besar dan kecil bukan 
tidak seragam. Mc Kim Marriott menyatakan bahwa universalisasi dan 
parokialisasi adalah dua jenis moda interaksi antara tradisi kecil dan 
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tradisi besar. Universalisasi adalah proses transformasi tradisi lokal 
menjadi tradisi besar, atau 'tradisi kecil yang menjadi bagian dari “tradisi 
besar. Dalam agama Hindu, Marriott mendapati, dewi Laksmi dalam 
ortodoksi Hindu, mulanya berasal dari dewi di desa setempat (seperti 
dikutip dalam Redfield 1956: 94-96). Sebagai contoh lebih lanjut, etika 
Perjanjian Lama muncul dari tradisi kecil masyarakat atau suku tertentu. 
Parokialisasi adalah proses di mana beberapa unsur tradisi besar dipel- 
ajari dan kemudian dibentuk menjadi bagian dari praktik keagamaan 
lokal (Redfield 1956: 96). Parokialisasi, atau kontekstualisasi, melibatkan 
"penerjemahan" simbol-simbol dengan cara menarik keluar aspek-aspek 
tertentu dari agama dunia dan mengungkapkannya dalam istilah yang 
lebih sesuai bagi budaya lokal. 

Redfield menegaskan bahwa kedua tradisi itu saling bergantung. 
Dia menyatakan, "Tradisi besar dan kecil dapat dianggap sebagai keter- 
sambungan dua kutub antara pemikiran dan tindakan, keduanya dapat 
dibedakan, namun dalam praktiknya selalu bersirkulasi—masuk dan 
keluar—antar satu sama lain" (1956: 72). Sebentuk 'tradisi kecil tertentu 
mungkin tidak pernah ada di desa lain itu, dan mungkin ada kemiripan 
dengan wilayah yang sangat jauh, dari sisi ruang dan waktu, namun 
mereka sama-sama membentuk tradisi kecilnya masing-masing (1956: 
70). 

Fakta bahwa Islam bermula di Arab dan kemudian menyebar 
ke seluruh dunia menunjukkan sebuah proses universalisasi. Dalam 
situasi kontemporer, praktik-praktik Islam tertentu memiliki jangkauan 
universal, seperti misalnya, jilbab (pakaian wanita yang menutupi kepala 
dan meluas ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki, tetapi tidak 
menutupi wajah) berasal dari praktik budaya Arab dan bukan dalam 
ajaran Muhammad. Meskipun demikian, jilbab, kerudung, dan praktik 
berbasis syariah lainnya menjadi simbol Islam ortodoks dan, dalam 
beberapa latar geografis, penanda etnis (Ewing 1988: 2). 

Redfield menyarankan bahwa hubungan antara tradisi besar dan 
kecil dapat ditandai dengan penolakan atau penyesuaian. Dari sisi 
penolakan, secara elitis, agama rakyat di pedesaan mungkin dipandang 
sebagai takhayul. Sedangkan dari sisi penyesuaian, suatu praktik tradisi 
tertentu yang berbeda dari garis ortodoksi ideal, dapat dianggap sebagai 
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proses perjalanan alamiah menuju kebenaran iman yang sempurna, oleh 
karena itu kesan menyimpang dan sesat bisa ditangguhkan dan dipahami 
sebagai konsekuensi proses (Redfield 1956: 84). Dalam hal ini, menurut 
Redfield, para tokoh agama menafsirkan doktrin sedemikian rupa 
untuk memberikan batasan bagi kepercayaan lokal dan kemelencengan 
ortodoksi (Redfield 1956: 84). 


Kritik terhadap "Tradisi Besar dan Kecil" 

Asad mengemukakan bahwa masalah yang harus diselesaikan oleh 
antropologi Islam adalah cara baca keberagaman dalam Islam secara 
konseptual (1986: 5). Pembagian tradisi besar/kecil merupakan salah 
satu cara untuk mengatasi masalah keberagaman. Namun, pengkate- 
gorian tersebut banyak dikritik. Bowen melihat, terjadi dikotomi unik 
di kalangan antropolog. Mereka mempelajari apa yang biasa mereka 
pelajari, di pedesaan, dan terkait konsep teoritis mereka menyerahkan 
kepada orientalis (1993a: 185). Bowen menyatakan bahwa antropolog 
dan ilmuwan lain, yang peduli dengan bentuk budaya lokal, mencari 
ritus, mitos, atau gagasan yang membuat satu kelompok muslim tertentu 
berbeda dari kelompok muslim lain (1993: 4). Dale Eickelman mengemu- 
kakan bahwa ketika para sarjana menyebutkan tradisi besar dan kecil, 
mereka cenderung merasa cukup dengan hanya menyandingkannya 
dan tidak mengeksplorasi jaring keterkaitan di dalamnya yang kompleks 
(1982: 2). Perbedaan antara tradisi besar dan kecil juga mengarah pada 
pembagian kerja antara mereka yang tertarik pada bentuk-bentuk lokal 
dari tradisi keagamaan dan mereka yang tertarik pada teks-teks agama 
(Bowen 1993b: 4). Bagaimanapun, ini mengarah pada pandangan sempit' 
tentang tradisi. Dalam Islam, aspek tradisi universal terkadang dianggap 
sebagai inti dari Islam itu sendiri. Hal semacam ini, tentu "memberikan 
prioritas ke Timur Tengah”, secara normatif dan budaya wilayah tersebut 
dijadikan sebagai 'induk atas seluruh dunia muslim lainnya" (Bowen 
1993b: 6). 

Masalah lebih lanjut terkait model tersebut, menurut Talal 
Asad, adalah bahwa model itu mengarahkan para antropolog untuk 
menegaskan, bahwa "tidak ada suatu corak atau bentuk ber-Islam 
yang dapat mengklaim 'lebih' daripada yang lain" (Asad 1986: 6). Asad 


33 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


tampaknya mengambil posisi teologis yang menganggap Islam lokal 
sebagai "menyeleweng", dan sebaliknya Islam versi tradisi besar sebagai 
Tebih daripada tradisi kecil. 

Abdul Hamid el-Zein mengkritik akademisi seperti Asad, yang 
membangun pernyataan ilmiah menjadi argumen teologis. Dia berpen- 
dapat "baik teologi maupun antropologi, sama-sama memiliki tingkat 
refleksinya masing-masing yang lebih otoritatif daripada common sense 
yang mengemuka di level Islam populis" (1977: 243). Oleh karena itu, 
keduanya menganggap Islam lokal sebagai "versi pengalaman keagamaan 
yang compang-camping, kurang objektif, dan—entah bagaimana— 
bolong-bolong" (1977: 243). Para antropolog sering menganggap varian 
Islam lokal sebagai bentuk ketercemaran, yang dipengaruhi sihir dan 
takhayul. El-Zein berpendapat bahwa pandangan “Islam lokal” ini, 
menyiratkan bahwa esensi Islam “yang murni” dan “baku” berkemung- 
kinan ada, hanya belum ditemukan contoh praktiknya (el-Zein 1977: 
243). Para teolog membangun apa yang dilihat Gellner (1981: 5) sebagai 
pembagian tradisional antara “Islam rakyat” dan Islam ilmiah (el-Zein 
1977: 241). Lebih jauh, para teolog memandang Islam sebagai "wilayah 
eksklusif dan khas” yang secara fenomenologis berbeda dari bentuk 
budaya lain (1977: 241). 

El-Zein berpendapat bahwa dikotomi Islam rakyat (tradisi kecil) 
versus Islam elit (tradisi besar) tidak konstruktif dan mandul. Dikotomi 
ini merupakan bagian dari upaya elit Islam untuk 'mendominasi wacana 
tentangapayangideal di dalam agama (el-Zein 1977:252). Dia berpendapat 
bahwa berbagai interpretasi teologis dan antropologis tentang makna 
Islam bergantung pada asumsi yang mendefinisikan dan membatasi apa 
yang dapat dianggap "religius" dan "Islami." Asumsi ini membangun garis 
pemisah tebal antara rakyat dan elit, atau antara Islam yang ideal dan 
yang sempalan (el-Zein 1977: 249). El-Zein menunjukkan bahwa hal ini 
ironis, ketika antropologi mempelajari Islam rakyat dengan menggu- 
nakan prinsip-prinsip Islam elit (el-Zein 1977: 246). 

Richard Antoun menyatakan, kritik el-Zein mengabaikan fakta 
bahwa Redfield melihat budaya dari dua arah pandang. Redfield 
berasumsi bahwa tradisi besar dibangun dari tradisi kecil. Lantas selan- 
jutnya Marriott dan Singer, antara lain, telah mendokumentasikan 
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contoh-contoh proses semacam itu dalam studi tentang masyarakat dan 
budaya Hindu di India (1989: 43). 

Antoun berpendapat bahwa dikotomisasi tradisi, sebagai besar-kecil 
misalnya, pada dasarnya tidak sepenuhnya gabuk. Namun, apa yang 
timpang dan bahkan berbahaya adalah penegasan antropolog akan sifat 
unggulnya tradisi besar atas tradisi kecil (Antoun 1989: 43). Asad keliru 
ketika dia ingin para antropolog menyatakan bahwa ada sebentuk praktik 
kultural ber-Islam yang "lebih" dari yang lain. Saya sendiri berpendapat, 
bahwa klaim "kebenaran" secara teologis, berada di luar wilayah antro- 
pologi. 

Ignaz Goldziher sudah mewanti-wanti, jauh sejak tahun 1910 bahwa 
termasuk suatu kekeliruan ketika Islam dilihat sebagai satu kesera- 
gaman bentuk dan konsep (1981 (1910): 4). Goldziher mendapati, bahwa 
dinamika keberagaman dalam Islam adalah jenis kegamblangan historis 
yang terlihat jelas (ca. 1910). Keragaman dalam Islam jauh lebih komleks 
dari sebatas perpecahan antara Syiah dan Sunni, misalnya. Komunitas 
Islam di seluruh dunia, bahkan di setiap bagian manapun, secara kultural 
selalu beragam (Davies 1988: 63). Baik tradisi besar maupun kecil, tidak 
boleh diandaikan sebagai satu konsep yang monolitik. Bahkan tradisi 
kecil dalam satu desa tidak monolitik (Antoun 1989: 39). Selalu ada inter- 
pretasi personal yang khas, terkait aspek teologi dan praktik keagamaan, 
di tiap dimensi (bentuk) ekspresi budaya. 


Keragaman dan Wacana 

Jika menilik hasil telaah seperti yang ditunjukkan oleh banyak 
ahli kontemporer, pembedaan antara tradisi besar dan tradisi kecil 
tidak lagi memadai. Kita harus mencari cara lain untuk menggarap 
keragaman dalam Islam. Talal Asad mengemukakan, secara garis besar, 
ada tiga solusi antropologis untuk masalah ini. Dari ketiga solusi itu, yang 
pertama berpremis pada "Islam tidak melulu perkara teoritis", yang oleh 
sebab itu keragaman di antara masyarakat muslim tidak perlu dibahas 
terlalu dalam. Yang kedua, “Islam sejak mula sudah heterogen”, hal ini 
bisa dilihat dari ragam perbedaan pendapat yang lazim mengemuka di 
kalangan para ulama Islam. Sedangkan yang ketiga, Islam secara historis 
adalah "sistem kemenyeluruhan (totalitas) yang khas, yang mengatur 
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berbagai aspek kehidupan sosial" (1986: 1). Bila mencermati narasi yang 
dibangun, Asad nampak secara terburu-buru membuang muka pada dua 
pendekatan pertama. Dia meneliti panjang lebar tentang pendekatan 
ketiga, dan pada akhirnya, untuk menolaknya sendiri. Ia menawarkan 
gagasan bahwa tradisi dalam Islam adalah sebuah wacana alternatif. 
Saya akan mengeksplorasi ketiga pendekatan tersebut. Menjelaskan dua 
pendekatan pertama secara panjang lebar yang bahkan melebihi penje- 
lasan Asad sendiri. Saya mendapati ada beberapa poin penting dalam 
dua pendekatan pertama yang luput dari perhatian Asad. Selain itu, ada 
juga beberapa cacat pada pendekatan ketiga yang tak disadari oleh Asad. 

Menurut Asad, pendekatan yang menunjukkan bahwa “Islam tidak 
melulu perkara teoritis” sebagian bisa disimak pada artikel Abdul Hamid 
el-Zein, "Beyond Ideology and Theology: The Search for an Anthro- 
pology of Islam" (1977). Pendekatan ini, menurut Asad, menunjukkan 
"dalam segala bentuk keragaman ber-Islam, masing-masing bentuk 
sama-sama faktual ..." (1986: 2). Apa yang disumbangkan el-Zein pada 
wacana ilmiah tentang Islam adalah alternatif pendekatan 'esensial yang 
digunakannya. El-Zein menyarankan agar istilah Islam diganti dengan 
“keislaman” (1977: 227-54). Dale Eickelman menyatakan bahwa pende- 
katan ini menekankan keanekaragaman ekspresi di dalam Islam, dengan 
tidak mengutamakan satu ekspresi di atas ekspresi yang lain (1987: 19). 
Dalam artikelnya, nampak bila el-Zein sedang melakukan sanggahan 
kritis kepada Asad. El-Zein mengkritik setiap karya antropologis yang 
mengambil posisi teologis, atau berpura-pura teologis, berkenaan 
dengan tradisi lokal. Penegasan Asad yang berulang-ulang bahwa antro- 
pologi harus dapat menentukan bentuk “keislaman” mana yang paling 
faktual, bisa dimasukan dalam kategori antropologi yang berbau-bau 
teologis tersebut. 

Ironisnya, pendekatan yang menyatakan "Islam tidak melulu 
perkara teoritis", malah sudah terlihat dalam beberapa studi atas Timur 
Tengah, di mana beberapa antropolog menganggap Islam bebas masalah 
dan statis, karenanya mereka tidak perlu berurusan dengan keragaman 
dalam Islam. Asumsinya, jika seorang sarjana memiliki pemahaman dasar 
tentang Islam, maka tidak perlu mendalami Islam lokal. Karenanya, para 
ilmuwan ini cenderung melihat semua budaya sebagai Tokal. Misalnya, 
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buku Abu-Lughod, Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin 
Society (1986), di dalamnya hanya menyertakan sedikit referensi tentang 
Islam, yang akhirnya Islam tidak terbahas secara signifikan. Di tempat 
lain, Abu-Lughod menyatakan bahwa merupakan sebuah kesalahan, 
ketika semua praktik dan wacana di dunia Arab dikaitkan dengan tradisi 
Islam (1989: 294). Meskipun barangkali dia benar, penerapan posisi ini 
secara berlebihan akan mengimplikasikan, bahwa mempelajari masya- 
rakat Islam tanpa mempertimbangkan sifat konteks dan lokalitasnya bisa 
saja dilakukan. 

Asad mengkritik Michael Gilsenan dengan menggunakan model 
pendekatan kedua. Dia menganggap gagasan |Gilsenan| itu didapatkan 
dengan cara mengambil konsep dari antropolog lain—bahwa Islam 
adalah apa yang diekspresikan muslim sesuai konteks wilayah mereka— 
akan sia-sia. Karena jika definisi tentang Islam hanya disandarkan pada 
praktik tradisi atau ekspresi budaya muslim, yang sebegitu berbeda-beda 
di setiap tempat, hal itu sama sekali bukanlah Islam. (1986: 2). 

Asad mengkritik habis karya Gilsenan (1982). Jika dicermati, ketika 
Islam dilihat sebagai apapun yang diekspresikan muslim di suatu daerah, 
pada praktiknya Gilsenan justru berupaya mengeksplorasi kompleksitas 
Islam. Gilsenan melihat terdapat ciri-ciri utama yang khas (barakah, 
ulama, dll.) dan variatif di seluruh dunia Arab. Dia membedah, definisi 
(positioning) Islam bagi umat Islam di dunia modern. Isu perdebatan 
terkemuka saat ini, berkutat di seputar konteks politik negara-bangsa, 
perebutan pasokan energi, persaingan antar negara adidaya, dan keter- 
gantungan politik. Apa yang disebut “umat”, komunitas Islam, dan sejauh 
mana titik presisi terkait “ijma”, atau kesepakatan harus diputuskan? 
Apa itu pemerintahan Islam, terkait dengan bentuk dan institusi 
penopangnya? (1982: 14-15). 

Gilsenan melihat definisi Islam atau non-Islam sebagai bagian dari 
proses politik, sebagai elemen sosial. Dia menjelaskan keseluruhan 
proses, dimana kelas dan kelompok tertentu bisa dominan secara 
politik dan ekonomi—semacam melegitimasi bentuk agama yang secara 
bersamaan berhubungan dengan 'pandangan kelas tertentu tentang 
bagaimana Islam harus didefinisikan, dipraktikkan, dipelajari, diajarkan, 
dan diotorisasi. Inilah Islam yang "asli" dan absah ... (1982: 211). 
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Di sisi lain, Abu-Lughod membela upaya ilmiah Gilsenan karena 
pandangannya tentang kekuatan sosial dalam Islam, dan karena 
"pembelaan kuatnya kepada orang-orang biasa (civil), yang kemudian 
dijadikan representasi dari Islam ..." (1989: 295). 

Asad menyatakan bahwa karya Ernest Gellner, Muslim Society (1981) 
adalah upaya paling ambisius untuk mendeskripsikan Islam sebagai 
"totalitas khas yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial" (1986: 1). 
Gellner membuka bukunya dengan mengatakan, 

Islam adalah cetak biru tatanan sosial. Ini menyatakan bahwa Islam 
mewujudkan seperangkat aturan yang kekal, bersifat ilahi, dan lepas dari 
kecenderungan nafsu manusiawi, yang secara aplikatif digunakan untuk 
menentukan sebentuk “tatanan masyarakat” yang tepat (1981: 1). 

Gellner terus menrus menyatakan bahwa meskipun Yudaisme 
dan Kristen juga merupakan “cetak biru kesosialan, di keduanya tidak 
memiliki kemenyeluruhan sebagaimana Islam. Dia menghubungkan hal 
ini dengan fakta bahwa Islam, tidak seperti Kristen dan Yudaisme, yang— 
secara politik—dengan cepat menjadi agama elitis (1981: 2). Bisa dilihat 
misalnya, sejak agama Kristen diterima oleh Kaisar Romawi, hubungan 
antara agama dan politik justru menjadi semakin erat dan rapat. Sebagai 
misal lain, kita perlu melihat lebih jauh fenomena Teologi Pembebasan 
di Amerika Latin, atau komunitas moral di Amerika Serikat sebagai 
representasi contoh-contoh kontemporer dari hubungan tersebut di 
atas (Asad 1986: 3). 

Banyak studi antropologis tentang Islam yang terpengaruhi aspek 
sosiologis Gellner. Akibatnya, aspek ideologis Islam dianggap persis dan 
mirip dengan agama Kristen, sehingga dalam praktiknya Islam dianggap 
berdampak minim pada kehidupan masyarakat muslim. Gellner menda- 
sarkan modelnya pada interaksi antara peradaban perkotaan dan masya- 
rakat suku di Arab, Timur Tengah dan Afrika Utara (Asad 1986: 5). Hal 
ini jelas mengabaikan dampak sosiologis Islam di Asia Tenggara, Afrika 
sub-Sahara, dan wilayah Islam non-Arab lainnya. Salah satu konsekuensi 
dari pendekatan semacam itu adalah muncul kesan bahwa mereka yang 
tidak mengikuti praktik budaya ke-Arab-Arab-an, bagaimanapun juga 
bukanlah muslim yang baik. Hal ini menjadi favorit beberapa reformis 
muslim kontemporer, yang di sisi lain, sekali lagi menjadikan antro- 
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pologi berkemul teologi. 

Gellner menggunakan gagasan David Hume tentang "fluks dan 
refluks" siklus sejarah politeisme dan monoteisme, untuk menyatakan, 
bahwa secara alamiah, pengalaman manusia bergerak seturut siklus: 
dari politeisme, ke monoteisme, dan berulang terus menerus dengan 
pola yang sama dan ajeg. Tak satu pun dari gerakan ini—baik menuju 
maupun menjauh dari monoteisme—yang dimotori dinamika perkem- 
bangan rasionalitas. Gellner berpendapat, sebagai penanda kemba- 
linya monoteisme ke politeisme, ditandai dengan berbagi panggung 
(arena publik) dengan menghadirkan ikon-ikon penting, sehingga Tuhan 
terpinggirkan, teracuhkan. Karenanya, paganisme memiliki pahla- 
wannya sendiri, agama Katolik santo-santo mereka, dan Islam dengan 
sosok-sosok yang dikeramatkan (Gellner 1981: 9-11). Dia menolak bahwa 
sosok-sosok keramat, makam bertuah, dan kemistikan sebagai repre- 
sentasi Islam—alih-alih malah condong pada politeisme. Tentu argumen 
tersebut segera populer dan diamini oleh banyak muslim fundamentalis. 

Meskipun Asad banyak mengabaikan pendekatan-pendekatan 
(etnografi) yang digunakan buat mengkaji Islam, kecuali pendekatannya 
sendiri, pewacanaan tradisi masih terbilang bermanfaat. Pendekatan 
yang dengan tergesa-gesa ditolak oleh Asad, menyumbangkan dua 
dentangan penting. Pertama, adalah suatu kesalahan untuk mempelajari 
Islam melalui konsepsi monolitik dan esensialis, selalu ada kemungkinan 
keragaman bentuk Islam, seturut dengan beragamnya orang muslim. 
Kedua, adalah penting bagi kita untuk menerima setiap 'identifikasi diri 
setiap muslim. Jika seseorang menyebut dirinya seorang muslim dan 
mengidentifikasi praktik-praktik tradisi tertentu yang dilakukan mereka 
sebagai Islami, atau pada kasus lain—kualitas diri tertentu sebagai ulama— 
kita harus secara legowo menerima pernyataan itu sebagai “benar”, dan 
lantas melakukan pencermatan atas praktik-praktik tersebut, sehingga 
terketahui perbedaannya dengan masing-masing tradisi muslim lainnya. 
Pertanyaan pentingnya di sini adalah mengapa ada perbedaan antara 
berbagai kelompok, yang sama-sama mengidentifikasikan diri mereka 
sebagai muslim. Di sinilah gagasan Asad tentang pewacanaan tradisi 
sebagai metode pendekatan studi Islam, berkontribusi. Dalam kerangka 
'pewacanaan tradisi, Islam terus-menerus diadoni ulang agar sesuai 
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dengan dunia yang terus berubah. 

Asad menegaskan bahwa antropolog Islam, terutama Geertz dan 
Gellner, telah mengabaikan peran wacana pribumi dalam tradisi (1986: 8, 
9). Asad membantah saran Eickelman bahwa ada kebutuhan untuk jalan 
tengah antara tradisi besar dan kecil Islam (1982) dengan menyarankan 
bahwa alih-alih tingkat analisis yang tepat, antropologi Islam membu- 
tuhkan konsep yang tepat. Dia menyatakan bahwa "pewacanaan tradisi" 
adalah konsep seperti itu (1986: 14). Dalam wacana, dan bukan dalam 
struktur sosial, atau gaya politik, orang menemukan prinsip-prinsip 
pemersatu Islam (Asad 1986: 11). Sifat diskursif Islam berarti bahwa di 
mana-mana Islam berkepentingan dengan memutuskan apa yang diper- 
bolehkan (halal) dan apa yang tidak (haram) (Davies 1988: 62). Asad 
menyatakan bahwa studi antropologis Islam harus dimulai dari asumsi 
yang sama yang dilakukan oleh umat Islam, bahwa Islam adalah tradisi 
diskursif yang "memasukkan dan menghubungkan dirinya dengan 
teks-teks induk: Alguran dan Hadis" (1986: 14). 

Asad mendefinisikan 'pewacanaan tradisi sebagai wacana yang 
berusaha untuk menginstruksikan praktisi tentang bentuk dan tujuan 
yang benar dari suatu praktik tertentu. Lebih jauh, halini berusaha secara 
konseptual untuk menghubungkan masa lalu dan masa depan, melalui 
masa kini. Namun, Asad menegaskan, tidak semua yang dikatakan dan 
dilakukan umat Islam termasuk dalam tradisi diskursif Islam (Asad 1986: 
14-15). 

Sejauh ini pembahasan tentang wacana telah mengitari perta- 
nyaan sentral tentang isi dan maksud wacana Islam. Roff menyatakan 
bahwa wacana Islam sering kali menyangkut dialektika antara yang ideal 
dan yang (real) senyatanya (1988: 26). Wacana semacam ini, seringkali 
menyoal bagaimana seorang muslim hidup, di dunia yang kurang 
ideal. Selanjutnya, hal ini mencakup pertanyaan tentang posisi syariah 
dan bagaimana menyeimbangkannya dengan praktik adat. Ini adalah 
pertanyaan tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, yang 
seringkali menjadi inti diskursif dalam Islam. 

Islam tentu saja jauh melampaui sebatas keunikan diskursus tradisi. 
Dua jenis monoteisme lain (Kristen dan Yudaisme) juga merupakan 
lokus pewacanaan tradisi (Bowen 1993b). Faktanya, semua agama dunia 
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dan ideologi utama (Marxisme bisa dimasukkan di sini) dapat dianggap 
sebagai 'pewacanaan tradisi. Namun, dalam urusannya dengan menen- 
tukan larangan (haram) dan yang diperbolehkan (halal), serta dialektika 
praktis maupun diskursif di antara keduanya, tampak jelas di sinilah 
keunikan Islam. 

Asad mengkritik antropolog lain karena tidak mewacanakan 
pribumi, malah terlalu fokus pada Alguran dan Hadis sebagai repre- 
sentasi monolitik Islam. Asad menolak pandangan Gilsenan tentang sifat 
perdebatan diskursif Islam yang dipandang telah menjauh dari Alguran 
dan Hadits. Sementara kedua teks induk tersebut, tentu saja berperan 
dalam wacana Islam (baik secara lokal maupun inter-lokal), teks-teks 
lain (literatur karya para pemikir Islam, baik yang kontemporer maupun 
klasik), dan praktik sosio-kultural lokal juga tidak boleh dilingsirkan 
begitu saja. 

Asad memberikan koreksi yang diperlukan terkait dengan pende- 
katan 'non-literasi yang cenderung dilakukan para antropolog terhadap 
agama. Abu-Lughod menyatakan bahwa para antropolog cenderung 
ke arah 'non-literasi' dalam pendekatan mereka terhadap agama, 
sebagaimana lazim dilakukan pada banyak penelitian antropologis. 
Maksudnya, di sini para antropolog cenderung tidak memiliki akses 
ke arsip dan teks yang akan menjelaskan perilaku yang mereka lihat. 
Bagi Abu-Lughod, selain kebutuhan eksplorasi "representasi praktis 
agama melalui praktik tradisi dan budaya", seorang antropolog juga 
perlu mengeksplorasi aspek 'tekstual (1989: 297). Sedemikian, bahkan 
ahli etnografi yang sangat terkemuka pun telah membuat kesalahan 
analitis, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teks-teks Islam 
(misalnya: Geertz 1960, 1968). 

Sebagian besar diskusi tentang teks-teks Islam dan hubungannya 
dengan Islam lokal tampaknya menunjukkan posisi 'berhadap-hadapan' 
antara teks dengan praktik masyakarat. Namun, sebagaimana yang ditun- 
jukkan Messick, teks-teks Islam bersifat 'polivokal atau multi tafsir (1988: 
637). Misalnya, dalam teks hadis saja terdapat banyak kontradiksi—tentu 
teks yang otoritasnya lebih lemah jauh lebih rentan terhadap ketidak- 
sepakatan—perihal berbagai pertanyaan teologis dan hukum. Diskursus 
Islam tidak hanya melulu pada hubungan antara teks dan pengamalan, 
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tetapi juga pada hubungan antar amalan yang berbeda-beda. 

Bowen menyatakan, dalam diskursus Islam terdapat ketegangan 
antara situasi lokal dan aspek universal Islam. Ketegangan tersebut 
kerap problematis dalam banyak kehidupan umat Islam (1993b: 7). Ia 
menyatakan bahwa generasi ulama kontemporer mulai memperhatikan 
ketegangan ini. Titik tolak bagi para ulama ini adalah "wacana keagamaan 
dalam praktik kehidupan sosial: bagaimana teks dan tradisi lisan dipro- 
duksi, dibaca, dan dibaca ulang" (Bowen 1993b: 7). Bowen menya- 
takan bahwa memandang Islam dalam kerangka “Islam lokal”, berisiko 
mengaburkan "hubungan historis di berbagai masyarakat muslim yang 
berbeda, sekaligus perasaan mereka yang kuat tentang sumber referensi 
normatif atas ide dan praktik mereka" (1993b: 7). Sampai di sini, Asad 
ingin memusatkan pewacanaan di sekitar Alguran dan Hadis. Sedangkan 
Bowen, dan lain-lain yang sepandangan, menyarankan agar teks-teks 
agama lain dan "landasan pengetahuan Islam" lainnya seperti tradisi lisan 
dan sistem spekulasi kosmologis disertakan menjadi bagian dari wacana 
(1993b : 10 Abu-Lughod 1989: 297). 

Jika kita ingin mendekati Islam sebagai pewacanaan tradisi, kita 
harus menganggap serius “identifikasi diri setiap muslim. Meskipun Roff 
ingin serius pada apa yang dikatakan (dan dilakukan) tiap muslim, dia 
sendiri mendefinisikan "muslim" secara sempit. Yaitu, sebagai orang yang 
menerima (hukum) syariah Islam (1987b: 31). Meskipun Roff mengklaim 
menolak pandangan esensialis tentang Islam (1987a: 1), dia sangat 
perhatian kepada “syariah” dan karenanya secara tidak langsung menge- 
depankan pandangan esensialis, yang dapat dengan mudah menga- 
baikan pewacanaan “mereka yang muslim tetapi tidak terlalu taat pada 
syariah”. Baik di Persia maupun di Jawa, ada cerita tentang seorang wali' 
yang menyatakan bahwa syariat hanya untuk orang-orang biasa yang 
membutuhkan bimbingan untuk mengetahui “benar” dan “salah”, tetapi 
bisa diabaikan oleh mereka yang telah melampaui “kewajaran secara 
spiritual (mistik). Orang suci (wali) itu dikutuk bukan karena keyakin- 
annya, tetapi karena membawa diskursus tersebut secara terbuka (untuk 
umum), dan karenanya berpotensi membingungkan orang-orang umum 
(Woodward 1989: 192). 

Definisi Mark Woodward tentang komponen wacana Islam menje- 
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laskan sifat wacana tersebut. Universalitas Islam yang berinteraksi 
dengan Islam lokal lebih dari hanya sekedar batas Alguran dan Hadits. 
Dalam hal ini termasuk pula ritual-ritual praktis, seperti: haji, shalat, Idul 
Adha, Idul Fitri, dan puasa Ramadhan. Namun, Islam lokal tidak bisa 
masuk ke dalam wacana universalitas Islam. Islam yang diterima adalah 
apa yang oleh Woodward disebut sebagai bagian dari “Islam universal” 
yang hadir dalam konteks lokal tertentu. Terakhir, Islam lokal berwujud 
ritual dan teks. Di sini tradisi lisan maupun tulisan berlaku secara khas 
dan terbatas, tidak dikenal di luar konteks lokal tersebut. Ritual dan teks 
lokal ini muncul dari resepsi budaya lokal dengan Islam (Woodward 
1988: 87-88). Selanjutnya, Islam lokal dapat berinteraksi satu sama lain 
(Woodward 1988: 65). 

Richard Antoun mengemukakan lima perspektif yang berguna 
untuk memahami sifat diskursif tradisi. Perspektif pertama adalah dari 
keyakinan atau teks itu sendiri dan "melibatkan pemilahan elemen- 
elemen dalam teks, mencatat campuran elemen tradisi kecil dan besar." 
Dalam kasus Antoun, dia mempelajari serangkaian khotbah. Hal ini juga 
bisa memasukkan kurikulum sekolah, mitos, cerita rakyat, dan penje- 
lasan praktik ritual tertentu (Antoun 1989: 5). Perspektif kedua adalah 
dari tokoh masyarakat sebagai penghubung dan penafsir agama (misalnya 
kyai). Tokoh masyarakat, atau perantara budaya ini, harus menjadi 
bagian aktif dari suatu komunitas yang merepresentasikan suatu tradisi 
tertentu (Antoun 1989: 65-6). Perspektif ketiga adalah sistem kognitif. 
Keempat, struktur sosial. Perspektif terakhir adalah perspektif rakyat 
biasa (1989: 5). 

Salah satu wadah interaksi, antara tradisi teks dan corak kelokalan 
dalam diskursus ini adalah khutbah Jumat (Antoun 1989: xiii). Antoun 
menggambarkan khutbah, atau Khutbah Jum'at, sebagai "presentasi 
formal yang disampaikan secara lisan, sistematis (menurut tata aturan 
yang telah ditetapkan) dan berisi doa-doa, ayat-ayat Alguran, dan sunnah 
Nabi." Tetapi, lebih penting dari itu, bahwa “ini adalah kesempatan bagi 
da'i untuk mengartikulasikan pesan keagamaan formal (Islam) dengan 
kebutuhan komunitas tertentu, berikut permasalahan dan pandangan 
hidup (weltanschauung) mereka yang khas” (1989: xiii). 

Pendidikan Islam adalah lokus lain dari wacana ini. Soebardi dan 
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Woodcroft-Lee menunjukkan peran pesantren (institusi pendidikan 
Islam lokal) sebagai penyebar Islam di pedesaan, di Jawa (1982). Johns 
menyatakan, perlu diperhatikan bahwa dalam literatur Islam di Asia 
Tenggara, tampaknya terkait dengan kebutuhan dakwah suatu komunitas 
tertentu di mana dakwah tersebut berlangsung (1975). Seorang ulama 
(kiyai) mengambil kutipan dari teks dan praktik tradisi (amaliyah) 
tertentu untuk menjawab kebutuhan spiritual umat muslim yang 
menjadi jamaah-nya. Kebutuhan dan masalah tertentu diperhatikan 
secara khusus. Bentuk perhatian ini bersifat (khas) lokal, sehingga secara 
langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan 
masyarakat (lokal) terhadap agama (yang sebenarnya universal). 
Formulasi kelokalan yang khusus ini, diwariskan oleh para guru kepada 
generasi (penerus) setelahnya melalui pendidikan yang bersambung 
secara berantai (sanad). 

Islam secara diskursif, sudah lama memasukkan pola komunikasi 
berskala antar bangsa, antar negara. Selama beberapa abad, ide dan 
gagasan Islam telah tersebar di seluruh dunia melalui para ulama (da'i) 
kelana. Pertama Mekah dan kemudian Kairo, muncul sebagai pusat 
pembelajaran Islam di mana siswanya berasal dari Pantai Gading sampai 
Mindanao datang untuk belajar (Roff 1987b: 36). Ketika mereka pulang, 
para alumni tersebut akan memiliki siswa (murid dan santri) mereka 
sendiri, yang lantas menyebarkan ide-ide tersebut. Tidak semua guru 
di pusat-pusat pembelajaran ini adalah orang Arab. Misalnya, selama 
abad kesembilan belas beberapa sarjana terkemuka di Mekah berasal 
dari Kepulauan Melayu (Snouck Hurgronje 1931: 276-9, Dhofier 1982: 
89). Selain itu, teks-teks keagamaan biasanya diedarkan ke berbagai 
masyarakat Islam (misalnya Yohanes 1965). Roff mencontohkan kasus 
tahun 1937 di Kelantan, Malaya, mengenai sifat najis air liur anjing—yang 
pengetahuan tersebut dibawa oleh ulama dari tempat lain (Roff 1988: 29). 

Pertanyaan berikutnya, adalah “apa kriteria yang digunakan untuk 
menentukan apa yang termasuk dalam wacana dan apa yang tidak?” 
Asad mengatakan sebuah praktik adalah Islami jika "itu diizinkan oleh 
tradisi diskursif Islam, dan dengan begitu diajarkan kepada muslim 
secara umum—baik oleh alim, khatib, sufi, atau syekh" (Asad 1986: 15). 
Kriteria Asad tersebut, tidak cukup jelas. Woodward menyatakan bahwa 
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kriteria untuk menentukan apakah sesuatu itu Islami seharusnya tidak 
berfokus pada konsepsi kesalehan yang berpusat pada syariah. Kriteria 
yang dimaksud harus mempertimbangkan "sejauh mana simbol utama 
dari keyakinan, dan mode bertindak berasal dari interpretasi teks 
keagamaan dan tradisi muslim" (1988: 62). 

Konsep sunnah dan ijma' berkontribusi banyak pada teori Islam 
diskursif. Definisi yang paling dasar dari sunnah adalah tradisi yang 
telah dikodifikasi (Gellner 1981: 63). Kodifikasi sunnah tersebut, membu- 
tuhkan konsensus ilmiah (ijma'). Dalam mencapai ijma' dimungkinkan 
adanya ruang untuk berijtihad (menafsir). Sampai sejauh mana sunnah 
dapat berkembang? Ketika Islam sudah sebegitu tersebar, sejauh mana 
sunnah didefinisikan ulang oleh para tokoh keilmuan lokal? 

Davies menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menya- 
rankan prosedur figih (yurisprudensi) yang dikembangkan untuk 
memahami bagaimana menerapkan Islam pada konteks budaya selain 
Arab (Davies 1988: 63). Dalam proses ini, keputusan ulama tentang apa 
yang halal (diperbolehkan) dan apa yang haram (dilarang) membentuk 
sunnah Islam. Dia menyatakan, penelitian terhadap al-'urf, penggunaan 
dan praktik adat, tunduk pada kategori halal dan haram. Hal ini 
merupakan salah satu cara adat dapat disahkan dan masuk ke dalam 
tubuh budaya Islam. Semua yang tidak 'secara tegas dilarang, diizinkan. 
Sedemikian itu, sesuai dengan kerangka kenabian, terkait batasan- 
batasan yang memberatkan dan meringankan terkait praktik adat 
istiadat (Davies 1988: 62). 

Proses memasukkan praktik-praktik adat ke dalam Islam didasarkan 
pada kepentingan dan kemanfaatan (sosial) bersama (Davies 1988: 62). 
Oleh sebab itu, selama praktik lokal tidak mengganggu tujuan asasi 
Islam, hal itu bisa dijalankan dan diubah menjadi praktik Islam. Namun, 
arti dasar ijma' yang awalnya (secara bahasa) berarti “konsensus umum”, 
bergeser menjadi 'konsensus elit ilmiah (Messick 1988: 645). Pergeseran 
ini menunjukkan bahwa setiap gagasan tentang 'pewacanaan tradisi' 
berdasarkan ijma' tidak memasukkan pendapat-pendapat populer 
(awam) sebagai bagian dari wacana. 
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Kritik terhadap Pendekatan Wacana 

Meskipun gagasan tentang pewacanaan tradisi” tampak segar, 
sebenarnya tidak jelas juga seberapa baru pendekatan ini. Pertama, ada 
Marshall Hodgson, yang telah menyarankan pendekatan seperti itu pada 
1950-an dan 1960-an (Eickelman 1987: 18). Kedua, meskipun paradigma 
Redfield memang terlalu mekanistik, sehinggan paradigma itu memang 
butuh studi lebih lanjut tentang interaksi tradisi besar dan tradisi kecil, 
tetapiide "pewacanaan tradisi" bisa dikatakan adalah paradigma Redfield 
yang didandani dengan jargon kontemporer. Redfield benar, pemeluk, 
atau praktisi (practioner) tradisi kecil memang cenderung bisa diartikan 
secara bias dan terlalu luas. Apa yang dikontribusikan oleh konsep 
'pewacanaan tradisi bukanlah paradigma yang sama sekali baru, tetapi 
sebatas penyempitan intensi pada kasus individual. Dikotomi tradisi 
besar dan kecil, seperti kebanyakan karya teoretis tahun 1950-an, terlalu 
berorientasi fungsionalistik. Pendekatan 'pewacanaan tradisi dapat 
mengatasi bahaya ini, tetapi sekaligus juga harus berhati-hati untuk tidak 
masuk pada lobang yang sama. 

Untuk memahami sepenuhnya pentingnya Islam sebagai 
'pewacanaan tradisi, kita harus memahami hakikat wacana secara 
sosial. Wacana, dapat diartikan sebagai “proses sosial dalam membangun 
makna bersama”. Proses ini harus bersifat sosial, meskipun mungkin 
tidak membutuhkan aktor untuk berinteraksi secara tatap muka, 
wacana dapat dilakukan melalui pergumulan teks. Wacana diposisikan 
secara historis, pengambilan contoh dalam wacana harus melibatkan 
sejarah. Wacana bersifat politis, hubungan kekuasaan antara individu, 
atau kelompok individu, membentuk sifat wacana: apa yang dikatakan, 
bagaimana dikatakan, dan sifat tanggapan yang kemudian muncul. 

Asad menyatakan bahwa ortodoksi bukan hanyasebatas opini, tetapi 
lebih merupakan hubungan kekuasaan (Asad 1986: 15). Oleh karena itu, 
tugas antropologi Islam adalah memahami produksi historis dan keter- 
peliharaan 'pewacanaan tradisi tertentu. Ini juga akan berkaitan dengan 
transformasi pewacanaan tradisi dan "upaya personal suatu tokoh untuk 
mencapai koherensi" (Asad 1986: 17). Perhatian terhadap organisasi 
sosial dalam tradisi, yang ditemukan melalui paradigma Redfield, 
menunjukkan peran kekuasaan dalam sifat diskursif terkait tradisi apa 
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pun. Meskipun Redfield, dan mereka yang menggunakan paradigmanya, 
tidak secara eksplisit berintensi pada hubungan kekuasaan, fakta bahwa 
tradisi besar dipandang sebagai tradisi “elit perkotaan dan bahwa tradisi 
kecil adalah tradisi umum (awam), menunjukkan ketidak-seimbangan 
kekuatan yang melekat dalam hubungan tersebut—antara tradisi besar 
dan kecil. 

Ewing menyatakan bahwa, dalam sejarah Islam, periode wacana 
terbesar tentang hakikat Islam dan masyarakat terjadi pada periode 
pergolakan dan perubahan politik (1988: 6). Misalnya, karena ancaman 
terhadap identitas Islam yang ditimbulkan oleh pemerintahan Inggris di 
India, pertanyaan tentang “perilaku apa yang dapat diterima oleh umat 
Islam” diangkat ke permukaan. Praktik-praktik yang sebelumnya tidak 
bermasalah dianggap tidak Islami untuk lebih mendefinisikan identitas 
etnis Islam (1988: 15, 17). Banyak perdebatan dan kontroversi dalam 
masyarakat Islam tentang bagaimana menjadi 'muslim yang baik adalah 
tentang definisi hubungan komunitas Islam dengan pemerintah nasional 
yang terkadang karena alasan 'sekuler. 

Kita keliru, jika berasumsi bahwa hanya perkara yang islami 
yang masuk ke dalam wacana Islam. Proses penetapan halal dan 
haram memungkinkan fitur budaya lokal masuk ke dalam wacana. 
Namun, bagaimana jika sudah ada tradisi besar di suatu daerah ketika 
diislamkan? Redfield menyarankan, berkenaan dengan Amerika Latin, 
yang menganggap Katolik Ortodoks sebagai tradisi besar dan Katolik 
yang dipraktikkan rakyat sebagai tradisi kecil, berarti telah berlangsung 
suatu praktik (dosa) kelalaian. Folk Catholicism atau praktik beragama 
Katolik secara umum (awam), perlu dipahami sebagai tradisi kecil yang 
bersandar pada setidaknya dua tradisi besar: Katolik Roma dan tradisi 
besar Aborigin Amerika (Maya, Inca, Aztecan) (1956: 78). Keadaan 
serupa terjadi di beberapa negara Islam. Misalnya, sebelum Jawa 
menjadi Islam, kerajaan-kerajaan di Jawa berorientasi pada Hindu- 
Buddha (Saivite). Argumen dapat dibuat bahwa tradisi kecil di Jawa 
didasarkan pada tradisi besar Islam dan tradisi besar—dalam bentuknya 
yang khas—Hindu-Budha, yang hanya dikenal di Jawa. Misalnya, konsep 
utama kesufian adalah pembedaan antara eksternal (dhahir) dan internal 
(batin). Judith Becker berpendapat bahwa dalam agama Hindu-Buddha 
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di Jawa pra-Islam, terdapat perbedaan yang sangat mirip (1993: 35). 
Dalam memandang dhahir' dan batin sebagai hal yang penting bagi 
Islam Jawa, wacana tersebut melibatkan dua tradisi besar. Karena secara 
hukum, doktrin ini tidak dilarang (haram), maka dibolehkan (halal). 
Lebih jauh, doktrin ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan mistisisme 
Islam, dan karenanya ada kemungkinan doktrin tersebut dianut, sebagai 
representasi penghubung antara wahyu (wangsit dan semacamnya) dan 
penduduk Jawa. 

Wacana Islam tidak hanya mencakup tradisi lokal dan tradisi besar, 
tetapi dapat dimasukkan juga pengaruh ide modernisasi, pembangunan, 
dan nasionalisme. Karena setiap masyarakat muslim pasti berurusan 
dengan perkara lokalitas, masalah-masalah laten lain seperti moder- 
nisasi, pembangunan, dan nasionalisme dapat pula menjadi bagian dari 
wacana Islam. Clifford Geertz melihat, skripturalisme—memisahkan 
keterhubungan teks dengan konteks—terlibat dalam menangani masalah- 
masalah modernisasi bagi kerangka Islam (1968: 62). Berbagai kelompok 
Islam juga mempertanyakan bentuk perkembangan Islam yang paling 
sesuai. Argumen-argumen tersebut berkisaran pada topik keadilan 
sosial, demokrasi, dan pembangunan partisipatif, yang kesemuanya 
telah ditafsirkan menyesuaikan istilah-istilah khas Islam (Lukens-Bull 
1996, Yatin 1987: 167). 

Jika kita ingin memahami Islam sebagai pewacanaan tradisi, yang 
tidak bias dan meluas cakupannya, kita perlu memahami apa yang 
menghubungkan berbagai “Islam lokal”. Apa yang serupa di berbagai 
praktik lokal, apa yang berbeda, dan mengapa? Untuk melakukan ini kita 
perlu mengembangkan studi banding tentang “Islam lokal”. Meskipun 
kebanyakan para antropolog mendasarkan karir mereka pada studi 
intensif tentang suatu masyarakat (etnografi), mereka juga memiliki 
perhatian, pada tingkat tertentu, dengan studi komparatif (etnologi). 
Maka, di sini diperlukan “etnologi Islam. 

Perbandingan etnologis yang baik dari dua masyarakat Islam, 
meskipun masih menyisakan beberapa kekurangan etnografi dalam 
setiap kasusnya, adalah Clifford Geertz dalam bukunya Islam Observed 
(1968) yang membandingkan Islam Maroko dan Islam Jawa. Menariknya, 
buku itu masih tetap satu-satunya monograf dari jenisnya. Meskipun 
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Islam Maroko dan Islam Jawa menggunakan seperangkat simbol umum 
yang sama, hasil akhir di setiap masyarakat sangat berbeda karena iklim 
sosial di mana mereka hidup berbeda (1968: 20). Islam dan iklim sosial 
di setiap lokasi, berinteraksi secara partikuler dan general sekaligus. 
Geertz berpendapat bahwa universalitas sebuah tradisi besar berasal 
dari "kemampuannya untuk melibatkan serangkaian konsep kehidupan 
individual yang dapat semakin meluas secara unik, namun entah 
bagaimana kesemuanya saling menopang dan mengembangkan" (1968: 
14). 

Kekuatan partikularisasi Islam berusaha untuk mengakomodasi apa 
yang oleh Geertz dianggap sebagai sistem ritual dan kepercayaan yang 
universal, terstandarisasi, ajeg, dan terintegrasi dengan baik ke dalam 
tatanan moral dan metafisika lokal. Kekuatan generalisasi berusaha 
untuk menangani fleksibilitas tersebut dan mempertahankan tidak 
hanya identitas Islam sebagai agama universal tetapi juga "ketersam- 
bungan khusus yang dikomunikasikan oleh Tuhan kepada umat manusia, 
sejak nabi-nabi sebelum Muhammad" (1968: 15). Masyarakat Islam dapat 
diperhubungkan satu sama lain, yang dalam istilah Wittgenstein, mirip 
hubungan keluarga (Geertz 1968: 66). 

Menarik untuk dicatat bahwa, bagi Geertz, bentuk-bentuk Islam 
yang lebih awal (Islam mistik) justru lebih rentan terhadap partikula- 
risasi, daripada bentuk-bentuk Islam yang skripturalis atau fundamen- 
talis. Meskipun setiap masyarakat memiliki kultus pada sosok sufi, sifat 
sebenarnya dari sekte ini berbeda. Kemudian, seorang keramat atau 
pahlawan budaya Islam dari salah satu masyarakat, tidak lagi dikera- 
matkan atau heroik bagi masyarakat lain. Di sisi lain, menurut Geertz, 
skripturalisme terlihat hampir selalu terlepas dari latarnya. Kalau seperti 
itu, dia mengabaikan dua fakta. Pertama, banyak jenis komunikasi yang 
bisa dipahami secara umum di dunia Islam, kitab-kitab keagamaan 
tentang renungan-renungan filosofis telah lama beredar. Sementara 
mitos dan perumpamaan tertentu yang digunakan untuk mengko- 
munikasikan gagasan mistik yang berbeda-beda, memiliki setidaknya 
gagasan dasarnya, atau maksud umum yang disasar, adalah sama. Kedua, 
meskipun para fundamentalis mengatakan dan melakukan beberapa hal 
yang mungkin nampak tidak pada tempatnya, di antara para fundamen- 
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talisitu, di beberapa negara tertentu, mereka juga sangat memperhatikan 
konteks lokalitas. Menarik perbedaan metodologis antara Islam mistik 
dan normatif, seperti yang dilakukan Geertz, adalah sebuah kesalahan. 

Pada poin ini, ada baiknya meninjau beberapa studi kasus untuk 
melihat beberapa dari aspek yang membentuk 'pewacanaan tradisi 
Islam. Roff menggambarkan perdebatan yang terjadi di Kelantan, 
Malaya, pada tahun 1937 tentang kebersihan (kesucian) yang sifatnya 
relatif terkait dengan 'anjing. Raja Kelantan, pewaris sekaligus adik 
dari Sultan Kelantan, memelihara seekor anjing. Kakak perempuannya 
keberatan dengan anjing tersebut dengan menyatakan bahwa, menurut 
syariah, anjing adalah najis. Raja Kelantan meminta pendapat hukum 
dari seorang ulama (alim) yang baru saja kembali dari Mekah. Masalah 
tersebut dengan cepat mewacana secara publik dan akhirnya dewan 
debat publik (majilis muzakara) dibentuk. Para sarjana didatangkan, dari 
Singapura dan tempat lain yang mana mereka dididik di pusat pembel- 
ajaran Islam, di luar Malaya. Perdebatan itu lebih dari sekadar kesucian 
anjing, ini tentang otoritas Islam di dunia yang terus menerus berubah 
(1988: 29). 

Di tempat lain, saya pernah membahas wacana Islam Indonesia 
tentang pembangunan (Lukens-Bull 1996). Jenis ulama baru, belakangan 
ini muncul di Indonesia. Generasi ulama baru ini, memiliki jejak 'pendi- 
dikan barat, atau paling tidak di luar pendidikan tradisional (pesantren) 
Islam (Dhofier 1992: 26). Perannya dalam komunitas Islam Indonesia 
belum ditentukan secara jelas. Mereka adalah orang-orang terpelajar dan 
dihormati, tetapi mereka bukan ulama tradisional (kiyai). Dalam wacana 
Islam di Indonesia, yang secara bersamaan sedang semangat mengusung 
'ideologi pembangunan, mereka mencoba untuk mendefinisikan tiga 
hal: 1) peran mereka dalam komunitas Islam Indonesia 2) peran mereka 
dalam politik nasional 3) peran Islam di Republik Indonesia. Salah 
satu cara para intelektual muslim mendefinisikan hal-hal ini adalah 
melalui pemilihan yang cermat terhadap simbol, model, dan bahasa 
yang digunakan untuk membahas pembangunan. Antar kelompok yang 
berbeda, memilih simbol Islam yang berbeda, sesuai kecenderungan 
kelompoknya masing-masing (Lukens-Bull 1996). 

Sandria Freitag pernah membahas bagaimana di India Utara, 
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sisi-sisi tertentu dalam kehidupan Islam seperti sholat, masjid, Alguran, 
dan syariah dipisah-pisah dan menjadi "eksklusif" sebagai representasi 
suatu golongan tertentu (1988: 144 ). Dasar penting dari wacana ini 
adalah pemisahan yang telah lama dipegang antara kaum ashraf (elit) 
dan muslim "kasta" rendah. Dia menyatakan bahwa kalangan elit telah 
lama menikmati posisi sosial yang superior dan banyak yang mengklaim 
status sebagai syarif. Para elit menekankan pendidikan, kesusastraan 
dan pencapaian artistik, studi tentang hukum Islam, dan kegiatan 
muslim reformis. Freitag berpendapat bahwa meskipun gaya hidup elit 
ini juga dimiliki oleh non-muslim, mereka (elit) sendiri menganggapnya 
sebagai Islami (1988: 144). Setelah perubahan politik yang menyertai 
dominannya status kerajaan Inggris, versi Islam ini secara bertahap 
menjadi satu-satunya "ortodoksi" yang dapat diterima. Praktik-praktik 
yang tidak terlalu syar'i dari muslim awam (non-elit) ditinggalkan karena 
tidak cukup membedakan diri' dari tetangga mereka yang Hindu. 
Ketiga kasus di atas, nyaris tidak mengakomodir wacana kebera- 
gaman dalam Islam. Namun, hal tersebut menunjukkan peran sentral 
para elit dalam banyak wacana Islam lokal. Dalam arti tertentu, tanpa 
peran dan eksistensi elit sosial, tidak akan ada kasus-kasus khas semacam 
itu. Di Kelantan, sebagaimana terjelaskan, perdebatan dimulai sebagai 
sengketa istana. Hal ini kemudian dengan cepat melibatkan otoritas 
pengetahuan Islam. Di Indonesia kontemporer, intelektual muslim 
adalah bagian dari lingkaran kecil orang-orang yang terlibat langsung 
dalam wacana kemasyarakatan. Legitimasi mereka didasarkan pada 
pendidikan yang didominasi oleh Barat dan tingkat kesalehan secara 
publik. Di India Utara, praktik elit menjadi standar bagi semua muslim. 
Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya etnologi dalam studi 


antropologi Islam". 


Kesimpulan 

Makalah ini telah mengulas berbagai keprihatinan yang dihadapi 
para antropolog agama dunia. Secara khusus, saya berfokus pada masalah 
khas yang dihadapi oleh para antropolog dalam upaya mempelajari Islam. 
Masalah utama adalah mendefinisikan apa yang dimaksud (bagi antro- 
polog) dengan istilah "Islam". Ada perbedaan, atau minimalnya harus 
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dibedakan antara "Apa itu Islam?" secara teoritis dan "Apa itu Islam?" 
secara teologis. Pada aspek teoretisnya, definisi tentang Islam, harus 
dijawab dengan sungguh-sungguh oleh setiap ahli etnografi atas telaah 
mereka terhadap masyarakat Islam. Pertanyaan teoretis adalah apa 
yang seharusnya diadonkan, dan apa yang ditiriskan, dalam analisis kita 
tentang “yang Islami”. Masalah teoritis adalah masalah analisis. Berbeda 
dengan itu, pertanyaan teologis membahas status ontologis dengan 
berdasar keimanan atas berbagai hal yang terkait “tradisi ber-islam”. 
Kedua pertanyaan tersebut (teoritis dan teologis), walaupun berhadapan 
dengan satu bentuk budaya tertentu yang serupa, pada dasarnya akan 
menghasilkan penjelasan yang berbeda. Namun, karena bentuk dan 
wacana tentangnya yang selalu terbaur, tumpang tindih, penjelasan yang 
dibutuhkan—secara praktis—menjadi menyimpan implikasi permasa- 
lahan yang berlapis-lapis. 

Dengan melihat pelbagai problem laten di atas, saya ingin menya- 
rankan bahwa definisi antropologis tentang Islam, bisa dimulai dengan 
pijakan definisi Islam dari dalam Islam sendiri. Halini bukanlah proposisi 
yang tidak lazim, mengingat banyak yang sudah mengemukakan 
pewacanaan tersebut. Sampai di sini, saya akan memulai dengan mende- 
finisikan “Islam” sebagai “ketundukan kepada Tuhan”. Semua Muslim akan 
setuju dengan definisi ini. Perbedaan yang kemudian muncul hanya akan 
berkutat pada wilayah bagaimanaseseorang harus (memperjalankan diri) 
menuju dan tunduk kepada Tuhan. Lantas, dari sini sebuah studi kompa- 
ratif tentang berbagai ragam konsep, yang membahas tentang bagaimana 
ketundukan kepada Tuhan (yaitu, bagaimana menjadi seorang muslim) 
barulah menjadi tugas penuh disiplin “antropologi Islam”. 

Tugas ini, seperti yang telah saya gambarkan, menempatkan seorang 
antropolog (khususnya non-muslim) di posisi yang terasa aneh, dan 
terkadang tidak nyaman. Terkadang, saya menemukan diri saya berada 
dalam situasi seperti yang saya gambarkan di bagian atas esai ini. Secara 
konstan, saya merasakan berbagai dilema: kadang terasa seperti seorang 
penyimpang kebenaran dari apa yang saya yakini, kadang nampak 
sebagai penjaga dan pembela pandangan minoritas, dan kadang sebagai 
pengamatilmiah—tentang apayang senyatanya dilakukan oleh mayarakat 
muslim. Akhirnya, saya menetapkan diri pada yang terakhir, yaitu satu 
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posisi yang terbangun dari apa yang selama ini saya gumuli, dan saya 
pahami dengan baik. Untuk dua posisi sebelumnya, disodorkan oleh 
beberapa teman bicara saya. Sebenarnya, tidak hanya kalangan “muslim 
taat” saja yang melihat studi etnografis tentang muslim telah kehilangan 
sasaran vitalnya. Banyak pula sarjana Barat, termasuk tentu saja para 
antropolog, yang memberi perhatian lebih terhadap Islam. Bagi mereka, 
perlu diketemukan konsep Islam senyatanya, yang dapat dipersan- 
dingkan dengan praktik ke-lokal-an. Pendekatan ini, bisa lebih memper- 
sempit lingkup penelitian, karena memungkinkan para antropolog 
untuk mengintensi sisi praktis kehidupan orang-orang yang mereka 
teliti, yang tentu saja, tetap dengan segenap kerumitan di dalamnya. 
Ada tradisi dalam antropologi yang disebut "etnografi penyelamatan" di 
mana antropolog mencatat dan merawat setiap temuan tetap sedia kala, 
"apa adanya". Muara dari tradisi ini adalah adanya kecenderungan kajian 
etnografi tentang praktik lokal, sebagai upaya pembelaan terhadap 
pandangan minoritas. Mengingat realitas penelitian dan penulisan ilmiah 
kontemporer, saya tidak dapat lagi mundur ke menara putih (yang aman- 
nyaman) dan mengklaim sebagai "hanya pengamat” belaka dari “apa yang 
ada”. Saya harus dengan hati-hati menjaga keseimbangan posisi subjek, 
sembari terus berjalan untuk menemukan penjelasan paling memadai 
dari pertanyaan, "apa itu Islam?" 
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BAB III 


DUA SISI KOIN YANG SAMA: 
Modernitas dan Tradisi Dalam 
Pendidikan Islam di Indonesia 


Abstrak 

Artikelini membahas gagasansalahsatu pesantren 
di Jawa, Indonesia, yang berupaya menegosiasikan 
modernisasi dan globalisasi, melalui penyandingan- 
pemaduan kultur pesantren dan perguruan tinggi. 
Upaya negosiasi ini membutuhkan imajinasi dan reka- 
cipta ulang terhadap modernitas dan tradisi. Dengan 
menelaah bagaimana tipikal pendidikan dilang- 
sungkan di pesantren tersebut, yang dalam prosesnya 
turut melibatkan santri (mahasiswa) dari perguruan 
tinggi dalam tujuan dan praktik kurikulum pendi- 
dikan mereka, artikel ini memperluas pertimbangan 
teoritis terkait persentuhan pendidikan dengan peta 


trans-lokal seperti Islamisasi dan globalisasi. 


Pengantar 
Clifford Geertz, 40 tahun yang lalu, saat dia 
meneliti tentang pesantren Jawa, dia meramalkan 
bahwa pesantren akan ditelan modernitas: 
“Hanya dengan menghadirkan sekolah agama 
berbasis pemberdayaan masyarakat desa, serta 
pada saat yang sama bisa menyelaraskan diri 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


dengan semangat “Indonesia baru' yang disimbolkan dengan 
sekolah-sekolah negeri (milik pemerintah) yang cenderung sekuler, 
para tokoh agama tradisional (kiyai) dapat mengambil kembali 
kompetensi dan peran mereka sebagai pamong masyarakat. 
Keterhubungan antara lokalitas dan tren global sudah tidak terben- 
dung lagi. Bila negosiasi antara keduanya gagal, besar kemung- 
kinan peran kiayi akan runtuh. 

Konsekuensi politisnya, peran Islam dalam dinamika politik 
kebangsaan akan mengalami pemarjinalan” (1960b: 249). 


Geertz cukup pesimis dengan kemampuan kyai sebagai penyambung 
kebudayaan antara Indonesia dan semangat "modernitas" (1960b: 249). 
Beberapa pemerhati lainnya juga turut meramalkan merosotnya peran 
pesantren, tenggelam oleh munculnya sistem pendidikan modern 
(Abdullah 1987, Peacock 1978: 66). 

Tulisan (saya) ini justru mengambil analisis yang berbeda. Saya 
melihat, peran kyai tidak terbatas pada kemampuannya untuk 'menyam- 
bungkan dua atau lebih kebudayaan, tetapi lebih daripada itu. Mereka 
tidak hanya menerjemahkan "modernitas" secara kaku ke dalam 
konteks Indonesia, mereka sudah melangkah pada tahap mengan- 
cangkan 'reka-cipta-ulang' (re-invent) tradisi pendidikan Islam sebagai 
respon atas modernitas. Dalam antropologi, lazim dipahami bahwa 
ihwal tradisi adalah sebuah praktik budaya yang imajinatif dan sirkuler 
(terus bergerak). Saya perlu memberikan penekanan kepada faktor 
keberulangan sebuah tradisi. Dengan adanya proses reka-cipta-ulang' 
(re-invention), berarti terdapat proses berkelanjutan dimana tradisi dicip- 
takan dan menciptakan kembali dirinya untuk memenuhi kebutuhan 
dan tantangan sosial terbaru. 

Sejumlah pakar berpendapat, bahwa tradisi dan kecenderungannya 
untuk diimajinasikan dan direka-cipta-ulang (reimagined and reinvented) 
adalah bagian inheren dari proses politik (Briggs 1996, Hobsbawm dan 
Ranger 1983, Schulz 1997, Singh 1998). Saya sendiri melihat, bahwa 
modernitas, sebagai sebuah tradisi baru, juga tunduk pada pola pengima- 
jinasian ulang (re-imagined) dan pereka-cipta-ulangan (re-invented) yang 
dalam prosesnya bersifat politis (Appadurai 1996: 3: Freidman 1992: 365, 
Giddens 1990). 
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Saya setuju dengan Anthony Giddens (1990), dan juga Habermas 
yang melihat adanya keharusan dalam diri modernitas supaya mampu 
menciptakan “normativitas” dari dirinya sendiri secara terus menerus 
(1987: 7). Gagasan Arjun Appadurai (1996) juga menarik. Appadurai 
melihat bahwa modernitas bukanlah sebentuk totalitas (budaya) yang 
seragam. Terdapat perbedaan resepsi (penerimaan) yang tidak sama 
terhadap modernitas pada setiap ruang sosial. Observasi yang dilakukan 
Jonathan Friedman (1992) mendapati bahwa globalisasi pada akhirnya 
“dialami dan ditafsirkan ulang” secara khas oleh lokalitas. Oleh karena 
itu, saya menyimpulkan bahwa modernitas adalah sebuah pengima- 
jinasian dan pereka-cipta-ulangan secara lokal, nasional, dan inter- 
nasional. Kemudian, proses reka-cipta-ulang modernitas ini memer- 
lukan rekonstruksi pemahaman atas konsep tradisi. Dalam praktiknya, 
membayangkan dan mereka-cipta-ulang sebuah tradisi lantas memper- 
temukannya dengan modernitas adalah dua sisi mata uang yang sama. 

Pendidikan secara umum diakui sebagai bagian penting dari 
bagaimana suatu masyarakat terlibat dalam gerak modernisasi dan globa- 
lisasi (Demerath 1999, Li 1999, Wood 1976: 49). Di sini, saya mencermati 
beberapa komunitas pesantren NU, masuk ke dalam, melihat lebih dekat 
bagaimana mereka meramu unsur-unsur modernitas, mengimajinasikan 
dan mereka-cipta-ulang semua itu ke dalam model pendidikan mereka. 
Para pengasuh pesantren tersebut membangun sistem pendidikan khas 
untuk merespon kebutuhan pendidikan modern, sembari pada saat yang 
sama, mewaspadai ancaman kerusakan moral yang dibawa oleh moder- 
nisasi dan globalisasi. Merujuk pada Eleanor Leacock (1976), keberlang- 
sungan suatu sistem pendidikan terkait erat dengan bagaimana moder- 
nitas dibayangkan dan akhirnya dinegosiasikan. 

Setelah memaparkan pola umum pendidikan pesantren diIndonesia, 
artikel ini secara khusus membahas Pesantren Mahasiswa Al-Hikam yang 
didirikan khusus untuk mahasiswa, dengan visi memastikan lulusannya 
memiliki kecakapan di sejumlah disiplin keilmuan sekuler (umum), yang 
sekaligus tetap mengukuhi nilai religius. Al-Hikam adalah pesantren 
mandiri di Jawa Timur yang penghuninya adalah para mahasiswa dari 
perguruan tinggi. Para santri di sana belajar mata pelajaran kampus di 
siang hari, dan pada pagi hari, malam hari, dan di akhir pekan mempel- 
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ajari ilmu agama. Pendalaman saya terhadap praktik di pesantren ini, 
adalah untuk mengilustrasikan argumen saya tentang re-imagining dan 
re-inventing yang berlaku pada tradisi dan modernitas. 


Latar Belakang Etnografi 

Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, meskipun secara 
model pemerintahannya bukanlah “Negara Islam. Pasca berdirinya 
Republik Indonesia (sejak 1945), pertanyaan yang selalu menyertai 
eksistensi komunitas muslim di negara ini adalah bagaimana caranya 
mewujudkan masyarakat Islam yang kuat, bertakwa, dan beriman 
beriringan dengan konteks modernisasi, globalisasi, dan—dalam batas- 
batas tertentu—sekulerisasi (Abdullah 1996: 65, Boland 1971: 15-34: 
Horikoshi 1975: 60, Noer 1978: 2). Melalui pengembangan sistem pendi- 
dikan hybrid (asimilasi kreatif), kyai di pesantren telah mendukung 
kebijakan 'pembangunan nasional sambil terus mengupayakan 
penegakan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan kehidupan publik di 
Indonesia (Lukens-Bull 1997). 


Varian Islam di Indonesia 

Islam di Indonesia yang bercorak Sunni', di dalamnya memiliki dua 
varian utama, yang sejauh pengamatan saya terbagi menjadi “klasik dan 
reformis”. Klasik yang saya maksud dicirikan oleh penggunaan teks-teks 
keislaman klasik (kitab kuning) dan bernaung atau berafiliasi di bawah 
organisasi “Nahdhatul Ulama. Sedangkan para reformis, berafiliasi 
dengan organisasi Muhammadiyah. Varian kedua ini berusaha melakukan 
reformasi keberislaman di Indonesia agar sebisa mungkin bertumpu 
(langsung) pada kitab suci (Peacock 1978). Muslim klasik memiliki basis 
pengikut yang sedikit lebih banyak daripada kaum Reformis. Varian 
klasik berpusat di sekitar pesantren, sehingga menjadikan kyai sebagai 
pemimpin komunitas religius ini. Penyebutan istilah "dunia pesantren" 
dan "orang pesantren" lebih dapat diterima oleh mereka, daripada 
"santri tradisionalis", sebuah sebutan yang dipopulerkan oleh Clifford 
Geertz (1960a). Dalam penggunaannya, bagi komunitas pesantren, 
istilah "santri" mengacu kepada seorang yang nyantri di pesantren, atau 
pe-santri-an: tempat hidup santri. Komunitas pesantren mempraktikkan 
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dan menjaga aspek klasik dalam Islam. Zamakhsyari Dhofier melihat 


pola tersebut, sebagai: 

“Masih terikat kuat dengan ide-ide Islam mapan yang diciptakan 
oleh para ulama salaf, gadhi, dokter, dan tokoh-tokoh sufi selama 
abad-abad awal kemunculan teologi (ilmu kalam) dan perkem- 
bangan syariat (/igh), perpecahan aliran, dan kebangkitan gerakan 
kesufian dan persaudaraan di abad ketiga belas. Namun, ini bukan 
lantas mengatakan bahwa Islam tradisional di Jawa era belakangan 
tetap terpaku pada formulasi yang diwariskan oleh ulama (otoritas 
keilmuan) dari abad-abad awal tersebut” (1999: xix|. 


Teologi, karya ulama, metodologi penetapan syariat (ushul figh) dan 
temuan hukum (figh), serta teori mistik yang dikukuhi muslim klasik 
dirujukkan pada naskah-naskah yang disebut sebagai 'kitab kuning” 
(teks klasik, buku yang kebanyakan berkertas kuning). Bagi kalangan 
pesantren, konstelasi pengetahuan klasik tersebut dipandang sangat 
penting dan sentral dalam membentuk kehidupan mereka, di tengah 
pergulatan sebagai muslim ideal di dunia yang telah mengglobal dan 
modern. Teks-teks tersebut adalah komponen penting dari kurikulum 
pesantren. 

Di sisi lain, muslim reformis di Indonesia, Muhammadiyah, telah 
mendirikan sekolah-sekolah Islam yang meniru pesantren, tetapi tidak 
satu pun dari institusi ini yang diakui sebagai 'pesantren sejati oleh 
mereka para muslim klasik. Oleh sebab itu, bagi kalangan pesantren, 
peran serta kaum reformis kontemporer' tidak akan pernah menjadikan 
mereka sebagai santri, meskipun Geertz (1960a) memberikan label 
"santri modernis" kepada mereka. Muhammadiyah mengambil posisi 
bahwa dasar hukum Islam (syariah) adalah Alguran, hadits (ucapan dan 
tindakan yang dikaitkan dengan Nabi), dan penafsiran secara mandiri. 
Sedemikian itu menjadikan mereka cenderung menetapkan jarak dalam 
melihat perkembangan sejarah dan keilmuan Islam klasik. 

Hubungan tradisi pesantren dengan tradisi Jawa pada umumnya 
bersifat kompleks. Misalnya saja ritual makan-makan yang disebut 
slametan, oleh beberapa sarjana (Geertz 1960a) dinyatakan sebagai 
animistik, dan oleh sarjana lain (Woodward 1988) dianggap sebagai 


bagian dari praktik ritual yang Islami. Tradisi Jawa lainnya, ziarah kubur, 
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didukung oleh kebanyakan kyai meskipun para reformis mengecamnya 
sebagai praktik non-Islami. Pada kasus lain, tradisi Jawa seperti misalnya 
pertunjukan wayang kulit dipandang sebagai berguna dalam transmisi 
pendidikan keimanan. Faktanya, tradisi ini telah digunakan oleh para 
wali dalam uapaya membawa Islam ke Jawa. Di sisi lain, pesantren juga 
seringkali mengkritik beberapa bentuk tradisi Jawa, seperti misalnya 
kaum bangsawan (ningrat) yang terlalu lamban karena terlalu banyak 


unggah-ungguh. 


Pendidikan Pesantren 

Sebelum abad ke-20, pesantren adalah satu-satunya lembaga pendi- 
dikan formal yang ditemukan di Jawa dan di sebagian besar wilayah yang 
sekarang menjadi Indonesia. Mereka mengajarkan agama yang kuriku- 
lumnya eksklusif kepada siswa dari beragam latar belakang—termasuk 
calon pemuka agama, sastrawan keraton (Florida 1995), dan kelas 
bangsawan (Adas 1979, Pemberton 1994: 48-49). 

Pergeseran terjadi ketika Pemerintah Belanda mempromosikan 
sistem pendidikan yang berfokus pada sains, matematika, dan mata 
pelajaran "sekuler" lainnya. Kemudian semangat pendidikan dengan 
tipikal 'non-agama tersebut dilanjutkan oleh kalangan nasionalis, dan 
sekarang diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia (Anderson 1990: 
132, 243). Sebagai respon atas tren pendidikan semacam ini, sejak tahun 
1930-an banyak pesantren mengembangkan kurikulumnya supaya diakui 
oleh pemerintah. Mulai tahun 1970-an, kurikulum baru ini menjadi 
bagian penting dari strategi kalangan pesantren untuk berdialog dengan 
modernitas. Tepat pada masalah ini, tulisan ini membatasi bahasan 
terhadap kurikulum dan metode pembelajaran dialogis tersebut secara 
spesifik. 

Pesantren sendiri terbentuk guna persiapan menjalani kehidupan 
sehari-hari. Secara umum jenis pendidikan yang dihadirkan oleh 
pesantren adalah pendidikan praktis keseharian (Dhofier 1999, Lukens- 
Bull 1997). Para orang tua biasanya, dalam pertimbangan penentuan jenis 
pendidikan untuk anaknya, akan memilihkan pendidikan yang membe- 
rikan bekal keterampilan dan pengetahuan sebagai modal bekerja di 


dalam iklim kemodernan dengan sekaligus tidak meninggalkan aspek 
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moral dan keagamaan. Sehingga selain dapat menjadi seorang muslim 
yang baik, anak didik dapat menjadi warga negara yang terhormat di 
masyarakat. Pesantren, di semua jenjang pendidikan di dalamya, hadir 
untuk hampir semua golongan: anak-anak dan remaja, dari segala 
usia. Di pesantren, laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam praktik 
pembelajaran. 

Sekarang ini, 20 hingga 25 persen anak di jenjang sekolah dasar dan 
menengah di Indonesia adalah peserta didik pesantren. Di beberapa 
daerah tertentu, seperti Aceh misalnya, angka ini malah bisa mencapai 40 
persen (Zamakhsyari Dhofier, wawancara pribadi, Mei 1995). Pada tahun 
1982, ada sekitar 4.000-an pesantren di Indonesia, 1800 di antaranya 
berada di Jawa Timur (Ghofir et al. 1982: ii). Pada tahun 2000, peneliti 
dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Semarang, memperkirakan 
ada sekitar 9.000-an pesantren di seluruh negeri (Abdurrahman Mas'ud, 
wawancara pribadi, Agustus 2000). Engka tersebut mengestimasikan 
lebih dari 40 persen dari seluruh pesantren yang ada, berada di Jawa 
Timur. Meskipun sentralnya ada di Jawa Timur, persebaran pendidikan 
bertipikal pesantren tersebar luas di seluruh nusantara. 

Pesantren Al-Hikam, yang di sini menjadi titik pembahasan kita, 
adalah satu contoh penting dari banyak pesantren dari tanah air. Pada 
umumnya, sistem pendidikan di pesantren relatif satu suara sebagai 
penopang dan penyokong wacana pendidikan dan generasi masa depan 
bangsa. Adalah lazim bagi pesantren untuk terlibat dalam modernitas, 
dengan membuka sekolah berkurikulum sesuai orientasi pendidikan 
(pemerintah) di tingkat SMP dan SMA (Lukens-Bull 1997). Pada level 
ini, pesantren kontemporer bervisi melahirkan alumni yang padanya 
telah terbekali dengan tradisi pendidikan klasik (sebelum abad ke-20) 
sekaligus diskurus kemodernan yang lebih baru. Alumni dari pesantren 
dibekali dengan pengetahuan terkini yang dikawal nilai-nilai agama dan 
moralitas. Dengan materi tersebut, alumni pesantren bisa saja menjadi 
tokoh agama di masyarakat, atau sebatas cukup memiliki dasar penge- 
tahuan untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. 

Kurikulum yang terdapat di pesantren kontemporer dapat dibedakan 
menjadi empat bidang dasar: pendidikan agama (ngaji), pengembangan 
karakter (akhlak), pelatihan keterampilan vokasi (ketrampilan praktis), 
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dan keilmuan umum (sekolah). Pendidikan agama melibatkan studi teks, 
yang meliputi: Alguran, Hadits, dan naskah-naskah klasik tentang tafsir 
Alguran, mistisisme (tasawuf, tarigah), moralitas (akhlag), pedagogi, 
yurisprudensi hukum Islam (figh), doktrin teologis (agidah atau ushul 
ad-din), tata bahasa arab (nahw, sorof, balaghah), dan amalan-amalan 
praktis seperti doa-doa, wirid, mujarrabat (van Bruinessen 1990: 229). 

Ada dua jenis' model pembelajaran ilmu keislaman di pesantren, 
yaitu: wetonan dan sorogan. Wetonan adalah bentuk pembelajaran parti- 
sipatif yang bersifat umum. Pembelajaran wetonan berupa majelis kajian 
teks, yang dihadiri banyak siswa. Teks yang dikaji meliputi tafsir Alguran, 
Hadis, atau teks-teks klasik secara umum. Para siswa duduk di lantai, 
masing-masing membawa catatan serta salinan teks (kitab) yang dikaji. 
Guru membacakan satu atau dua kalimat teks aslinya yang berbahasa 
Arab, kemudian diberikan terjemahannya (makna) dalam bahasa Jawa 
formal. Di sini siswa mentranskripsikan 'kata demi kata ke dalam 
salinan teks (kitab) mereka masing-masing. Di beberapa pesantren 
kontemporer, guru menambahkan penjelasan dalam bahasa Indonesia. 
Sedangkan sorogan merupakan bentuk pembelajaran khusus: face to face 
antara murid dan guru secara langsung. Para murid secara bergiliran 
membawa teks (kitab) masing-masing untuk dipersimakkan kepada guru 
mereka. Kitab dibaca di depan guru untuk dikoreksi ketepatan bacaan 
dan pemaknaannya (Dhofier 1980: 20). 

Sebagai materi tambahan—bahkan di beberapa pesantren tertentu 
ditempatkan sebagai ruh sentral—dari pendidikan agama pesantren 
adalah mistisisme Islam atau tasawuf (beberapa menyebut: kesufian 
atau sufisme). Teks-teks kunci" tasawuf dipelajari dan sekaligus diprak- 
tikkan, dzikir (melantunkan bacaan-bacaan khusus, mengingat Tuhan) 
misalnya, diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Kesufian yang 
banyak dipraktikkan di pesantren secara selaras tetap merujukkan diri 
pada garis dasar (syari'at) Islam dan memiliki komponen intelektual, 
emosional, dan organisasi kesufian (Dhofier 1999: 137.158). Praktik- 
praktik kesufian tersebut meliputi: majelis doa yang disebut istighotsah, 
wirid atau dzikir berulang-ulang, makan-makan bersama untuk menda- 
patkan barakah, bertawasul dan ziarah kubur. 

Selain pendidikan agama dan pengembangan karakter, banyak pula 
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pesantren yang memiliki rancangan kurikulum untuk memberikan bekal 
keterampilan vokasi kepada santrinya dan pengetahuan teknis untuk 
menunjang profesi mereka setelah lulus. Secara umum, kurikulum di 
pesantren mencakup salah satu dari dua aspek keilmuan yang diakui 
pemerintah. Di satu aspek mengajarkan pengetahuan sekuler dan pada 
aspek yang lain—dengan penekanan yang lebih besar—pada pelatihan 
agama. Untuk menunjang pembelajaran dan kegiatan yang diselengga- 
rakan, beberapa pesantren memiliki pekarangan yang masih terinte- 
grasi dengan kompleks utama. Beberapa pelatihan ketrampilan meliputi 
pengelasan, mekanika otomotif, pertukangan furnitur, menjahit, teknik 
komputer, mengelola toko dan keterampilan-keterampilan praktis 
lainnya. Tepat di sini, bagaimana pesantren dapat mengakomodasi 
bidang-bidang kejuruan praktikal tersebut dalam kurikulum mereka, 
adalah bagian dari cara mereka menegosiasikan modernisasi dan globa- 
lisasi (Lukens-Bull 1997). 

Dalam wacana kepesantrenan di Indonesia, pesantren-pesantren ini 
dicirikan pada satu label tertentu dari tiga jenis pelabelan yang ada: salaf 
(tradisional), khalaf (modern), dan terpadu (campuran). Pesantren salaf 
hanya berfokus pada pendidikan agama dan pengembangan karakter 
(akhlak). Pesantren khalaf memiliki pendidikan agama yang dilakukan 
secara eksklusif dalam bahasa Indonesia, sekaligus ditambahi dengan 
materi pendidikan umum sesuai kebutuhan dan pelatihan keterampilan. 
Satu hal yang menarik, dalam diskurus kepesantrenan, bahwa semakin 
sedikit porsi pendidikan agama dan pengembangan karakter, semakin 
kecil kemungkinan ia dianggap sebagai pesantren sejati. Semakin 
pesantren dikatakan 'tradisional, maka semakin terdapat pembatasan 
inovasi dalam pengajaran dan kurikulum mereka. Kebanyakan pesantren 
hari ini diberi label "campuran" karena menggunakan kombinasi dari 
empat jenis kurikulum. Meski begitu, di dalam kategori ini juga masih 
sangat variatif (Lukens-Bull 1997). 


Pesantren dan Mahasiswa 

Perguruan Tinggi dipandang sebagai garda terdepan dalam gaung 
modernisasi dan globalisasi di Indonesia. Karenanya, banyak pengasuh 
pesantren melihat perlunya 'terlibat dalam arena pendidikan yang 
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relatif baru ini, agar nilai-nilai moral dan agama dapat terus terbentuk 
disertai kecakapan kepemimpinan bagi Indonesia ke depan. Keikut 
sertaan mereka itu, dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah 
memasukkan pelajaran agama di kampus. Ini adalah aktivitas yang 
paling populer dilakukan oleh kebanyakan pihak dan berbagai kelompok 
Islam tertentu. Namun, pola semacam ini terlalu dangkal. Banyak kritik 
diberikan, karena dianggap gagal 'membangun-memperbaiki karakter. 
Pengetahuan keagamaan diberikan sebatas pengertian umum belaka 
(teks dan wacana pemikiran). Kedua, mendirikan perguruan tinggi di 
pesantren. Ini relatif jarang, cuma dua-tiga contoh saja yang bisa ditemui. 
Yang ketiga juga terbilang sangat jarang, yaitu mendirikan pesantren di 
kampus-kampus. Yang keempat adalah dengan memberikan kemung- 
kinan bagi mahasiswa untuk tinggal di pesantren. Namun, pesantren 
tersebut belum atau tidak terintegrasi dengan program (kurikulum) 
kampus. Yang kelima adalah dengan mendirikan 'perguruan tinggi agama' 
tanpa fitur pesantren, seperti IAIN yang dikelola pemerintah (Steenbrink 
1974). Saya sendiri mengeksplorasi opsi yang keenam, yaitu: membangun 


pesantren otonom yang dikhususkan untuk mahasiswa. 


Setting dan Metode Penelitian 

Artikel ini didasarkan pada penelitian terhadap perguruan tinggi di 
kota Malang, Jawa Timur. Dengan lebih dari 30 institusi perguruan tinggi, 
Malang boleh disebut salah satu simpul "modernisasi". Sejak kunjungan 
pertama saya tahun 1992, Malang sudah mengalami banyak perubahan. 
Biasa ditemui, rapat berseliweran aneka budaya populer global: rentetan 
fast food, pusat perbelanjaan, diskotik, film-film Amerika, dan akses 
internet, telah menjadi sebuah ruang ekspresi hidup' dalam lanskap fisik 
dan psikologis kota ini. Walaupun dalam standar tertentu, Malang belum 
bisa dimasukkan sebagai penanda ke-global-an, banyak penghuninya 
mati-matian meng-global-kan diri. Misalnya mahasiswa, gaya hidup 
mereka sudah mirip-mirip "Amerika" Setidaknya 'gaya hidup' tersebut 
menjadi satu tolok ukur penting bagi mereka. Oleh karena itu, pesantren 
berupaya merangkul mahasiswa-mahasiswa ini. Pesantren Mahasiswa 
Al-Hikam adalah salah satunya. Di sinilah saya memfokuskan penelitian 
(1995). 
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Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Kota Malang merupakan lokasi utama penelitian ini. Malang 
merupakan persimpangan dua jalur pendidikan yang berbeda. Di satu 
sisi, Jawa Timur diakui sebagi basis gerakan pesantren di Indonesia, 
banyak tokoh-tokoh penting Islam, baik "klasik maupun 'reformis, 
berasal dari Jawa Timur. Di sisi lain, Malang merupakan kota terbesar 
kedua di Jawa Timur dengan 750.000 jiwa (Kantor Statistik Provinsi Jawa 
Timur 1993). Selain itu Malang adalah yang kedua setelah Yogyakarta, 
yang dikenal sebagai pusat perguruan tinggi dengan daya tarik regional 
dan nasional. 

Pada tahun 1995, ada lima pesantren yang melayani mahasiswa di 
Malang. Salah satunya adalah pesantren tradisional yang banyak dihuni 
santri IAINS yang merasa bahwa program dan gelar akademik mereka 
tidak cukup memadai untuk pendalaman keterampilan membaca dan 
menelaah teks-teks (kitab) klasik. Pesantren lainnya adalah sebuah 
pesantren tradisional yang memperbolehkan mahasiswa untuk tinggal 
bersama santri lainnya. Itu memungkinkan mereka untuk nyantri 
sekaligus berkuliah. Tetapi tidak terdapat instrumen pemantau perkem- 
bangan perkuliahan mereka, atau perangkat pembelajaran yang mengin- 
tegrasikan pengalaman belajar di kampus dan di pesantren. Yang ketiga, 
di komplek kampus Universitas Islam Malang yang, pada tahun 1995 
sudah berencana mendirikan pesantren. Yang keempat adalah pesantren 
perempuan yang dalam beberapa hal mirip Al-Hikam. Namun pesantren 
ini tidak secara khusus membidik santri yang tidak memiliki pengalaman 
dan pengetahuan kepesantrenan sebelumnya. Kelima, Al-Hikam, ia 
mengambil pendekatan unik, hanya menerima mahasiswa yang belum 
pernah di pesantren, sekaligus memantau perkuliahan dan pendidikan 
mereka dengan pola pendidikan khas pesantren. 

Sepengetahuan saya (pada tahun 1995) tidak ada pesantren di 
Indonesia, yang sebanding dengan Al-Hikam ini. Ada beberapapesantren 
di Yogyakarta yang diklaim sebagai pesantren untuk mahasiswa, tetapi 
jika menilik tipikal (standar) pesantren di Jawa Timur, ia belum dapat 
disebut “pesantren” sungguhan. Sedemikian itu karena di dalam program 
pembelajarannya tidak ada pendalaman intensif atas kitab klasik dan 


pengembangan akhlak (karakter). 
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Alasan Memilih Al-Hikam 

Walaupan dalam skala ukuran Al-Hikam terbilang kecil (60 santri 
pada tahun 1995, 125 santri pada tahun 2000) dan sejarah yang masih 
muda (didirikan tahun 1992), kita bisa mengabaikan kedua aspek 
tersebut karena beberapa nilai lebih yang ada di sini. Pertama, visi pendi- 
dikan Al-Hikam memiliki semangat kebangsaan. Kedua, di Indonesia— 
termasuk di tempat lain dalam konstelasi Islam (Spratt dan Wagner 
1986: 90)—hampir tidak mungkin untuk memisahkan pesantren dari 
pengasuhnya, dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagian besar karena 
pengasuhnya, Hasyim Muzadi, Al-Hikam dikenal oleh banyak orang 
sebagai representasi umat Islam Indonesia yang inovatif dan berpikiran 
maju. Riwayat pendidikan Hasyim Muzadi, memungkinkan dia untuk 
menawarkan pendidikan yang menyeimbangkan tradisi agama dan 
kebutuhan modern. Dia pernah belajar di Gontor—pesantren dengan 
sistem modern, di universitas, juga di pesantren tradisional. Selanjutnya, 
selama Ramadhan 1416 Hijrah (1996), ia dimandati sebagai 'khalifah' 
(perwakilan resmi) oleh satu aliran tarekat kesufian. Sebelum menjadi 
ketua NU di tingkat nasional, Hasyim adalah ketua NU wilayah Jawa 
Timur. 

Pada tahun 1994-1995, Al-Hikam menampung 60 santri dalam 
sebuah komplek yang terdiri dari dua bangunan berlantai dua. Terdapat 
sebuah masjid di dalam komplek. Santri di Al-Hikam adalah mahasiswa 
perguruan tinggi dan universitas di Malang. Santri di sini dapat 
mengambil jurusan apa pun di bidang non-agama, serta tidak harus 
mahasiswa di IAIN. Secara demografis dan sosiologis, latar belakang 
santri di sini beragam. Jurusan yang diambil mereka meliputi bahasa 
Inggris, hukum, ekonomi, bisnis, akuntansi, ilmu politik, dan agronomi. 
Sebagai tambahan studi universitas mereka—yang secara aktif dipantau 
oleh pengurus pesantren—para santri memiliki rutinitas khas pendi- 
dikan pesantren. Beberapa memiliki harapan dan impian tertentu, tetapi 
kebanyakan dari para santri ini mengidamkan pekerjaan yang berprofit 
baik atau mendirikan bisnis mereka sendiri. Sebagai bandingan, mirip 
seperti mahasiswa saya sendiri di Amerika Serikat, mahasiswa Al-Hikam 
masih belum memiliki “kepastian tentang rencana masa depan mereka. 

Latar belakang corak keislaman santri di sini, adalah NU dan Muham- 
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madiyah. Satu aspek yang menyatukan semua santri di sini adalah bahwa 
mereka tidak memiliki pengalaman di pesantren sebelumnya. Dan 
memang aspek tersebut adalah bagian dari persyaratan masuk Al-Hikam. 
Bagi para mahasiswa sendiri, mereka memiliki sejumlah alasan untuk 
nyantri di Al-Hikam bersamaan dengan berkuliah. Alasan yang paling 
umum, meliputi: mengharap barakah (berkah) dari pengasuh pesantren, 
dapat menambah ilmu agama berikut tata cara praktik ibadah yang benar, 
mendapatkan tempat tinggal yang murah, dan memiliki tambahan akses 
pengembangan pendidikan—khususnya bahasa Arab dan Inggris. 


Metodologi Khusus 

Sebagai bagian dari proyek besar saya tentang studi pesantren, 
saya melakukan sekitar 30 kali kunjungan ke Al Hikam di sepanjang 
rentang 1994-1995. Pada tahun 1997 dan 2000 saya juga melakukan 
kunjungan singkat ke sini. Durasi kunjungan, mulai dari beberapa jam 
hingga beberapa hari. Selama Kunjungan ini, saya melakukan observasi 
terhadap aktivitas di pesantren seputar praktik pembelajaran (kajian) 
agama, keseharian di asrama, doa-doa yang diamalkan, dan praktik 
kesufian. Saya juga melakukan wawancara dengan santri dan pengurus 
terkait sejumlah topik tertentu. 

Dengan kesepakatan bersama, dalam proses penelitian, saya 
melakukan percakapan menggunakan bahasa Inggris informal sekitar 
satu jam di setiap kunjungan, yang juga bisa sebagai pelatihan bahasa bagi 
santri. Ide ini muncul dari percakapan saya dengan pengasuh pesantren, 
yang ingin mendapatkan imbal balik mutual atas izin penelitian yang 
diberikan kepada saya. Tentu percakapan ini bukan bagian dari penga- 
jaran formal. Hubungan saya dengan para santri, yang rata-rata hanya 
enam hingga sepuluh tahun lebih muda dariku, cukup akrab. Kami 
biasa bercakap hingga larut malam, sambil minum kopi dan menikmati 
camilan. Sebagian besar penelitian dilakukan berbahasa Indonesia 
tanpa menggunakan penerjemah, karena saya cukup memiliki kefasihan 
berbahasa Indonesia yang mendekati orang-orang Indonesia asli. 

Kesulitan baru muncul saat menerjemahkan data. Saya memeriksa 
ulang pemahaman saya melalui penutur asli bahasa Indonesia, atau 


dengan responden sendiri. Saya melakukan lima kali wawancara 
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dengan pengasuh, Hasyim Muzadi. Karena dia memiliki jadwal ceramah 
yang sangat padat, terkadang saya mengikuti rombongannya sehingga 
saya berkesempatan mewawancarainya sepanjang perjalanan. Saya 
melakukan enam kali wawancara dengan asistennya, Nafik, dan empat 
kali dengan fungsionaris lainnya, yang semuanya bersifat kolegial. Saya 
juga melakukan selusin wawancara dengan santri, empat di antaranya 
adalah wawancara kolektif. Satu sesi wawancara dengan santri dan satu 
sesi dengan pengajar, dilakukan dalam bahasa Inggris atas permintaan 
dan preferensi mereka. Analisis data dilakukan dengan model catatan 


hand-coding dan transkrip wawancara untuk menemukan pola tematik. 


Membayangkan Modernitas untuk Mendefinisikan Ulang 

Sebelum pengasuh Al-Hikam dan muslim lainnya di Indonesia 
dapat terlibat dalam proses reka-cipta-ulang (re-inventing) modernitas 
dan tradisi, terlebih dahulu mereka harus mampu membayangkan 
(imajining) modernitas. Di sisi yang sama, tradisi pun perlu dibayangkan 
untuk mampu menyesuaikan dan menjinakkan modernitas. 'Memba- 
yangkan yang saya maksud adalah memiliki kemampuan yang memadai 
untuk melihat dan memahami perubahan. Pengimajinasian dan reka- 
cipta ulang (Re-Imagining and Re-inventing) awalnya adalah wacana khas 
kalangan pesantren. Namun, karena sentralnya pengaruh kyai dan 
pesantren bagi mayoritas muslim di Indonesia, proses ini dengan cepat 
menjadi bagian dari wacana publik secara luas. 


Membayangkan Modernitas sebagai Ancaman 

Bagi kalangan pesantren, yang pertama kali perlu diperhatikan, saat 
membayangkan dan mereka-cipta ulang modernitas, adalah potensi 
bahaya (ancaman) yang menyertai modernitas. Terkait hal ini, banyak 
muslim mengasosiasikan proses modernisasi dan globalisasi dengan 
“hilangnya nilai-nilai tradisional”. Seorang guru di Al-Hikam menye- 
salkan hal itu, menurutnya Indonesia telah kehilangan sistem nilainya 
sendiri: 

“Indonesia pernah memiliki nilai-nilai yang mapan, terlihat dari 

keberhasilan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terbentuk pada tahun 
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1945. Namun pada tahun 1980-an nilai-nilai tersebut mulai hilang 
dan sekarang hampir-hampir seluruhnya yang hilang. Masalahnya 
saat ini adalah, anak-anak muda ingin dirinya seperti Amerika 
Serikat atau Jepang, dalam tempo instan. Tapi, mereka sering lupa 
kalau Jepang sendiri berpegang teguh pada nilai-nilai khas mereka. 
Maka bangsa ini perlu menengok kembali Alguran. Alguran bisa 
menjamin kehidupan di masa depan, serta dapat membawa kita 
kembali ke nilai-nilai 1945.” 


Tentang "nilai-nilai 1945" memang masih bisa diperdebatkan secara 
diskursif, tetapi tentang kalangan pesantren yang menganggap corak 
keislaman mereka unik adalah perdebatan lain yang lebih penting. 
Mereka merujuk pada 'Piagam Jakarta yang menjadi pembukaan 
Undang-Undang Dasar (1945). Dalam versi aslinya, sebagian isi piagam 
tersebut mengharuskan semua muslim untuk menegakkan hukum Islam. 
Selanjutnya, mencermati sejarah pembentukan Republik Indonesia 
dan perang kemerdekaan, secara umum digambarkan oleh kalangan 
pesantren sebagai berdasarkan pada nilai-nilai khas pesantren tentang 
kemandirian, pengorbanan diri, dan sikap kritis terhadap penguasa, 
terlebih non-muslim. 

Film Amerika dan televisi, adalah komponen sentral terkait sisi 
bahaya modernitas. Pada awal 1990-an, Amerika Serikat mewajibkan 
Indonesia mengimpor film dan acara televisi Amerika (AS) sebagai imbal 
balik ekspor tekstil ke AS (Barber 1995: 91). Berulang kali saya mendengar 
kekhawatiran ini dari kalangan pesantren, tentang industri perfilman 
Amerika yang konon berniat menghancurkan Islam dan merusak nilai- 
nilai masyarakat Islam, seperti misalnya Indonesia. Banyak yang prihatin 
dengan penggambaran figur wanita berpakaian minim (bahu dan lutut 
terbuka). Kekhawatiran seperti itu tetap bertahan, meskipun Appadurai 
menegaskan bahwa "Amerika Serikat tidak lagi bisa disebut sebagai keladi 
atas sistem perfilman dunia, tetapi hanya satu simpul saja dari lanskap 
konstruksi imajiner internasional yang kompleks" (1996: 31). Saya juga 
mendengar kalangan pesantren lain yang mengungkapkan keprihatinan 
atas apa yang mereka lihat sebagai peniruan secara sadar terhadap acara 
televisi Beverly Hills 90210, dan produk film Amerika lainnya. Mereka 


mengenakan blue-jean, gemar berdiskotik, serta pecandu alkohol. Kekha- 
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watiran ini, menunjukkan cara orang pesantren membayangkan moder- 
nitas yang bersifat mengancam dan karenanya membutuhkan reka-cipta 
ulang (reinvention). 

Bagaimana sistem Al-Hikam membayangkan modernitas, dapat 
terlihat dari misi pesantren ini. Al-Hikam dirancang untuk mencetak 
sarjana modern yang berprinsip kuat terhadap nilai-nilai agama. 
Al-Hikam juga berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara 
pendidikan umum dan pendidikan agama bagi mahasiswa. Namun 
sebagian besar kurikulum Al-Hikam adalah keagamaan, pendidikan 
umum diambil untuk menopang materi pelajaran universitas masing- 
masing. Jelasnya, sains yang dipahami sebagai bagian dari moder- 
nitas, tidak memiliki keharusan moral untuk membimbing masyarakat. 
Modernitas bisa dikatakan a-moral. Konsumerisme dan watak egois, 
merupakan ancaman bawaan dari globalisasi. 'Budaya populer, adalah 
promotornya. 


Membayangkan Modernitas sebagai Peluang 

Selain melihat modernitas sebagai ancaman potensial, modernitas 
pun dapat menjadi peluang sejauh bisa direka-cipta ulang (reinvented). 
Salah satu cara orang pesantren dapat mereka-cipta ulang modernitas, 
adalah dengan merujuk pada prinsip Arab: “melestarikan cara-cara lama 
yang baik dan mengadopsi cara-cara baru yang berpotensi lebih baik”. 
Prinsip ini menjadi energi bagi kalangan pesantren untuk mereka-cipta 
ulang modernitas. Nafik, asisten Hasyim Muzadi, mengatakan moder- 
nitas bukanlah “tampilan luar, melainkan sebuah "kerangka berpikir” 
atau opini yang, bagi Robert Bellah, harus dilihat bukan sebagai bentuk 
“sistem politik atau ekonomi, tetapi sebagai fenomena spiritual atau 
sejenis mentalitas "(1968: 39). Inilah komponen modernitas yang paling 
diperhatikan oleh pesantren. Mereka menginginkan manfaat teknologi 
dan keuntungan ekonomi-politik modern, namun, sehubungan dengan 
mentalitas modernisme, mereka ingin mendefinisikan kembali dengan 
berpatokan pada nilai-nilai Islam. 

Dengan menggeser definisi modernitas menjadi "kerangka berpikir”, 
pengasuh Al-Hikam, danpara pengasuh pesantren lainnya, menempatkan 
fenomena modernitas dalam perspektif agama, yang karenanya mereka 
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mampu memasukkan nilai-nilai dan moralitas tertentu atas konsep 
modernitas secara khas. Nilai-nilai ini termasuk Ukhuwah Islamiyah, 
keikhlasan, kesederhanaan, dan kemandirian. Selain itu, termasuk juga 
rasa kepedulian terhadap keadilan sosial dan kemiskinan. Secara keselu- 
ruhan, nilai-nilai ini telah mendefinisikan modernitas secara berbeda 
dengan yang umum dilakukan di Barat. Hal ini, mungkin bisa membawa 
sistem pendidikan pesantren terhindarkan dari kecenderungan hirarkis 
sempit (Mitchell, 1976), lantas memperluas pengaruhnya secara nasional 
dan internasional. 


Bagaimana Santri Al-Hikam Membayangkan Modernitas 
Santri di Al-Hikam umumnya menegaskan kembali visi dan tujuan 
guru mereka. Secara khusus, mereka menyatakan bahwa terlalu sering 
'modernisasi' dibias-tafsirkan menjadi westernisasi. Seorang mahasiswa 
ekonomi berkata, 
“Menurut saya, modernisasi sebenarnya adalah proses yang bisa 
kita gunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat dan bangsa. Namun, banyak orang Indonesia 
yang memahami modernisasi hanya dari segi westernisasi. Contoh 
sederhananya, “membaca”. Keinginan membaca di Indonesia tidak 
begitu populer. Tetapi, diskotik malah sangat populer yang sebe- 
narnya inilah westernisasi. Orang-orang salah menafsirkan apa 
itu modernisasi yang sebenarnya. Apa yang disangka moderni- 
sasi sebenarnya adalah westernisasi, padahal westernisasi adalah 
sebuah proses lain yang terpisah.” 


Seorang mahasiswa teknik memberikan penjelasan tentang bias 
ini: "Negara-negara Barat dipandang makmur. Sedemikian, mungkin 
orang-orang berpikir supaya dapat semaju dan sesejahtera seperti 
negara-negara tersebut, kita perlu meniru mereka dengan berbagai cara 
sebanyak mungkin”. Siswa lain berkomentar, westernisasi dan moder- 
nisasi punya keterkaitan pada dimensi budaya. Dia mencontohkan 
diskotik dan blue jeans, yang masuk Indonesia jauh lebih cepat dari pada 
teknologinya. 

Para santri sering menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam 


mengupayakan program pembangunan. Ada beberapa pendapat yang 
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berlainan terkait hal tersebut. Seorang santri menempatkan Malaysia, 
Jepang, dan Irak sebagai contoh rujukan dalam arah pembangunan. 
Mereka melaju, membangun bangsa dengan tetap mempertahankan 
integritas budaya sendiri. Kebanyakan santri sepakat, kalau Pendidikan 
Islam adalah komponen penting untuk memperkuat ekonomi pemba- 
ngunan yang tidak terlepas dari nilai-nilai agama dan tradisi. Namun, 
para mahasiswa memperdebatkan posisi mistisisme (kesufian) dalam 
wacana modernitas. 

Beberapa menyatakan kesufian harus ditinggalkan agar negara- 
negara Islam dapat memodernisasi diri—sebuah posisi khas kalangan 
reformis—tetapi kebanyakan masih sepakat dengan pengasuh pesantren 
mereka, tentang pentingnya mistisisme di dunia modern. Seorang 
mahasiswa bisnis berargumen, "agar Indonesia berkembang secara 
teknologi, kita harus meninggalkan mistisisme. Mistisisme tidak 
progresif, tetapi statis" Siswa lain membalas,"kita tidak harus mening- 
galkan mistisisme di belakang. Bagaimanapun, Islam harus mampu 
beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman" 


Reka-Cipta Ulang Tradisi dan Modernitas untuk Mahasiswa 

Al-Hikam dan jumlah santrinya yang terbilang tak banyak, mewakili 
arah strategi baru untuk pesantren. Kurikulumnya berbeda dari 
pesantren tradisional, namun dalam arti tertentu ia harus dipandang 
sebagai "tradisional", walaupun secara kelembagaan tidak. "Tradisi", 
sebagaimana dipahami di pesantren, berpusat pada studi teks (kitab) 
klasik, praktik tasawuf, dan sejumlah kegiatan ritual termasuk doa 
tawasul tertentu, melantunkan wirid-wirid khas, dan ritual makan- 
makan. Kesemua itu adalah tipikal khas dari ajaran kitab klasik. Pendi- 
dikan di pesantren tradisional mengintensifkan membaca dan menaf- 
sirkan kitab-kitab Arab ini. Di Al-Hikam, yang mana para santrinya baru 
memulai belajar bahasa Arab, belum memungkinkan bagi santri untuk 
membaca dan mempelajari teks-teks klasik ini. Kendati demikian kitab- 
kitab terjemahan berbahasa Indonesia dibaca dan dipelajari di sini. 
Untuk memahami bagaimana tradisi dan modernitas direka-cipta ulang 
dalam kegiatan pendidikan di Al-Hikam, penting bagi kita untuk meneli- 
siknya pada setiap “bidang pengajaran di dalamnya. 
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Pengajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab 

Begitu memasuki kompleks pondok, seseorang akan mendapati 
petunjuk yang meminta semua pengunjung untuk berbicara menggu- 
nakan bahasa Inggris atau Arab. Harapannya adalah untuk menciptakan 
lingkungan di mana santri dapat mempelajari bahasa-bahasa penting 
tersebut. Penggunaan model ini berasal dari pola dasar pesantren 
modern. Gontor (lihat Kastil 1966: Steenbrink 1974) memiliki kebijakan 
"bicara hanya dengan bahasa Inggris atau Arab", yang untuk mengawasi 
kebijakan tersebut, disebarkan mata-mata pengawas, dibentuk petugas 
pendisiplin (aparat hukum), dan pengadilan santri guna mencegah 
penggunaan Bahasa Indonesia, Jawa, dan dialek daerah lainnya. 
Pengasuh Al-Hikam (1994-1995) menyadari bahwa mereka masih jauh 
dari standar Gontor tersebut. 

Fokus pada pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab merupakan 
salah satu cara di mana pengasuh Al-Hikam menautkan modernitas 
dan tradisi. Bahasa Inggris dipandang sebagai bahasa utama moder- 
nitas dan globalisasi, tanpa kompetensi ini seseorang tidak akan dapat 
melepaskan diri dari posisi pinggiran (peripheral) dalam tata ekonomi 
dan politik global. Sedangkan bahasa Arab dipandang sebagai “bahasa 
identitas Islam secara internasional. Artinya, bahasa Arab dipandang 
sebagai penghubung antara Jawa, atau skala lebih luas lagi Indonesia, ke 
seluruh dunia Islam. Para siswa menghabiskan dua jam seminggu untuk 
belajar bahasa Inggris di laboratorium bahasa milik pesantren. Program 
bahasa Inggris ini diperkuat dengan menghadirkan para 'spesialis pendi- 
dikan bahasa Inggris dari perguruan tinggi tertentu. Mereka direkrut 
oleh Hasyim Muzadi untuk tinggal di Al-Hikam, supaya para santri dapat 
menajamkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris dipandang 
sebagai kunci diplomasi dan lidah perdagangan internasional, mendidik 
santri mengunakan bahasa Inggris akan menghasilkan diplomat dan 
pengusaha Indonesia bertaraf internasional yang memiliki akar pada 
tradisi moralitas khas pesantren. Pengajaran bahasa Inggris yang sudah 
ada di tingkat universitas, dinilai oleh santri masih belum cukup efektif. 
Di Indonesia, pendalaman bahasa Inggris masih terbatas pada Tembaga 
kursus bahasa. Walaupun kebanyakan lembaga kursus ini kecil dan 
terbatas, tetapi sejauh ini, dianggap paling efektif. Mahasiswa Al-Hikam 
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sendiri merasa program bahasa Inggris di Al Hikam, sudah terbilang 
layak dan memadai. 

Pengajaran bahasa Arab meliputi tata bahasa (grammar) dasar, 
pengucapan, kaligrafi dan masih diperkuat dengan banyaknya porsi 
agama dalam kurikulum. Bahasa Arab dipandang sebagai kunci pembuka 
akses terhadap kemampuan memahami Alguran, Hadis, dan kitab klasik. 
Bahasa ini juga dapat menyambungkan satu komunitas Islam tertentu 
ke dalam jejaring Islam yang lebih luas dan mengglobal. Tentang signi- 


fikansi bahasa Arab bagi santri Al-Hikam, terrekam dalam catatan saya: 

“Aku membawa beberapa “Bolu Keju Nally yang kubeli di Hero's. 
Pertanyaan pertama adalah apakah camilan ini produk Amerika. 
Setelah terkonfirmasi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah 
produk ini “halal atau tidak. Saya menunjukkan bahwa salah 
satu bahasa yang digunakan pada keterangan komposisi bahan- 
bahannya berbahasa Arab dan mereka menyimpulkan bahwa 
digunakannya bahasa itu, berarti halal. Saya menyarankan agar 
mereka membaca saja daftar bahan-bahan berbahasa Arab itu bila 
mereka masih belum yakin. Seorang teman datang, menawarkan 
ada seorang ustadz (pengajar| yang bisa membantu, tapi mereka 
tidak mau.” 


Di sini, bahasa Arab identik dengan Islam: adanya tulisan berbahasa 
Arab di label suatu produk, diartikan sebagai penanda ke-halal-an. 
Padahal, mengingat persebaran dan penggunaan bahasa Arab yang 
bahkan pemeluk Kristiani pun kerap menggunakannya, secara logis 
walaupun suatu camilan ada label bahasa Arab-nya, tetap saja masih ada 
kemungkinan tidak halal. 


Pendidikan Agama di Al-Hikam 

Pengasuhnya, Hasyim Muzadi, mengatakan bahwa ia mendirikan 
Al-Hikam untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa jurusan non-agama, 
yang pengetahuan keilmuan Islam dan praktik beragama mereka masih 
jauh dari memadai. Misi ini ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki 
sentimen kuat terhadap agama, tetapi belum mendapatkan pelatihan 
agama secara cukup kokoh. Kelompok pelajar ini dipandang sangat 
rentan terhadap pengaruh fundamentalisme. Hasyim Muzadi sendiri, 
mengungkapkan keinginan untuk mencegah merasuknya fundamen- 
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talisme di kalangan mahasiswa. Fundamentalisme membayangkan 
hubungan antara tradisi dan modernitas sebagai pola hubungan antagonis 
(Lawrence 1989). Posisi Hasyim Muzadi dalam menyeimbangkan religi- 
usitas tradisional dan pengetahuan sekuler menjadi tawaran alternatif 
bagi modernitas Islam. 

Pendidikan agama di Al-Hikam mencakup mata pelajaran berikut: 
bahasa Arab, literasi Alguran, dan sejarah peradaban Islam. Selain itu 
diajarkan pula tafsir Alguran: yurisprudensi (figh), hadis, dan metodologi 
untuk masing-masing disiplin tersebut. Pelajarannya menggunakan kitab 
klasik. Jadi sementara mereka belum mampu mempelajari kitab klasik 
secara langsung, santri telah dikenalkan dengan konten keilmuan klasik 
melalui buku-buku terjemahan. Di sini, sistem pendidikan Al Hikam 
telah mereka-cipta ulang tradisi. 

Sebagaimana sebelumnya sudah saya bahas, pendidikan pesantren 
tradisional dicirikan dengan sentralitas studi kitab klasik, pesantren 
yang tidak lagi mengajarkan teks-teks ini tidak lagi dapat dianggap 
sebagai pesantren dalam arti sebenarnya. Al-Hikam berjalan di garis 
tipis antara menjaga fokus pada teks-teks tradisional ini dan tuntutan 
pemenuhan keterampilan santri yang sebagian besar latar pendidikan 
sebelumnya modern dan sekuler. Secara umum metode pengajaran di 
Al-Hikam lebih seperti pola pengajaran universitas daripada pesantren 
tradisional. Di setiap ruang kelas, dilengkapi dengan kursi, meja guru 
dan papan tulis. Para santri mempelajari berbagai materi pembelajaran, 
kebanyakan dalam format ceramah. Karena pada dasarnya mereka 
belum menguasai kecakapan bahasa yang dibutuhkan, untuk mempel- 
ajari kitab klasik menggunakan metode tradisional. 

Dalam upayanya menjaga tradisi, dua kali seminggu Hasyim Muzadi 
mengajar santri-santri secara langsung dalam pengajaran wetonan: para 
santri membawa Alguran dan menulis catatan di pinggirnya terkait 
apa yang dijelaskan. Hasyim Muzadi membaca teks asli dalam bahasa 
Arab, kemudian menjelaskannya menggunakan bahasa Indonesia. Nafik 
mengatakan, sebagai evaluasi santri diminta mentranskripsikan (terje- 
mahan dan interpretasi) materi yang diajarkan, dalam bahasa Indonesia. 
Bahasa Jawa tidak diperbolehkan. Mengingat banyak santri yang tidak 
berasal dari Jawa. 
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Mencermati misi kurikulum ini, kami melihat dengan jelas upaya 
seorang ulama untuk mempertemukan tradisi dan modernitas, dalam 
sekali jalan. Tujuan standarisasi transkripsi—dari Arab ke Indonesia— 
adalah bagian dari kembali ke jalur pendidikan pesantren tradisional. 
Khusus pada penggunaan bahasa nasional, menunjukkan bahwa telah 
terjadi reka-cipta ulang tradisi. Keinginan untuk menggunakan model 
pendidikan tradisional, bisa dipahami sebagai upaya membayangkan 
modernitas dengan tetap dapat diakarkan pada tradisi. 

Seminggu sekali, para siswa dan guru melakukan majelis-an rutin 
yang formatnya berdasarkan ajaran tarekat Oadiriyah wa Nagsyabandiyah. 
Majelis ini berlangsung selama berjam-jam. Dimulai dengan pembacaan 
Al-Fatihah, dilanjutkan dengan melantunkan wirid bersama-sama. 
Bagi beberapa santri, praktik ini tidak hanya membentuk rasa keterhu- 
bungan dengan Allah, tetapi juga keterhubungan dan tanggung jawab 
spiritual antara santri dengan Hasyim Muzadi maupun dengan orang tua 
masing-masing. Hasyim Muzadi sendiri mengatakan sesi tersebut, selain 
doa, juga mengajarkan aspek konsentrasi bagi santri—satu aspek yang 
menurutnya penting dan dibutuhkan untuk menjalani kehidupan secara 
bermoral dan saleh bersamaan dengan menjalani karir professional. 


Pengembangan Karakter 

Pembentukan karakter generasi muda adalah kunci untuk mereka- 
cipta ulang modernitas Islam di Indonesia. Salah seorang pendiri 
Al-Hikam menegaskan hal ini. Latar historis berdirinya pesantren ini, 
lahir karena kami tidak cukup puas dengan potret masyarakat Indonesia 
sekarang. Kami ingin mengubahnya, tapi bagaimana caranya? Dengan 
mengganti tokoh-tokohnya, tapi dengan siapa? Mahasiswa akan 
menjadi orang yang paling mungkin mendapatkan peran tersebut. 
Siswa Perguruan tinggi lebih mungkin untuk memahami dan menerima 
konsep kami. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menginginkan hal yang 
sama, yaitu merekonstruksi struktur sosial dan politik lawas. Dengan 
melepaskan diri dari konstruksi lama, diharapkan konstruksi lawas 
akan runtuh dengan sendirinya. Hal ini bisa disebut dengan menang- 
galkan ketertutupan, mencairkan kebekuan. Tapi, kita tidak bisa secara 
langsung (to the point) memberi tahu kepada masyarakat umum. Kami 
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membongkar sistem secara perlahan. 

Kami sedang mempersiapkan penggantian (regenerasi) perlahan. 
Oleh karena itu semua, santri di Al-Hikam berasal dari banyak ragam 
disiplin keilmuan. Al-Hikam berusaha membentuk nilai-nilai dan 
moral yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, yaitu reka-cipta ulang 
modernitas Islam di Indonesia. Nilai dan moralitas baru ini dibekalkan 
kepada calon ulama dan birokrat. Hasyim Muzadi berpandangan bahwa 
perguruan tinggi memiliki keunggulan dalam eksplorasi keilmuan, tetapi 
gagal dalam pengembangan karakter. Maka yang terjadi kemudian, 
besar kemungkinan lulusan perguruan tinggi menjadi "ilmuwan" tak 
berakhlak. 

Al-Hikam berusaha membentuk 'pola pikir, agar kelak santri dapat 
menjadi ulama atau ahli agama yang baik. Oleh karena itu, selama proses 
di pesantren, mereka diarahkan supaya tidak hanya fokus pada studi ilmu 
agama semata, tapi terus mengembangkan gaya (praktik keseharian) 
hidup yang religius. Kunci utama untuk menciptakan suasana kondusif 
bagi pembelajaran akhlak (karakter), terdapat pada “hubungan antara 
santri dan guru mereka”. Hasyim Muzadi mengatakan, pentingnya 
memberikan nuansa paternalistik (kekeluargaan) dalam pendidikan. 
Jangan sampai santri merasa bahwa “mereka telah membiayai pendi- 
dikan mereka”. Oleh karena itu, biaya mondok di Al-Hikam dijaga tetap 
rendah, agar terjalin hubungan “bapak-anak” di antara Hasyim Muzadi 
dan santrinya. Dia mengatakan, hanya ketika telah terbangun perasaan 
“bapak-anak” dalam tata hubungan pendidikan, dimungkinkan untuk 
'membentuk karakter dalam pengajaran dan pelatihan terhadap santri. 
Di universitas, hal ini tidak mungkin dilakukan. Di sana, menurut Hasyim 
Muzadi, mahasiswa merasa telah membayar tagihan dan biaya fakultas. 
Begitu pun dengan para dosen, mereka merasa telah melaksanakan tugas 
kepengajaran professional, guru dan siswa tidak memiliki “kewajiban' 


secara berkelanjutan satu sama lain, selain di ruang kelas. 


Reka-Cipta Ulang Tradisi dalam Pengembangan Karakter 

Ketika saya bertanya kepada Hasyim Muzadi, apakah Al-Hikam ada 
agenda jangka panjang terhadap para lulusannya. Beliau menjawab, 
harapannya adalah alumni dapat menjadi pilar keimanan dan moralitas 
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sesuai profesinya masing-masing. Dengan cara ini, pesantren akan 
memiliki pengaruh. Lebih lanjut dikatakannya, lulusan Al-Hikam tidak 
perlu bergantung pada orang lain, atau takut bekerja secara mandiri. 
Misalnya, mahasiswa agri-bisnis harus berani keluar dan bekerja di 
ladang mereka sendiri, daripada bekerja di kantor urusan pertanian 
milik pemerintah, misalnya. Ia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak 
akan makmur dan bermartabat, jika bangsanya tidak memiliki 'keman- 
dirian. 

Di pesantren lain, ide kemandirian yang dianggap penting, malah 
menjadi lelucon. Saya berulang kali mendengar lelucon ini dari santri 
yang masih sangat belia (usia enam sampai tujuh tahun), “mandiri 
itu adalah singkatan dari Mandi Sendiri”. Meskipun lelucon ini hanya 
sebatas candaan saja, setidaknya itu mengambarkan dengan cukup jelas, 
kemampuan untuk menjaga diri' sendiri adalah satu nilai yang penting. 
Di pesantren abad ke-19, dan banyak pesantren tradisional kontemporer, 
para santri sudah terbiasa dengan kemandirian. Mereka, secara mandiri 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti mencuci, membersihkan 
kompleks, dan memasak—baik untuk diri mereka sendiri atau kepen- 
tingan bersama. Praktik ini, bersama dengan tempat tinggal mereka yang 
sederhana, adalah representasi 'kehidupan pedesaan di masa kolonial. 

Melihat perkembangan pesantren yang mengadopsi kurikulum 
pemerintah, atau dalam kasus Al-Hikam, memperbolehkan siswanya 
berkuliah, total jam pembelajaran menjadi sangat panjang. Untuk 
menopang pola pembelajaran tersebut, banyak pesantren kemudian 
membuat kantin (khusus santri). Di Al-Hikam, istri Hasyim Muzadi 
sendiri yang memasak makanan untuk kebutuhan para santri. Nostalgia 
dan sentimen yang kuat atas nilai kemandirian tersebut, membentuk 
karakter santri. Apa yang dulunya merupakan kebutuhan, sekarang 
menjadi tradisi. Meskipun para santri sekarang ini tidak sepenuhnya 
mandiri (seperti dulu), para pendidik selalu menekankan bahwa santri 
harus bisa mandiri. Oleh karena itu, sebagai pembelajaran keman- 
dirian, dalam kurikulum pesantren, santri dikondisikan dapat mencuci, 
menyetrika, dan mengurus kebersihan kamar mereka sendiri. Di 
Al-Hikam, cara lain guna melatih kemandirian santri adalah dengan 
mengelola “kolam ikan yang hasilnya dapat dikonsumsi, penambah 
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asupan makan mereka sendiri. Selain fungsi praktis guna mencukupi 
kebutuhan makanan sendiri, kegiatan tersebut dapat menjadi 'kelas 
tambahan untuk pembekalan keterampilan kewira usahaan. Supaya 
kelak bisa menjadi media penghasilan tambahan, setelah mereka menye- 
lesaikan pendidikan. 

Sampai di sini, beberapa poin penting terkait pengembangan 
karakter di Al-Hikam, terangkum pada poin-poin berikut ini. Pertama, 
nilai tradisional pesantren, yang menjadi fokus pengasuh pesantren, 
menjadi landasan nilai dalam praktik kewirausahaan modern, dengan 
orientasi ini orang tua terdorong menyekolahkan anaknya di pesantren. 
Kedua, pola pengajaran hidup mandiri dimaksudkan untuk mengajarkan 
tradisi khas yang diciptakan sesuai kebutuhan zaman, apa yang dulunya 
(abad ke-19) lazim sebagai praktik kehidupan pedesaan, sekarang telah 
dianggap sebagai tradisi. Pola keseharian yang dulunya biasa di ruang 
hidup pedesaan, sekarang menjelma menjadi bagian penting dari 
pelatihan 'kesederhaan guna pembentukan dan pengembangan karakter. 
Walaupun kamar-kamar tempat tinggal santri di Al-Hikam jauh lebih 
nyaman daripada di pesantren tradisional umumnya, tetapi bila diban- 
dingkan dengan di asrama-asrama intensif kampus, terbilang masih 
jauh lebih sederhana. Sedemikian, melalui fakta ini, pengasuh Al-Hikam 
mengaku mengajarkan 'nilai tradisional —hidup sederhana—kepada para 


santri. 


Program Kesufian dalam Penciptaan Modernitas Baru 

Contoh lain dari proses reka-cipta ulang modernitas dan tradisi 
terwujud dalam kunjungan Syekh Abdurrahman, keturunan generasi 
ketujuh dari Sunan Kalijaga, yang juga seorang tokoh dari tarekat 
Oadiriyah wa Nagsyabandiyah. Kunjungan ini merupakan puncak (acara 
penutup) dari program pelatihan khusus untuk para siswa di Al-Hikam 
selama dua minggu. Selama dua minggu sebelumnya, setiap hari pada 
waktu sholat subuh para siswa itu melantunkan bacaan-bacaan (wirid) 
berbahasa Arab untuk "mengingat Allah" dan untuk mencapai keadaan 
mistik tertentu. Wirid ini diijazahkan secara khusus dari guru kepada 
santrinya, di beberapa tarekat kesufian lain, jenis wirid dan segenap 
tata cara pengamalannya berbeda-beda. Setiap Rabu malam, santri 
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Al-Hikam melakukan 'doa khusus untuk diri mereka sendiri, pesantren, 
dan keluarganya yang berlangsung beberapa jam. Doa dan wirid yang 
mereka gunakan didasarkan pada ajaran dan amalan tarekat Gadiriyah 
wa Nagsyabandiyah. 

Kunjungan syekh Addurrahman penting karena mewakili pertemuan 
tradisi dan modernitas. Pribadi syekh yang mencerminkan praktik laku 
seorang sufi, mewakili tradisi. Sedangkan pribadi para mahasiswa yang 
ingin menjadi pengacara, ekonom, pegawai pemerintah, dan pengusaha, 
mewakili modernitas. Para siswa sangat antusias terhadap acara ini, 
mereka bahkan begitu bersemangat membujuk saya untuk benar-benar 
bisa hadir. Ketika saya datang membawa kamera video, saya dinasehati 
untuk meminta izin dulu sebelum merekam. Alasannya, karena menurut 
mereka syekh Abdurrahman memiliki kekuatan spiritual yang begitu 
kuat sehingga jika saya tidak meminta izin, gambarnya tidak akan muncul 
di rekaman video. 

Peringatan ini menunjukkan kuatnya hubungan antara tradisi 
dan modernitas, mistisisme tradisional dapat berimbas pada ilmu dan 
teknologi videografi modern. Dan, jika mistisisme dapat berimbas pada 
teknologi modern, di saat bersamaan teknologi tersebut pun dipandang 
dapat membawa kerusakan moral dan psikologis bagi kalangan tradi- 
sional. Seperti lazimnya orang-orang yang dianggap suci di Jawa, syekh 
Abdurrahman dikaitkan dengan sejumlah kemampuan mistik. Banyak 
pria yang hadir, meminta nasehat khusus terkait pengetahuan ruhaniah 
(esoterik) kepada syekh. Banyak pula para wanita yang hadir—kebanyakan 
adalah istri para pengajar dan staf pesantren serta masyarakat sekitar 
pesantren—membawa @ir untuk dimintakan doa, guna dibawa pulang 
untuk pengobatan. 

Menjelang berakhirnya kunjungan syekh, saya diberitahu untuk 
maju menghampiri dan menyapa beliau. Saya meminjam kopyah 
santri, sehingga kepala saya tertutup dengan baik. Lalu sebagaimana 
orang-orang yang datang kepada beliau, saya pelan-pelan maju dengan 
menunduk, menjaga kepala saya lebih rendah darinya sepanjang waktu, 
menjabat dan mencium tangannya. Tidak seperti tanggapannya terhadap 
orang lain yang hadir, syekh menyuruh saya duduk dengan nyaman 
dan meninggalkan posisi canggung yang membuat saya tersiksa. Dia 
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kemudian menyentuh bahu dan kepala saya secara bergantian (simbol 
dari hubungan orang tua-anak) dan memimpin jamaah membacakan 
Al-Fatihah kepada saya. Akhirnya, ia memimpin jamaah membaca wirid 
khas tarekat Gadiriyah wa Nagsyabandiyah. Di akhir acara, disebarkan 
poster yang berisi wirid khas Gadiriyah wa Nagsyabandiyah beserta silsilah 
syekh Abdurrahman. 

Setelah acara usai, para santri kelihatan gembira, terutama melihat 
interaksi saya dengan syekh. Mereka mengatakan bahwa mereka akan 
sangat senang bila disentuh kepalanya oleh syekh Abdurrahman. Bahkan 
Hasyim Muzadi, pengasuh Al-Hikam, hanya dijabat tangan saja. Kata 
mereka, saya telah menerima kehormatan besar, serta mendapat banyak 
barakah. Selain itu, kopyah yang saya pinjam tadi, karena telah disentuh 
oleh syekh, menjadi kopyah penuh barakah. Para santri menyatakan 
bahwa jika saya memakai kopyah itu untuk ujian disertasi saya, pasti 
akan lulus dengan mulus. Jadi, mereka dengan terampil menghubungkan 
praktik pendidikan universitas dengan dunia mistis. Sedemikian itu, 
menunjukkan adanya imajinasi kesaling terkaitan antara tradisi dan 
modernitas, suatu kondisi yang pada dasarnya membutuhkan reka-cipta 
ulang secara konseptual. Pemilik kopyah tidak menunjukkan keberatan 
sama sekali, ketika kopyahnya saya minta untuk saya simpan. Mereka 
meyakinkan saya bahwa pemberian semacam itu sangat lazim dalam 
gaya hidup mereka yang penuh kebersamaan. Pemiliknya ikhlas membe- 
rikan kopyah tersebut kepada saya. 

Satu hal yang menarik lainnya, lokasi penyelenggaraan acara ini 
berada di komplek pesantren jurusan non-agama. Lulusan pesantren 
ini adalah individu-individu yang disiapkan menjadi intelektual dan 
teknokrat. Namun, pelatihan agama yang mereka dapatkan di pesantren 
ini sudah termasuk ajaran dan praktik kalangan sufi. Acara tersebut 
memang sengaja diagendakan agar modernitas dan tradisi dapat direka- 
cipta ulang. Reka-cipta ulang di sini, melibatkan 'imajinasi atas tradisi 
yang mana ia berpotensi mengubah modernitas. Modernitas sedang 
direka-cipta oleh kalangan santri. 

Dengan melakukan apa yang oleh Hasyim Muzadi disebut sebagai 
"latihan konsentrasi", sebagaimana juga diungkapkan seorang santri, 
ritual kesufian memberikan jangkar terhadap jiwa yang goyah dan 
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beragam masalah psikologis lain yang kerap dialami mahasiswa secara 
khusus, dan masyarakat modern secara umum. Melalui kegiatan pendi- 
dikan di Al-Hikam, Hasyim Muzadi dan para stafnya secara pro-aktif 
bergerak untuk memastikan bahwa Islam klasik, mengesampingkan 
fundamentalisme, merupakan dasar dari negosiasi modernitas Islam 
di Indonesia. Mereka yang terpaku kepada satu tafsir Alguran tertentu, 
kadang-kadang disebut sebagai fundamentalis. Mereka ini menolak 
perspektif sejarah tentang masalah-masalah agama. Mereka menolak 
kitab-kitab pemikiran klasik, serta lebih memilih jalur penafsiran 
mandiri atas Alguran dan Hadis. Berbeda dengan itu, orang-orang 
pesantren menggunakan kitab klasik sebagai bagian dari sumber otoritas 
keagamaan. Oleh karena itu mereka bukan termasuk kaum skripturalis- 
fundamentalis. Hasyim Muzadi menyatakan, melalui telaah sejarah dan 
interpretasi ketat atas pendapat para ulama mazdhab, justru dapat menjadi 
penangkal ekstrimisme. Sebagai contoh, pada bulan Juni tahun 2000 
yang lalu, Hasyim Muzadi menyatakan siap, menunggu izin pemerintah, 
untuk mengirim Banser NU ke Maluku untuk membela orang Kristen 
yang mendapat tekanan dan serangan dari kelompok Islam ekstrem. 
Saat itu, konflik kekerasan antara Kristen dan Muslim di Maluku sedang 
menguat. Hal ini menegaskan fakta bahwa orang-orang pesantren selalu 
berusaha menjadi religius dan modern sekaligus. Sebuah sikap yang 
bagi kelompok fundamentalis dianggap sebagai konyol. Bruce Lawrence 
melihat bahwa kelompok Islam fundamentalis bukanlah satu-satunya 
muslim yang bergumul dengan dilema religiusitas dan modernitas. 
Mereka harus secara ketat dibedakan dari kelompok muslim lainnya, 
baik Sunni maupun Syi'ah (1989: 10). 

Pada tahun 1995, Al-Hikam belum meluluskan satu pun mahasis- 
wanya, sehingga belum bisa dipastikan apakah cita-cita mereka sudah 
tercapai atau belum. Lima tahun kemudian, hanya sedikit alumni yang 
telah dapat memenuhi harapan lembaga. Menurut Nafik, kiprah para 
alumni tersebut belum memenuhi harapan Al-Hikam. Nafik menam- 
bahkan, hal ini lebih dikarenakan problem pendidikan di perguruan 
tinggi yang masih belum terselesaikan. Mereka belum cukup kompeten 
dengan tuntutan professionalisme modern. Adapun pada aspek religiu- 
sitas, Nafik optimis tentang hasil pelatihan agama mereka di pesantren. 
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Diskusi 

Berbeda dengan ekspektasi para sarjana sebelumnya (Abdullah, 
1987, Geertz, 1960b: Peacock, 1978: 66) dan kasus-kasus dari negara- 
negara Islam lainnya (Lynch et Al. 1992, Mater 1996), pesantren di Jawa 
telah menciptakan sistem hybrid, berupa pendidikan yang mengga- 
bungkan pelajaran agama, keilmuan umum dan pelatihan teknis. Banyak 
pesantren telah memasukkan standar kurikulum pemerintah, baik di 
skala primer, sekunder, maupun tersier. Di Al-Hikam dan beberapa 
lembaga serupa, kombinasi ini dicapai dengan memantau (secara 
eksternal) pendidikan santri di perguruan tinggi dan (secara internal) 
melengkapinya dengan pendidikan agama tradisional. Artikel ini telah 
membahas sejumlah permasalahan refleksivitas dan reka-cipta ulang 
yang menyertai persinggungan modernitas dan tradisi, dalam konteks 
pendidikan. Masalah utama di sini adalah, gagasan 'membayangkan' 
dan mereka-cipta ulang modernitas selalu terkait dengan imajinasi dan 
reka-cipta ulang atas tradisi. Membayangkan ulang modernitas dan 
tradisi adalah langkah pertama dalam upaya pertemuan-persandingan 
keduanya. Membayangkan yang saya maksud di sini, berkenaan dengan 
konseptualisasi modernitas dan tradisi yang memungkinkan—bahkan 
menuntut—agar keduanya diubah. 

Tentang modernitas, sebelum dapat dijinakkan—dalam hal ini 
disesuaikan dengan Islam—pertama-tama harus dapat ditemukan aspek- 
aspek yang perlu diubah. Artinya, pada dasarnya modernitas boleh saja 
dianggap tidak Islami atau setidaknya berpotensi berbahaya bagi keber- 
langsungan Islam. Tetapi, potensi ancaman' tersebut harus ditemukan, 
lantas diperlunak, dijinakkan. Sedemikian, saya menyebutnya sebagai 
membayangkan kembali. Bagaimana modernitas dibayangkan tentu 
berbeda-beda. Ketika membahas Islam, perbedaan tipikal berislam, 
misalnya, akan mempengaruhi 'cara masing-masing mereka mencandra 
modernitas. Beberapa orang melihat modernitas sebagai ancaman yang, 
mutlak tidak dapat dijinakkan, dan oleh karena itu perlu mengambil 
jarak darinya dan membangun benteng pertahanan berupa "tradisi" 
yang eksklusif. Dalam kasus yang disajikan di sini, kita telah melihat 
bagaimana modernitas itu memang berpotensi mengancam moralitas 
Islam, namun masih membuka kemungkinan untuk dijabat, dipersan- 
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dingkan, disinergikan dengan Islam. 

Dalam rangka membangun Islam yang modern, tradisi Islam 
sedemikian rupa harus dapat selaras dengan modernitas. Perkara ini 
menyiratkan upaya aktif, menimbang-nimbang segala konsep yang ada. 
Hal-hal yang sudah nyata-nyata selaras, tidak perlu dipermasalahkan 
lagi. Supaya tradisi dan modernitas dapat selaras, masing-masing dari 
keduanya harus menata langkah bersama, melunakkan potensi 'ancaman' 
menjadi potensi 'kemitraan dalam teken kontrak kerja sama. 

Begitu modernitas dan tradisi selesai dibayangkan, maka bisa 
dilakukan reka-cipta ulang. Model pendidikan Al-Hikam merupakan 
salah satu model “reka-cipta ulang modernitas dan tradisi”. Dengan 
adanya santri yang berkuliah di perguruan tinggi sekuler, lantas ketika 
kembali ke pesantren diberikan pelatihan agama yang berakar pada 
kesufian dan ruang hidup bertradisi pesantren, Al-Hikam telah mencip- 
takan modernitas Islam yang khas Indonesia. Reka-cipta ulang ini, 
diharapkan akan menghasilkan para professional yang kuat di kedua 
aspek: pekerjaan dan moral keimanan. 

Melalui terciptanya suasana modernitas yang Islami, pengasuh 
al-Hikam berharap dari pesantrennya dapat lahir tokoh-tokoh penting 
dalam politik, sosial, dan ekonomi Indonesia di masa depan yang, pada 
diri mereka terakari tradisi Islam. Tercapainya hal ini, mensyaratkan 
imajinasi atas tradisi yang berselaras dengan masyarakat modern dan 
global. Untukmencapaitujuan tersebut, dimensi tradisional alapesantren 
harus dimodifikasi dan direka-cipta ulang. Ketika kehidupan pedesaan 
di Jawa berubah dan pesantren juga berubah seiring tujuan pendidikan 
baru, praktik-praktik tradisional tertentu dari babak sebelum abad ke-19 
masih perlu dikukuhi. Nilai-nilai tradisional ini masih dianggap penting 
sebagai basis moral, walaupun dalam pengajaran dan praktiknya butuh 
direka-cipta ulang. Sedemikian, bayangan dan reka-cipta ulang, baik atas 
tradisi maupun atas modernitas adalah dua sisi berbeda dari koin yang 
sama. 
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(Endnotes) 

1 Selain beberapa yang memproklamirkan diri sebagai Syiah, semua 
Muslim di Indonesia adalah Sunni. 

2 Meskipun varian ini lebih sering disebut sebagai Tradisionalis dan 
Modernis, saya tidak menggunakan istilah ini karena tidak mencer- 
minkan secara akurat perbedaan antara kedua varian. 

3 Meskipun beberapa pendiri asli Muhammadiyah memiliki pesan- 
tren latar belakang, ini tidak berlaku untuk kepemimpinan saat ini 
atau keanggotaan umum. 

4 Sesuatu diluar cakupan artikel ini, pada rincian utama, soal bentuk- 
bentuk di pesantren Jawa (Dhofier 1999, Lukens-Bull 1997) dan di 
tempat lain di dunia Islam (Spratt dan Wagner 1986, Wagner 1982). 

5 Teks oleh Al-Ghazali dan Al-Junaidi adalah sumber utama misti- 
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sisme. 
6 Masih Fakultas Tarbiyya IAIN Sunan Ampel waktu itu. Sekarang 
jadi UIN tersendiri. 
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BAB IV 


TRADISI PLURALISME, 
AKOMODASI, DAN 
ANTI-RADIKALISME DALAM 
KOMUNITAS PESANTREN 


Abstrak 

Media dan para pembuat kebijakan di Barat 
terkadang memandang sekolah tradisional Islam 
(pesantren) di seluruh dunia sebagai sumber radika- 
lisme. Sejarah pesantren di Indonesia menunjukkan 
bahwa pandangan tersebut tidak hanya salah, tetapi 
lebih merupakan perspektif yang mengarahkan Barat 
menjauhi mitra potensial dalam upaya mencip- 
takan perdamaian dunia. Tradisi mistik (kesufian) 
yang telah mengakar kuat di pesantren, menjadikan 
sebagian besar pesantren di Indonesia terhindarkan 
dari Islamisme radikal (ekstrem). Tradisi ini sudah 
sedemikian mapan, sehingga banyak cerita rakyat 
yang populer di Indonesia nampak didasarkan 
pada nilai-nilai bertipikal khas kesufian. Makalah 
ini merujuk pada perkembangan telaah historis 
kontemporer, yang menunjukkan bahwa tumbuhnya 
Islamisme radikal terpengaruhi oleh perdebatan 
diskursus politik terkait penetapan “syariah sebagai 
dasar negara” serta model politik rezim Suharto. 
Akhirnya, makalah ini menyimpulkan bahwa untuk 


memahami sepenuhnya situasi saat ini dan potensi di 
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masa depan, masih diperlukan lebih lagi banyak pengembangan 'arah 
baru penelitian dari yang selama ini sudah dilakukan. Beberapa poin 
penting terkait hal itu, dibahas dalam makalah ini. 


Kata kunci: walisongo, pesantren, gamelan, wayang. 


Pengantar 

Bertentangan dengan persepsi media dan para tokoh politik di 
Barat, sekolah tradisional (pesantren) Islam di Indonesia bukanlah 
sumber radikalisme, tetapi justru sebaliknya: sumber anti radikalisme 
dan mitra bagi setiap pihak yang mengupayakan terwujudnya perda- 
maian dunia dan keharmonisan sosial. Para pengasuh pesantren sering 
menegaskan posisinya sebagai penjaga tradisi klasik yang dibawa oleh 
Wali Songo (sembilan sosok suci atau sembilan kinasih Tuhan). Pesantren 
melakukan pengajaran dan pendalaman teks-teks klasik, yang disebut 
kitab kuning, sebagai materi pokok dasar-dasar keislaman mereka. 
Dari sini bisa dipahami, jika mau melihat fakta, jawaban terbaik untuk 
masalah radikalisme Islam' bukanlah Islam liberal, namun Islam klasik. 

Makalah ini mengambil empat rute pembahasan. Yang pertama, 
akan menguraikan perkembangan tradisi pesantren sebagai tradisi 
akomodasi. Yang kedua, menelisik eksistensi mistisisme (kesufian) 
di kalangan pesantren. Ketiga, menelusuri kemunculan kelompok- 
kelompok Islam radikal dalam konteks Orde Baru dan pasca Orde Baru 
yang dalam arah kebijakan politiknya berupaya membangun masya- 
rakat demokratis. Akhirnya, karena tumbangnya Orde Baru membawa 
perubahan di Indonesia secara umum dan di kalangan pesantren secara 
lebih spesifik, bagian terakhir akan mengeksplorasi kemungkinan 
adanya “arah baru” dalam penelitian kontemporer. 

Tradisi Akomodasi 

Islam pertama kali masuk ke Indonesia ketika Islam dan tasawuf 
tidak dapat dipisahkan, menjadi seorang muslim berarti menjadi 
seorang mistikus atau sufi. Indonesia, lebih dari negara Islam manapun, 
telah mempertahankan aspek Islam bertipikal klasik ini. Dan, kalangan 
pesantren bertanggung jawab untuk melanjutkan ajaran dan praktik 
keislaman klasik di Indonesia. Secara umum, tradisi mistik di semua 


agama lebih berfokus pada kesalehan pribadi, daripada meriuhkan 
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tatanan sosial. Kaum mistik seringkali lebih peduli tentang bagaimana 
individu menjalani hidup mereka dan bagaimana mereka mencari 
Tuhan daripada menyoal aspek keberagamaan di masyarakat. Kendati 
demikian, intensi yang kuat pada kesalehan pribadi, melahirkan 
kesadaran 'menerima perbedaan, yang pada hilirnya terbentuklah 
suatu tradisi bertoleransi. Nilai toleransi yang dihayati secara internal 
semacam ini, dengan sendirinya melahirkan 'sikap toleran terhadap 
liyan, yang bahkan di luar dari pengamal tradisi mereka. 

Perkembangan pesantren di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 
perkembangan tarekat kesufian. Sejak awal, pesantren telah mendapuk 
dirinya sebagai pusat pengajaran kesufian. Para kyai telah secara gigih 
menjadi pengamal sekaligus pengajar dalam diskursus pendidikan 
kesufian di pesantren. Istilah 'pesantren' sendiri, secara kebahasaan 
berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tempat mukim para 
cantrik” Cantrik merupakan “murid” atau pembelajar spiritualitas. 
Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pendirian dan pelembagaan 
pesantren di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari “budaya lokal dan 
pada saat bersamaan menggunakan pendekatan budaya tersebut untuk 
masuk pada struktur budaya masyarakat setempat. Yang membuat 
pesantren dapat mapan dan diterima oleh masyarakat adalah keluwe- 
sannya dalam mensinergikan 'nilai-nilai spiritual yang telah ada di 


masyarakat, melalui proses akulturasi dan asimilasi. 


Wali Songo sebagai Peletak Tradisi Pesantren 

Usia pesantren di Jawa, hampir setua Islam di Jawa sendiri. Baik 
dalam tradisi literasi maupun kelisanan, pesantren terkait erat dengan 
Wali Songo (sembilan wali yang membawa Islam ke Jawa). Sunan 
Maulana Malik Ibrahim, sang wali pertama, dikatakan telah mendirikan 
pesantren pertama di Jawa pada tahun 1399 M (Masehi) yang digunakan 
sebagai pelatihan muballigh (penceramah) pensyiar Islam di Jawa. 

Pada catatan lain, beberapa sumber sudah diterbitkan dan sebagian 
belum tersebar secara cetak, menyebutkan bahwa semua Wali Songo 
memiliki pesantren. Meskipun pesantren tersebut (karya langsung Wali 
Songo) sudah tidak ada lagi yang bertahan hingga saat ini, bagi kalangan 
pesantren, semua pesantren adalah penerus jalur keintelektualan para 
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wali, kemudian semua kyai dipandang sebagai pewaris ketokohan 
Wali Songo. Beberapa pengasuh pesantren tertentu mengaku sebagai 
keturunan (genetis) langsung salah satu Wali Songo. Para kiyai itu dan 
orang-orang yang sepaham dengan mereka, sedang menegaskan keter- 
hubungan khusus antara pola kepesantrenan, kiyai, dan Wali Songo. 

Beberapa dari Wali Songo dikenalluwes mengakomodasi budaya lokal. 
Secara khusus, mereka dikenal karena penggunaan wayang (pementasan 
wayang kulit) sebagai mediator budaya. Mereka melakukannya dengan 
menafsirkan kembali epos Hindu. Misalnya, dalam Mahabarata, Arjuna 
memiliki senjata rahasia yang disebut Kalimasada, yang oleh sebagian 
muslim Jawa disebut sebagai singkatan dari Kalimah Syahadat, atau “ikrar 
keimanan menurut Islam. Beberapa orang berpendapat bahwa citra 
“bentuk manusia dalam wayang Jawa mencerminkan pengaruh Islam, 
yang mencegah menampilkan 'bentuk manusia secara persis. Model 
manusia dalam tokoh wayang merupakan representasi artistik saja. Wali 
Songo juga dikenal karena menggabungkan gamelan (orkestra perkusi), 
aneka gong, dan beduk (drum besar) sebagai pendamping adzan. Penje- 
lasan logis dari pendekatan tersebut adalah untuk menarik perhatian 
orang-orang dengan menggunakan perangkat suara (bunyi) yang sudah 
lazim. Adzan sebagai penanda waktu (panggilan) shalat disandingkan 
dengan “sistem bunyi sebagaimana sudah dikenal masyarakat, yang 
biasanya digunakan untuk penanda suatu ritual atau seremonial penting. 

Aktor kunci lain dari Wali Songo adalah Sunan Kudus, yang konon 
merupakan peletak cikal bakal wayang golek. Dia melakukan pertun- 
jukan wayang kayu tiga dimensi di masa pembangunan masjid Kudus. 
Akomodasi budaya sentuhan Wali Songo selanjutnya, adalah tentang 
upacara-upacara keagamaan yang mengapresiasi adat budaya setempat. 
Dalam hikayat diceritakan bahwa mayoritas agama masyarakat daerah 
Kudus, sebelum dan pada awal kehadiran sunan Kudus, adalah Hindu. 
Apa yang terjadi? Sunan Kudus membangun masjidnya menyerupai 
pura Hindu dan melarang pengikutnya makan daging sapi. Sampai saat 
ini, daerah Kudus, yang kini mayoritas beragama Islam, terkenal dengan 
fakta bahwa penduduknya tidak makan daging 'sapi' melainkan lebih 
menyukai kerbau. 

Wali Songo, sunan Kalijaga khususnya, mengajarkan Islam melalui 
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seni dan budaya setempat. Slametan (upacara makan-makan) dan 
wayang atau pementasan wayang kulit, adalah contohnya. Hingga saat 
ini masih ada beberapa pesantren yang menampilkan wayang, orkes- 
trasi gamelan, dan acara budaya lainnya. Pesantren Lirboyo, mungkin 
bisa disebut salah satu dari pesantren tradisional yang setiap tahunnya 
rutin menyelenggarakan pementasan seni bela diri Jawa (pencak silat) 
yang dihadiri ribuan orang. 

Legenda Wali Songo sangat penting diperhatikan, untuk memahami 
perkembangan Islam Indonesia. Karena para kyai dianggap mewarisi 
peran para wali tersebut, kebanyakan kyai mengadopsi gaya dan corak 
dakwah Wali Songo. Alih-alih berkhotbah menentang praktik-praktik 
tradisi seperti slametan dan ziarah (ziarah ke kuburan keramat), mereka 
justru mendorong orang-orang untuk melestarikan tradisi tersebut. 
Mereka memberikan pemahaman-pemahaman yang dibutuhkan perihal 
tata cara bertradisi yang baik. Hal ini berarti bahwa Islam Indonesia 
memiliki unsur 'kesalehan pribadi yang kuat, artinya perbuatan yang 
benar diserahkan pada hati nurani masing-masing individu. Pendakwah 
dan guru spiritual bertugas untuk meningkatkan “kesadaran (keyakinan) 
agar masyarakat terinspirasi untuk beragama Islam dengan baik. 
Landasan dalil yang seringkali digunakan adalah perintah Al-Our'an 
bahwa “tidak boleh ada paksaan dalam beragama” (O.S. 2: 256). Oleh 
karena itu, penetapan syariah (hukum agama) sebagai hukum resmi 
negara, telah lama ditolak oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. 


Mistisisme di Pesantren 

Mistisisme seperti yang banyak ditemukan di pesantren-pesantren 
tradisional, merujuk kepada al-Ghazali, sehingga tipikal utamanya 
adalah keseimbangan terpadu antara praktik batin (esoteris) dengan 
syariah normatif. Lebih jauh, mistisisme dipandang sebagai komponen 
penting dalam pendidikan pesantren, yang tidak hanya memberikan 
dasar panduan moral, tetapi juga sebagai pengisi ruang kosong moder- 
nitas yang seringkali membekaskan 'kerancuan spiritual bagi masya- 
rakat. 

Gus Ishom, dari pesantren Tebu Ireng, mengatakan bahwa tasawuf 


berperan sentral dalam pendidikan moral. Ia memaparkan bahwa 
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dalam Islam, secara keilmuan, terdapat “tiga sendi” utama: tawhid 
(teologi, khususnya tentang sifat Allah), figh (hukum praktis ibadah), 
dan tasawwuf. Masing-masing ilmu ini memberikan kontribusi yang 
berbeda. Tawhid, guna membangun dasar keimanan. Karena 'ikrar 
iman saja tentu tidak cukup dan membutuhkan "praktik ibadah" (amal) 
sebagai manifestasi keimanan. Figh merupakan pedoman praktis bagi 
orang-orang beriman terkait bagaimana hidup secara benar dan baik. 
Karena perbuatan baik saja, yang hanya berupa 'tampilan fisik, bisa saja 
kosong secara batiniyah: gerakan rutin saja tanpa disertai kesadaran 
dan ketulusan. Maka di sinilah tasawuf diperlukan untuk mengisi ruang 
batin tersebut, ia menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada mukmin. 
Asosiasi tasawuf (etika) di pesantren Indonesia, lazimnya bisa ditelusuri, 
menuju kepada ke satu pemikir Islam yang sangat berpengaruh, yaitu 
al-Ghazali. Al-Ghazali sendiri terkenal dengan mistisismenya yang 
moderat. Ia menyeimbangkan antara aspek pemikiran filosofis—teologi 
dan tasawuf—dengan tata laku etika praktis. Karya al-Ghazali, banyak 
dipelajari dan diamalkan secara luas di kalangan pesantren. Hal ini 
memberikan penjelasan tentang arah atau corak diskursus esoterisme 
dan etika di pesantren. Lalu bila ditilik pada sejarah dan legenda yang 
beredar di masyarakat, perihal tasawuf atau kesufian ini masuk ke 
Indonesia melalui Wali Songo. Merekalah sembilan tokoh wali yang 
bertanggung jawab membawa Islam ke Nusantara. 

Wali Songo memiliki serangkaian catatan keberhasilan dakwah, yang 
selalu dilekatkan dengan aspek mistik. Sunan Kalijaga, menurut hikayat, 
bertirakat lama, selama 40 tahun tanpa henti. Seorang Wali Songo 
lainnya dikatakan dapat melenggang terbang ke Mekah untuk sholat 
Jumat di siang hari, dan sudah kembali ke rumah (di Jawa) pada sore 
harinya. Beberapa kyai kontemporer, juga diyakini memiliki sejumlah 
kemampuan mistis semacam itu. Beberapa dari mereka dapat menyem- 
buhkan penyakit. Kebanyakan penyakit psikologis dan spiritual, seperti 
santri baru yang selalu rindu rumah, gila (sakit jiwa), penyalah gunaan 
narkoba, dan kerasukan roh (jin). Kelebihan yang lain, para kiyai dikenal 
memiliki insight esoteris—mampu membaca pikiran orang—sehingga 
mengetahui masalah para tamu yang sowan ke hadapannya, sekaligus 
memiliki langkah-langkah pemecahan terhadap permasalahan tersebut. 


100 


TRADISI PLURALISME, AKOMODASI, DAN ANTI-RADIKALISME 


Aburrahman Wahid, presiden keempat Indonesia, disebut-sebut sudah 
mengetahui akan terpilih sebagai presiden jauh sebelum dirinya 
dicalonkan. Beberapa kiyai lain dikatakan bisa melepaskan 'sukma' 
mereka ketika berdzikir (kontemplasi, meditasi). Beberapa yang lain 
lagi dapat berjalan melewati hujan tanpa terbasahi air hujan. Beberapa 
tokoh lain bisa berada di banyak tempat dalam satu tempo. Yang 
terpenting dari semua kisah tersebut adalah adanya “kekuatan khusus 


yang didapatkan dari praktik laku mistik yang dijalani. 


Mistisisme sebagai Sumber Toleransi 

Episode penting dari legenda Wali Songo adalah kisah Syekh Siti Jenar. 
Syekh Sitijenar adalah salah satu dari sembilan wali itu, tetapi dia menga- 
jarkan gagasan yang tidak lazim. Ia berpandangan bahwa karena Tuhan 
bersifat esa (tunggal), maka pada hakikatnya tidak ada pemisahan antara 
dirinya dengan Tuhan: Tuhan adalah dia, dia adalah Tuhan. Akibatnya 
dia pun dihukum mati, bukan karena pernyataannya 'keliru', tapi karena 
ajaran dan cara penyampaiannya yang rawan membingungkan orang- 
orang awam. Sekilas, kisah ini tampak intoleran, tetapi bukan seperti 
itu. Kisah ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dimensi 
normatif (syariat) dan mistik (batin) dalam Islam. Artinya bertentangan 
dengan pendapat muslim salafi dan muslim modernis yang dikenal anti 
ziarah ke kuburan, Islam klasik sebagaimana di pesantren justru membe- 
rikan ruang longgar bagi praktik mistik—baik yang dilakukan oleh para 
ahli maupun orang biasa—selama tidak mengganggu prinsip-prinsip 
dasar keimanan (tauhid). 

Meskipun tidak seluruhnya sama, ada “kecenderungan kuat' pada 
tradisi mistik untuk bertoleransi. Pertama dan terpenting, tradisi 
mistik memiliki landasan logis untuk tidak hanya menerima 'satu jalan' 
kebenaran. Dalam konteks Indonesia, praktik mistik mengakui dan 
memperbolehkan berbagai praktik tradisi seperti ziarah ke makam para 
wali, upacara makan bersama (slametan), dan penggunaan azimat. Di sisi 
lain, para muslim modernis menolak keras praktik-praktik tradisonal 
tersebut, bahkan sampai 'menghancur leburkan kuburan-kuburan 
tertentu. Meskipun tidak ditampik, adanya kemungkinan orang biasa 
(wong cilik) menjadi bingung (dari sudut pandang ortodoks) lantas 
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salah alamat dalam doa kepada orang-orang keramat, atau roh-roh 
tertentu selama slametan, kendati demikian banyak kyai berulang kali 
mengatakan kepada saya bahwa praktik-praktik tradisional ini tetaplah 
penting. Hanya dengan mendekat dan masuk pada wilayah “tradisi 
wong cilik, barulah para pemimpin agama dapat membawa mereka 
ke pemahaman yang lebih tepat dan lebih benar. Nilai toleransi yang 
tertradisikan dalam suatu (kelompok) agama, berimplikasi logis pada 
kemungkinannya untuk naik ke level “toleransi yang lebih luas”, yaitu 
“toleransi antar agama”. 

Telah jelas di sini, legenda Wali Songo secara khusus memberi 
pesan untuk bersungguh-sungguh (jihad) membangun-mengokohkan 
kesalehan pribadi, sebagi tanggung jawab utama tiap muslim. Sedangkan 
wacana hubungan antara agama dan politik praktis, baru mengemuka 
belakangan tak lama setelah berdirinya Republik Indonesia. Ketika itu 
terjadi perdebatan panjang dan sengit tentang bentuk negara Indonesia: 


apakah sebagai negara Islam atau negara sekuler. 


Piagam Jakarta dan Hukum Syariah 

Pada rancangan awal Pembukaan UUD 1945, terdapat bagian yang 
dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalamnya memuat penjelasan yang 
mewajibkan semua muslim untuk mengikuti hukum Islam (syariah). 
Kemudian "Tujuh pasal" kesyariatan tersebut dihapus oleh sembilan 
orang perumus penetapan undang-undang, delapan di antaranya adalah 
muslim, termasuk di antaranya Wahid Hasyim—putra dari pendiri NU 
Hasyim Asy'ari, ayah dari presiden RI keempat Abdurrahman Wahid— 
dari Tebu Ireng. Langkah ini praktis menjadikan Republik Indonesia 
sebagai negara “bukan Islam' secara formal (sekuler). Hal ini berten- 
tangan dengan harapan banyak ulama yang berkecenderungan untuk 
membentuk “Negara Islam' ketika Republik Indonesia lahir. 

Selanjutnya, wacana Piagam Jakarta belum reda benar dan masih 
sering menimbulkan banyak perdebatan. Namun, pimpinan Dewan 
Dakwah yang cenderung Islamis pun akhirnya melunak, mengakui bahwa 
wacana “Negara Islam telah usai dan pluralisme akan tetap menjadi 
dasar bernegara masyarakat Indonesia. Lebih jauh, mereka berpendapat 


bahwa bahkan jika hukum syariat (Islam) dapat diterapkan, hak-hak 
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minoritas harus dipertahankan. Mereka menyatakan, “Hukum Islam 
dikhususkan untuk muslim, tetapi tidak untuk non-Muslim. Muslim yang 
mungkir, tidak berpuasa atau shalat misalnya, harus ditindak”. Namun, 
asas dasarnya jelas bahwa orang tidak dapat dipaksa untuk melakukan 
hal-hal tersebut. Terdapat satu surat dalam Alguran yang menyatakan 
bahwa “tidak boleh ada paksaan dalam beragama”. Sebaliknya, umat 
Islam harus diyakinkan untuk menjalankan ibadah melalui jalan dakwah 
dan pengajaran. 

Upaya terus menerus untuk menegakkan hukum syariat tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tetapi di hampir seluruh dunia Islam. Kecende- 
rungan ini merupakan ciri khas Islamisme, khususnya Islamisme yang 
sering disebut sebagai 'radikalisme' atau Islamisme radikal. Dalam 
konteks Islam Indonesia, Islamisme radikal merupakan tantangan bagi 


tradisi bertoleransi dan pluralisme. 


Jihad Historis 

Konsep “jihad” (perang atas nama agama) muncul beberapa episode 
dalam sejarah Islam Indonesia. Banyak pemberontakan yang menggu- 
nakan simbol-simbol Islam untuk memotivasi dan memobilisasi massa, 
misalnya Peristiwa Cilegon, Perang Jawa yang dipimpin Pangeran 
Diponegoro, dan khususnya pada Perang Kemerdekaan. Banyak pembe- 
rontakan abad kesembilan belas dipimpin oleh para kyai. Para kyai dan 
santrinya banyak terlibat dalam episode 'perjuangan kemerdekaan 
Indonesia. Dalam sejarah tertulis dan memori lisan di banyak pesantren, 
menjelaskan tentang peran siginifikan pesantren selama perang kemer- 
dekaan. Misalnya, Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng dikatakan telah 
mendukung penuh upaya kemerdekaan, dengan menyatakan bahwa 
“perang melawan Belanda adalah jihad” dan wajib hukumnya bagi setiap 
muslim yang berada dalam radius delapan puluh kilometer dari musuh. 
Para kyai lain memimpin santrinya sebagai tentara gerilyawan. Secara 
umum, klaim tentang 'peran dalam perang' ini adalah klaim identitas, 
komunitas pesantren telah berjuang keras untuk Indonesia. Yang jarang 
disinggung adalah tentang keterlibatan orang pesantren dalam politik 
sapu bersih komunis 1965-1966. Kelompok Muslim direkrut oleh militer 
untuk menemukan dan membunuh orang-orang yang diduga komunis. 
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Peristiwa-peristiwa tersebut sebaiknya dipahami sebagai “kasus khusus” 
di kondisi khusus (darurat), daripada bila didudukkan sebagai dalil bahwa 
muslim Indonesia bertipikal proaktif atas “jihad dengan kekerasan”. 
Peristiwa-peristiwa itu menjadi contoh, penggunaan kekerasan diper- 
lukan di kondisi 'khusus, untuk mendukung kebutuhan dan keutuhan 


bangsa misalnya. 


Munculnya Radikalisme 

Politik represif di Era Suharto, atau rezim Orde Baru, mengubur 
dalam-dalam Islamisme dan radikalisme. Barulah kemudian, setelah 
itu, pada masa 'transisi demokrasi telah membuka kembali ruang 
bagi munculnya kelompok-kelompok radikal. Kemunculan kelompok 
radikal pasca-Suharto harus ditempatkan pada konteksnya. Pada Orde 
Baru, Islam tidak diizinkan memainkan peran utama dalam politik dan 
pembuatankebijakanstrategis. Negara mencurigai Islamsebagaikekuatan 
politik yang mengancam. Menjelang akhir Orde Baru, Suharto mengi- 
zinkan Islam untuk memainkan peran dalam politik praktis. Namun, hal 
itu dipandang sebagai upaya untuk mengkooptasi (mencacah, memisah- 
misah) kekuatan kesatuan orang-orang Islam, untuk memperkuat legiti- 
masinya yang terkikis. Suharto “mensiasati” Parpol, dengan mengurangi 
jumlah Parpol menjadi 1 golongan fungsional dan 2 partai “oposisi”, dan 
mengharuskan semua ormas menerima Pancasila sebagai satu-satunya 
landasan filosofis mereka. Oleh karena itu, maka PPP, yang tersisa 
setelah semua 'partai Islam' yang telah dibubarkan, tidak dapat menya- 
takan dirinya sebagai partai Islam. Namun, karena partai itu menggu- 
nakan ka'bah sebagai simbolnya, dipandang sebagai partai Islam oleh 
banyak muslim konservatif. Hal ini juga kemudian membawa NU dan 
Muhammadiyah, organisasi sosial dengan massa anggota terbesar—yang 
jikajumlah anggota di keduanya digabungkan mencapai lebih dari 50 juta 
orang—mengalihkan fokus mereka kepada kegiatan murni keagamaan 
dan sosial atau yang menurut NU kembali ke khittah (orientasi mula) 
mereka. 

Radikalisme adalah “efek samping' dari demokratisasi sistem politik. 
Kendati demikian, bagi sebagian besar muslim di Indonesia, radika- 
lisme tidak dapat diterima jika menggunakan 'kekerasan atau mencoba 
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membatasi kebebasan berpikir dan perbedaan pendapat. Islam yang 
radikal memiliki ruang lingkup dan jangkauan terbatas, oleh karena itu 
hanya populer di luar Jawa. Islam yang diinterpretasikan secara sempit, 
terlebih di-radikal-an, tidak mendapat penerimaan (resepsi) yang baik 
oleh kebanyakan muslim Indonesia. 


Perlawanan terhadap Radikalisme 

Ada sejumlah alasan yang meyakini bahwa Indonesia akan tetap 
tangguh menghadapi tantangan radikalisme. Pertama, kelompok radikal 
hanya merupakan sebagian kecil dari komunitas muslim Indonesia. Pada 
1999, partai pro-syariat hanya memperoleh 144 suara: PPP (1196), Partai 
Bulan Bulang (24), dan Partai Keadilan (14). Kedua, NU dan Muham- 
madiyah melanjutkan oposisi historis mereka terhadap pembentukan 
hukum syariat. Hasyim Muzadi dengan tegas menyangkal kemungkinan 
siapa pun di organisasi NU berpaham pro-syariat (komunikasi pribadi 
14 Agustus 2007). Ketiga, kebanyakan muslim di Indonesia mendukung 
demokrasi. Keempat, adanya wacana 'anti radikalisme' yang kuat, seperti 
terlihat pada kelompok Jaringan Islam Liberal. Di luar itu, komunitas 
pesantren secara luas sangat berkomitmen pada semangat anti-radika- 
lisme. 

Mengingat fakta demografis, para mahasiswa cenderung rawan 
menjadi incaran ideologisasi kelompok radikal—berada di usia rawan 
18-25 tahun, bobot pendidikan Barat yang kuat, pendidikan Islam 
yang lemah—oleh sebab itu beberapa kyai berusaha untuk merangkul 
populasi ini, baik melalui pendirian pesantren khusus untuk mahasiswa 
atau dengan membuka akses pesantren kepada mahasiswa. Dalam kedua 
kasus tersebut, tradisi pesantren diubah, sehingga para santri dapat 
leluasa meninggalkan pesantren untuk ngampus di luar. Terkait hal ini, 
pesantren Al-Hikam di Malang, yang didirikan oleh Hasyim Muzadi, 
dapat dijadikan satu contoh. Pesantren ini menyatakan, bahwa ia 
memiliki tujuan khusus untuk menciptakan generasi 'anti-radikalisme. 
Di penelitian saya yang lain, saya mendalami upaya pesantren ini dan 
cara-cara mereka mendefinisikan Barat, dunia modern, dan globalisasi 
yang secara khusus terhubung dengan Islam. Pak Hasyim dan kiai lainnya 
menegaskan bahwa kitab kuning, yang di dalamnya memuat figh Syafi'i 
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klasik, adalah pertahanan terbaik melawan radikalisme. Ketika tetap 
berada di dalam madzhab tradisional, hanya ada sedikit ruang untuk 
radikalisme: karena bila terlalu bebas atau tidak memiliki batasan atas 
(metodologi) penafsiran, yang akan terjadi adalah seseorang menjadi 
cenderung suka-suka sendiri. 


Arah Baru: Perluasan Survei 

Selama era Suharto (1965-1998), “komunitas pesantren” adalah 
suara minor. Di era itu, sentral suara diskursifnya berkisar pada topik- 
topik seputar pluralisme agama, nasionalisme, dan agenda-agenda yang 
non-Islamis. Dalam konteks ini, penggunaan studi kasus yang menyer- 
takan kunjungan singkat ke subyek kajian, masih terbatasi. Sejumlah 
kasus tertentu terkaji secara kurang memadai, karena keterbatasan 
metodologis. Di era pasca-Soeharto, dua kelompok radikal terkenal, 
Laskar Jihad dan Jamaah Islamiyah, bermarkas di pesantren. Media-media 
peliput isu ini, banyak yang merujuk pada proyek WordNet di Princeton, 
yang mengukuhi definisi khas mereka: “pesantren di Indonesia yang 
dioperasikan oleh para pemuka agama, menghasilkan militan muda 
yang terampil dalam jihad." Definisi ini direproduksi di sebagian besar 
portal “kamus online' arus utama (misalnya, Dictionary.com, thefreedicti- 
onary.com, Rhymezone.com, lookwayup.com). Faktanya, tidak ada “kamus 
online yang tidak mereproduksi definisi dari WordNet, baik sebagian 
atau seluruhnya. Definisi ini senafas dengan pemahaman media tentang 
lembaga pendidikan madrasah yang disebutnya “Kampus Jihad”, 
sebagaimana dijelaskan dalam Foreign Policy, satu media penghasil artikel 
yang sangat berpengaruh dalam mengarahkan 'kaca baca publik dunia 
terhadap isu Islamisme Radikal. 

Sampai saat ini, penelitian tentang pesantren masih terbatas pada 
model penelitian 'studi kasus. Sebentuk studi yang berupaya menda- 
patkan informasi sebanyak mungkin, dari satu rincian kasus khusus pada 
satu institusi tertentu. Di antara banyaklembaga yang disebut “pesantren,” 
di dalamnya terdapat beragam variasi terkait kurikulum serta komposisi 
siswa dan pengajar di dalamnya. Telah jelas bahwa terdapat beberapa 
pesantren yang terlibat radikalisme dan bahkan terorisme, tetapi jelas 
pula bahwa kita tidak bisa lagi berbicara tentang 'pesantren” hanya 
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bertendensi pada pendekatan satu studi kasus saja. Ada kebutuhan yang 
hampir mendesak, untuk mengakses keyakinan, praktik, dan penge- 
tahuan khas “tokoh-tokoh pesantren, serta mengukur jangkauan dan 
distribusi paham (ideologi) mereka. Untuk itu, kajian pesantren perlu 
menggunakan metodologi campuran. Penelitian kualitatif digunakan 
untuk memahami rumpang (range) antar varian dari paham khas kepes- 
antrenan itu, dan penggunaan metode survei dan 'analisis kuantitatif 
untuk memetakan distribusi variasi tersebut. 

Ada sejumlah aspek yang mungkin telah berubah, sehingga perlu 
penyelidikan lebih lanjut terkait demografi, kurikulum, orientasi dasar, 
organisasi, dan aktivitas ritual. Pada isu demografi, pertanyaannya: 
apakah latar belakang sosio-ekonomis mempengaruhi perubahan dan 
pergeseran pandangan orang tua terhadap pendidikan siswa, dan sejauh 
mana pengaruh afiliasi politik dan agama? Ketika mempertimbangkan 
kurikulum, pertanyaannya: apakah telah ada perubahan signifikan dalam 
kombinasi mata pelajaran agama dan sekuler yang diajarkan? Yang juga 
menarik adalah adanya pergeseran dalam pendidikan agama, terutama 
“pergeseran dari teks hukum Syafi'i ke Hanbali”, yang mungkin menun- 
jukkan pergeseran ke arah pemahaman yang lebih Islamis (doktriner) 
tentang iman? Terkait dengan pertanyaan kurikulum adalah pertanyaan 
tentang orientasi, yaitu: bagaimana pengasuh pesantren memosisikan 
dirinya sendiri terhadap tarikan 'paham Islam Radikal, maupun Islam 
Liberal? Masalah organisasi secara erat berkaitan dengan kurikulum 
dan orientasi. Sebagian besar pesantren berpola “keluarga”, dan oleh 
karena itu kita bisa berhipotesis tentang kemungkinan yang lebih besar, 
untuk mengubah orientasi dan kurikulum menjadi lebih Islamis dengan 
ekspresi yang lebih liberal. Terakhir, pertanyaan tentang ritual berarti 
berbicara tentang “dimensi spiritual yang melambari kehidupan di 
pesantren, yang ketika hal ini terpahami (dalam batas tertentu: terdefini- 


sikan) akan berhubungan dengan pertanyaan lain setelahnya. 


Arah Baru: Jejak Biografis Pendidikan 

Arah lain yang perlu ditelusuri adalah menyangkut sumber-sumber 
(institusi pendidikan) pencetak pemuka agama masa depan bagi umat 
Islam di Indonesia. Sejauh ini, pesantren pernah menjadi institusi 


107 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


utama untuk pengajaran dan pelatihan para tokoh pemimpin agama 
dan pendakwah Islam. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, pesantren 
menghadapi sejumlah tantangan, di mana pendidikan sekuler begitu 
menarik perhatian bagi siswa, karena tawaran masa depan yang lebih 
menjanjikan secara finansial. Beberapa pesantren telah beradaptasi— 
memenuhi kebutuhan akan keterampilan dan pengetahuan Tayak saing 
yang aplikatif bagi dunia kerja—dengan menambahkan kurikulum yang 
diakui pemerintah, biasanya di tingkat sekolah menengah dan atas. 
Salah satu imbas dari hal ini, adalah banyak pesantren yang tidak lagi 
mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan 
dan keterampilan memadai untuk menjadi pemuka agama. Tidak 
janggal bila kalangan pesantren pun bertanya, dari manakah lagi tokoh- 
tokoh pemuka agama masa depan akan hadir? Salah satu kemungkinan 
jawaban solutif dari pertanyaan tersebut, sebagaimana telah menjadi 
perdebatan serius di era pertengahan 1990-an, adalah dengan revita- 
lisasi pendidikan di pesantren. Jawaban lain, yang juga mengemuka di 
pertengahan 1990-an, adalah bahwa para penyandang 'gelar akademik 
(Doktor, misalnya) dapat berkontribusi mengisi kebutuhan hadirnya 
“sosok-sosok pemuka agama”. Dalam banyak sisi, sejak tahun 1970-an, 
arah baru pendidikan “kader pemuka agama berjalan beriringan dengan 
pembentukan sistem pendidikan UIN/IAIN. 

Lulusan UIN / IAIN yang paling cemerlang dan terbaik, sering kali 
menjadi pengajar di institusi asalnya. Setelah bekerja beberapa tahun, 
mereka mungkin pergi ke luar negeri untuk mengambil gelar lanjutan. 
Ada dua jalur studi ke luar negeri: pertama, adalah melalui program 
beasiswa Fulbright atau yang serupa itu, lantas belajar di AS atau negara 
Barat lainnya. Jalur lainnya melibatkan studi di Timur Tengah, biasanya 
Mesir. Sedemikian itu, setelah mereka kembali ke tanah air, mereka 
seringkali mengajar di almamater asal mereka. Menjadi penting di sini, 
bila pergeseran arah atau lintas pendidikan ini diteliti lebih jauh, sejauh 
mana pengalaman hidup dan pengalaman belajar tersebut berkorelasi 
dengan “sikap toleran maupun sebaliknya 'anti toleransi. Yang menarik 
adalah perbedaan antara mereka yang menyelesaikan studi lanjutannya 
di Barat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan studinya di 
Timur Tengah. Dalam setiap kategori ini, perlu didalami setiap sisi dan 
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dimensinya. Misalnya, ketika banyak cendekiawan muslim yang belajar 
di Amerika Serikat sebagai bagian dari program beasiswa, sepulang 
dari sana biasanya akan berpandangan baik terhadap Barat. Secara 
umum seperti itu, tentu ada juga pengecualian (malah anti Barat), sebut 
misalnya yang paling terkenal adalah Sayyid Outb. Selain itu, penting juga 
diperdalam perbedaan antara mereka yang belajar di Mesir (biasanya di 
Al-Azhar) dan mereka yang berstudi di Arab Saudi dan Pakistan? Secara 
keseluruhan, jenis-jenis perubahan dalam pendidikan, pemikiran, dan 
praktik keagamaan seorang intelektual mempengaruhi partisipasinya 
bagi kehidupan keagamaan di Indonesia, khususnya dalam keterhu- 
bungan dengan dinamika global. 


Kesimpulan 

Ketika publik Barat gencar mencari pendukung dalam "Perang 
Melawan Terorisme", mereka telah salah membaca situasi. Kesalahan 
pertama, mereka salah baca' dalam melihat keterkaitan terorisme dengan 
'komunitas muslim tertentu, yang tidak sesederhana sebagaimana 
terpahami selama ini. Telah terjadi gebyah uyah (generalisasi) dalam 
melihat pesantren (sekolah tradisional Islam) yang dianggap sebagai 
basis Islamisme Radikal. Dengan premis penelitian di madrasah tertentu 
di Pakistan yang cenderung pro kekerasan dan radikal, mereka lantas 
menyimpulkan secara gebyah uyah bahwa semua pesantren adalah 'biang 
kekerasan, termasuk pesantren-pesantren di Indonesia. Jika melihat 
konteks Indonesia secara spesifik, memang beberapa pesantren tertentu 
terkait dengan “Laskar Jihad' dan Jama'ah Islamiyah yang cenderung 
radikal dan pro kekerasan. Tetapi bila hanya dengan fakta ini lantas 
menyimpulkan bahwa seluruh pesantren di Indonesia adalah “ancaman 
terhadap toleransi, maka hal itu merupakan simpulan yang jauh dari 
panggang. 

Saya telah menunjukkan, melalui tulisan ini, bahwa argumen yang 
melihat pesantren sebagai sumber radikalisme' pada dasarnya salah 
tempat. Merunut sejarah, pesantren memiliki semangat akomodasi, 
pluralisme, dan anti-radikalisme yang kuat mengakar. Memang benar, 
pesantren pernah dimobilisasi untuk melakukan kekerasan di masa lalu, 
baik dalam Perang Kemerdekaan maupun pada konflik politik 1965-1966, 
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tetapi ini harus dipahami sebagai “kasus khusus di kondisi khusus 
(darurat). Tradisi ala pesantren yang akomodatif, toleran, dan anti radika- 
lisme harus diteladani dan disokong penuh. Sedemikian adalah peluang 


terbaik untuk menangkal radikalisme “““ 
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BAB V 


SEBUTAN LAIN UNTUK 
MADRASAH: Pondok, Pesantren, 
dan Sekolah Islam di Indonesia dan 
Kawasan Asia Tenggara Lainnya 


Abstrak 

Setelah lebih dari satu dekade mengkaji pesantren 
di Indonesia, penulis berkesempatan mengunjungi 
institusi serupa di Thailand. Dengan menempatkannya 
dalam konteks sejarah, tulisan ini mendedah tentang 
bagaimana keragaman lembaga-lembaga tersebut di 
Asia Tenggara. Meskipun cukup beralasan meyakini 
bahwa pondok di negara dan daerah yang berbeda 
di kawasan ini pada awalnya hampir tidak dapat 
dibedakan baik dalam bentuk maupun fungsinya, 
sejarah lokal dan nasional telah membentuknya secara 
berbeda. Makalah ini secara khusus membandingkan 
pondok di tiga wilayah berbeda: Indonesia, Nakhon 
Sri Thammarat, dan Thailand Ujung Selatan, pondok 
di dua wilayah pertama berdasarkan pada penelitian 
lapangan dan yang terakhir berdasarkan pada kajian 
literatur. Sebagian analis dan pemerintahan telah biasa 
mengaitkan pondok dengan kekerasan. Temuan dalam 
tulisan ini menyatakan bahwa pandangan tersebut 
tidak tepat. Kesimpulan dari makalah ini menyatakan 
tentang pentingnya melakukan penelitian lanjutan 
sebelum membuat sebuah pernyataan resmi atau 
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otoritatif mengenai hubungan antara pondok dan kekerasan. 


Kata kunci: Madrasah, sekolah Islam, pondok, pesantren. 


Pengantar 

Di seluruh dunia Islam, terdapat lembaga-lembaga pendidikan tradi- 
sional yang, paling tidak, mengajarkan pelajaran-pelajaran keagamaan 
meliputi hafalan Alguran, tafsir, hadits, dan figih. Di berbagai tempat di 
dunia, lembaga-lembaga ini disebut madrasah, meskipun dalam bahasa 
Arab Modern kata madrasah merujuk kepada semua jenis lembaga 
pendidikan. Di Asia Tenggara lembaga pendidikan seperti ini memiliki 
beragam sebutan: pondok, pondok pesantren dan pesantren. 

Sejak serangan 11 September 2001 oleh teroris Al-Oaida di New York 
dan Washington, para sarjana dan media di Barat telah meningkatkan 
minat mereka untuk mempelajari Islam secara umum, dan lembaga 
pendidikan tradisional secara khusus. Tidak ada tempat lain yang paling 
tepat untuk kajian ini selain di wilayah Thailand bagian selatan. Minat 
kesarjanaan terhadap pondok di wilayah ini meningkat karena pemerin- 
tahan Thai menganggap pondok sebagai sarang radikalisme. Meskipun 
kebijakan restriktif Bangkok kepada pondok berkontribusi terhadap terja- 
dinya kerusuhan, tetapi tidak bijak untuk menjadikan pondok sebagai 
faktor kunci di balik gerakan pemberontakan melawan pemerintah 
di daerah ini. Di tempat lain di kawasan Asia Tenggara, pondok yang 
memiliki kaitan langsung dengan kekerasan jumlahnya tidak seberapa. 

Tulisan inimenggunakan metode penelitian yang sederhana. Pertama, 
bahan atau materi untuk kasus pondok di Indonesia berdasarkan pada 
riset-riset sebelumnya'. Kedua, makalah ini mengulas literatur-literatur 
tentang pendidikan pondok di Thailand, yang secara khusus difokuskan 
pada provinsi-provinsi di perbatasan bagian selatan (terkadang disebut 


sebagai “Ujung Selatan”) dan terutama Pattani. Ketiga, kunjungan singkat 


! Ronald A. Lukens-Bull, A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity 
in Muslim Java (New York: Palgrave McMillan, 2005): Ronald A. Lukens-Bull, 
“Two Side of the Same Coin: Modernity and Tradition in Indonesian Islamic 
Education,” Anthropology and Education Ouarterly 32, 3 (2001): hlm. 350-372: 
Ronald A. Lukens-Bull, “Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a 
Globalizing Era,” Journal of Arabic and Islamic Studies 3 (2000): hlm. 26-48. 
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dan wawancara selama beberapa waktu di dua pondok yang berada di 
Nakhon Sri Thammarat, sebuah provinsi di Thailand selatan bagian atas, 
digunakan sebagai rujukan utama untuk kasus yang ketiga. 

Biasanya, pondok berpusat di sekitar pengasuh karismatik dan 
berlokasi di pedesaan. Secara fisik, bangunannya hampir tidak dapat 
dibedakan (lihat Gambar 1). Pada bagian ini, saya akan menggunakan 
istilah pondok untuk merujuk kepada semua jenis lembaga pendidikan 
Islam tradisional (madrasah dalam pengertian bahasa Arab modern- 
penerjemah) di Asia Tenggara karena di tempat-tempat tertentu di 
kawasan ini istilah "madrasah" memiliki arti sebagai tipe lembaga pendi- 
dikan yang berbeda sepenuhnya. Selain itu, penggunaan istilah "pondok" 
ini mendapatkan justifikasinya karena dalam ketiga konteks di atas, 
istilah ini diakui dalam dialek lokal sebagai yang paling sesuai, atau malah 
menjadi istilah paling jamak dipakai. Di Indonesia, istilah pondok dan 
pesantren sering digunakan secara bergantian. Untuk mengatakan bahwa 
seseorang belajar di pesantren, istilah yang digunakan adalah bentuk 
kata kerja dari pondok (mondok). Ketika membicarakan secara spesifik 
tentang pondok di Indonesia, saya akan menggunakan istilah yang lebih 
umum digunakan, yakni pesantren, untuk memperjelas bahwa sebutan 
ini merupakan yang paling dekat untuk kasus Indonesia dan memerlukan 
kajian lanjutan sebelum menggunakan istilah pesantren untuk kasus di 
tempat lain. Berikutnya, tulisan ini tidak menggunakan glosarium dalam 
bahasa Inggris karena tidak ada satu pun istilah di dalam bahasa Inggris 
yang dapat mencakup pengertian pondok secara akurat. Islamic boarding 
school merupakan istilah yang paling mendekati, hanya saja istilah boarding 
school memiliki beberapa pengertian yang terbatas untuk menjelaskan 
tentang pondok dan beberapa dimensi dari istilah ondok tercakup secara 
lebih pas oleh istilah seminari atau bahkan biara, meskipun kedua istilah 
ini hanya sesuai untuk seminari dan biara saja. 


2 Tidak mudah untuk membuat perbedaan makna berdasarkan pada 
perbedaan pengucapan sebuah kata, tetapi setelah menggunaan bahasa 
Indonesia kami memiliki sedikit pilihan. 
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Gambar 1: Pondok ini bisa berada di manapun di Muslim Asia Tenggara 
tetapi di Nakhon Sri Thammarat 


Meskipun masuk akal untuk meyakini bahwa pondok di 
negara-negara dan daerah di kawasan Asia Tenggara pada 
awalnya hampir tidak dapat dibedakan dalam bentuk dan 
fungsinya, sejarah lokal dan nasional telah membentuknya 
secara berbeda. Salah satu yang menarik adalah tentang perde- 
batan mengenai kurikulum dan perubahan yang dimuncul- 
kannya. Makalah ini akan diawali dengan mengkaji bagaimana 
kebijakan pembangunan pada masa rezim Soeharto dan globa- 
lisasi membentuk pondok di Indonesia sehingga dewasa ini 
banyak pondok yang mengajarkan pendidikan sekuler sekaligus 
pendidikan keagamaan tradisional. Disebabkan oleh sejumlah 
faktor lokal, mereka lebih mementingkan yang satu dari lainnya 
dalam pengajaran tersebut. 

Di Pattani dan tempat lain di Ujung Selatan Thailand, para 
pemuka agama harus membuat sebuah pilihan. Apakah mereka 
akan mempertahankan identitas mereka sebagai pondok atau 
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berubah menjadi “sekolah Islam” dan memberikan kurikulum 
yang diakui pemerintah. Hal ini dapat diuraikan secara khusus 
dengan gejolak iklim perpolitikan di Thailand, yakni, kebijakan- 
kebijakan pemerintah yang berupaya menghilangkan bahaya 
yang dianggap terdapat di dalam pondok. Sebaliknya, di Thailand 
selatan bagian atas, beberapa pondok telah mampu dalam 
mengembangkan dan mengelola pengajaran yang paralel dalam 
pendidikan keagamaan tradisional dan kurikulum nasional 
dari pemerintah Thailand. Dalam hal ini, mereka sangat mirip 
dengan pondok di Indonesia. 


Tinjauan tentang Sejarah Pendidikan Islam 

Berdasarkan sejarah sebagaimana ditulis Azra, terdapat jaringan 
ulama yang sangat aktif di Asia Tenggara yang melibatkan para sarjana 
Muslim Asia Tenggara di mana pondok merupakan pusat studi untuk 
pengajaran pengetahuan Islam, khususnya figh, hadits, dan tasawuf. Di 
Indonesia dan Thailand, terdapat pengakuan bahwa pondok merepre- 
sentasikan sebuah lembaga pendidikan yang unik di dunia Islam. Di 
Indonesia, tidak jarang bagi sebagian kalangan untuk menyatakan bahwa 
pondok disebut unik karena lembaga ini menggabungkan antara intelek- 
tualisme dan tasawuf. Dalam pidatonya pada 1995, Abdurrahman Wahid 
membuat klaim seperti itu dengan membandingkan antara pondok di 
Indonesia dan Malaysia dan menyatakan bahwa ketidakmampuan pondok 
di Malaysia untuk menggabungkan kedua dimensi ini menyebabkan 
mereka menjadi punah.“ Karena komposisi pondok pesantren di Jawa, 
Zamaksyari Dhofier berpendapat bahwa Islam di Jawa tidak memisahkan 
ilmu-ilmu keislaman dan karenanya tidak memiliki dua jenis guru Islam: 
ulama dan sufi. Oleh karena itu, orang Jawa menggunakan gelar kyai 


3 Azyumardi Azra, The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia: 
Networks of Malay- Indonesian and Middle East Ulama in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries, (NSW: Allen and Unwin, 2004) hlm. 123. 

4 Pembicaraan awal di Malaysia menunjukkan bahwa Gus Dur mungkin 
keliru. Meskipun pondok di Malaysia terbatas di Kedah dan Kelanten, konon ada 
yang mengajarkan tassawuf dan juga figh. Lihat Lukens-Bull, A Peaceful Jihad: 
Negotiating, hlm. 51. 
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untuk "menunjukkan seorang sarjana Muslim yang menguasai teologi 
dan figih Islam sekaligus seorang ahli tasawuf (Sufi)” 

Klaim tentang keunikan ini jelas merupakan pernyataan yang 
berlebihan, karena pondok sangat mirip dengan madrasah di tempat 
lain di dunia Islam dan baik pondok maupun madrasah menunjukkan 
kesinambungan yang jelas dengan praktek pendidikan pada periode 
permulaan Islam.S Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, 
pesantren di Indonesia merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 
mempelajari teologi tingkat lanjut dengan memusatkan perhatiannya 


7 


pada figih (jurisprudensi Islam),' sebuah fokus yang berakar dari asal 
muasal madrasah pada periode pertengahan. Pada abad pertengahan 
Islam, pengajaran diselenggarakan di masjid-masjid dengan membentuk 
halagah. Para murid dapat mengikuti halagah yang menarik minat 
mereka. Seiring berjalannya waktu, bentuk pendidikan ini berkembang 
menjadi madrasah,” yang utamanya berkomitmen pada studi figih dan, 
oleh karenanya, menjadi “institusi pembelajaran terkemuka”. Adapun 
ilmu-ilmu Islam lainnya dipelajari sebagai pelengkap saja." 

Kombinasi intelektualisme dan tasawuf sama sekali tidak unik di 
dalam Islam, setidaknya dalam Islam klasik. Pederson berpendapat bahwa 


karena pembelajaran dan manifestasi dari kesalehan tidak terpisahkan di 


$ Zamakhsyari Dhofier, “The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the 
Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java” (Disertasi 
PhD, The Australian National University, 1980). 

S George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and 
the West (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1981): Lukens-Bull, A Peaceful 
Jihad: Negotiating, hlm. 50. 

7 R.A. Kern, “Pesantren” dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers (ed.), Shorter 
Encyclopedia of Islam (Leiden, Belanda: EJ Brill, 1953), hlm. 461. 

$ Satu-satunya pengecualian dalam hal ini yaitu halagah figih yang 
keanggotaannya dibatasi untuk madzhab figih yang sedang diajarkan. 
Namun, siswa dapat mempelajari berbagai halagah figh secara bebas dengan 
sewaktu-waktu berpindah madhhab, lihat Makdisi, The Rise of Colleges: 
Institutions of Learning, hlm. 18-19. 


? Dalam bahasa Arab, istilah madrasah berarti sekolah dan pengertian ini 
dapat diterapkan ke semua jenis sekolah termasuk universitas sekuler yang 
dikelola oleh negara. 


1 Makdisi, The Rise of Colleges, hlm. 9. 
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dalam Islam, madrasah (tempat belajar Islam) dan ribat (tempat untuk 
mempelajari tasawuf) seringkali digabungkan." Makdisi berpendapat 
bahwa lembaga gabungan semacam itu merupakan fenomena umum 
pada abad ke-12 Masehi,” jauh sebelum pesantren pertama berdiri di 
Jawa. Oleh karena itu, adalah tugas kita untuk menginterogasi apakah 
klaim tentang keunikan pondok di Indonesia ini tepat. Jika memang 
demikian, pondok mungkin unik untuk ukuran zaman sekarang ini, dan 
oleh karenanya kita harus memahami perubahan apa saja yang telah 
terjadi di tempat lain di kawasan ini. 

Saya melakukan penelitian lapangan etnografi tentang pesantren 
untuk pertama kalinya pada tahun 1994-1995 dan kembali mengun- 
junginya berulang kali." Dari penelitian lapangan tersebut, saya telah 
menerbitkan sejumlah buku dan artikel.“ Penelitian etnografis saya 
tentang komunitas pondok ini berarti bahwa saya tinggal di dalam dan 
di sekitar pesantren dan sebisa mungkin hidup sebagaimana para santri: 
Saya mengkonsumsi makanan ala kadarnya, menjaga standar pakaian 
dan kesopanan, meniru bahasa tubuh yang menunjukkan penghormatan 
kepada seorang guru, terlibat dalam obrolan sampai larut malam dan 
berpartisipasi dalam kegiatan ritual mereka." Tidak seperti kebanyakan 
penelitian antropologi, studi saya menggunakan pendekatan berbasis 
kawasan, tidak sekadar desa. Seperti yang dinyatakan Bowen, teks dan 
ritual di dalam Islam membawa para penganutnya, dan begitu juga 
peneliti etnografi (etnografer), keluar dari desa menuju kepada sebuah 


MJ. Pederson, “Masjid” and “Madrasa” dalam H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers 
(ed.), Shorter Encyclopedia of Islam (Leiden, Belanda: EJ Brill, 1953), hlm. 351, dan 
hlm. 300-310. 

? Makdisi, The Rise of Colleges, hlm. 10. 

8 Saya adalah seorang Antropolog baik dari segi training maupun 
praktik. Seorang pembacayang cerdik pasti akan melihat pengaruh disipliner 
melalui tulisan ini. 

4 Lihat Lukens-Bull, “Teaching Morality”, ibid, “Two Sides of the Same 
Coin: Modernity and Tradition”, dan ibid, A Peaceful Jihad: Negotitating Identity. 

$ Ronald A. Lukens-Bull, “Lost in a Sea of Subjectivity: The Subject Position 
of the Reseacher in the Anthropology of Islam,” Contemporary Islam: Dynamics of 
Muslim Life, 1, 2 (2007): hlm. 173-192. 
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“komunitas orang-orang beriman secara global”'S Sebuah studi regional 
memungkinkan kami untuk menjelaskan proses di luar batas-batas 
sebuah desa. Namun, pandangan ini masih terbatas dan belum mencakup 
seluruh dunia Islam. Sebagaimana keterbatasan di setiap penelitian 
lapangan, proses-proses yang saya teliti merupakan bagian dari proses 
yang lebih besar di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Di sinilah 
akhirnya saya mencoba memahami pendidikan pondok dalam perspektif 
yang lebih luas. 


Pondok Pesantren di Jawa Timur 

Pondok di Indonesia, juga dinamai dengan istilah pesantren,” usianya 
hampir sama dengan Islam “Indonesia” karena keterhubungannya dengan 
Wali Songo, (sembilan wali yang membawa Islam ke Jawa)", dan para 
Wali Songo ini juga mendirikan pesantren mereka sendiri.” Ciri khas 
dari kegiatan penyebaran Islam Wali Songo di Jawa yaitu upaya mereka 


dalam mengakomodasi budaya lokal.” Mereka sangat terkenal dengan 


'c John R. Bowen, “Discursive Monotheism,” American Ethnologist 20, 1 
(1993), hlm. 185. 

7 Pada bagian ini, saya akan menggunakan istilah yang digunakan di 
Indonesia, yakni pesantren, agar menjadi jelas bahwa penggambaran ini sesuai 
untuk kasus di Indonesia dan memerlukan investigasi lebih lanjut sebelum 
menggunakannya dalam kasus Thailand atau Malaysia. 


8 Meskipun semua Wali Songo melakukan dakwahnya di Pulau Jawa, 
mereka merangkul beragam kelompok etnis dalam tugas mereka, sehingga 
kurang pas ketika melakukan pembahasan tentang mereka hanya merujuk 
kepada pesantren Jawa atau Islam Jawa saja. Di sisi lain, penggunaan istilah 
Indonesia untuk menggambarkan mereka dalam proyek-proyek negara modern 
untuk mendapatkan kepuasan terhadap masa lalu di mana mereka tidak ada. 
Oleh karenanya, saya memberikan tanda petik untuk Indonesia. 

? Tim Penelitian IAIN Sunan Ampel, Sistem Pendidikan Pesantren Kecil 
dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Kepribadian Anak (Surabaya: Pusat 
Penelitian, 1992): Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: 
Mutiara, 1979). 

2 Dapat dikatakan, kebenaran pernyataan ini berlaku untuk sebagian besar 
Wali Songo sebab Sunan Muria, salah satu Wali Songo, dikabarkan mengikuti 
ortodoksi secara ketat dan menunjukkan sikap permusuhannya terhadap paktik 
sinkretisme yang dilakukan oleh kolega sesama wali. Lihat misalnya Theodore 
G. Pigeud dan H.J de Graaf, Islamic State in Java 1500-1700, VKI 70, 1976. 
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penggunaan wayang dan gamelan serta kentongan dan bedug sebagai 
penanda panggilan shalat. Alasan dari penggunaan kentongan dan beduk 
ini yaitu bahwa masyarakat sudah lama menghubungan antara bunyi- 
bunyian dengan pertemuan besar, sehingga dengan cara ini mereka akan 
lebih tertarik untuk menunaikan shalat.2' 

Klaim lainnya tentang pesantren menyatakan bahwa identitas 
komunitas pesantren merupakan khas Indonesia. Klaim ini dialamatkan 
kepada peran orang-orang pesantren, terutama kyai, dalam melawan 
penjajahan, Perang Kemerdekaan, dan dalam kancah politik pasca 
kemerdekaan. Banyak gerakan perlawanan sepanjang abad ke-19 yang 
dipimpin oleh kyai.? Kyai beserta santrinya banyak terlibat dalam perju- 
angan meraih kemerdekaan. Dalam sejarah yang tertulis maupun sejarah 
lisan dari berbagai pesantren menyebutkan tentang peran orang-orang 
pesantren selama periode peperangan tersebut. Misalnya, KH. Hasyim 
Asy'ari dari Tebuireng mencetuskan fatwa dalam rangka meraih kemer- 
dekaan dengan menyatakan bahwa perang melawan Belanda merupakan 
jihad dan wajib bagi setiap Muslim yang berada dalam radius 80 
kilometer dari musuh. Kyai lainnya memimpin para santri dalam perang 
gerilya. Klaim yang diterima secara luas tentang peran pesantren dalam 
peperangan ini yaitu sebuah klaim identitas: yakni, bahwa komunitas 
pesantren berjuang dengan gigih mewujudkan bangsa Indonesia. 

Bagian dari sejarah pesantren menyatakan bahwa dalam situasi yang 
tepat, kekerasan dapat digunakan. Namun, dalam wawancara, ceramah 
keagamaan dan forum-forum lain, beberapa kyai, terutama para kyai 
Nahdlatul Ulama (NU), berulang kali menegaskan bahwa keadaan saat ini 
tidak dapat disejajarkan dengan situasi saat Perang Kemerdekaan. Seiring 
munculnya kelompok-kelompok radikal di Indonesia dan keterkaitan 
mereka dengan dua lembaga pesantren, kepemimpinan NU mengambil 
jarak dari Islam radikal. Di antara strategi yang ditempuhnya yaitu 


dengan mempersempit definisi pesantren sehingga pesantren-pesantren 


2 Lukens-Bull, A Peaceful Jihad, hlm. 27. 


2 Sartono Kartodirjo, The Peasants' Revolt of Banten in 1988 (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1966). 


2 Lukens-Bull, A Peaceful Jihad, hlm. 27. 
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yang terhubung dengan kekerasan tidak masuk di dalam definisi tersebut. 

Sementara sejumlah kecil pesantren berhubungan secara langsung 
dengan kekerasan, (khususnya yang berafiliasi dengan Abu Bakar Baasyir 
dan Ja'far Umar Thalib), tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa di sana 
terdapat masalah yang lebih besar selain masuknya lembaga pendidikan 
ala Taliban dalam konteks Indonesia. 

Di Indonesia, kisah-kisah tentang keterlibatan pesantren dalam 
kekerasan (atas nama Kemerdekaan) jumlahnya tidak sebanding dengan 
kisah Wali Songo yang masyhur dalam mengakomodasi budaya lokal. 
Terutama, mereka terkenal dengan penggunaan wayang. Salah satu 
caranya yaitu dengan menafsirkan ulang epos Hindu dengan cara-cara 
islami.“ Meskipun semua Wali Songo dulunya memiliki pesantren, tidak 
ada satu pun dari pesantren Wali Songo tersebut yang bertahan sampai 
saat ini. Adalah klise untuk mengatakan bahwa di Indonesia semua 
pesantren berakar dari pesantren Wali Songo dan semua kyai dipandang 
sebagai pewaris peran mereka. 

Karena kyai dianggap mewarisi peran para wali ini, kebanyakan 
kyai mengadopsi gaya dan cara dakwah Wali Songo. Artinya, mereka 
menjumpai masyarakat sebagaimana keadaan mereka. Ketimbang 
berdakwah dengan menentang praktik-praktik populer, mereka membi- 
arkan masyarakat untuktetap melakukan praktik-praktik tersebut sembari 
berusaha mengajarkan kepada mereka cara-cara yang lebih ortodoks 
dalam melaksanakan dan memahami laku ritual tersebut. Sejarah ini juga 
berarti bahwa Islam Indonesia memiliki unsur kesalehan yang kuat, yang 
artinya bahwa tindakan kebajikan diserahkan kepada kesadaran individu 
masing-masing. Cara-cara yang ditempuh para pendakwah dan guru 
agama adalah untuk meningkatkan keimanan sehingga masyarakan akan 
terinspirasi untuk hidup sebagai Muslim yang baik. Ayat Alguran yang 
sering dijadikan rujukan dalam hal ini yaitu sebuah perintah "tidak ada 


2 Misalnya, di dalam Mahabarata, Arjuna memiliki senjata sakti yang disebut 
Kalimasada, yang oleh Muslim di Jawa diartikan dengan Kalimah Syahadat, atau 
bagian dari rukun iman. Sebagian kalangan berpendapat bahwa bentuk manusia 
yang sangat bergaya dalam wayang Jawa mencerminkan pengaruh Islam yang 
menghambat representasi artistik dari bentuk manusia. 
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paksaan dalam beragama"? Oleh karena itu, penetapan syariah sebagai 
hukum nasional melalui tangan negara telah lama ditolak oleh sebagian 
besar umat Islam di Indonesia. 


Kurikulum 

Kurikulum yang terdapat di pesantren dewasa ini dapat dibagi 
menjadi empat bidang utama: pendidikan agama (Jawa: ngaji), pengem- 
bangan karakter, ketrampilan, dan pendidikan umum (sekolah). Tiga 
bidang pengajaran yang pertama menerapkan segregasi gender secara 
ketat. Di beberapa pesantren, pendidikan umum merupakan pendidikan 
pelengkap (co-educational) dengan meniru sekolah-sekolah pemerintah, 
meskipun pada tingkat tertentu hal ini terbukti problematis. Pendidikan 
agama meliputi kajian terhadap teks-teks keagamaan, mencakup Alguran, 
Hadis dan kitab klasik, termasuk tafsir dan mistisisme (tasawuf, tarekat), 
akhlak, figih, akidah, ushuluddin, bahasa Arab (nahwu, shorof, balaghah) 
dan doa-doa wirid dan mujarobat.? 

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, dari komponen pendidikan 
agama di pesantren adalah tasawuf atau sufisme. Teks-teks utama yang 
dipelajari dan dipraktikkan, seperti zikir, menyatu ke dalam kegiatan 
sehari-hari. Sufisme yang dipraktikkan di pesantren menekankan pada 
tasawuf yang tunduk pada ajaran Islam normatif dan membuat pembedaan 
antara komponen intelektual, emosional dan kelembagaan dari sufisme.” 
Beberapa praktik sufisme yang dilakukan antara lain istighothah, dzikir, 
kegiatan bersama dalam rangka mendapatkan berkah (tahlilan, slametan, 
mujahadah—penerjemah) dan ziarah kubur. 

Di samping pendidikan agama dan pengembangan karakter, 
banyak pesantren memiliki kurikulum yang didesain untuk mengajar 


2? Alguran, 2:256. Meski ayat ini multi tafsir, kalangan Islam moderat 
menggunakannya bersamaan dengan ayat serupa untuk menolak formalisasi 
Syariah di Indonesia yang multi-agama. 


2 Martin van Bruinessen, “Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the 
Pesantren Millieu,” Bijdragen 146, 2/3 (1990), hlm. 229. 

2 Zamakhsyari Dhofier, The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai 
in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java (Tempe: Program for 
Southeast Asin Studies, 1999). 
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murid-murid mereka beragam keterampilan dan bekal pengetahuan 
untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus. Pendidikan 
umum biasanya mencakup salah satu dari dua kurikulum yang diakui 
pemerintah, kurikulum yang satu kebanyakan berisi mata pelajaran 
sekuler dan kurikulum lainnya lebih menekankan pada pengajaran 
pendidikan kegamaan. Pesantren bisa jadi tidak memiliki kedua jenis 
kurikulum ini, salah satu atau keduajenis sekolah ini di dalam lingkungan 
mereka. Pelatihan keterampilan meliputi pengelasan, bengkel, mebel, 
menjahit, komputer, menjaga toko dan keterampilan kejuruan lainnya. 
upaya pesantren mengakomodasi bidang-bidang ini dalam kurikulum 
mereka merupakan bagian dari cara menegosiasikan modernisasi dan 
globalisasi. 

Dalam diskursus di Indonesia, bagaimana sebuah pesantren 
menanggapi kondisi-kondisi di atas membawanya menjadi salah satu dari 
tiga label: salaf (tradisional), khalaf ( modern) dan terpadu. Sampai tahun 
2007, sebuah kategori baru—pondok salafi—telah muncul. Meskipun 
perbedaan ini hanya terletak pada satu huruf saja (salaf/salafi), ini 
memiliki arti yang sangat berbeda bagi orang Indonesia. Pondok salafi, 
yang diperkirakan berjumlah sekitar tiga puluhan atau lebih, mengikuti 
paham salafi/wahabi.? 

Pesantren salaf hanya memiliki pendidikan agama dan pengembangan 
karakter. Pesantren salaf sangat mempertahankan pengajaran teks-teks 
klasik sebagai pendidikan yang utama. Mereka masih mengikuti mazhab 
dan bertaglid (mengikuti otoritas klasik) yang dalam kasus Indonesia 
Imam Syafii menjadi madzhab Muslim tradisional. Pesantren khalaf 
dicirikan dengan pendidikan agama yang dilaksanakan secara eksklusif 
dalam bahasa Indonesia, dan menganggap penting pendidikan umum 
dan pelatihan keterampilan. Semakin sedikit sebuah lembaga membe- 
rikan pendidikan agama dan pengembangan karakter, semakin kecil 
kemungkinannya untuk dianggap sebagai pesantren yang sebenarnya. 
Pesantren yang paling tradisional cenderung membatasi dilakukannya 


inovasi dalam pengajaran kurikulum ini. Pesantren salaf dikenal sebagai 


2 Lukens-Bull, A Peaceful Jihad. 


2? Abdurrahman Masud, Personal Communication, Agustus 2007. 
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yang terbaik dalam pengajaran agama, atau setidaknya paling tradisional, 
sedangkan pesantren modern terkenal karena kemampuannya dalam 
mengajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pesantren modern paling 
terkemuka, pesantren Darussalam di Gontor, juga mempromosikan 
ijtihad (penafsiran mandiri) sebagai kebalikan dari taglid yang terdapat 
di pesantren salaf. Namun, sebagian pendapat mengatakan bahwa 
lulusan pesantren salaf tidak cukup siap untuk berhadapan dengan 
masalah-masalah sosial yang lebih luas dalam menghadapi perubahan di 
masyarakat. Oleh karenanya, mereka tidak siap diterima di masyarakat 
sebagaimana lulusan pesantren modern. Namun demikian, pernyataan 
ini masih diperdebatkan dan tidak bisa diterima begitu saja. Kebanyakan 
pesantren saat ini dilabeli sebagai pesantren campuran karena mereka 
mengkombinasikan dari keempat jenis kurikulum di atas. Meski begitu, 
di sana terdapat beragam variasi di dalam kategori ini. 

Tipologi pesantren di atas jauh dari kata statis, bahkan walau dengan 
mereduksi dinamika proses menjadi model statis sekalipun. Masyarakat 
Indonesia, baik di dalam maupun di luar komunitas pesantren, mencip- 
takan tipologi-tipologi ini sebagai cara untuk memudahkan dalam 
menangani perubahan yang sedang berlangsung. Namun, kenyataan 
bahwa mayoritas pesantren masuk dalam kategori terpadu menun- 
jukkan tentang sejauh mana perubahan tersebut terjadi. Banyaknya 
variasi dalam kategori tengah ini, campuran atau terpadu, menunjukkan 
secara kuat bahwa perubahan sedang berlangsung. Banyaknya pesantren 
yang mengelompokkan diri mereka ke dalam kategori terpadu ini juga 
menyiratkan tentang tingginya keinginan untuk dianggap sebagai sebuah 
lembaga pendidikan yang menyeimbangkan antara pendidikan agama 
dan tuntutan pendidikan modern. 

Karena fungsi pengasuh pesantren lebih dari sekadar melayani di 
tempat ibadah, yang memimpin umat Islam Indonesia, sangat penting 
bagi mereka untuk mempertahankan pesantren sebagai lembaga pendi- 
dikan yang layak dalam rangka mempertahankan Islam tradisional di 
Jawa. Tanpa adanya santri dalam jumlah banyak yang setia kepada seorang 
kyai, kemampuan pengasuh pesantren untuk mempengaruhi masyarakat 
akan menjadi sangat berkurang. Oleh karena itu, beberapa perubahan 
kurikulum ini berkaitan juga dengan mempertahankan pengaruh mereka 
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terhadap masyarakat.” 

Dalam konteks ini, tampaknya pesantren salaf merupakan yang 
reaksioner dan menolak akomodasi dengan modernitas—dan pada 
tingkat tertentu mungkin lebih dari itu. Namun, beberapa pesantren 
salaf yang saya kunjungi mendorong para santrinya untuk menyelesaikan 
pendidikan wajib 9 tahun sebelum belajar di pesantren. Di samping 
itu, beberapa keluarga kyai/ulama menerapkan strategi ganda untuk 
pendidikan anak-anak mereka (terutama anak laki-laki) di mana mereka 
menyelesaikan pendidikan tinggi di universitas dan kemudian mencari 
pesantren dengan pendidikan yang lebih tradisional di sebuah pesantren 
salaf. Dengan cara ini pesantren salaf menjadi bagian dari keseluruhan 
strategi masyarakat pesantren untuk mempertahankan tradisi sekaligus 
beradaptasi dengan modernitas.” Karena sikap terhadap modernitas 
ini, sangat kecil kemungkinan bagi pesantren salaf untuk menunjukkan 
kecenderungan ke arah radikalisme dan kekerasan. 

Setelah memberikan gambaran tentang pesantren di Indonesia 
berdasarkan penelitian selama puluhan tahun, pada bagian berikutnya 
makalah ini beralih ke lembaga serupa yang terdapat di Thailand. Setelah 
meninjau literatur tentang pondok di wilayah perbatasan provinsi- 
provinsi Thailand bagian selatan, makalah ini kemudian beralih ke data 
etnografi dari Thailand Selatan bagian atas. 


Pondok di Pattani 

Karya terlengkap danterpenting tentang pondok di Thailand yaitu The 
Pondok and Madrasah in Pattani-nya Hasan Madmarn. Madmarn membagi 
kegiatan keseharian di pondok tradisional menjadi tiga sesi. Sesi pagi hari 
dimulai sehabis shalat Subuh. Sesi ini kurang lebih berlangsung selama 
dua jam dengan guru ngaji membacakan dua macam kitab.? Setelah 
kajian ini, para siswa mengambil jatah sarapan. Setelah itu, para siswa 
pemula belajar kitab kepada salah satu pembantu guru utama (tok guru). 


30 Luken-Bull, A Peaceful Jihad, hlm. 69. 
1 Tbid. 


2 Hasan Madmarn, The Pondok and Madrasah in Pattani(Bangi: Penerbit 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), hlm. 62. 
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Selepas shalat Dzuhur, sesi kedua dimulai dan berakhir sampai dengan 
shalat Asar. Adapun sesi terakhir dilaksanakan setelah shalat Magrib dan 
berlangsung sampai shalat Isya. Madmarn tidak melakukan pembedaan 
dalam hal metode atau materi kajian dari ketiga sesi tersebut. Selepas 
shalat Isya, sejumlah siswa terlihat sedang berusaha untuk menghafalkan 
pelajaran yang didapat selama seharian.” 

Madmarn membuat pembedaan antara sistem pembelajaran 
pondok dan sistem pembelajaran madrasah. Bagi Madmarn, pembela- 
jaran pondok dicirikan dengan para siswa yang duduk melingkari guru 
yang sedang mengajar. Pembelajaran pondok tidak menggunakan papan 
tulis, meja atau perlengkapan pendidikan ruang kelas lainnya. Tidak ada 
penilaian, tidak ada ujian atau tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk 
mengukur kemajuan siswa. Madmarn mendefinisikan pembelajaran 
madrasah hanya dengan menyatakan bahwa madrasah tidak sama dengan 
sistem pondok dan sejenisnya yang terdapat di negara-negara Muslim.“ 
Dia juga menyatakan tentang pembedaan yang ada di Indonesia, di mana 
madrasah diartikan sebagai sekolah agama, biasanya merupakan sekolah 
siang hari, menggunakan sebuah ruangan kelas “modern” (meja, kursi, 
dan papan tulis) dan struktur sekolah (tingkatan kelas atau penilaian). 
Meskipun pemahaman lokal tentang madrasah, pondok (atau pesantren) 
masih termasuk dalam konsep madrasah pan-Islam,“ sesuatu yang diakui 
Madmarn sendiri.” 

Sebagaimana penjelasan Madmarn, terlihat dengan jelas bahwa 
sistem pengajaran madrasah merupakan cara yang ditempuh umat 
Islam di Thailand menghadapi tantangan dari campur tangan kurikulum 
pemerintah. Dengan UU 15 (2) 1982, pemerintahan Thai meningkatkan 
serangkaian upaya untuk menjadikan pendidikan Islam berada di bawah 
kontrol pemerintah. Kementerian Pendidikan secara khusus menerapkan 
tiga macam strategi. Pertama, mendorong semua pondok terdaftar 


38 Ibid., hlm. 62-66. 
34 Ibid., hlm. 21. 


5 Sayangnya, ini adalah kasus lain dari perbedaan makna yang ditandai 
dengan satu huruf. 


36 Madmarn, The Pondok and Madrasah, hlm. 55. 
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secara resmi dan oleh karenanya diakui secara hukum. Artinya, semua 
pondok yang tidak terdaftar akan menjadi illegal. Kedua, pondok yang 
telah terdaftar didorong untuk bertransformasi menjadi sekolah Islam 
swasta. Adapun strategi ketiga yakni dengan melarang pembangunan 
setiap pondok baru.” Pada 1987, jumlah tahun wajib belajar dinaikkan 
dari enam menjadi sembilan tahun, dengan harapan semakin banyak 
waktu dihabiskan di sekolah berarti semakin besar pula wewenang 
untuk mengatur mereka termasuk dalam hal mengajarkan bahasa Thai 
dan pengetahuan umum serta kompetensi mereka." Umat Islam di 
Thailand bagian selatan pun beranggapan bahwa semua ini merupakan 
bagian dari strategi pemerintah untuk mengasimilasi mereka dan pada 
akhirnya membuat mereka tidak lagi menjadi Muslim.” Hal ini menjadi 
pernyataan yang berlebihan untuk mengalamatkan kekerasan yang terjadi 
semata-mata disebabkan oleh sentimen terhadap kebijakan pemerintah, 
tetapi cukup beralasan untuk memasukkan kebijakan-kebijakan tersebut 
sebagai faktor pendukung timbulnya kebencian kepada kebijakan yang 
dikendalikan Bangkok. 

Kehadiran sistem madrasah dengan menyelenggarakan ujian, 
penilaian dan kelulusan menjadikan para pelajar Muslim Thailand dapat 
belajar di universitas-universitas Timur Tengah seperti al-Azhar, Sesuatu 
yang tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem pengajaran pondok tradi- 
sional karena untuk dapat belajar ke luar negeri dibutuhkan akreditasi 
dan dokumen-dokumen terkait. 

Dari penjelasan Madmarn dan literatur lain tentang pondok di 
Thailand selatan, begitu juga dengan percakapan bersama peneliti lain 
yang meneliti di daerah tersebut termasuk Chris Joll dan Che Husna di 
Universiti Kebangsaan Malaysia, diketahui bahwa di sana terdapat dua 
macam sekolah Islam di Thailand selatan. Pertama yaitu pondok yang 
menggunakan sistem pengajaran pondok. Dan kedua yakni sekolah Islam 


yang pengajarannya berdasarkan pada kurikulum pemerintah Thailand. 


7 Ibid., hlm. 72. 
3 Ibid., hlm. 75. 
3 Ibid., hlm. 76. 
“0 Ibid., hlm. 81. 
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Nampaknya, di wilayah selatan ini, setidaknya, tidak ada ruang bagi sistem 
pendidikan hibrida. Namun, sebuah institusi hibrida, sebagaimana yang 
banyak ditemukan di Jawa, terdapat di Nakhon Sri Thammarat (NST). 


Pondok di Thailand Selatan bagian Atas" 

Dua pondok telah dikunjungi di NST. Pondok yang pertama cukup 
sederhana dan berukuran sedang. Pondok ini tidak mengikuti kurikulum 
pemerintah dan inilah yang disebut sebagai pondok salaf di pulau Jawa. 
Hal ini selaras dengan literatur yang ada: mengikuti kurikulum umum dari 
pemerintah berarti melepaskan pendidikan tradisional pondok. Adapun 
pondok satunya lagi yang dikunjungi berkebalikan dengan literatur 
tentang pondok tradisional ini. 

Pondok Ban Tan, biasa disebut juga sebagai “pondok Dr. Surin” karena 
hubungannya dengan Surin Pitsuan (MP, mantan Menteri Luar Negeri 
Thailand dan sekarang Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara), menerapkan kurikulum Kerajaan Thai sekaligus pendi- 
dikan pondok tradisional. Meskipun Surin tidak terlibat dalam kegiatan 
sehari-hari di pondok, para pengelolanya menyebut Surin sebagai 
dermawan dan sponsor pondok. Ibu kandung Surin sendiri menempati 
posisi sebagai kepala sekolah. Salah satu putranya yang lain menjadi 
responden utama dalam penelitian ini: namun, sebagaimana penelitian 
di kawasan ini, hal ini dilakukan dengan membentuk forum pertemuan 
kecil dan berdialog termasuk melibatkan sejumlah pengajar dan anggota 
keluarga. 

Sekolah ini berdiri 64 tahun silam oleh kakek buyut Surin dan saat 
ini dipimpin oleh ibunya, yang biasa dipanggil “Mama” oleh semua warga 
pondok. Secara keseluruhan terdapat sekitar 1.300 siswa baik laki-laki 
maupun perempuan yang bersekolah dan tinggal di Pondok Ban Tan. 
Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, Pondok Ban Tan baru memasukkan 
kurikulum yang diakui pemerintah. Hal ini cukup mengejutkan karena 


pada tahun-tahun tersebut memasukkan pendidikan sekuler di pesantren 


“4 Penelitian yan didiskusikan pada bagian ini dilakukan dengan 
mendapatkan hibah dari Fulbright Senior Specialist Grant yang menempatkan 
penulis di Universitas Walailaik di NST. 
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telah meluas di Indonesia. Penelitian saya menunjukkan bahwa perubahan 
ini sebagian didorong oleh keinginan orang tua kepada anak-anak mereka 
agar memiliki pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan yang kuat serta 
memiliki pendidikan (umum) yang sesuai bagi mereka di pasar modern 
yang sedang berkembang. Hefner mengamati bahwa keinginan untuk 
mengenyam pendidikan ganda ini ditemukan di seluruh dunia Islam 
kontemporer. Sehingga cukup beralasan untuk mengasumsikan bahwa 
Pondok Ban Tan menanggapi tuntutan serupa. 

Seorang staf di pondok mengatakan bahwa kebanyakan orang tua 
Muslim menginginkan anak mereka belajar di pondok karena mereka 
tidak memiliki pengetahuan keislaman yang memadai dan tidak ingin 
anak mereka menjadi seperti mereka. Biaya pendidikan menjadi 
dorongan lainnya karena pendidikan di pondok relatif murah: 200 baht 
(sekitar US $ 6) per semester untuk sekolah kurikulum umum dan tidak 


ada biaya untuk pendidikan kitab. 


Konteks Lokal dan Nasional 

Tidak seperti di Bangkok, di mana ekspresi identitas keislaman di 
ruang publik seperti masjid, warung makan Muslim, dan perempuan 
berhijab tenggelam di tengah lautan Buddhisme, kultus-kultus Buddhis, 
dan kapitalisme global dengan segala kemegahannya, di NST keberadaan 
umat Islam terasa begitu nyata. Pada hari Jumat, para Muslim lekaki 
berjalan ke masjid dengan mengenakan pakaian shalat terbaik mereka. 
Muslim perempuannya berhijab secara regular dan di setiap food court 
besar setidaknya ada satu warung Muslim. Selain itu, tidak seperti di 
Pattani, masyaarakat Muslim di NST tidak memiliki hubungan yang kuat 
dengan identitas Melayu, banyak Muslim di tempat ini hanya berbicara 
dalam bahasa Thai. NST merupakan bekas wilayah kerajaan Islam yang 
besar dan juga menjadi titik masuk agama Buddha ke Thailand. Saat ini, 
sekitar 10 persen dari penduduknya beragama Islam. 

Karena mereka hidup di negara mayoritas Budhha, umat Islam 


2 Robert Hefner dan Muhammad Oasim Zaman (ed.), Schooling Islam: 


Modern Muslim Education (Princeton: Princeton University Press, 2006). 
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menghadapi sejumlah permasalahan tertentu. Satu satunya yaitu 
terkait dengan interaksi laki-laki-perempuan. Segregasi gender secara 
penuh di lembaga pendidikan merupakan praktik yang dianggap tidak 
relevan karena hal ini tidak sesuai denga realitas kehidupan sosial yang 
bakal dihadapi siswa di mana mereka hidup. Oleh sebab itu, di Pondok 
Ban Tan siswa laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan dalam pembela- 
jaran kelas mereka. Selama pembelajaran kelas kurikulum nasional, siswa 
laki-laki dan perempuan duduk di dalam kelas yang sama dengan masing- 
masing mengisi sisi yang berbeda. Saat saya mengamati pelajaran agama 
(bagian dari kurikulum nasional), kegiatan pembelajarannya diseleng- 
garakan di musala dengan siswa laki-laki dan perempuan duduk di sisi 
yang saling berlawanan dengan tanpa pembatas di antara keduanya. 
Sementara itu, selama pelajaran kitab, sebuah tirai dipasang antara siswa 
laki-laki dan perempuan. Tidak seperti pondok di Indonesia, di pondok 
ini tidak terdapat dinding pemisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi 
hanya dipisahkan oleh jarak tertentu atau semacam “tanah tak bertuan”. 
Seorang pengurus pondok mengatakan bahwa mereka menciptakan 
dinding di dalam hati para siswanya. 

Alasan pondok tidak memisahkan mereka secara rigid adalah karena 
pemisahan semacam itu sama sekali tidak sesuai dengan realitas di masya- 
rakat. Para pengajar mengatakan kepada penulis bahwa di Thailand, 
sebagai minoritas Muslim, adalah tidak mungkin untuk melakukan 
segregasi gender seperti di Arab Saudi. Ketika para siswa telah lulus 
sekolah, mereka harus berinteraksi dengan lawan jenis mereka. Oleh 
sebab itu, pondok berkewajiban mengajarkan kepada mereka tentang 
bagaimana mereka menempatkan diri. Saya mendengarkan pernyataan 
serupa di Tebuireng, pondok paling terkenal di Jawa, untuk menjustifikasi 
pencampuran siswa ini di sekolah “sekuler” mereka. Namun demikian, 
kebanyakan pondok lain di Jawa menolak argumen semacam itu. 


48 Tidak seperti di Indonesia di mana Islam ada di hampir setiap daerah, 


Islam di Thailand menjadi penghuni di wilayah bagian selatan yang dikenal 
dengan Pattani, sementara mayoritas rakyat Thailand beragama Budhha. Muslim 
Pattani Muslim Pattani dijadikan sebagai wilayah Thailand secara paksa pada 
abad ke-18 M. lihat misalnya, Azra, The Origin of Islamic Reformism in Southeast 
Asia, hlm. 122. 
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Permasalahan lainnya berkaitan sosiabilitas dan partisipasi umat 
Islam dalam kegiatan di masyarakat. Selama festival Loi Krathong yang 
diselenggarakan di sebuah universitas, organisasi-organisasi mahasiswa 
menggelar lapak jualan sebagai penggalangan dana untuk anggaran 
kegiatan mereka. Festival ini oleh sebagian besar masyarakat lebih 
dianggap sebagai acara budaya daripada acara keagamaan umat Buddhis. 
Namun, inti dari ritual ini, yakni mengapungkan sesajen di atas aliran 
sungai yang di bagian tengah sesajen tersebut diletakkan sebuah lilin, 
bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dari "Ibu Air". Dalam konteks 
ini, menariknya, umat Islam juga turut berpartisipasi dalam kegiatan 
tersebut. Ketika ditanya tentang hal ini, pengurus pondok mengatakan 
bahwa meskipun festival ini lebih bersifat budaya daripada agama, acara 
tersebut "bukanlah budaya kami" dan meskipun diperbolehkan untuk 
datang, menyaksikan dan bahkan ikut ambil bagian di dalam perayaan 
festival, tidak selayaknya bagi Muslim untuk terlibat dalam ritual tersebut. 
Sementara di sisi lain, mereka ingin terus menjaga hubungan baik dengan 
Wat setempat dan membantu secara rutin dalam membangun dan 
merenovasi kegiatan-kegiatan mereka. 

Dalam hal kurikulum, porsi untuk "sekolah" siang hari, mereka 
mengikuti kurikulum Kerajaan (pemerintah). Hal ini termasuk kelas- 
kelas pendidikan agama di dalam kurikulum kerajaan tersebut. Namun, 
karena sebagian besar siswa tinggal di pondok, mereka dapat meman- 
fatkan waktu pagi dan malam harinya untuk pembelajaran selain dari 
kurikulum pemerintah. Saat dihadapkan dengan fakta bahwa pada masa 
Soeharto pesantren di Jawa akan “melawan sistem” dan mengambil 
berbagai langkah untuk mengimbangi pandangan resmi tentang masalah 
agama, para pengurus di Ban Tan mengatakan bahwa orang-orang yang 
menulis kurikulum pemerintah juga mengikuti madzhab Syafii, sehingga 
mereka tidak memiliki konflik terkait buku pegangan (text book). Namun, 
menurut mereka, kitab jelas menjadi sumber yang lebih baik dalam 
kegiatan pengajaran. Pilihan terhadap kitab di atas buku-buku pegangan 
ini juga ditemukan di seluruh pesantren di pulau Jawa. 

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang aktivitas pendidikan 
di Ban Tan, ada baiknya untuk meninjau jadwal keseharian di lembaga 
pendidikan ini sebagai berikut: 
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Gambar 2: Aktivitas Harian di Pondok Ban Tan 


Waktu Kegiatan 
05:30 Shalat Subuh 
06:00-06:30 Pelajaran Alguran 
07:20 Upacara bendera— pengurus mengatakan 


bahwa upacara ini pada dasarnya sama 
dengan yang dilakukan di sekolah negeri atau 
Budhhis, tetapi ada sedikit perubahan dengan 
adanya doa Islam sebelum upacara 


07:30 Pengajian singkat untuk mendorong siswa 
memahami prinsip-prinsip Islam 

07:45 Kajian Alguran dari “Mama” melalui sistem 
PA 


08:00-10:30 Kelas mata pelajaran agama. Pengajaran ini 
merupakan bagian dari kurikulum nasional 
10:30-16:30 Pendidikan umum—matematika, bahasa, 
sains, termasuk pelajaran Melayu 

Tengah Hari | Istirahat untuk shalat Dzuhur dan makan 


siang 

16:30 Shalat Asar 

16:45 Waktu rehat untuk siswa dan persiapan untuk 
makan 

18:30 Shalat Maghrib 

18:30 Pelajaran Kitab 

20:00 Shalat Isya 


Dari jadwal di atas terlihat bahwa antara jam 8 pagi sampai 16:30, 
mereka mengikuti kurikulum resmi untuk sekolah Islam. Namun, pada 
pagi hari dan malamnya digunakan untuk pendidikan pondok tradi- 
sional dengan kajian kitab klasik. Jadwal ini sangat mirip dengan pola 
umum pondok terpadu di Jawa. Selanjutnya, siswa yang telah menye- 
lesaikan pendidikan pemerintah, mereka mengambil pelajaran penuh 
untuk kitab klasik. Sekitar lima persen dari siswa yang telah lulus tetap 
tinggal di pondok untuk mempelajari kitab dalam rangka mempersi- 
apkan diri mereka untuk menjadi ulama atau imam (Tok Alim dan Tok 
Imam). Dalam hal ini, pondok Ban Tan serupa dengan banyak pondok 
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di Jawa yang menambahkan pelajaran sekuler, sejumlah siswa terpilih 
tetap tinggal di pondok setelah lulus untuk menyelesaikan pendidikan 
pondok tradisional. 


Pelajaran Kitab 

Kitab yang dipelajari di Ban Tan dapat dikelompokkan ke dalam 
kitab-kitab Jawi (bahasa Melayu dalam aksara Arab) dan kitab-kitab 
berbahasa Arab dengan makna gandul Jawi. Kelompok pertama oleh 
Madmarn disebut sebagai “Kitab Jawi” kemungkinan ditulis oleh 
ulama Pattani, meskipun tidak ada judul-judul yang dapat dikorelasikan 
dengan sebagian besar judul yang diidentifikasi oleh Madmarn.“ Karena 
kebanyakan siswa tidak fasih berbahasa Melayu, setelah dibacakan 
makna Jawinya, penjelasan terhadap isi kitab juga disampaikan melalui 
bahasa Thai. Hal serupa juga terjadi di Jawa, di mana makna teks-teks 
Arab diberi makna dalam bahasa Jawa dan kebanyakan siswa yang 
berasal dari luar Jawa tidak dapat berbicara dalam bahasa Jawa. Jadi, 
di kedua tempat tersebut, pelajaran kitab diajarkan dalam tiga bahasa:: 
Arab, Jawa atau Jawi, dan Indonesia atau Thai. 

Kitab memiliki posisi yang sangat penting di lembaga pendidikan 
ini dan pelajaran kitab inilah yang menjadikan mereka sebagai Muslim. 
Pengelola pondok menjelaskan bahwa sistem pendidikan di pondok, 
dengan menggunakan kitab, menanamkan keimanan yang sangat kuat 
dan mentransmisikan "pengetahuan" yang lebih baik daripada buku 
modern. Penekanan pada kitab ini sangat paralel dengan yang terdapat 
di dalam pesantren di Jawa. Seperti yang dikatakan salah satu pengelola 
Ban Tan, “Kitab adalah pedoman hidup bagi umat Islam”. 


Gambar 3: Pengajaran Kitab di Pondok Ban Tan 


Kitab Pelajaran Bahasa 
Sabilillah Figh Jawi 
Idul Hunbah Hukum pernikahan dan Jawi 
Hubungan suami-istri 


4  Madmarn, The Pondok and The Madrasah, hlm. 17. 
45 Tbid., hlm. 23-32. 
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Bayut Tun Figh dan Tauhid Jawi 
Mutalain Figh Jawi 
Panawar Akhlak Jawi 


Yahul Marhuba | Tasawuf Syafiiyah dasar tanpa | Jawi 
tarekat tertentu 


Tafsir Jalalaen Tasfsir Alguran Arab/Jawi 

Tafsir Nur Yasin | Tafsir Alguran Arab/Jawi 

Riyadus Sholihin | Hadits (Bukhari-Muslim) Arab/Jawi 

Pahwaki Nahwu Shorof (gramatika Arab/Jawi 
bahasa Arab) 


Para siswa tingkat lanjut di pondok akan mengajar murid yang lebih 
muda sebagaimana lumrahnya sistem pondok di tempat lainnya, tetapi 
terdapat tekanan yan cukup besar dari pemerintah untuk mengubah 
kondisi ini. Siswa tingkat lanjut yang ingin menjadi pemuka agama akan 
menghabiskan waktu dua tahun lagi untuk mempelajari kitab di pondok 
ini. Setelahnya, kebanyakan siswa belajar lagi untuk waktu tiga tahun 
atau lebih di provinsi lainnya di Thailand selatan. Sebagian lainnya ada 
yang pergi ke Kairo, Madinah, Malaysia, dan bahkan ke Indonesia. 

Karena terjadinya kerusuhan di wilayah selatan, pemerintah 
Thailand meningkatkan upayanya dalam mendaftarkan semua pondok 
dan menempatkannya di bawah regulasi pemerintah. Di antara hasil 
dari meningkatnya campur tangan pemerintah dalam arena pendidikan 
ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran penggunaan bahasa yang 
mencolok di NST. Pengelola di pondok BanTan menyatakan bahwa semua 
Muslim dari NST berasal dari Kedah, Kelantan, atau Perlis di Malaysia 
atau dari Pattani. Dalam kurun tiga generasi, telah terjadi pergeseran 
kebahasaan yang mana generasi kakek-nenek mereka hanya berbicara 
dalam bahasa Melayu, sedangkan anak-anak mereka berbicara Melayu 
dan Thai, dan cucu mereka hanya berbicara dalam bahasa Thai. Mening- 
katnya campur tangan sistem pendidikan Thailand adalah penyebab 
utama terjadinya pergeseran ini. Sebagian besar warga di pondok Ban 
Tan juga lebih banyak yang dapat berbahasa Inggris daripada berbahasa 
Melayu. Pergeseran linguistik yang cepat ini merupakan kajian yang 


menarik terutama bagi para ahli bahasa. 
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Kesimpulan: Penelitian pada Masa Mendatang 

Dari keseluruhan diskusi di atas menunjukkan dengan jelas tentang 
pentingnya penelitian lanjutan yang membahas tentang persamaan dan 
hubungan antarpondok di seluruh kawasan Asia Tenggara. Utamanya 
terdapat empat area studi yang dapat dikembangkan. Pertama, yakni 
mengkaji secara mendalam tentang sejarah pendidikan pondok di 
masing-masing negara. Meskipun sejumlah penelitian telah dilakukan 
yang menunjukkan hubungan langsung pada periode sejarah kedatangan 
Islam (yaitu sebelum abad kesembilan belas) di kawasan ini, pembahasan 
tentang hubungan ini pada periode kontemporer akan sangat berguna. 
Pertama yaitu hubungan yang terbentuk dari para siswa pondok di 
Thailand yang menempuh studi baik di Malaysia maupun Indonesia. 
Hubungan lainnya muncul dari hubungan pertemanan sesama pelajar 
dari kawasan ini yang belajar di Al-Azhar atau lembaga pendidikan di 
Timur Tengah. Kedua, mengkaji tentang muatan kitab-kitab yang dipel- 
ajari di seluruh kawasan ini. bagaimanakah hubungan antara Kitab 
Jawi di Thailand bagian selatan dan Malaysia dengan Kitab Kuning di 
Jawa? Ketiga, mengkaji tentang bagaimana konteks lokal dan nasional 
telah membentuk pondok secara berbeda akan berkontribusi pada 
pemahaman teoritis tentang bagaimana Islam lokal dan Islam Universal 
saling berinteraksi. Terakhir, pentingnya untuk mengkaji tentang asumsi 
bahwa pondok di seluruh kawasan ini mengalami radikalisasi. Data 
yang terkumpul sampai saat ini tidak menunjukkan bahwa hal ini bukan 
merupakan gejala atau tren yang terjadi secara luas melainkan tetap 
menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. 
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PRESIDEN, KHALIFAH, ATAU 
WALI?: KONSEP KEPEMIMPINAN 
PASCA-SUHARTO INDONESIA 


Abstrak 

Selama 53 tahun kemerdekaan Indonesia, 
beberapa teori kepemimpinan tradisional Jawa 
beserta seperangkat simbol yang menyertainya 
merupakan sesuatu yang penting dalam melegitimasi 
rezim penguasa. Presiden Indonesia saat ini (baca: 
Abdurrahman Wahid) merupakan pemimpin yang 
dipilih dalam cara yang paling demokratis. Dia juga 
merupakan seorang kyai, pemimpin Islam tradi- 
sional yang merupakan gabungan dari ahli hukum 
(figih), tasawuf, dan pendidik. Belakangan, terdapat 
pandangan sinis terkait digunakannya model-model 
kepemimpinan tradisional dalam kepresidenan 
dan terdapat kehendak kuat untuk mengubahnya 
menjadi sebuah pemerintahan yang terbuka, trans- 
paran, dan anti-korupsi. Dalam konteks ini, makalah 
ini mendedah persinggungan antara dua model 
kepemimpinan tersebut di dalam diri Abdurrahman 
Wahid: kyai dan presiden. Bagian yang menarik 
yakni tentang bagaimana kedua model kepemim- 
pinan ini berkontestasi, apakah kelompok-kelompok 


lain memahami tentang kedua konsep kepemim- 
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pinan tersebut dan bagaimana mereka mengkombinasikan keduanya 
dengan baik atau sebaliknya. Makalah ini akan menyoroti tentang 
konsep kyai berdasarkan sudut pandang kelompok Islam tradisional dan 
memberikan perhatian tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat di 
dalamnya. Di sana terdapat dimensi-dimensi kepemimpinan “kyai” yang 
tidak selaras dengan demokratisasi—gagasan bahwa kyai merupakan 
raja kecil di pesantren dan di mata para pengikutnya. Proses demokra- 
tisasi juga dimulai dengan mengubah gagasan tentang kepemimpinan 
kyai termasuk tuntutan tentang pertanggungjawaban keuangan (fiskal). 
Secara teoritis, makalah ini akan membicarakan tentang pergeseran 
gagasan mengenai kepemimpinan di tengah krisis politik, ekonomi, dan 


sosial. 


Pengantar 

Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid, lebih populer 
dipanggil Gus Dur, dilantik sebagai presiden keempat Republik 
Indonesia. Peristiwa ini mengejutkan banyak pengamat, termasuk para 
ilmuwan politik terkemuka yang banyak memberikan pernyataannya 
dalam serial "Newshour with Jim Lehrer” pada hari pelantikan tersebut. 
Hal yang mengejutkan yaitu kurangnya pemahaman tentang konsep 
kepemimpinan keagamaan di Indonesia. Hal yang cukup mengejutkan 
bagi pengamat luar terjadi pada pada Juli 2021 ketika Gus Dur dileng- 
serkan dari jabatannya sebagai presiden. 

Meskipun pembagian tiga kategori masyarakat Jawa oleh Clifford 
Geertz (1960) menjadi abangan, santri, dan priyayi tidak lagi diterima 
oleh para pengkaji Jawa dan Islam Indonesia, implikasi politik dari 
pembelahan ini tampaknya tetap bertahan. Geertz tidak hanya menghu- 
bungkan masing-masing kelompok dengan praktik keagamaan tertentu 
saja, tetapi juga meliputi aspirasi politik mereka, sehingga dinyatakan 
bahwa terdapat kedekatan antara praktik keagamaan dan aspirasi politik 
(1960: 40-41, 112-113, 352). Hal ini sangat berguna bagi para sarjana yang 
ingin mengkaji tentang perilaku politik (Benda 1958, Anderson 1972), 
dengan menggunakan orientasi keagamaan dan variabel independen 
guna menjelaskan tindakan politik sebagai sebuah variabel dependen 


(tidak berdiri sendiri). 
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Makalah ini menggambarkan tentang diskursus seputar kepresi- 
denan Gus Dur. Sebagai negara demokrasi baru dan negara mayoritas 
Muslim (» 8096), terdapat wacana dan perdebatan sosial yang signifikan 
tentang kepemimpinan, politik, dan kebangsaan. Abdurrahman Wahid 
merupakan seorang kyai, pemimpin Islam di Jawa yang menguasai ilmu 
keagamaan (ulama) dan tasawuf dari guru sufi (syekh). Dia juga memiliki 
komitmen yang tinggi pada cita-cita pluralisme dan demokrasi. Sejumlah 
pengikutnya menganggap Gus Dur sebagai seorang wali hidup. Sebagian 
mengakuinya sebagai kyai, tetapi berdalih bahwa tidak selayaknya 
kyai menempati kantor kepresidenan. Sebagian lainnya lagi menilai 
Gus Dur berdasarkan pada standar teks-teks figih, meskipun secara 
umum mereka menolak teks-teks kitab kunig sebagai sumber otoritas 
keagamaan. Juga terdapat sebagian orang yang enggan mengakui Gus 
Dur sebagai seorang kyai dan menepis seluruh pertanda ke-kyai-an yang 
ada dalam dirinya. Lebih lanjut mereka mengklaim bahwa dia hanya 
memanfaatkan simbol-simbol kyai untuk melegitimasi ketokohannya di 
hadapan rakyat. 

Penelitian ini dimulai di komunitas yang berafiliasi dengan 
Nahdlatul Ulama (NU) dan disebut dunia pesantren karena keterkaitan 
yang erat antara NU dengan lembaga pendidikan Islam yang disebut 
pesantren. Hal yang menarik yaitu bahwa di dalam komunitas ini 
terdapat keragaman opini yang signifikan tentang Gus Dur. Seluruh 
pesantren menyetujui bahwa dia adalah seorang kyai dan sedikit di 
antaranya yang tidak menganggap penting adanya kekuatan-kekuatan 
magis dalam dirinya (meskipun sebagian orang mengklaim adanya 
agnotisisme tentang komunitas pesantren ini). Selai itu, keragaman 
pendapat ini juga terjadi dalam hal ke-kyai-an Gus Dur di kantor kepre- 
sidenan dan bahkan dalam pilihan hubungan antara agama dan negara. 
Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu keluar dari komunitas ini dan 
melakukan wawancara kepada anggota berbagai kelompok oposisi. Hal 
menarik dalam hal ini yaitu adanya keragaman pandangan baik di antara 
sesama kelompok oposisi maupun pandangan yang tumpang tindih 
dengan yang ada di komunitas pesantren. 

Makalah ini bukan merupakan sebuah analisis politik. Melainkan 
sebuah kajian tentang dimensi-dimensi simbolik dan metafora dari 
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wacana kepemimpinan. Selain itu, perdebatan tentang makna dari 
pernyataan politik dan persaingan ideologi bukanlah epiphenomena di 
dalam politik, melainkan politik itu sendiri (Fairclough 1989: 23, Kertzer 
1988: 2, Cohen 1979, Paine 1981: 5, Sederberg 1984: 7, Urban 1991: 12). 
Setelah mendiskusikan kategori budaya kyai dan bagaimana ke-kyai- 
an diperdebatkan dan dikonstruksi sebagai sebuah kategori umum, 
makalah ini akan beralih untuk mendiskusikan tentang bagaimana 
model kepemimpinan tradisional berinteraksi dengan kepemimpinan 
kepresidenan, model kepemimpinan demokratis pada masa kepresi- 
denan Abdurrahman Wahid. 


Kategori Kultural tentang Kyai 

Istilah “Kyai” di dalam bahasa Jawa digunakan dalam beberapa cara. 
Namun, semua penggunaan istilah ini bertujuan untuk menunjukkan 
bahwa sesuatu atau seseorang memiliki kualitas kekuatan yang luar biasa 
(gaib). Seorang kyai mengatakan bahwa secara kebahasaan istilah kyai 
berasal dari bahasa Jawa “iki wae”, yang olehnya diterjemahkan menjadi 
“yang ini saja”, yang menunjukkan bahwa “kyai” merupakan suatu keisti- 
mewaan karena mereka dipilih oleh Allah. Meski demikian, istilah “kyai” 
dapat juga diterapkan kepada selain manusia, terutama beberapa benda 
pusaka kerajaan Jawa yang disebut kyai, meliputi keris dan kereta kuda 
yang digunakan oleh keluarga keraton. Dikatakan juga bahwa istilah 
“Ki” secara kognitif maupun semantik berhubungan dengan istilah kyai 
dan sementara istilah kyai disematkan kepada sosok yang diagungkan 
di dalam masyarakat Islam (lihat. Muhaimin 1995: 123), istilah ki ini 
biasanya disematkan kepada sosok dalang di dalam pertunjukan wayang. 

Istilah kyai dapat digunakan baik sebagai sebuah kategori maupun 
individu di dalam kategori tersebut (lihat Gambar 1). Istilah kyai juga 
digunakan sebagai sebuah nama panggilan yang dialamatkan kepada 
sosok tertentu di dalam kategori kyai. Tidak semua individu yang 
tercakup di dalam kategori ini disebut dengan panggilan kyai. Putra 
kyai disebut dengan panggilan “gus,” untuk mengakui status mereka 
sebagai anggota dari kategori kyai, sebagai putra dari kyai, dan sebagai 
pengakuan bahwa mereka tidak berhak mendapatkan gelar kyai di dalam 
diri mereka. Istri dan putri kyai juga masuk di dalam cakupan kategori 
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ini, istri kyai dipanggil dengan sebutan “nyai” dan putri kyai dengan 
istilah “ning”. Banyak nyai yang dikenal karena penguasaan mereka 
atas teks-teks keagamaan dan kemampuan mereka di dalam mengajar 
(sebagian besar, jika tidak seluruhnya, hanya mengajar kepada murid 
perempuan) dan keahlian khusus mereka dalam praktik penyembuhan 
orang sakit. Oleh karena itu, nyai tercakup ke dalam kategori kyai. 

Selain kyai, terdapat pemimpin keagamaan lainnya, yang posisinya 
berada di bawah kyai di dalam kepemimpinan keagamaan di Jawa. 
Pertama, yakni ustaz yang biasanya merupakan santri senior (murid 
di pesantren) yang hampir seluruhnya di bawah otoritas seorang kyai. 
Kedua, imam masjid, yang memimpin jalannya ibadah dan bertanggung 
jawab mengelola masjid termasuk mendistribusikan zakat yang 
terkumpul di sana, meski demikian mereka tidak menjadi pemimpin 
komunitas yang memiliki pengaruh signifikan. Ketiga, orang-orang yang 
mengajarkan pengetahuan dasar tentang alguran (guru ngaji). Terakhir, 
terdapat mubaligh atau penceramah, yang bisa jadi tidak dianggap 
sebagai kyai. 


Kontestasi dan Konstruksi ke-Kyai-an 

Gelar “Kyai” bukan berasal dari instansi resmi, melainkan pemberian 
dari masyarakat. Namun, merupakan hal yang melanggar etiket sosial 
untuk memakai gelar kyai ini dalam diri seseorang setidaknya ketika 
posisi sebagai kyai ini telah dikukuhkan secara mapan kepada sosok 
tertentu. Karena otoritas seorang kyai diberikan oleh para pengikutnya, 
terjadi sebuah proses dialektika tentang klaim, evaluasi, dan kontra- 
klaim. Proses ini umumnya berfokus pada kyai tertentu, perilaku 
mereka, dan pekerjaan mereka di dalam sebuah wacana umum mengenai 
apakah yang dimaksud dengan kyai dan bagaimana apa yang seharusnya 
dilakukan oleh kyai, yang meliputi empat komponen berikut: lembaga 
minimum, ilmu, kekuatan spiritual, dan akhlak. Namun, moralitas atau 
akhlak merupakan komponen terpenting karena ilmu dan kekuasaan 
berkaitan dengannya. Ilmu yang melahirkan akhlak atau justru ilmu 
yang tidak benar. Kekuatan spiritual berasal dari karomah (hubungan 
dekat dengan Tuhan) yang muncul dari ketaatan dalam beragama dan 


akhlak. Dan meskipun putra kyai diharapkan memiliki standar moral 
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yang lebih tinggi, tidak selamanya hal demikian berlaku secara umum. 
Oleh karena itu, tidak semua putra kyai mencapai ilmu dan barakah 
(keutamaan, tetapi dengan kualitas eksistensial) yang diperlukan untuk 
dianggap sebagai kyai. 

Terdapat prasyarat moral dan intelektual tertentu untuk menjadi 
seorang kyai dan cara-cara tertentu di mana moralitas dan keilmuan 
kyai termanifestasi dalam diri mereka. Sejauh mana kebebasan untuk 
terlibat dalam wacana tentang persyaratan ini dapat menjadi ukuran 
apakah kita dapat mempertimbangkan intelektual kyai dalam pengertian 
Gramscian, yaitu anggota kelas yang muncul untuk membela kepen- 
tingan kelasnya atau mereka justru menjadi kelas elite di masyarakat. 
Khususnya, bagaimanapun, bahwa klaim tentang gelar "kyai" berasal 
dari masyarakat merupakan kebalikan yang didesain untuk menghi- 
dupkan masyarakat dan bersikap anti-struktur dan oleh karenanya 
mempertahankan struktur tersebut (cf. Turner 1969). 


Minimum Kelembagaan 

Dalam mendefinisikan peran dan karakter dari kyai, memimpin 
atau memiliki sebuah pesantren merupakan sesuatu yang penting 
(Dhofier 1999: 31, 39). Kyai yang tidak memiliki pesantren merupakan 
hal yang langka dan kyai yang sudah eksis biasanya dalam proses mendi- 
rikan sebuah pesantren, seperti penceramah ternama KH. Zainuddin 
MZ yang sedang merintis pesantren selama penelitian lapangan ini, atau 
terdapat pesantren yang mana mereka menjadi bagian dari pemiliknya. 
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah contoh dari kasus yang 
kedua ini dan memiliki pesantren yang diatribusikan baik secara literal 
maupun metaphor kepadanya. Secara literal, dikatakan bahwa dia 
menjadi pengasuh baik di sebuah pesantren kecil di dekat rumahnya di 
Jakarta Selatan atau pengasuh Tebuireng (hal ini merupakan pernyataan 
keliru). Secara metaforis, NU dianggap sebagai pesantren dengan Gus 
Dur sebagai direkturnya. 

Kyai dicirikan dengan "nilai lebih” atau anggapan bahwa merekalebih 
memahami masalah-masalah keagamaan. Kyai Hamad dari pesantren 
Al-Hudalt) mengatakan bahwa apabila seseorang mengajarkan ilmu 


agama kepada orang lain, maka orang yang pertama tersebut memiliki 
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“nilai lebih” kepada orang lain. Memiliki sebuah pesantren terlihat 
penting dalam hal ini karena keberadaan pesantren menunjukkan 
bahwa kyai memiliki pemahaman yang lebih atas ilmu agama. Klaim 
ini menyiratkan aksioma bahwa seorang kyai tanpa pesantren bukanlah 
kyai sungguhan. Dari aksioma ini (pesantren tanpa kyai bukanlah 
pesantren) dijadikan sebagai klaim untuk mengatakan bahwa pesantren 
yang didirikan mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) BJ. 
Habibie tidak akan berhasil. 


Kekuatan Kyai 

Kyai diyakini memiliki barakah yang seringkali mengarah kepada 
kekuatan supranatural atau kekuatan magis (Kartodirdjo 1966: 163, 
Moertono 1968: 80, Dhofier 1980: 53). Barakah dalam diri kyai disebabkan 
terutama karena ulama merupakan penerus Nabi. Clifford Geertz 
mendiskusikan bagaimana konsep dasar barakah sebagai kemurahan 
Tuhan berkaitan dengan ide tentang kemakmuran yang bersifat materi, 
kesehatan, kepuasan jasmani, pencapaian, keberuntungan, keber- 
limpahan, dan kekuatan magis (1968: 44). Tentang kyai, Zamakhsyari 
Dhofier menyatakan, sebagian besar kyai juga membangun citra di 
tengah masyarakat bahwa sejumlah kyai merupakan figur luar biasa 
yang memiliki karomah (orang yang sangat dicintai Allah) dan oleh 
karenanya menjadi sumber barakah bagi para pengikutnya (1980: 53). 

Barakah dibuktikan dengan "kewibawaan, kekuatan karakter, 
keagungan moral” (Geertz 1968: 44). Karena barakah dapat ditransmi- 
sikan dari sumbernya ke orang lain, kepopuleran dan otoritas seorang 
kyai atau syekh secara khusus datang dari keistimewaan yang ada dalam 
dirinya sebagai sebuah sumber barakah (Barth 1959: 11, Dhofier 1980: 
53, Gilsenan 1982: 86, 109: Eickelman 1976: 6). Setelah wafat, barakah 
tetap tinggal di tubuh mereka dan menjalar ke sekitar area pemakam- 
annya (Geertz 1968: 49). Makam orang-orang yang memiliki barakah 
(tidak hanya lelaki, tetapi terkadang juga wanita) menjadi situs ziarah di 
seluruh wilayah Jawa dan belahan dunia Islam lainnya. 

Dikatakan bahwa kyai memiliki kekuatan khusus (kemampuan 
tertentu). Orang yang sakit dapat disembuhkan hanya dengan sentuhan 
seorang kyai atau diberi air putih oleh kyai. Terkadang penyakit-penyakit 
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tersebut disebabkan oleh gangguan jin, setan, atau makhluk gaib lainnya. 
Kyai juga mampu membunuh orang atau menghentikan kereta api 
cukup dengan mengucapkan suatu perintah. Kemampuan-kemampuan 
ini disebabkan oleh barakah (Kartodirdjo 1966: 163, Moertono 1968: 
80,Dhofier 1980: 53, Barth 1959: 11: Gilsenan 1982: 86, 109: Fickelman 
1976: 6: Mansurnoor 1990: 260, 324). Beberapa kyai dapat berjalan di 
tengah hujan dan tidak basah. Kyai juga sering berada di dua tempat 


berbeda dalam waktu bersamaan. 


Keilmuan Kyai 

Di Jawa, seperti di pelbagai kawasan Islam lainnya, keluarga tertentu 
dianggap memiliki keistimewaan dalam ilmu agama yang hanya dapat 
ditransmisikan melalui garis keturunan tertentu (Gibb dan Bowen 1958, 
Keddie 1972: Hijau 1978: Metcalf 1982, Mansurnoor 1990: 237, Horikoshi 
1976: 200). Selain itu, jaringan intelektual yang dimiliki seorang kyai 
berperan penting terhadap kedudukannya yang sangat dihormati. Paling 
tidak, kyai akan merunut sejarah pendidikan yang telah mereka tempuh. 
Terkadang, sanad keilmuan mereka tersambung sampai kepada Nabi. 
Banyak kyai yang mempertunjukkan silsilah mereka dan tidak jarang 
menyebutkan nama guru-guru tempat mereka belajar. 

Berkaitan dengan poin terakhir ini yaitu pentingnya koneksi 
keluarga dalam membentuk individu sebagai seorang kyai. Keluarga 
tertentu dikenal lantaran kepemimpinan keagamaannya. Contohnya, 
Abdurrahman Wahid dan sejumlah pemimpin NU terkemuka 
merupakan putra atau cucu dari pendiri organisasi ini. faktor ini acap 
kali dikemukakan untuk menguatkan legitimasi mereka. 

Selain memiliki ilmu, kyai harus mampu “membawa masyarakat". 
Frase ini memiliki arti bahwa kyai mengetahui kondisi suatu masyarakat 
hanya cukup dengan melihat mereka. Misalnya, seorang kyai dapat 
masuk sebagai penengah dalam suatu perselisihan dan segera menge- 
tahui situasinya dan mengkondisikan keadaan tersebut dengan membe- 
rikan pandangan-pandangannya. Kyai dianggap sebagai sosok yang 
selalu menyampaikan kebenaran dan memberikan nasehat. Misalnya, 
seorang kyai dapat memprediksi secara tepat tempat yang baik untuk 


digali sebagai sumur atau memberikan wejangan terkait kenakalan anak. 
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Oleh sebab itu, kyai seringkali menjadi pemimpin masyarakat secara 
informal dan sebagai pembentuk opini, sebuah kenyataan yang ditandai 
dan dimanfaatkan oleh sejumlah agen-agen kemajuan (Clement 1987:2). 
Ilmu kyai juga diukur khususnya dengan kemampuan mereka dalam 
berbicara. Hal ini cukup penting di mana saya pernah menjumpai 
seorang kyai yang tidak pernah berbicara di depan umum, tetapi santri 
mereka berpandangan bahwa sikap demikian itu diperlukan untuk 
menegaskan kemampuannya sebagai pembicara ulung. Ilmu keagamaan 
(ngilmu) tidak terbatas pada pengetahuan (buku pengetahuan), tetapi 
dapat meliputi ilmu laduni, termasuk kemampuan dalam menyem- 
buhkan penyakit, menghentikan kereta api, dan kelebihan-kelebihan 
lainnya. kemampuan khusus kyai ini berasal dari barakah, yang muncul 
dari kedekatan yang intim dengan Allah (karomah), yang berasal dari 
moralitas luhur. Ilmu semacam ini diakui keberadaannya. Misalnya, 
Kyai Hamad dari pesantren Al-Huda dikatakan bahwa dia memiliki ilmu 
laut dan mampu menenangkan lautan sehingga tidak terjadi gelombang 
ombak. Abdurrahman Wahid juga dikatakan memiliki sejumlah 
kemampuan spiritual. Dia anggap mampu memprediksi masa depan 
dan memprediksi keterpilihannya menjadi presiden. Dalam beberapa 
kesempatan Abdurrahman Wahid menggunakan pengetahuan isote- 
riknya untuk menemukan makam-makam para wali yang terlupakan 
dan memerintahkan warga sekitarnya untuk mengurus makam-makam 
tersebut sehingga akan mendatangkan kemakmuran bagi desa mereka. 


Moralitas Kyai 

Kyai memiliki standar moral yang tinggi: jika mereka memiliki 
kedalaman ilmu dan hubungan khusus kepada Tuhan, maka sudah 
seharusnya mereka lebih bermoral. 

Standar-standar moral untuk kyai, dan bagaimana mereka mengap- 
likasikannya, merupakan hal yang diperdebatkan. Sebagian besar dunia 
pesantren, misalnya, menyetujui bahwa keserakahan, amarah, dan 
balas dendam merupakan perbuatan tercela. Namun demikian, di sana 
terdapat perbedaan dalam memberikan penilaian terhadap kyai tertentu 
atau tindakan tertentu. Apa yang di mata sebagian orang disebut sebagai 
dendam, perilaku nyleneh atau secara umum dianggap tidak bersa- 
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habat, oleh sebagian lainnya mungkin dinilai sebagai kemarahan yang 
dibenarkan. Isu-isu lainnya seperti makan di warung tetangga mungkin 
tidak dimasukkan ke dalam semua definisi tentang moralitas tersebut, 
tetapi hal ini dianggap sebagai perbuatan kurang sopan, dalam kasus 
ini tidak menunjukkan apresiasi dan cinta kepada istri. Orientasi politik 
dijadikan sebagai sebuah tolak ukur moralitas, tentu saja, merupakan 
aspek yang paling banyak diperdebatkan. Ada kyai yang mendapatkan 
kritik pedas dan dibenci, setidaknya oleh sebagian orang, karena afiliasi 
mereka dengan Golkar (bekas partai pemerintah). Ada juga kyai lain yang 
dipuji karena sebelumnya memiliki afiliasi semacam itu. 

Kyai yang tidak memenuhi kriteria moralitas di atas akan menda- 
patkan celaan dan menjadi bahan pergunjingan. Slamet, seorang penjahit 
dan wiraswasta yang sebelumnya pernah nyantri di sebuah pesantren 
tetapi kini longgar dalam menunaikan lima rukun Islam, menceritakan 
kepada saya tentang seorang kyai yang menyimpan rasa dendam yang 
seharusnya dia terbebas dari perasaan semacam itu. Kyai yang diper- 
tanyakannya itu merupakan temannya saat masih di pesantren yang 
menikahi seorang putri tokoh NU terkenal, dan oleh karenanya saat ini 
dia menjadi seorang kyai besar. Suatu hari, ketika kyai ini berkunjung ke 
salah satu keluarga yang berada di desa Slamet, dia menemui Slamet dan 
menanyakan tentang kabarnya. Slamet menjawab bahwa kondisinya tidak 
begitu sehat lalu berpamitan dan tidak bercengkrama dengan temannya, 
kyai tersebut. Slamet mengatakan bahwa meski sudah bertahun-tahun 
dari peristiwa itu, kyai ini tidak lagi menyapanya, tetapi justru menyapa 
orang lain yang berada di sampingnya, sebuah penghinaan dalam etiket 
Jawa dan Islam. Slamet mengeluhkan bahwa sebagai pewaris Nabi, 
seorang kyai seharusnya mampu mengontrol emosi-emosi yang tidak 
masuk akal. 

Bersikap ramah dan mudah diakses oleh semua orang menjadi 
ukuran penting dari karakter seorang kyai. Pada musim panas 2000, saya 
menghadiri sebuah acara peringatan kematian (haul) Kyai Ma'ruf. Salah 
satu pembicaranya, seorang kyai terkemuka, dalam ceramahnya membe- 
rikan sebuah sindiran kepada keturunan Kyai Maruf. Dia menyampaikan 
bahwa para keturunan kyai Maruf lebih memang mendalam ilmunya 
ketimbang mendiang bapak mereka, namun tidak satu pun, termasuk 
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putra-putranya, yang mampu mencapai keluhuran akhlaknya. Dia 
mengaitkan keluhuran budi pekerti ini dengan Kyai Maruf yang rajin 
bersilaturahmi kepadanya (sekali lagi menunjukkan tentang akhlak 
sosial), tetapi hal ini tidak dimiliki oleh keturunannya, akhlak mereka 
tidak sama dengan Kyai Maruf. Para hadirin pun tertawa dan orang yang 
duduk di sebelah saya saling berbisik bahwa semua orang sudah menge- 
tahui hal ini, mengingatkan saya pada keluhan yang saya dengarkan pada 
1995 dari masyarakat sekitar. 

Poin lainnya tentang kyai yang diperhitungkan yaitu konsumerisme. 
Slamet pernah mengeluhkan tentang rendahnya gaji para guru madrasah 
yang berafiliasi dengan pesantren (lebih rendah dari sekolah umum atau 
sekolah swasta yang lain). Kakaknya mengajar pendidikan jasmani di 
madrasah Al-Huda dan dia mempertimbangkan secara matang-matang 
untuk bekerja menjadi seorang sopir di Arab Saudi selama berlang- 
sungnya riset lapangan saya ini. Slamet berdalih bahwa upah guru yang 
sangat sedikit tersebut merupakan suatu kesalahan sementara kyai di 
Al-Hudasendiri memiliki beberapa mobil. Ketika saya mengatakan bahwa 
bagi beberapa kyai, setidaknya, mempunyai sebuah mobil merupakan 
kebutuhan untuk perjalanan mereka mengisi ceramah. Namun, Slamet 
mengatakan bahwa kyai tersebut hanya memiliki sedikit jadual mengisi 
ceramah. Selain itu, dia menghubungkan hal ini dengan seorang 
temannya yang menjadi sopir salah satu kyai di Al-Huda untuk pergi ke 
Surabaya untuk membeli barang-barang antik. Dengan rasa amarah dia 
mempertanyakan ke manasaja uang tersebut dibelanjakan, uang dari wali 
santri dan dari usaha toko untuk menyuplai kebutuhan santri (makanan 
ringan, alat tulis, buku, pakaian). Hal ini merupakan pelanggaran hukum 
Islam (Syari'ah) bagi seorang guru untuk mendapatkan kekayaan pribadi 
dari jabatan sebagai guru dan pemimpin (Dhofier 1999: 153). 

Dari penjabaran ini terlihat dengan benderang bahwa model 
kepemimpinan kyai merupakan salah satu yang dikontestasikan dan 
dikonstruksi di dalam komunitas pesantren. Pertanyaannya, makalah ini 
sekarang beralih ke bagian kedua yang mendiskusikan tentang bagaimana 
model kepemimpinan kyai ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
perdebatan sosial yang lebih luas ketika hal ini digunakan sebagai bagian 
dari skema legitimasi Presiden Abdurrahman Wahid. 
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Kontestasi Kepemimpinan 

Pada tahun 2000, saya mewawancarai 20 pemimpin Islam dari 
berbagai kelompok. Sampel ini meliputi para pendukung Gus Dur dan 
lawan-lawannya. Hampir semuanya bersepakat bahwa ketika terpilih 
sebagai presiden, Gus Dur merupakan satu-satunya pilihan yang diterima 
oleh semua faksi. Kesepakatan ini, khususnya, lahir dari konsensus 
bahwa Megawati tidak diterima sebagai seorang calon presiden, dengan 
berbagai alasan yang menyertainya. Detail tentang keberagaman alasan 
ini berada di luar cakupan di dalam tulisan ini. 

Persoalan mendasar yang dikontestasikan dari model kepemim- 
pinan kyai lima lima isu utama ketika diterapkan ke dalam kepresidenan 
Gus Dur. Pertama, yakni pertanyaan tentang apakah Gus Dur seorang 
kyai atau tidak. Kedua, dan alternatifnya, apakah dia hanya memani- 
pulasi simbol-simbol ke-Kyai-an? Ketiga, jika dia merupakan seorang 
kyai, kemudian dia menjadi pemimpin keagamaan dan politik, maka dia 
merupakan Khalifah. Oleh karenanya, dia harus memenuhi persyaratan 
ini. keempat, yakni sebuah pertanyaan yang muncul dari komunitas 
pesantren tentang apakah dia boleh atau tidak menggunakan simbol- 
simbol ke-Kyai-an ketika dia menjadi presiden. Isu penting yang tersirat 
dari beberapa pertanyaan di atas yaitu tentang persinggungan antara 
teori kepemimpinan kyai dan teori kepemimpinan demokratis. 


Apakah Gus Dur Seorang Kyai? 

Perbedaan pendapat tentang persoalan ini terlihat sangat jelas. 
Mereka yang mendukung Gus Dur memberikan jawaban afirmatif, 
sementara lawan-lawannya memberikan jawaban negatif. Perbedaan ini 
juga senada dengan pembelahan garis “Tradisionalis”/”"Modernis”. Para 
pendukung Gus Dur (dalam hal ini seluruh kubu tradisionalis) mengala- 
matkan baik kenyentrikan dan kebesaran Gus Dur karena dia merupakan 
seorang kyai. Adapun lawan-lawannya (dalam hal ini kubu modernis) 
mempertanyakan keseluruhan kategori kyai atau mereka memperta- 
nyakan apakah dia layak mendapatkan legitimasi sebagai seorang kyai. 

Gus Dur sering dikritik karena bersikap tidak konsisten dan membi- 
ngungkan.Salahsatu petinggi NU menjelaskan bahwasikaptidakkonsisten 


Gus Dur disebabkan terutama oleh kenyataan bahwa dia memiliki tiga 
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kecerdasan: intelektual, spiritual, dan emosional (hati nurani). Karena 
ketumpang tindihan ketiga kecerdasan ini, dia lalu terlihat seolah tidak 
konsisten bagi sebagian kalangan. Petinggi NU tersebut menjelaskan 
bahwa pemecatan tiba-tiba Laksamana Sukardi pada Mei 2000 sebagai 
Menteri BUMN dengan menyatakan, menggunakan kemampuan spiri- 
tualnya, Gus Dur mampu melihat Laksamana Sukardi dan ada sesuatu 
yang salah dalam dirinya lalu memecatnya. Beberapa orang mengatakan 
bahwa Gus Dur memiliki kemampuan memprediksi masa depan dan 
menjalin komunikasi dengan makhluk gaib. Saya tidak akan menga- 
firmasi maupun menyangkal pandangan semacam ini. 

Dikatakan bahwa Gus Dur memiliki visi-visi profetik (kenabian). 
Sebuah cerita mengatakan bahwa suatu hari dia berada di Pekalongan, 
pusat batik berkualitas tinggi, pada awal Oktober 1999, sebelum penca- 
lonannya. Ketika ditanya mengenai apa yang sedang dia lakukan di sana, 
dia menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia ingin membeli batik 
untuk pekerjaan barunya sebagai presiden Indonesia. 

Terdapat bentuk pengetahuan esoterik lainnya yang dialamatkan 
kepada Gus Dur. Sejumlah kisah menceritakan tentang Gus Dur yang 
menemukan makam wali. Salah satu kisahnya, Gus Dur didatangi 
sekelompok orang untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi di 
kampung mereka. Mereka mencari pemecahan masalah atas bobroknya 
kehidupan sosial dan moral yang menimpa masyarakat di kampung. 
Gus Dur lalu berkunjung ke kampung tersebut dan segera menemukan 
makam kyai penting dan berpengaruh yang tidak terawat. Salah satu 
warga pun tidak ada yang mampu mengingatnya. Gus Dur dikabarkan 
telah menjelaskan kepada mereka untuk merawat makam tersebut dan 
dengan cara demikian kebaikan akan mendatangi kampung mereka. 
Dalam kisah yang lain, Gus Dur mengajak sejumlah kyai untuk menzi- 
arahi makam seorang wali, tetapi kyai lainnya tidak ada yang menyadari 
keberadaan makam ini sama sekali. Kisah ini tidak hanya menyatakan 
tentang ilmu spiritual yang dimiliki Gus Dur, tetapi juga menunjukkan 
kebesaran Gus Dur di antara kyai-kyai yang lainnya. 

Para lawan politiknya yang tidak mengakui Gus Dur sebagai seorang 
kyai terutama disebabkan karena mereka tidak mempercayai hal-hal 
seperti di atas. Lawan-lawannya yang lain meragukan otoritas Gus 
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Dur sebagai seorang kyai dan mempertanyakan latar belakang pendi- 
dikannya. Ketua Umum Dewan Dakwah menyatakan, saya pernah 
mendengar bahwa saat Gus Dur belajar di Irag dia tidak mempelajari 
agama melainkan sosialisme dan Partai Baath, dan Ba'ath berarti kebang- 
kitan (menyiratkan bahwa PKB adalah partai sosialis). Saat berada di 
Mesir, dia juga tidak mempelajari agama melainkan bahasa asing (Inggris, 
Jerman). 

Dalam konteks seorang presiden kyai, beberapa lawan dari Presiden 
Abdurrahman Wahid memperebutkan hak istimewa dari kalangan tradi- 
sionalis dalam menggunakan gelar kyai. Sekjen Partai Bulan Bintang 
(PBB) mengatakan, gelar kyai itu datang dari masyarakat. Menurut saya, 
orang-orang pesantren tidak memiliki hak istimewa terhadap gelar kyai 
ini. siapapun yang menguasai pengetahuan agama dan dapat menjalani 
kehidupan secara baik dapat disebut kyai. Tetapi, apa yang diharapkan 
oleh masyarakat adalah konsistensi. Jika dia bilang dirinya adalah seorang 
kyai, tetapi perilakunya tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, 
mereka pasti akan kecewa. Masyarakat sudah kecewa dengan Gus Dur. 
Mereka bertanya, bagaimana mungkin seorang kyai mengizinkan kemba- 
linya komunis? Kok bisa seorang kyai tidak bersikap konsisten? Kok bisa 


seorang kyai terlibat dalam manuver-manwver politik tingkat tinggi? 


Hanya Manipulasi? 

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan bahwa 
ke-kyai-an tidak begitu penting untuk diberikan kepada Gus Dur, yang 
hanya menggunakan simbolisme kyai guna mendapatkan legitimasi 
di mata para konstituennya. Lebih lanjut dia mengatakan, Gus Dur 
sebenarnya menggunakan ke-kyai-an-nya dalam logika manuver 
politik. Dia hanya menggunakan gelar kyai untuk membenarkan taktik 
politiknya. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali dan dia selalu 
mengisahkan tentang mimpi-mimpi profetiknya. Tetapi, di dalam politik 
dia sangat rasional. 

Lawan Gus Dur yang lain, yakni Sekjen Dewan Dakwah, berdalih 
bahwaklaimtentang Gus Duryangmemanfaatkanke-kyai-ansematauntuk 
tujuan politik merupakan sesuatu yang sangat vulgar. Dia menyatakan 


bahwa para pengikut Gus Dur mengkultuskannya dan bahkan meyakini 
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bahwa dia memiliki kekuatan supranatural. Dia berujar bahwa Gus Dur 
mengeksploitasi kepercayaan para pengikutnya. Tentang para pengikut 
Gus Dur ini, dia menyatakan, sikap mereka terkadang mematikan rasio- 
nalitas. Mereka tidak rasional dan fanatik buta. Oleh karenanya mereka 
tidak mampu bersikap kritis atau objektif. Halini merupakan kondisi yang 
berbahaya bagi seorang pemimpin (yang memiliki pengikut sejenis ini). 
Sebenarnya, kesetiaan harus dilengkapi dengan mengajukan pertanyaan, 
“dalam hal apa kami harus setia dan perkara mana kami harus bersikap 
kritis” Jika Anda tidak dapat melakukan hal demikian, pasti akan terjadi 
bencana. Para intelektual muda di tubuh PKB telah setia secara buta. Hal 
ini mengingatkan saya pada penyakit yang menimpa Golkar di bawah 
Suharto. Jadi, apapun yang dilakukan Gus Dur, dianggap baik semuanya. 
Mereka telah kehilangan seluruh objektivitas dan akal sehat, sepertinya 
mereka mengatakan, “benar atau salah, tetaplah pemimpinku.” 

Para kyai NU secara seragam menolak klaim-klaim tersebut. Seorang 
kyai dari Pesantren Krapyak menanggapi pernyataan mereka yang 
mengatakan Gus Dur memanfaatkan ke-kyai-annya: saya katakan tidak. 
Gus Dur sangat menjiwai ke-kyai-annya. Kepemimpinan Gus Dur sangat 
terbuka. Persoalannya yaitu banyak peneliti yang partisan dan ikut ikut 
campur dan tidak objektif. 

Dia menegaskan bahwa mereka yang membuat klaim semacam 
itu karena “tidak bersentuhan dengan realitas.” 


Standar Khalifah 

Berkaitan dengan kepemimpinan kyai yakni penggunaan standar 
kepemimpinan yang terdapat di dalam teks-teks klasik yang dinamakan 
kitab kuning. Dalam teks-teks ini, didapati sebuah persyaratan bahwa 
seorang pemimpin tidak boleh cacat. Yang paling menarik dalam perde- 
batan ini “orang-orang Modernis” yakni pimpinan Dewan Dakwah yang 
mengatakan bahwa otoritas keagamaan/keilmuan seharusnya bersumber 
dari Alguran dan Hadis, tetapi justru menggunakan kitab kuning untuk 
berargumen bahwa Gus Dur tidak layak menjadi presiden, saya tidak 
menominasikan Gus Dur menjadi presiden karena dia tidak sah, pengli- 
hatannya tidak sempurna, meskipun seorang pemimpin dituntut untuk 


memiliki visi yang bagus. Seorang pemimpin harus sehat lahir dan batin, 
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spiritual dan emosional. Walaupun sejumlah kualifikasi tersebut terdapat 
di dalam kitab kuning dan tidak terdapat di Alguran dan Hadis, kita tidak 
dapat terlepas dari mayoritas ulama yang merupakan pewaris Nabi. 

Sementara itu, kyai NU berdalih bahwa persyaratan semacam itu 
tidak ada atau tidak relevan untuk dipakai. Nafik, seorang kyai lulusan 
Gontor mengatakan, sejauh menyangkut aturan figih, kita mesti 
mengingat bahwa Gus Dur terpilih secara demokratis, meski hal ini 
merupakan sesuatu yang tak terprediksi. Saat itu, masih sangat kuat 
pengaruh dari Suharto dan Habibie. Tentu saja di dalam diskursus figih 
dia tidak dibolehkan, tetapi itulah yang terjadi. 

Seorang kyai salaf dari pesantren Krapyak berpandangan bahwa- 
sanya terdapat pendapat yang menyatakan bahwa selama kecacatannya 
tidak mempengaruhi tugas-tugasnya, hal itu tidak menjadi persoalan. Dia 
juga berpendapat bahwa kebutaan tidak mengurangi kapasitas seorang 
presiden. Tetapi ketulian-lah yng menjadikan pemimpin tidak dapat 
melakukan pekerjaannya, di mana dia harus mampu mendengarkan 
berbagai pendapat dan memahaminya untuk mengambil tindakan yang 
tepat. 

Kyai lain berpendapat bahwa banyak dimensi di dalam figih 
politik tentang kriteria pemimpin yang sudah using, termasuk tentang 
bagaimana mewarisi posisi kepemimpinan, yang jelas tidak berlaku 
dalam demokrasi. Lainnya berpendapat bahwa selama hati pemimpin itu 
tidak lumpuh, cacat lainnya tidak signifikan. 


Kepemimpinan Demokratik versus Kepemimpian Kyai 

Saya sekarang beralih ke pembahasan yang menjadi inti perde- 
batan: model kepemimpinan seperti apa yang seharusnya diterapkan di 
Indonesia? apakah model kepemimpinan demokratik? Yang dalam kasus 
ini, eksplanasi spiritual dan gaya kepemimpinan kyai memiliki sedikit 
tempat. Atau apakah Indonesia memerlukan kepemimpinan spiritual? 
Bagaimanakah kehadiran kyai-presiden membentuk gagasan demokrasi 
kepemimpinan. Sebaliknya, bagaimana hal ini mempengaruhi model 
kepemimpinan kyai? Apakah tekanan terhadap Gus Dur untuk tidak 
bertindak sebagai kyai mendemokratisasikan model kepemimpinan kyai 
secara umum? 
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Peran Terpisah? 

Gus Isyom, keponakan Gus Dur dan seorang kyai muda yang menjan- 
jikan, berpendapat bahwa Gus Dur seharusnya tidak lagi memposisikan 
dirinya sebagai seorang kyai, tetapi sebagai seorang presiden. Di dalam 
dirinya terdapat aspek-aspek ke-kyai-an yang tidak dapat dilepaskan dari 
kepresidenannya. Contohnya, terang Isyom, saat Gus Dur dan Megawati 
pertama kali memulai pekerjaan di kantor baru mereka, keduanya 
berziarah ke Blitar dan Tebuireng. Aktivitas ziarah merupakan bagian 
dari budaya NU dan budaya Jawa, dan hal ini tidak masalah. 

Namun, kata Isyom, Gus Dur tidak dapat melakukan justifikasi 
keputusan-keputusannya dengan mengklaim bahwa semuaitu didapatkan 
saat ziarah, dengan kehadiran orang yang sudah meninggal menemuinya 
dan memberikan arahan kepadanya. Melainkan, dia harus menggunakan 
pertimbangan rasional. 

Menurut Nafik, adalah hal yang tidak mungkin untuk benar-benar 
memisahkan antara Gus Dur sebagai seorang kyai dan Gus Dur sebagai 
pribadi yang memiliki kemampuan luar biasa. Lanjutnya, Gus Dur dapat 
berbicara dalam berbagai bahasa asing. Dia membaca Das Kapital, dalam 
bahasa Jerman, ketika dia di SMP. Kita tidak dapat memisahkan ke-kyai- 
an Gus Dur dari sifat dan karakter pribadinya. 

Nafik menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan Gus Dur baik 
dalam peranannya sebagai pemimpin keagamaan maupun pemimpin 
sekuler. Dengankeduaperanini, Gus Dur menjadiseorang pialang budaya, 
yang memimpin kita hendak ke mana. Dan karena dunia yang kita hadapi 
saat ini, kita membutuhkan pemimpin yang sangat intelektual. Sehingga, 
ke-kyai-an Gus Dur diperlukan karena kita masih berpikir secara mistik, 
tetapi sisi intelektualitasnya dibutuhkan karena di seluruh belahan dunia 


lainnya telah menggunakan cara berpikir demikian (secara rasional). 


Ke-Kyai-an dan Demokrasi 

Gus Isyom menyatakan keprihatinannya tentang kemampuan mistik 
Gus Dur ini, bahwa hal tersebut akan mengganggu jalannya proses 
demokratisasi. Terdapat sebagian orang yang mempercayai bahwa Gus 
Dur menggunakan mimpi-mimpinya dan ilmu laduni dan dia memiliki 
kekuatan mistik. Penjabaran tentang hal ini cukup umum di dalam 
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teori-teori tentang kepemimpinan di Jawa tentang kekuasaan. Namun, 
bagaimana kita akan menjadi negara demokrasi modern jika hal-hal 
yang sangat primitif seperti itu terus berlangsung. Untuk menjadi negara 
demokrasi modern, kita tidak perlu meninggalkan tradisi-tradisi ini, 
tetapi setidaknya presiden harus menggunakan penjabaran rasional 
atas keputusan-keputusannya. Namun, misalnya, saya menjadi seorang 
presiden, dan saya memecat seorang menteri, saya tentu saja tidak dapat 
memberikan alasannya semata karena saya telah diberi mimpi. Saya 
harus menggunakan penjelasan yang rasional. 

Isyom diakui secara luas sebagai keturunan Hasyim Asy'ari yang 
mampu mengembalikan pendidikan pesantren salaf di Tebuireng, 
pesantren keluarganya. Dan sebelum itu, dia memiliki perhatian yang 
tinggi pada ideal-ideal demokrasi. 

Adapun kekhawatiran Nafik yaitu bahwa Gus Dur terlalu banyak 
berkompromi dengan sistem presidensial. Karenanya, menurut Nafik, 
kabinet Gus Dur tidak berjalan secara efektif. Dia menyatakan bahwa 
tendensi terlalu banyak berkompromi berasal dari ke-kyai-an Gus Dur, 
yaitu, sebagai seorang guru. Nafik berkata, Gus Dur berpikir bahwa 
setiap orang pada dasarnya adalah baik dan semua orang dapat diajak 
untuk belajar, berkompromi, dan berteman. Dia adalah seorang guru, 
guru bangsa. 

Isu penting yang patut untuk dipertimbangkan yaitu memban- 
dingkan model-model kepemimpinan. Sejak berdirinya Republik 
Indonesia, kepresidenan dikelilingi oleh simbol mistik dan magis tradi- 
sional antara satu jenis dan lainnya. Sukarno menggunakan simbolisme 
Ratu Adil. Adapun Suharto menggunakan simbol-simbol dan teori 
tentang raja Jawa. Setelah runtuhnya rezim Suharto, banyak sekali 
konsultan saya yang melaporkan tentang desakralisasi kepresidenan. 
Terdapat ketidaksepakatan tentang apakah Habibie yang memulai proses 
desakralisasi ini atau justru yang melakukannya adalah Gus Dur. Terlepas 
dari itu, sebagian pendapat mengatakan bahwa Gus Dur melakukan 
desakralisasi jabatannya, sementara sebagian yang lain berpendapat 
bahwa sebagai kyai Gus Dur melakukan sakralisasi ulang kepresidenan. 
Gus Isyom mengungkapkan kekhawatiran berikut: 

Suharto menggunakan teori dan simbol sebagai Raja Jawa dan ini 
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serupa dengan Gus Dur yang menggunakan teori-teori dan simbol-simbol 
kyai. Ketika Suharto menjadi presiden, kursi kepresidenan dianggap 
sakral. Habibi yang melakukan desakralisasi kepresidenan ini. Jika Gus 
Dur terlalu kuat dalam menggunakan ke-kyai-an, dia akan melakukan 
sakralisasi ulang kepresidenan. Di satu sisi, seorang kyai-presiden dapat 
berarti mensakralisasi ulang kepresidenan, tetapi, di sisi lain, hal ini dapat 
mengarah pada desakralisasi peran kyai yang biasanya hanya berkaitan 
dengan urusan-urusan keagamaan, tetapi pada saat itu dia memasuki 
pusat kekuasaan politik, dia bertanggung jawab untuk menjadi trans- 
paran. Dan dia tidak dapat mengklaim sebagai otoritas keagamaan. 

Permasalah lain yang muncul dalam pernyataan di atas yaitu bahwa 
peran ganda Gus Dur dapat menyebabkan desakralisasi atau demokra- 
tisasi peran kyai. Seorang pejabat NU di Jawa Timur mengakui adanya 
kemungkinan ini ketika dia menyatakan, 

Tetapi mulai muncul kesadaran bahwa kyai adalah manusia biasa dan 
harus dikoreksi apabila melakukan kesalahan. Hal ini sudah dilakukan 
oleh kyai yang lain. memberikan koreksi kepada seorang kyai harus 
dilakukan dengan cara dan adab yang sangat sopan dan canggih. 

Gagasan tentang memberikan koreksi atas seorang kyai ini juga 
menyiratkan masuknya cita-cita demokrasi ke dalam kepemimpinan 
kyai. Hal ini merupakan perkembangan yang relatif baru. 

Sampai tahun 1995, belum lazim bagi kyai untuk mendapatkan 
kritik secara publik. Pada Juni 1995, aksi unjuk rasa oleh sekelompok 
mahasiswa yang menyebut diri mereka sebagai Forum Santri dan 
Mahasiswa Jombang, kebanyakan adalah mahasiswa di Universitas 
Darul Ulum, bagian dari lembaga pendidikan di pesantren Darul Ulum, 
menggelar demonstrasi yang memprotes pemberitaan sebuah surat 
kabar yang mengklaim bahwa seluruh kyai di Jombang bersepakat untuk 
mendukung Suharto untuk dipilih kembali. Kritisisme yang jelas dan 
publik tentang keberpihakan sejumlah kyai ini membawa konsekuensi 
yang cepat dan keras. Beberapa dalang aksi unjuk rasa diskors dari 
Universitas Darul Ulum sampai mereka melakukan permohonan maaf 
secara resmi. Sejumlah kyai memberitahukan kepada saya bahwa para 
pengunjuk rasa tidak memiliki akhlak: adalah sebuah kesalahan membe- 
rikan kritik kepada kyai secara publik. 
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Pada tahun 2000, dibentuk sebuah kelompok yang menamakan diri 
sebagai “10 kyai khos” yang akan menjadi sebuah kelompok pengawas dan 
mengirim surat masukan dan koreksi kepada Presiden Abdurrahman 
apabila diperlukan. Memang, pada tahun 2000, gagasannya masih 
berkisar bahwa hanya kyai yang dapat mengkritisi kyai lain, tetapi hal ini 
menjadi sebuah pembuka bagi lahirnya institusi ini. 

Contoh lain tentang munculnya “demokratisasi” ke-kyai-an terjadi 
pada pertemuan NU cabang Jakarta pada Mei 2000. Dalam acara 
tersebut, terdapat sebuah pembahasan tentang perlunya struktur 
akuntabilitas keuangan, terutama seputar dana zakat. Argumennya yaitu 
bahwa dana zakat seharusnya tidak lagi ditangani oleh kebijakan individu 
kyai tanpa adanya mekanisme pelaporan atau struktur akuntabilitas. 
Akan tetapi, zakat harus disalurkan secara resmi kepada cabang NU, 
yang harus diberdayakan secara penuh dan dengan pembukuan modern 
untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban kepada pengurus NU 
di tingkat wilayah. 

Akhirnya, seorang kyai mengingatkan kyai lainnya bahwa saat ini 
Gus Dur merupakan kepada negara dan mereka harus menjaga jarak 
darinya. Dia berpendapat, Gus Dur sekarang adalah presiden, dia adalah 
penguasa, kita perlu berhati-hati mempertahankan "kekuatan yang 
ada" karena kita akan melegitimasi mereka dan inilah yang dipraktikkan 
Suharto untuk mendapatkan legitimasi dari para kyai. 

Gagasan ini diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa 
penguasa yang baik mendekat ke ulama, tapi ulama yang buruk mendekati 
penguasa. Atau seperti pernyataan Al-Ghazali, ciri dari ulama akhirat 
adalah menjauh dari penguasa, dia tidak akan mendatangi mereka sama 
sekali, karena dunia ini manis dan hijau, dan tali-talinya berada di tangan 
mereka (1991 1:66). 


Diskusi 

Makalah ini telah mengeksplorasi perdebatan-perdebatan seputar 
kepresidenan Gus Dur dari sudut pandang budaya dan keagamaan. Saya 
telah menunjukkan tentang bagaimana kelompok-kelompok keagamaan 
dalam cara yang berbeda menggunakan seperangkat simbol yang sama 
untuk menarik kesimpulan yang berbeda. Saya juga telah menunjukkan 
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tentang bagaimana di dalam sebuah organisasi keagamaan yang secara 
umum dinilai bersatu, yakni NU, memiliki keberagaman pendapat yang 
cukup besar. 

Karena makalah ini berusaha untuk menggambarkan tentang logika 
budaya dan keagamaan mendukung wacana ini, tulisan ini tidak dimak- 
sudkan untuk membuat analisis terkini tentang politik di Indonesia. 
Makalah ini, bagaimanapun, berguna dalam mendiskusikan beberapa 
perkembangan utama pada tahun tersebut semenjak saya berada di 
Indonesia. Pertama, kelesuan ekonomi yang terus berlangsung. Hal ini 
menarik masyarakat Indonesia bahwa rahmat Tuhan tidak bersama 
pemerintahan Gus Dur. Gus Dur dikecam oleh DPR. Mereka menuduh 
Gus Dur terlibat dalam skandal fiskal. Ketiga, para pemimpin oposisi 
secara terbuka membicarakan tentang penggulingan Gus Dur dan 
mendukung Megawati untuk maju sebagai presiden. 

Makalah ini menunjukkan bahwa bagi banyak pendukung Gus Dur, 
dia lebih dari sekadar presiden, tetapi juga pemimpin spiritual bangsa. 
Kesetiaan ini berpotensi untuk merosot dalam dua cara. Pertama, krisis 
ekonomi yang tak kunjung usai, para pengikut Gus Dur akan merasakan 
kekecewaan dan melakukan reaksi dalam cara yang tak terduga. Kedua, 
jika pemimpin oposisi terus melakukan tekanan untuk penggulingan 
Gus Dur, apalagi ketika mereka berhasil, maka para pengikut Gus Dur 
akan merasa bahwa pemimpin spiritual mereka telah difitnah. Kita telah 
melihat, seperti dalam kasus penyerangan kantor Jawa Pos oleh Banser 


pada Juni 2000, bahwa penghinaan seperti itu dapat memantik aksi-aksi 
radikal. 
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BAB VII 


ETIKA KEPEMIMPINAN DAN 
KEPENGIKUTAN ISLAM 
BERDASARKAN SUMBER- 
SUMBER ETNOGRAFIS, 
HISTORIS, DAN TEKSTUAL 


Abstrak 

Makalah ini bukanlah sebuah pendekatan 
teologis terhadap etika Islam. Bukan pula panduan 
tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh masya- 
rakat Indonesia dalam menciptakan sistem etika 
politik. Saya bukan seorang teolog maupun seorang 
filsuf. Saya adalah seorang Antropolog. Apa yang 
dapat saya lakukan yaitu mendeskripsikan tentang 
apa yang diperbuat oleh masyarakat. Saya berharap 
makalah ini mengisi ruang dalam konteks tersebut 
yaitu menjelaskan sejumlah Tradisi Besar dan 
Tradisi Kecil (Redfield 1956) yang dipraktikkan oleh 
masyarakat Indonesia (terutama Jawa) dalam hal 
etika kepemimpinan dan etika kepengikutan. Saya 
berusaha menjawab tantangan dari John Bowen 
(1993) dan Mark Woodward (1989) yang datang secara 
terpisah yang ditujukan kepada para Antropolog 
pengkaji masyarakat Muslim untuk pergi melampaui 
desa yang menjadi kajian mereka, mengikuti teks dan 
ritual yang membawa umat Islam keluar dari desanya 
dan memasuki masyarakat yang lebih luas. Dalam 


tulisan ini, saya berpendapat bahwa tradisi kecil tidak 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


lebih dari pada sebuah kalkulus tentang apa yang telah dikatakan oleh 
para filsuf besar. Pada dasarnya hal ini berarti bahwa penduduk desa di 
Jawa memperdebatkan pertanyaan yang sama yang telah diperdebatkan 
para ulama beberapa abad yang lalu. Makalah ini didasarkan pada tiga 
sumber utama: 1) Penelitian etnografi di Jawa tentang kepemimpinan 
kyai. Saya pertama kali melakukan kajian tentang kepemimpinan kyai 
dan kepengikutan santri pada 1994-1995 sebagai bagian dari penelitian 
disertasi saya tentang pesantren, 2) bahan-bahan sejarah tentang Jawa 
dan teori-teori lain tentang kesultanan Islam, 3) Sumber-sumber berupa 
teks keislaman meliputi Alguran, Hadits, dan kitab kuning terutama 
teks-teks Figih klasik serta beberapa kitab tafsir karya ulama lokal. 


Pengantar 

Saya ingin mendedah tentang karakteristik utama dari etika 
kepemimpinan dan etika kepengikutan. Unsur paling mendasar dari 
pemikiran politik masyarakat Jawa yaitu konsep tentang kesatuan 
hamba dan tuan. Prinsip ini didasarkan pada teks-teks Islam dan 
memiliki implikasi etika yang penting. Hamba berkewajiban untuk taat 
kepada tuan hanya sejauh sang tuan memenuhi tanggung jawab dalam 
merawat mereka yang dipercayakan kepadanya. Di dalam bahan-bahan 
yang telah saya kumpulkan, pemimpin dan pengikut memiliki tanggung 
jawab tentang etika masing-masing. Makalah ini akan dikelompokkan ke 
dalam tiga bagian. Bagian pertama akan mengeksplorasi materi-materi 
etnografis tentang kepemimpinan kyai dan kepengikutan santri. Bagian 
kedua akan mengeksplorasi materi-materi sejarah tentang kerajaan/ 
kesultanan. Di antara kajian kesejarahan dan etnografis tersebut akan 
diselingi dengan sumber-sumber yang berasal dari Alguran dan Hadis 
terutama dari karya Imam Nawawi Riyad us-shalihin. Bagian terakhir 
akan menyaring dan meringkas tentang prinsip-prinsip etika dari 
materi-materi tersebut. Jalinan keseluruhan dari ketiga bagian tersebut 
akan menjadi pembahasan tentang etika pemimpin dan etika pengikut. 


Etika Kepemimpinan Islam: Model Kyai 
Gelar “Kyai” bukan berasal dari instansi resmi, melainkan pemberian 
dari masyarakat. Namun, merupakan hal yang melanggar etiket sosial 
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untuk memakai gelar kyai ini dalam diri seseorang setidaknya ketika 
posisi sebagai kyai telah dikukuhkan secara mapan kepadasosok tertentu. 
Prinsip yang digunakan dalam hal ini yaitu keikhlasan yang merupakan 
nilai utama dalam Islam yang diajarkan di pesantren. Terdapat sebuah 


ayat yang menyatakan: 
“Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan 
kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.” 
(28:83) 


Dikatakan bahwa gelar “kyai” datang dari masyarakat, yakni, bahwa 
masyarakat mengakui seseorang telah memiliki kualifikasi tertentu 
yang dibutuhkan dan mulai memanggilnya sebagai kyai. Karena 
otoritas seorang kyai diberikan oleh para pengikutnya, terjadi sebuah 
proses dialektika tentang klaim, evaluasi, dan kontra-klaim. Proses ini 
umumnya berfokus pada kyai tertentu, perilaku mereka, dan pekerjaan 
mereka di dalam sebuah wacana umum mengenai apakah yang dimaksud 
dengan kyai dan apa yang seharusnya dilakukan oleh kyai, yang meliputi 
lima komponen: minimum kelembagaan (mereka harus menjadi guru, 
biasanya memiliki pesantren mereka sendiri), ilmu, kekuatan spiritual, 
silsilah, yakni silsilah spiritual dan silsilah biologi, dan akhlak. Namun, 
akhlak adalah yang terpenting karena ilmu dan kekuasaan tidak terpisah 
dari akhlak ini. Ilmu yang berbuah akhlak atau merupakan ilmu yang 
keliru. Kekuatan spiritual berasal dari karomah (Kedekatan dengan 
Tuhan) yang berasal dari religiusitas dan akhlak. Dan meskipun 
putra kyai diharapkan memiliki standar moral yang lebih tinggi, tidak 
selamanya hal demikian berlaku secara umum. Oleh karena itu, tidak 
semua putra kyai mencapai ilmu dan barakah (keutamaan, tetapi dengan 
kualitas eksistensial) yang diperlukan untuk dianggap sebagai kyai. 

Terdapat prasyarat moral dan intelektual tertentu untuk menjadi 
seorang kyai dan cara-cara tertentu di mana moralitas dan keilmuan 
kyai termanifestasi dalam diri mereka. Sejauh mana kebebasan untuk 
terlibat dalam wacana tentang persyaratan ini dapat menjadi ukuran 
apakah kita dapat mempertimbangkan intelektual kyai dalam pengertian 


Gramscian, yaitu anggota kelas yang muncul untuk membela kepen- 
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tingan kelasnya atau mereka justru menjadi kelas elite di masyarakat. 
Khususnya, bagaimanapun, bahwa klaim tentang gelar "kyai" berasal 
dari masyarakat merupakan kebalikan yang didesain untuk menghi- 
dupkan masyarakat dan bersikap anti-struktur dan oleh karenanya 
mempertahankan struktur tersebut (cf. Turner 1969). 

Kenyataan bahwa gelar "kyai" tidak dapat digunakan oleh dan 
untuk diri sendiri (setidaknya sebagai nama panggilan) menyiratkan 
prinsip dalam Islam bahwa pemimpin seharusnya tidak mendambakan 
terhadap kekuasaan atau otoritas. Terdapat tiga hadits yang berbicara 


tentang hal ini: 
674. Dari Abdurrahman bin Samurah dia berkata: Rastiilullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam telah bersabda, “Wahai Abdur- 
rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan! Karena 
sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu dengan sebab 
permintaan, pasti jabatan itu (sepenuhnya) akan diserahkan 
kepadamu (tanpa pertolongan dari Allih). Dan jika jabatan itu 
diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan 
ditolong (oleh Allih Azza wa Jalla) dalam melaksanakan jabatan 
itu. Dan apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah kemu- 
dian kamu melihat selainnya lebih baik darinya (dan kamu ingin 
membatalkan sumpahmu), maka bayarlah kaffarah (tebusan) dari 
sumpahmu itu dan kerjakanlah yang lebih baik (darinya)” 
677. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW berkata 
sesungguhnya kalian akan berebut jabatan, dan jabatan itu akan 
menjadi sumber penyesalan pada Hari Kiamat (HR. Bukhari) 
680. Dari Abu Musa Radhiyallahu anhu dia berkata, “Saya 
masuk menemui Nabi Shallallahu “alaihi wa sallam bersama 
dengan dua orang dari kaumku, lalu salah seorang dari kedua 
orang itu berkata, “Jadikanlah (angkatlah) kami sebagai amir 
(pejabat) wahai Rasulullah!” Kemudian yang seorang lagi juga 
meminta hal yang sama. Maka beliau Shallallahu “alaihi wa sallam 
bersabda, “Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat sebagai 
pejabat orang yang memintanya dan tidak juga orang yang tamak 
terhadap jabatan itu” (Hadits Sahih) 


Kenyataan bahwa gelar “kyai” datang dari masyarakat menyiratkan 
bahwa masyarakat memiliki etika tanggung jawab untuk mengevaluasi 
hak-hak individu tertentu yang dipanggil kyai. Saya menyaksikan bahwa 


prinsip dasar inilah yang berlaku di masyarakat. Memang, dengan 
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penghormatan yang begitu tinggi yang ditujukan kepada kyai, masya- 
rakat Jawa tidak mengkritisi figur kyai tertentu secara langsung atau 
terbuka kepada figur kyai tertentu. Akan tetapi, merupakan peman- 
dangan umum di masyarakat untuk memberikan pujian kepada kyai dan 
jika mereka mengkritisi seseorang secara khusus, mereka akan menye- 
butkan sifat-sifat yang tidak ada dalam diri orang tersebut. Selain itu, 
para pendengar atau audien mereka biasanya sudah memahami dengan 
cukup baik siapa orang yang sedang dibicarakan. Setidaknya dalam 
arena politik, hal ini telah berubah setelah era Orde Baru. Misalnya, 
buku yang berjudul 24 bukti menurut Alguran Pak Harto akan Masuk 
Neraka (Twenty four Ouranic Proofs Pak Harto Will Go to Hell). 

Kyai merupakan sosok dengan standar moral yang tinggi, jika 
mereka memiliki keluasan ilmu dan kedekatan dengan Tuhan, maka 
seharusnya mereka memiliki moral yang luhur. Jika tidak demikian, 
maka mereka adalah kelompok kaum munafik. Imron Abu Amar dalam 
bukunya tentang kesalehan populer di Indonesia, menggambarkan 
tentang empat tingkat kesalehan. Tingkat pertama Tagwa alam, yakni 
kesalehan orang-orang awam. Mereka tidak berbuat syirik, (memperse- 
kutukan Allah), tetapi masih sesekali melakukan dosa besar dan sering 
melakukan dosa kecil. Tingkat kedua, Tagwi al-Alim, yakni kesalehaan 
bagi orang-orang alim, yaitu mayoritas ulama dan kyai. Mereka hanya 
sesekali melakukan dosa kecil, tetapi tetap melakukan perbuatan yang, 
meskipun bukan perbuatan dosa, tidak disukai oleh Allah (seperti 
merokok). Tingkat ketiga, Tagwa al-Arif, yakni ketakwaan orang-orang 
arif, yakni para wali di dalam Islam. Beberapa ulama dan kyai juga ada 
yang telah mencapai tingkatan ini. Mereka tidak melakukan dosa, dan 
sering melakukan perbuatan yang dicintai Allah. Tingkat terakhir, Tagwa 
al-Anbiya', yakni kesalehan para nabi. Mereka tidak pernah jatuh ke 
dalam dosa dalam tingkat apapun, juga tidak melakukan tindakan yang 
tidak disukai oleh Allah (1989: 25-26). 

Tentang Wali, termasuk sejumlah kyai, Syekh Yusuf bin 
Sulaiman menulis dalam kitab, Jami'u Karamatil-Auliya Juz 1 
halalaman 7: 


“Wali” ialah orang yang sangat dekat dengan Allah lantaran penuh 
ketaatannya dan oleh karena itu Allah memberikan kuasa kepa- 
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danya dengan karomah dan penjagaan (Abu Amar 1989: 23). 


Perlindungan yang disebutkan di atas termasuk pelindungan dari 
dosa dan perbuatan tercela. KH. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ad 
Durarul Muntantsirah menyatakan bahwa seorang wali akan terlindungi 
dari: 

a. Melakukan dosa besar dan kecil. 

b. Terjerumus ke dalam hawa nafsunya sekalipun hanya sekejap 
saja. Dan apabila melakukan dosa, akan segera bertaubat 
kepada Allah. 

Melakukan dosa besar atau kecil. 


g) 


d. Terjerumus ke dalam perbuatan dosa karena hawa nafsunya. 
Jika dia melakukan dosa, maka dia segera kembali kepada Allah 
dan bertaubat (seperti dikutip dalam Abu Amar 1989: 23). 

Pendapat ini didukung oleh ayat yang menyatakan, 

“Ingatlah, sebenarnya wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa takut 
kepada selain Allah dan tidak pula bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang 
beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam 
kehidupan di dunia dan di akhirat. (OS.Yunus: 62-65 sebagaimana dikutip 
dalam Abu Amar 1989: 24). 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa kyai, khususnya kyai besar, 
harus memiliki moralitas tanpa cela. Karenanya, kyai dinilai berda- 
sarkan pada akhlaknya. Mengkritik akhlak seorang kyai, pada dasarnya 
mempertanyakan legitimasinya dan hubungannya dengan Allah. 

Standar-standar moral untuk kyai, dan bagaimana mereka mengap- 
likasikannya, merupakan hal yang diperdebatkan. Sebagian besar dunia 
pesantren, misalnya, menyetujui bahwa keserakahan, amarah, dan 
balas dendam merupakan perbuatan tercela. Namun demikian, di sana 
terdapat perbedaan dalam memberikan penilaian terhadap kyai tertentu 
atau tindakan tertentu. Apa yang di mata sebagian orang disebut sebagai 
dendam, perilaku nyleneh atau secara umum dianggap tidak bersa- 
habat, oleh sebagian lainnya mungkin dinilai sebagai kemarahan yang 
dibenarkan. Isu-isu lainnya seperti makan di warung tetangga mungkin 
tidak dimasukkan ke dalam semua definisi tentang moralitas tersebut, 


tetapi hal ini dianggap sebagai perbuatan kurang sopan, dalam kasus ini 
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tidak menunjukkan apresiasi dan cinta kepada istri. Orientasi politik 
dijadikan sebagai sebuah tolak ukur moralitas, tentu saja, merupakan 
aspek yang paling banyak diperdebatkan. Ada kyai yang mendapatkan 
kritik pedas dan dibenci, setidaknya oleh sebagian orang, karena afiliasi 
mereka dengan Golkar (bekas partai pemerintah). Ada juga kyai lain 
yang dipuji karena sebelumnya memiliki afiliasi semacam itu. Seorang 
kyai berulang kali mengatakan kepada saya tentang hadits (?) yang 
menyatakan bahwa penguasa yang baik adalah penguasa yang menda- 
tangi ulama dan ulama yang buruk adalah yang mendatangi penguasa. 
Bahkan ada yang mengingatkan kyai lainnya bahwa selama Gus Dur 
menjadi presiden mereka tidak perlu mendatanginya sejak dia menjadi 
penguasa. 

Kyai yang tidak memenuhi kriteria moralitas di atas akan menda- 
patkan celaan dan menjadi bahan pergunjingan. Slamet, seorang penjahit 
dan wiraswasta yang sebelumnya pernah nyantri di sebuah pesantren 
tetapi kini longgar dalam menunaikan lima rukun Islam, menceritakan 
kepada saya tentang seorang kyai yang menyimpan rasa dendam yang 
seharusnya dia terbebas dari perasaan semacam itu. Kyai yang diper- 
tanyakannya itu merupakan temannya saat masih di pesantren yang 
menikahi seorang putri tokoh NU terkenal, dan oleh karenanya saat ini 
dia menjadi seorang kyai besar. Suatu hari, ketika kyai ini berkunjung 
ke salah satu keluarga yang berada di desa Slamet, dia menemui Slamet 
dan menanyakan tentang kabarnya. Slamet menjawab bahwa kondi- 
sinya tidak begitu sehat lalu berpamitan dan tidak bercengkrama 
dengan temannya, kyai tersebut. Slamet mengatakan bahwa meski 
sudah bertahun-tahun dari peristiwa itu, kyai ini tidak lagi menyapanya, 
tetapi justru menyapa orang lain yang berada di sampingnya, sebuah 
penghinaan dalam etiket Jawa dan Islam. Slamet mengeluhkan bahwa 
sebagai pewaris Nabi, seorang kyai seharusnya mampu mengontrol 
emosi-emosi yang tidak masuk akal. 

Pada kesempatan lain, Slamet mengajak saya ke rumah Edy dan 
Tuti. Tuti merupakan alumni pesantren Al-Fulan yang lulus tahun 1976. 
Edy dan Tuti berpendapat bahwa pesantren Al-Fulan tidak lagi memiliki 
pengaruh yang besar bagi warga sekitar karena kyainya saat ini tidak 
mampu menjadi contoh. Kyai Ma'ruf, pendirinya, merupakan teladan 
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tetapi tidak diikuti oleh putra-putranya. Ketika Ma'ruf wafat, barakah 
di dalam keluarga pesantren sangat berkurang. Para putra Kyai Ma'ruf 
tidak membaur dengan masyarakat umum dan juga tidak berdakwah. 
Edy mengatakan bahwa masalah dari “kyai keturunan” (yakni menjadi 
kyai karena semata ayahnya seorang kyai) yaitu mereka tidak berasal dari 
masyarakat sehingga mereka tidak memiliki kedekatan dengan masya- 
rakat. Ketika Ma'ruf meninggal, Edy dan Tuti mengakhiri hubungan 
mereka dengan pesantren Al- Fulan, meskipun rumah mereka berte- 
tangga dengan pesantren. 

Bermasyarakat dan mudah untuk diakses menjadi ukuran 
penting dari karakter seorang kyai. Gus Asyrof, cucu dari Kyai Ma'ruf, 
mengatakan bahwa kakek dari pihak ibunya selalu menghadiri acara 
pemakaman siapapun, menghadiri slametan (Woodward 1988), atau 
undangan lainnya, hal ini merupakan karakter dari kyai tasawuf (sufi) 
yang tidak membeda-bedakan kedudukan dari masyarakat. Asyrof 
mengatakan bahwa kakeknya merupakan sosok yang sederhana, tetapi 
tidak demikian dengan putranya. Dia mengatakan bahwa dirinya 
berusaha untuk meneladani kakeknya. Dia mengatakan bahwa dirinya 
belum pernah menerima undangan dari seorang pejabat pemerintah 
untuk menghadiri pemakaman tetangga. Asyrof bisa jadi menuai apa 
yang dikatakan secara sinis oleh Slamet tentang dirinya di antara para 
kyai lainnya di pesantren Al-Fulan. 

Pada musim panas 2000, saya menghadiri acara peringatan 
kematian (haul) Kyai Mar'uf. Salah satu pembicaranya, seorang kyai 
terkemuka, dalam ceramahnya memberikan sebuah sindiran kepada 
keturunan Kyai Maruf. Dia menyampaikan bahwa para keturunan kyai 
Maruf lebih mendalam ilmunya daripada bapak mereka, namun tidak 
satu pun, termasuk putranya, yang mampu mencapai keluhuran akhlak 
Kyai Maruf. Dia mengaitkan hal ini dengan seringnya Kyai Maruf bersi- 
laturahmi kepadanya (sekali lagi menunjukkan tentang akhlak sosial), 
tetapi hal ini tidak dimiliki oleh keturunannya, akhlak mereka tidak 
sama dengan Kyai Maruf. Para hadirin pun tertawa dan orang yang 
duduk di sebelah saya saling berbisik bahwa semua orang sudah menge- 
tahui hal ini tentang mereka, mengingatkan saya pada keluhan yang saya 
dengarkan pada 1995 dari masyarakat sekitar. 
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Poin lainnya tentang kyai yang dievaluasi yaitu tentang konsu- 
merisme. Slamet pernah mengeluhkan tentang rendahnya gaji para guru 
madrasah yang berafiliasi dengan pesantren (lebih rendah dari sekolah 
umum atau sekolah swasta yang lain). Kakaknya mengajar pendidikan 
jasmani di madrasah Al-Fulan dan dia mempertimbangkan secara 
matang-matang untuk bekerja menjadi seorang sopir di Arab Saudi 
selama berlangsungnya riset lapangan saya ini. Slamet berdalih bahwa 
upah guru yang sangat sedikit tersebut merupakan suatu kesalahan 
sementara kyai di Al-Fulan sendiri memiliki beberapa mobil. Ketika 
saya mengatakan bahwa bagi beberapa kyai, setidaknya, mempunyai 
sebuah mobil merupakan kebutuhan untuk perjalanan mereka mengisi 
ceramah. Namun, Slamet mengatakan bahwa kyai tersebut hanya 
memiliki sedikit jadual mengisi ceramah. Selain itu, dia menghu- 
bungkan hal ini dengan seorang temannya yang menjadi sopir salah 
satu kyai di Al-Fulan untuk pergi ke Surabaya untuk membeli barang- 
barang antik. Dengan rasa amarah dia mempertanyakan ke mana saja 
uang tersebut dibelanjakan: uang dari wali santri dan dari usaha toko 
untuk menyuplai kebutuhan santri (makanan ringan, alat tulis, buku, 
pakaian). Hal ini merupakan pelanggaran hukum Islam (Syari'ah) bagi 
seorang guru untuk mendapatkan kekayaan pribadi dari jabatan sebagai 
guru dan pemimpin (Dhofier 1999: 153). 

Saya menyaksikan perkembangan lebih jauh tentang prinsip ini pada 
pertemuan NU cabang Jakarta pada Mei 2000. Dalam acara tersebut, 
terdapat sebuah pembahasan tentang perlunya struktur akuntabilitas 
keuangan, terutama seputar dana zakat. Argumennya yaitu bahwa dana 
zakat seharusnya tidak lagi ditangani oleh kebijakan individu kyai tanpa 
adanya mekanisme pelaporan atau struktur akuntabilitas. Akan tetapi, 
zakat harus disalurkan secara resmi kepada cabang NU, yang harus 
diberdayakan secara penuh dan dengan pembukuan modern untuk 
menghasilkan laporan pertanggung jawaban kepada pengurus regional 
NU. 

Di atas, saya telah merangkum standar etika yang diterapkan kepada 
kyai. Tidak semua pemimpin adalah kyai, tetapi kyai ideal (jika tidak 
semua kyai dalam praktik yang aktual) dapat memberikan sebuah model 


yang penting dalam etika kepemimpinan. Beberapa prinsip penting 
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meliputi tidak mengharapkan untuk memiliki otoritas dan kekuasaan. 
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus mewaspadai pemimpin 
yang berhasrat terhadap jabatan karena mereka lebih tertarik pada 
keuntungan pribadi daripada melayani masyarakat. Hal ini juga menun- 
jukkan bahwa seorang pemimpin seharusnya memiliki standard moral 
yang tinggi dan tidak melibatkan perasaan pribadinya dalam keputusan 
mereka. Akhirnya, pemimpin harus mudah dijangkau oleh semua orang 
dan tidak hanya kepada kalangan elite saja. Model kyai, setidaknya yang 
dipraktikkan di Jawa juga menunjukkan standar etika bagi para pengi- 
kutnya, yakni, bahwa mereka harus siap untuk mengevaluasi legitimasi 
seorang pemimpin dan memutuskan sendiri apakah sang pemimpin 


layak untuk dihormati dan dipatuhi. 


Etika Kepemimpinan Islam: Model Khalifah 

Pada bagian ini, saya beralih dari pembahasan etnografis ke sejarah 
untuk menelusuri model kepemimpinan di Indonesia pada masa lalu. 
Di negara-negara Muslim Asia Tenggara pra-kolonial, raja dipandang 
sebagai pusat kekuasaan (Milner 1983: 31). Seluruh kekuatan dan otoritas 
terpancar dari sosok seorang raja dan semua aktivitas kenegaraan 
terpusat pada pribadi raja dan kehidupan di sekitarnya. Tatanan ini 
dipandang sebagai keselarasan yang sempurna dengan tatanan alam 
semesta (Moertono 1968: 5). Mengenai kerajaan-kerajaan Melayu, 
Milner berpendapat bahwa sentralitas penguasa ini terlihat dari sumber 
yang kaya dan memiliki akar yang kuat dari masa pra-Islam. Lebih jauh, 
raja adalah objek utama kesetiaan dan merupakan pusat dari setiap 
aspek kehidupan Melayu, lebih dari bangsa Melayu atau umat Islam saja 
(Milner 1983: 31). 

Woodward berpendapat bahwa raja berperan sebagai pembela dan 


penegak agama Islam. Terdapat sebuah hadits yang menyatakan, 

661. 'Auf ibn Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu 
cintai dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati mereka 
dan mereka pun menghormatimu. Sejelek-jeleknya pemimpinmu 
adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu. 
Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu.” (HR. 
Muslim). 
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Khalifah dipandang sebagai penerus Nabi, tidak dalam aspek spiritu- 
alnya, melainkan sebagai penjaga warisan moral dan material dari Nabi 
(1989: 16). Raja adalah maranu Allah, yang secara literal berarti “deputi” 
atau "perwakilan", tetapi, menurut Moertono, dapat diterjemahkan 
sebagai “bayangan” di mana umat Islam harus melewatinya terlebih 
dahulu sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah dan sebaliknya, raja 
menghubungkan antara Allah dengan hamba-Nya. Adapun antara raja 
dan Allah tidak terdapat penghubung di antara keduanya (Moertono 
1968: 35, Lambton 1956b: 146). 

Josselin de Jong (1980) mendeskripsikan beberapa mitos politik 
tentang sifat dan peran seorang raja, banyak di antaranya berfokus 
pada gagasan tentang kesepakatan sosial, atau perjanjian, antara raja 
dan rakyatnya. Sekali lagi, gagasan ini menggunakan konsep penyatuan 
antara hamba dan tuan. Hal penting terkait konsep ini adalah gagasan 
tentang keteraturan sosial, dan tanggung jawab utama raja yaitu 
bertugas menjaga keteraturan ini dari berbagai gangguan dan bertugas 
memulihkannya ketika terjadi gangguan (Moerton 1968: 38). Tugas-tugas 
ini merupakan hal yang penting karena raja dianggap sebagai sosok yang 
bertanggung jawab terhadap hubungan ketergantungan antara mikro- 
kosmos dan makro-kosmos. Van der Kroef menyatakan bahwa kekuatan 
supranatural dan keteraturan sosial menyatu dalam mitos rakyat 
dan oleh karenanya, kepatuhan kepada hukum-hukum suci dari alam 
semesta terdapat di dalam pengabdian kepada raja (Van der Kroef 1959: 


305). Di dalam kumpulan hadits Imam Nawawi kami menemukan, 
671. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 
“Barang siapa mentaati aku maka ia benar-benar mentaati Allah 
Swt., dan barang siapa mendurhakaiku, maka ia benar-benar 
mendurhakai Allah Swt dan barang siapa yang mentaati pemimpin 
maka ia benar-benar mentaati aku, dan barang siapa mendurhakai 
pemimpin, maka ia benar-benar mendurhakaiku (Hadits Shahih). 
672. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Bersabda, siapa 
yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, 
hendaklah bersabar. Sebab, tidaklah seseorang meninggalkan 
jamaah walau sejengkal, lantas meninggal dunia, melainkan dia 
mati dalam keadaan jahiliyah (Hadits Shahih). 


Karenanya, adanya organisasi sosial dan menjaga pola sosial yang 
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terbangun tidak hanya penting dalam kegiatan sehari-hari anggota 
masyarakat, tetapi juga merupakan perwujudan utama dari harmoni 
kosmologis. Dengan cara magis-religius dan hukuman fisik, negara 
menegakkan kepatuhan untuk menjaga dari kemungkinan terjadinya 
penyimpangan dan untuk mengkompensasi kerusakan yang telah 
dilakukan oleh penyimpangan yang terjadi pada masa lalu (Moertono 
1968: 3). 

Dalam alam pemikiran Jawa, kewajiban negara antara lain 
menegakkan tatanan formal (tata) dan membangun tatanan batin, 
kedamaian dan ketentraman (tentrem) (Moertono 1968: 3, Van der Kroef 
1959: 300). Kedua kewajiban ini harus dipenuhi untuk membentuk 
keseimbangan yang sempurna dan harmoni (Moertono 1965: 3). Helman 
berpendapat bahwa terdapat tiga motif dalam konsepsi Jawa tentang 
keteraturan: kesatuan, kelanjutan, dan harmoni. Ketiga motif tersebut 
menyatu dalam dua konsep integrasi dalam diri raja. Pertama yakni raja 
sebagai Yang pertama adalah raja sebagai pusat panutan. kedua adalah 
gagasan tentang kerajaan yang “sakral” (1989: 129). 

Sebuah konsep penting dalam pemikiran keagamaan dan teori 
politik Jawa adalah hubungan kawula-gusti (Moertono 1968: 14). 
Hubungan hamba dan tuan ini didasarkan pada gagasan sufi tentang 
persatuan yang bersifat mistik. Persatuan ini telah dijelaskan dalam 
dua hal. Pertama, yaitu kesatuan saksi, atau jumbuhing kawula-gusti 
(menyatunya hamba dengan tuan). Kedua, yakni kesatuan makhluk, 
atau manunggaling kawula-gusti (Woodward: komunikasi pribadi). Di 
Jawa, pengertian yang digunakan adalah “persatuan hamba dan tuan” 
(Moertono 1968: 14-25). Timbul dari paham mistik ini adalah teori sosial 
yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Milner menegaskan 
bahwa rakyat bukanlah subjek sebanyak mereka perpanjangan dari 
penguasa (1982: 113). Untuk kepentingan keseimbangan, penguasa 
menyatukan dalam dirinya kualitas subjeknya atau ia mungkin berdiri 
dalam oposisi konseptual terhadap rakyatnya: penguasa adalah apa yang 
bukan rakyatnya (Josselin de Jong 1980: 10). Dalam hal ini Imam Nawawi 
mengutip Alguran dan Hadis sebagai berikut: 

Allah SWT berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah 
Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu” (W4: 58, H4: 59). 
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656. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dahulu 
Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, maka 
akan digantikan oleh nabi berikutnya. Dan sungguh tidak akan ada 
nabi lagi setelahku, namun yang ada adalah para khalifah, dan mereka 
akan banyak berbuat dosa.” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah 
apa yang Nabi perintahkan kepada kami?” Nabi menjawab, “tepatilah 
baiat yang pertama, kemudian yang sesudah itu dan penuhilah hak-hak 
mereka dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Allah 
akan menuntut pertanggung jawaban atas kepemimpinan mereka.” 
(Hadis Shahih) 

Woodward menggambarkan Grebeg Maulud (perayaan Maulid Nabi) 
sebagai ritual konstitutif. Dalam hal ini, pertunjukan dalam ritual ini 
tidak mencerminkan realitas kosmis. Melainkan, pertunjukan tersebut 
mendefinisikan tentang mereka sendiri dan dengannya membentuk 
negara dalam dunia sufi yang dipimpin oleh wali/raja, yang secara 
langsung terhubung kepada Allah melalui cara-cara mistis (Woodward 
1991: 15). Oleh karena itu, subjek harus tunduk kepada kehendak raja 
sebagaimana mereka tunduk kepada kehendak Allah. Kondisi semacam 
ini nampak serupa dengan persatuan dalam dunia tasawuf, atau kesatuan 
antara sahaya dan tuan (Woodward 1991: 4, Moertono 1968: 14). 

Gagasan tentang kesatuan ini dianggap sebagai tatanan kosmis yang 
akan mengantarkan sebuah negeri menuju kemakmuran bagi seluruh 
penghuninya. Dalam hal ini, terdapat sejumlah hadis tentang tanggung 


jawab penguasa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya: 

655. Aisyah r.a berkata: aku sudah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda di rumahku ini bahwa: Ya Allah barang siapa yang 
menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu mempersulit terhadap 
mereka, maka persulitlah urusannya. Dan barang siapa yang 
mengurusi umatku lalu berlemah lembut terhadap mereka, maka 
mudahkanlah urusannya" (HR. Muslim). 

658. Abu Maryam al-Azdi berkata kepada Muawiyah: aku sudah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang diserahi 
oleh Allah mengatur kebutuhan kaum muslimin, yang kemudian 
dia bersembunyi dari hajat keperluan mereka, sehingga Allah akan 
menolak hajat keperluannya pada hari kiamat. Sehingga sete- 
rusnya Muawiyah mengangkat satu orang untuk melayani segala 
hajat keperluan beberapa orang (rakyat). (HR. Abu Dawud dan 
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Tentu saja, apabila rakyat tidak merasakan kemakmuran, maka 
negara dianggap tidak direstui oleh semesta kosmis, dan raja, sebagai 
pusat negara, diyakini telah kehilangan legitimasinya. Kami menyak- 
sikan gema semacam ini ketika Indonesia berada dalam situasi krisis 
dan terjadinya kebakaran hutan yang dahsyat, sehingga Soeharto turun 
tahta pada Mei 1998. 

Secara historis, gagasan tentang kerajaan suci berfungsi sebagai 
kekuatan yang memberikan legitimasi baik legitimasi bagi raja maupun 
bagi oposisi. Jika masyarakat tidak tertib, damai, bersatu, dan makmur, 
raja, menurut definisi, bukan raja yang adil dan pemberontakan menjadi 
tidak hanya sah, tetapi mutlak diperlukan (Moertono 1968: 5). Sebuah 


hadits yang relevan dengan masalah ini menyatakan, 
663. Ibn Umar r.a meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: 
Seorang muslim wajib mendengar dan taat terhadap pemimpin 
baik dalam hal yang disukai atau tak disukai, selama tidak meme- 
rintahkan dalam kemaksiatan. Apabila ia diperitahkan dalam 
kemaksiatan maka tidak wajib mendengar dan mentaatinya. " 
(Mutafagun alaih). 


Oleh karenanya, pembangkangan, dan bahkan pemberontakan, 
mendapatkan justifikasinya ketika perbuatan dosa atau kemaksiatan 
terjadi, dan berdasarkan hadis yang dikutip sebelumnya, menelan- 
tarkan kebutuhan orang-orang duafa merupakan perbuatan dosa. Hal 
ini menunjukkan tentang etika kepengikutan. Kehendak untuk melawan 
ketidakadilan terhadap penguasa tradisional yang sah dan ditambah 
dengan tidak diterimanya legitimasi pemerintahan Belanda merupakan 
sebuah faktor signifikan yang mendasari lahirnya sejumlah pemberon- 
takan dan perlawanan anti-Belanda. 

Praktek khalifah dan sultan menyiratkan tentang etika pertanggung 
jawaban bagi semua pemimpin. Pertama, mereka bertanggung jawab 
atas semua tindakan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Hal ini 
didasarkan pada gagasan bahwa semua kekuasaan dan otoritas berasal 
dari Khalifah. Pemimpin harus menjadi pembela dan penegak agama 
Islam. Akhirnya, pemimpin harus memperhatikan kebutuhan rakyatnya 
yakni kebutuhan yang bersifat materi serta menegakkan tatanan sosial 
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(tata) dan menciptakan terjuwudnya ketentraman (tentrem). Model 


khalifah/sultan juga menyiratkan tentang etika kepengikutan yakni 


bersikap taat selama pemimpin tidak menjerumuskan rakyatnya kepada 


perbuatan dosa. 


Model-Model dari Praktik 


Pada bagian terakhir ini, saya mencantumkan prinsip-prinsip etika 


kepemimpinan Islam yang disarikan dari uraian di atas tentang praktik 


etnografi dan sejarah. 


Etika Pemimpin dari Model Kyai 


Tidak mengharapkan untuk memiliki otoritas dan kekuasaan 
Tidak melakukan perbuatan yang tercela 

Tidak menyimpan amarah atau menuruti hawa nafsu. 

Bersikap ramah. Menyambut semua orang dari berbagai 
kalangan tanpa memandang posisi sosial mereka. 

Tidak mencari keuntungan pribadi dan dapat dipertanggungja- 


wabkan secara ekonomi 


Etika Pemimpin dari Model Khalifah 


Bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan bawah- 
annya (berdasarkan pada gagasan bahwa khalifah merupakan 
pusat dari seluruh kekuasaan dan sumber otoritas). 

Menjadi pembela dan penegak agama Islam 

Memiliki perhatian terhadap kebutuhan rakyat 

Mewujudkan keteraturan sosial (tata) 


Mewujudkan ketentraman (tentrem) 


Etika Pengikut 


Memberikan evaluasi terhadap seorang pemimpin apakah telah 
memenuhi standar moral 

Patuh. Melakukan ketaatan sejauh taat kepada Allah 
Membangkang. Ketika diminta untuk melakukan perbuatan 
dosa, maka tidak boleh taat. 


Di sini saya mengatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh 
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masyarakat Indonesia adalah apa yang telah mereka lakukan sampai saat 
ini. Dengan kata lain, di dalam tradisi keislaman di Indonesia, di sana 
terdapat dasar-dasar bagi etika kepemimpinan, sedangkan tantangannya 


yaitu bagaimana menerapkan semua etika tersebut. 


Catatan Akhir 

Nama pesantren dan nama-nama orang di sini adalah nama samaran. 
Saya memilih untuk menutupi identitas pesantren karena adanya hal 
negatif yang dikatakan tentangnya beserta kyai-kyainya. Hal ini penting 
untuk dicatat bahwa masyarakat terkadang membicarakan tentang 
kekurangan pesantren dan kyai, tidak hanya yang baik-baik saja. Namun, 
mengetahui pesantren mana yang dibicarakan dalam hal ini merupakan 
sesuatu yang tidak penting, bahkan berpotensi merusak. 

Zakat adalah pembayaran seperti persepuluhan untuk Idul Adha. 
Di Indonesia, zakat ditunaikan biasanya dalam bentuk bahan makanan 
pokok, yakni beras dan ternak. 

Dalam Islam di Jawa, raja tidak dapat menjadi tuhan, tetapi bisa 
menjadi Bayangan Tuhan di Bumi dan hal ini merupakan sesuatu yang 


sakral. 
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BAB VIII 


PENGGUNAAN POLITIK 
KEBERAGAMAN ISLAM DI 
DALAM PENDIDIKAN TINGGI 
ISLAM DI INDONESIA 


Abstrak 

Sistem Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) 
Indonesia diciptakan untuk mendorong sebuah corak 
Islam yang progresif untuk melawan Islam politik 
dan menjadi apolitis. Karena PTAIN adalah bentuk 
resmi pendidikan tinggi Islam pemerintah, pengajar 
PTAIN dapat menjadi pembuat opini penting dalam 
komunitas Islam Indonesia. PTAIN sangat penting 
untuk memahami komunitas Islam Indonesia karena 
mereka terlibat dalam beasiswa inovatif tentang 
teologi, etika, hukum, dan praktik Islam dan dalam 
pendidikan para pemimpin muda Muslim di berbagai 
bidang. Artikel ini membahas beberapa cara PTAIN 
dipolitisasi untuk berperan dalam perdebatan tentang 
masa depan Islam Indonesia yang sedang mengem- 
bangkan (atau setidaknya menunjukkan) variasi yang 
lebih kompleks. Ia menawarkan model teoritis untuk 
memahami variasi yang ditemukan dalam Islam. 
Kata Kunci: Perguruan Tinggi Islam, Terpolitisasi. 


Pengantar 
Sistem Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri 
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(PTAIN) di Indonesia diciptakan untuk mendorong corak Islam progresif 
dalam rangka membendung Islam politik dan menjadi apolitis. Sebagai 
sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan 
pemerintah, para pengajar di PTAIN dapat menjadi pembuat opini yang 
berpengaruh di tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia. PTAIN 
memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami masyarakat 
Islam Indonesia karena keterlibatan mereka dalam kajian kesarjanaan 
yang inovatif dalam bidang teologi Islam, akhlak, hukum Islam, dan 
peribadatan serta dalam memberikan pendidikan bagi generasi muda 
pemimpin Islam di berbagai bidang. 

Institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan para pengajarnya 
memainkan peran yang lebih besar di ranah publik dibandingkan 
sejawat mereka di Amerika baik dalam budaya populer maupun 
pemerintahan nasional. Para profesor secara teratur menulis kolom di 
surat kabar, artikel opini, dan buku best-seller. Mereka yang berada di 
dalam sistem PTAIN ini juga ada yang menjadi pemimpin keagamaan 
dengan menjadi penceramah dalam khutbah Jumat, memimpin pondok 
pesantren atau menyelenggarakan pengajian di rumah mereka. Lebih 
jauh lagi, beberapa di antaranya juga dikenal di panggung global, seperti 
almarhum Nurcholish Madjid dan Azyumardi Azra, yang mana karya 
Azra telah diakui dan mendapatkan penghargaan secara internasional, 
termasuk mendapatkan perhargaan dari Kerajaan Inggris (Honorary 
Commander of the British Empire) atas jasanya dalam bidang dialog lintas- 
iman (Osman, 2010). 

Sistem ini memainkan peran penting dalam pengkajian ulang 
terhadap Islam secara kritis dan menjadi sebuah jembatan antar- 
pelbagai kelompok Islam karena para mahasiswanya berasal dari latar 
belakang corak keislaman yang berbeda-beda (Kraince, 2008, hlm. 
349). Institusi ini beserta fakultas dan para pengajar di dalamnya tidak 
hanya menjadi partisipan yang penting dalam diskursus mengenai masa 
depan, tetapi mereka juga menjadi subyek dalam diskursus tersebut. 
Perdebatan tentang masa depan Islam di Indonesia saling berkaitan 
dengan perdebatan tentang kurikulum dan perubahan program, penam- 
bahan mata kuliah sekuler, dan ide-ide progresif yang digaungkan oleh 


sejumlah guru besar. Terdapat kekhawatiran bahwa adanya penam- 
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bahan jurusan non-agama akan membuat mahasiswa kehilangan fokus 
terhadap program-program tradisional keagamaan dan akan mengikis 
karakter Islam dari universitas. Lebih lanjut, pendekatan ilmu sejarah 
dan ilmu-ilmu sosial untuk studi agama telah diintegrasikan ke dalam 
fakultas agama yang lebih tua. Orang-orang yang berada di luar sistem 
Pendidikan Tinggi Islam Negeri sejauh ini telah melayangkan tuduhan 
murtad kepada para pengajarnya (Lukens-Bull 2013, hlm. 3). Secara lebih 
spesifik, perdebatan tentang pendidikan tinggi di Indonesia merupakan 
perdebatan tentang masyarakat itu sendiri. 

Dalam buku saya yang pertama (2005), saya telah membahas 
tentang bagaimana masyarakat Muslim yang berpusat di sekitar 
pesantren secara aktif menegosiasikan modernitas dan tradisi dalam 
konteks pembangunan bangsa, globalisasi, dan benturan peradaban. 
Zamahksyari Dhofier (1999) menjelaskan bahwa sistem pesantren telah 
mengalami perubahan sejak masa awal, ketika pesantren mengambil 
aspek-aspek dari pendidikan sekuler. Sampai pertengahan 1990-an, 
banyak pesantren merasa semakin kesulitan untuk mempertahankan 
keseimbangan antara pendidikan Islam tradisional dan kurikulum 
pemerintah. Pada kenyataannya, Tebuireng, pesantren paling terkenal, 
dalam beberapa hal tidak lagi mampu mendidik para santrinya untuk 
menjadi ulama (Lukens-Bull, 2005, hlm. 43) dan banyak sekolah telah 
menata kembali fokus dan tujuan pendidikan mereka. Mereka tidak lagi 
berusaha untuk melatih ulama dan sarjana, tetapi kini mereka berusaha 
untuk melatih orang-orang untuk angkatan kerja umum yang memiliki 
moralitas ulama dan cendekiawan Muslim (Lukens-Bull, 2000). Salah 
satu akibatnya adalah banyak pesantren yang tidak lagi mampu mengha- 
silkan lulusan dengan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk 
menjadi pemimpin keagamaan. Masyarakat pesantren menanyakan dari 
manakah kepemimpinan masa depan itu akan datang. Satu kemung- 
kinan jawaban yang diberikan pada pertengahan 90-an adalah bahwa 
pemimpin masa depan itu adalah mereka pemegang gelar Ph.D. (Lukens- 
Bull, 2013, hlm.10). 

Perdebatan serupa tentang pesantren pada tahun 1990-an kembali 
terjadi dalam perdebatan yang dihadapi oleh sistem PTAIN pada 
permulaan abad ke-21. Seperti yang telah saya bahas di tempat lain, 
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pendidikan pesantren telah melakukan berbagai penyesuaian dalam 
kaitannya dengan tuntutan dari pendidikan modern (2005). Pergeseran 
dalam tujuan dari pendidikan ini berarti bahwa tidak mungkin lagi bagi 
pesantren untuk memberikan porsi yang sama kepada semua anak 
didiknya dalam hal keterampilan tradisional dan pendidikan “sekuler”. 
Oleh karena itu, penekanan di pesantren bergeser kepada pengem- 
bangan karakter dan pendidikan moral. Di pesantren, metodologi utama 
untuk mewujudkan hal ini yaitu dengan menciptakan lingkungan di 
mana nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh murid untuk ditanamkan 
dan diperkuat. PTAIN pada tahun 2008 menghadapi beberapa masalah 
yang sama dan telah mengajukan solusi serupa (Lukens-Bull, 2013, hlm. 
11). 


Diskusi 
Sejarah PTAIN 

Sebagaimana telah saya diskusikan di tulisan yang lain (Lukens-Bull, 
2013, hlm. 12), beberapa IAIN dibentuk pada 1970-an, dan sebagiannya, 
dalam rangka menjadi pendidikan lanjutan bagi lulusan pesantren 
dan madrasah. IAIN tidak diciptakan dalam ruang kosong, melainkan 
diprakarsai oleh dua institusi: pertama yaitu institusi yang fokus pada 
pelatihan guru pendidikan agama Islam untuk kurikulum di sekolah 
umum yang disebut Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN, 
jangan dibingungkan dengan penggunaan akronim saat ini) dan yang 
kedua, yakni Akademi Dinas Ilmu Agama, lembaga yang dibentuk dalam 
rangka melatih pejabat pemerintah di Departemen Agama (Depag) 
(Abdullah, 1999). Oleh karena itu, fakultas terbesar di seluruh IAIN 
adalah fakultas Syari'ah (hukum Islam) dan Tarbiyah (pendidikan). Kedua 
fakultas ini menyediakan para hakim, guru, dan pejabat untuk birokrasi 
kementerian agama dan sistem pendidikan agama di Indonesia (Steen- 
brink, 1974, hal. 159), termasuk mereka yang menempati posisi di bagian 
Pencatatan Nikah di Departemen Agama. Azyumardi Azra, mantan 
Rektor UIN Jakarta, berpendapat bahwa IAIN bukanlah merupakan 
dan tidak pernah menjadi sebuah "seminari" dan selalu memiliki agenda 
melampaui sekadar mendidik para pemuka agama (2011, h. 44). 

PTAIN dibentuk ketika Islam didorong ke pinggiran dalam pusaran 
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politik Indonesia. Sejumlah peristiwa pada masa awal sejarah Republik 
Indonesia telah menempatkan Islam berada di wilayah pinggiran 
(Pringle, 2010, hlm. 69-70). Selama tragedi berdarah 1965-66 setelah 
adanya upaya kudeta yang diduga dilakukan oleh pihak komunis, pihak 
militer Indonesia merekrut milisi Muslim untuk membantu dalam 
pembunuhan sekitar 500.000 orang. Setelah hubungan kemitraan 
antara umat Islam dan negara ini, Suharto secara jelas berkeinginnan 
untuk menyingkirkan setiap potensi ancaman terhadap kekuasaannya. 
Salah satu langkah yang ditempuh dalam hal ini yaitu dengan memas- 
tikan bahwa Sistem PTAIN secara eksplisit bersifat apolitis (Lukens- 
Bull, 2013, hlm. 12). 

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa IAIN (di Jakarta dan 
Yogyakarta) merupakan “hadiah” bagi komunitas pesantren untuk 
menenangkan mereka setelah pemerintah memberikan “hadiah” 
UGM (Universitas Gajah Mada) kepada kelompok nasionalis (Saeed, 
1999, h. 182). Apa yang disebut sebagai hadiah ini diberikan dengan 
tujuan agar Suharto mendapatkan dukungan untuk berkuasa selama 
32 tahun. Penafsiran ini menjadi subyek perdebatan. Pertama, patut 
dipertanyakan bahwa adakah, atau pernah adakah komunitas yang 
bersatu untuk bahagia dengan "hadiah" masing-masing (Meuleman, 
2002). Kedua, jelaslah bahwa pembentukan sistem PTAIN melayani 
sejumlah tujuan politik Soeharto termasuk birokratisasi praktik Islam 
seperti hukum keluarga, perkawinan, dan masalah waris. Soeharto 
dapat dikatakan bersikap bias dalam mendukung Islam progresif. IAIN 
merupakan institusi yang di-depolitisasi dalam rangka menghilangkan 
politik kelompok Islamis (Saeed, 1999, hal. 183). Reformasi di bawah 
sejumlah Menteri Agama yang dipilih oleh Soeharto menunjukkan 
tentang bagaimana agenda ini dijalankan. Hal ini termasuk bergesernya 
fokus dari pendekatan doktrinal ke pendekatan yang lebih kritis dan 
terbuka, melibatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan sejarah, mengirim 
para pengajar ke negara-negara Barat untuk pendidikan doktoral, dan 
pada akhirnya institusi ini menjadi lebih dari sekadar lembaga pendi- 
dikan untuk mempelajari agama saja (Lukens-Bull, 2013, hal. 13). 


Reformasi IAIN 
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Amin Abdullah, Rektor UIN Yogya periode 2000-2010, menga- 
takan bahwa sejak 1977-1997 pengajaran di PTAIN difokuskan pada 
kajian normatif atau ulim ad- din. Yakni, bagaimana cara terbaik 
untuk mempraktikkan Islam dan bagaimana mengajarkannya kepada 
orang lain tentang praktik terbaik ini. Bahkan, karya kontroversial 
dari beberapa sarjana seperti pendekatan Harun Nasution terhadap 
hubungan antara akal dan wahyu (lihat Martin dan Woodward 1997) 
terkadang dimasukkan ke dalam apa yang disebut Abdullah sebagai ulim 
ad- din ini. Abdullah mungkin berlebihan dalam menilai perubahan yang 
terjadi belakangan ini serta meremehkan pengaruh dari Harun Nasution, 
yang dapat dikatakan sebagai sosok sarjana dan guru terpenting dalam 
sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia dan akan dibahas secara 
rinci pada bagian berikut. Untuk saat ini, cukup untuk mengatakan 
bahwa Nasution mendorong para mahasiswa untuk menelaah aspek- 
aspek dalam Islam yang mungkin tidak dipertimbangkan pada masa 
sebelumnya. 

Nasution berpengaruh besar di mana sebagian kalangan menilai 
bahwa para muridnya di dalam sistem (PTAIN) dianggap hanya 
mengulang apa yang telah disampaikan oleh guru mereka dan tidak 
memiliki tingkat intelektualisme yang tinggi (Meuleman, 2000, hlm. 289). 
Klaim paternalistik dan menyesatkan ini tidak sejalan dengan kualitas 
penelitian dari banyak guru besar PTAIN (Lukens-Bull, 2013, hlm. 15). 

Jauh sebelum terbentuknya sistem PTAIN , Institute of Islamic Studies 
di McGill University di Montreal telah memulai kerja sama dengan 
mahasiswa pascasarjana Indonesia pada tahun 1940-an (Webster, 
2009, hlm. 92). Jumlah mahasiswa yang dikirim ke McGill meningkat 
pada tahun 1970-an seiring berdirinya IAIN. Di bawah kepemimpinan 
Menteri Agama Munawir Sjadzali (1983- 1988), para guru besar dikirim 
untuk menempuh pendidikan lanjutan di Amerika Serikat, Australia, 
Belanda, dan negara-negara Barat lainnya. Hal ini terkadang disebut 
sebagai penciptaan ulama plus— orang alim dengan orientasi ke arah 
yang lebih intelektual. Sebelum periode ini, hubungan antara IAIN 
dan Timur Tengah sangat kuat dengan fakultas yang memiliki orientasi 
khusus terhadap Masjid/Universitas al-Azhar di Kairo (Saleh, 2001, 
h. 7). Meskipun pergeseran ke arah studi kritis dengan memasukkan 
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ilmu-ilmu sosial dan humaniora telah dimulai hampir sejak awal, Amin 
Abdullah berpendapat bahwa tidak ada para sarjana PhD dalam jumlah 
banyak dan memiliki peran penting di fakultas untuk pendekatan yang 
akan diarusutamakan sampai dengan tahun 1990-an (Lukens-Bull, 2013, 
hal. 16). 


Evolusi Beberapa IAIN menjadi UIN 

Mulai akhir 1990-an dan awal 2000-an, enam IAIN bertransformasi 
dari Institut menjadi universitas dengan menambahkan setidaknya dua 
fakultas non-agama. Motivasi untuk perubahan ini meliputi kepriha- 
tinan terkait peluang kerja mahasiswa dan keinginan untuk memastikan 
bahwa umat Islam tidak terpinggirkan secara ekonomi. Perubahan ini 
menuai pendapat yang beragam baik di dalam maupun di luar kampus. 
Di kampus-kampus yang mengalami perubahan, terdapat kekhawa- 
tiran tentang apa yang bakal terjadi dengan fakultas-fakultas lama yang 
berorientasi keagamaan, sementara yang baru, fakultas “sekuler” akan 
memberikan saingan yang mencolok dan pada akhirnya akan membawa 
fakultas mereka menjadi tidak eksis lagi. Di kampus-kampus yang tidak 
membuat perubahan, di sana terdapat panggilan tugas yang lebih berat. 
yakni, mereka menambahkan prodi baru seperti Psikologi, Perawat, 
Manajemen, dan Kesehatan Masyarakat di bawah naungan fakultas yang 
ada (Lukens-Bull, 2013, hlm. 16). 

Perdebatan dan keprihatinan terhadap masa depan PTAIN bukan 
merupakan hal yang baru. Pada 1990-an, bukan kemurtadan atau 
bahkan liberalisme yang menjadi permasalahan. Melainkan, kekhawa- 
tiran bahwa IAIN tidak memiliki kemampuan untuk mencetak ulama 
masa depan sebagaimana yang dilakukan pesantren tradisional (salaf). 
Di tempat lain, saya teringat kisah seorang lulusan IAIN yang kurang 
terampil dalam membaca kitab kuning daripada santri junior di 
pesantren tradisional (Lukens-Bull, 2013, hlm. 17). Kemampuan dalam 
membaca kitab kuning merupakan suatu tolak ukur yang penting 
dalam dunia pesantren, hal ini yang digunakan sebagai kritik terhadap 
Tebuireng pada pertengahan 1990-an (lihat, Lukens-Bull, 2005, hlm. 
58). Perdebatan pada tahun 1990-an tentang tolak ukur keberhasilan 


dalam studi Islam apakah diukur dengan penguasaan terhadap literatur 
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tradisional, sebagian mengatakan, literatur standar abad pertengahan 
atau diukur dengan standar kesarjanaan yang lebih modern atau diakui 
secara internasional menjadi perdebatan yang muncul pada dekade 
pertama abad ke-21 (Lukens - Bull, 2013, hlm.17). 


Tuduhan-Tuduhan Miring 

Di tempat lain saya telah menggambarkan sebuah percakapan 
dengan Azyurmadi Azra, mantan Rektor UIN Jakarta dan kemudian 
menjabat sebagai direktur sekolah pascasarjana, (Lukens-Bull, 2013, hlm. 
21) di mana dia tidak terlalu peduli dengan buku yang terbit pada tahun 
2005 yang menuduh murtad kepada banyak guru besar di PTAIN dan 
menggambarkan kampus secara keseluruhan sebagai sarang kekafiran 
(Jaiz, 2005). Azra bukan satu-satunya staf pengajar PTAIN yang merasa 
buku dan tudingan serupa tidak layak mendapatkan perhatian. Dengan 
memberikan sedikit perhatian terhadap isu ini, tujuan saya adalah untuk 
memberikan beberapa penilaian. Lebih lanjut, mengkaji tema ini juga 
tidak akan menghasilkan apa pun. Saya berpandangan bahwa dengan 
penuh hormat saya tidak sependapat dengan teman-teman saya sendiri. 
Meskipun tuduhan murtad tersebut berasal dari sekelompok kecil dan 
vokal di tengah masyarakat Indonesia, hal ini merefleksikan sebuah 
dimensi di dalam perdebatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja 
(Lukens-Bull, 2013, hlm. 21). Sebagaimana dinyatakan Michael Gilsenen 
bahwa proses mendefinisikan elemen-elemen sosial sebagai Islam atau 
non-Islam pada dasarnya merupakan politik itu sendiri. Dia menggam- 
barkan keseluruhan proses di mana kelas dan kelompok tertentu yang 
secara ekonomi dan politik mendominasi masyarakat melegitimasi 
sebuah corak agama yang bertalian erat dengan pandangan kelas 
tertentu mengenai bagaimana Islam didefinisikan, dipraktikkan, dipel- 
ajari, diajarkan, dan dikuasai. Hal ini kemudian menjadi Islam yang "asli" 
dan Islam yang sah ... (1982, 211). 

Sebaliknya, di Indonesia hari ini, menyatakan apa itu Islam yang 
benar merupakan bagian dari upaya untuk mendapatkan kekuasaan 
politik. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwa 
IAIN dan UIN telah tersesat merupakan bagian dari upaya membentuk 
pemahaman yang spesifik tentang Islam dan hukum Islam sebagai satu- 
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satunya bentuk yang sah yang didukung oleh negara. Untuk memahami 
perdebatan ini, kita harus memulainya dengan memahami dinamika 
keberagaman dalam keyakinan dan praktik umat Islam (Lukens-Bull, 
2013, p. 22). 

Beberapa kritik sejauh ini dialamatkan kepada pengajar tertentu di 
PTAIN sebagai murtad. Beberapa petinggi PTAIN beranggapan bahwa 
tuduhan tersebut disebabkan oleh terjadinya transisi beberapa IAIN 
menjadi UIN. Namun, sebagian besar tulisan yang mengalamatkan 
tuduhan kemurtadan ini tidak menyebutkan tentang transisi ke UIN 
tersebut (Jaiz, 2005). Hartono Ahmad Jaiz dan Adian Huseini, dua 
kritikus paling vocal terhadap sistem PTAIN saat ini, merupakan bagian 
dari apa yang disebut sebagai Islam garis keras serta lulusan IAIN yang 
tidak terpilih menjadi pengajar junior. Istilah ini diterapkan ke berbagai 
ideologi dan organisasi yang, meskipun tidak baru, mendapatkan tempat 
sejak akhir Era Suharto dan pertumbuhan demokrasi. Sementara 
sebagian besar kelompok garis keras yang anti-kekerasan, kelompok 
pro-kekerasan di antara mereka menjadi lebih aktif pada era pasca- 
Suharto. Saat ini, Sistem PTAIN bekerja dalam konteks tumbuhnya 
pengaruh Islam garis keras terssebut (Lukens-Bull, 2013, hlm. 17). 

PTAIN sering disebut sebagai benteng Islam oleh mereka yang kritis 
terhadap beberapa pembangunan: mereka ingin PTAIN kokoh dan tidak 
berubah seperti tembok kota berbenteng. Kebanyakan fakultas PTAIN 
tidak akan menggunakan metafora benteng/kota bertembok. Mereka 
lebih suka mengidentifikasi sistem tersebut sebagai salah satu pilar 
Islam moderat bersama dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 
setengah populasi Indonesia (van Bruinessen, 2009, hlm. 219). Mungkin 
lebih tepat menyebut IAIN dan UIN sebagai mesin Islam moderat atau 
Islam progresif sebagai kendaraan yang terdiri dari NU dan Muham- 
madiyah, PTAIN adalah sistem penggerak dinamis yang penting bagi 
keberlanjutan dari Islam moderat. Mereka terkait erat dengan NU dan 
Muhammadiyah, karena sekolah menengah atas milik NU dan Muhum- 
madiyah merupakan sumber yang penting bagi mahasiswa IAIN. Selain 
itu, banyak, jika tidak semuanya, guru pendidikan agama di sekolah 
dan madrasah NU dan Muhammadiyah merupakan lulusan dari IAIN 
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(Lukens-Bull, 2013, hlm. 32). 

Menjadi penting untuk mempertimbangkan hubungan antara 
hal-hal yang menyatukan beragam masyarakat Islam dan hal apa saja 
yang menjadikan mereka berbeda. Inilah yang diserukan oleh Talal 
Asad ketika dia mengajukan pandangannya bahwa antropologi Islam 
harus menyusun organisasi konseptual dari keberagaman di dalam 
Islam (Asad, 1986, p. 5). Teori-teori kontemporer tentang hubungan ini 
telah berusaha untuk menjelaskan keberagaman di dalam Islam dengan 
membangun analogi linguistik, meliputi mengkaji agama sebagai wacana 
(Asad, 1986: Bowen 1993b). Model wacana ini memiliki dua kelemahan 
utama. Yang pertama adalah tidak terlalu spesifik tentang dinamika 
antara bentuk translokal atau universal dan bentuk lokal. Kedua adalah 
bahwa "wacana" terdengar rapi dengan kesetaraan partisipan yang 
mencoba untuk membentuk hasil, ia cenderung mengabaikan sifat 
politik dari proses tersebut (Lukens-Bull, 2013, hlm. 22). 


Analogi Linguistik 

Diskursus di Indonesia membuat pembedaan antara agama dan 
keagamaan, tetapi sering digunakan dalam arti praktik kegamaan, 
atau ekspresi. Banyak sarjana telah mengidentifikasi kebutuhan untuk 
melakukan pengkajian hubungan antara Islam secara general dan praktik 
keseharian masyarakat berkaitan dengan agama mereka (Bowen 1993a: 7, 
Woodward 1988: 65, 87-88, El-Zein 1974b). Teori-teori kontemporer yang 
paling terdepan dalam bidang ini telah berupaya untuk menjelaskan 
keberagaman di dalam Islam dengan mengkonstruksi analogi dalam ilmu 
linguistik, termasuk mempelajari agama sebagai wacana, (untuk tinjauan 
lebih lengkap tentang perdebatan akademis tentang keberagaman dalam 
Islam lihat Lukens-Bull 1999, Marranci 2008) (Asad 1986, Bowen, 1993b). 

Saya ingin memperluas analogi linguistik dan menarik kesejajaran 
antara agama dan langue (bahasa sebagai sistem) dan antara keagamaan 
dan parole (penuturan) (bdk. Saussure, 1972). Faktor-faktor yang 
membentuk ekspresi keagamaan antara lain faktor idiosyncratic, sosial, 
dan historis. Faktor idiosyncratic, yang terdapat pada level individual, 
meliputi faktor-faktor seperti pilihan tentang bagaimana atau apakah 
praktik itu dilakukan dalam suatu cara yang konsisten. idiosyncratic, 
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menurut definisi, sulit untuk dijelaskan dan dimodelkan. Selanjutnya, 
yang lebih penting lagi, faktor idiosyncratic ini meliputi pemilihan di 
mana faktor sosial dan sejarah berperan di atasnya. Faktor sosial dan 
sejarah telah memunculkan pola praktik di antara kelompok masyarakat 
yang dianalogikan sebagai dialek (Lukens-Bull, 2013, hlm. 23). 

Salah satu cara untuk membedakan dialek adalah adanya kesepema- 
haman (intelligibility). Di dalam konteks agama, intelligibility tidak hanya 
membutuhkan saling memahami atau mengerti tetapi merujuk kepada 
pengakuan bahwa seseorang berada di jalan yang benar. Namun, klaim- 
klaim non-intelligibility kemungkinan dibesar-besarkan di dalam wilayah 
keagamaan sebagaimana yang terjadi di dalam bahasa. Komunitas bahasa 
tertentu mungkin menyangkal kesamaan dengan kelompok masyarakat 
yang lain sebagai bagian dari politik identitas. Misalnya, orang Tionghoa 
Selat menyebut dialek Melayu mereka, Babah-Nyonya, menyangkal 
adanya kesamaan dengan bahasa Melayu standar dalam konteks nasional 
di mana "bahasa Melayu yang berbicara" akan menyangkal warisan etnis 
mereka sendiri. Demikian pula, cukup umum untuk menghadapi keadaan 
di mana umat Islam mungkin menyangkal bahwa praktik Muslim lainnya 
secara tepat disebut Islam (Lukens-Bull, 2013, hlm. 23). 


Tuduhan Kemurtadan dan Dialek 

Kerangka berpikir dengan menempatkan perbedaan ekspresi 
keagamaan sebagai dialek sangat berguna untuk melihat dinamika 
antara bentuk-bentuk yang standard dan tidak standar/ non-standar. 
Dugaan-dugaan terhadap bahasa non-standar ini sudah cukup umum. 
Hal ini menyebabkan terjadinya sejumlah masalah di dunia pendi- 
dikan, bahasa non-standar tidak diakui sebagai dialek terpisah, tetapi 
sebagai bentuk yang "terputus" dari yang standar (Labov, 1972, Rickford 
1999). Dalam diskursus keagamaan, istilah-istilah seperti sinkretisisme, 
takhayul, atau bahkan kemurtadan digunakan untuk merendahkan 
bentuk-bentuk yang tidak standar tersebut. 

Buku Ada Permurtadan di IAIN diterbitkan pada tahun 2005 oleh 
Hartono Ahmad Jaiz, seorang lulusan IAIN Yogyakarta tahun 1970-an. 
Dia telah menuduh banyak alumni dan pengajar terkemuka di PTAIN 
telah keluar dari jalan Islam yang benar. Alasan-alasannya sangat 
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beragam mulai dari yang absurd (Nurcholish Madjid menerima trans- 
plantasi liver dari seorang Tionghoa) hingga tuduhan yang subvervif 
secara sosial (kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan) hingga 
tuduhan bersifat teologis (pernyataan bahwa semua agama akan masuk 
surga). Tuduhan murtad adalah konsekuensial dan Jaiz menjelaskan 
apa yang dia pahami sebagai konsekuensi tersebut. Orang murtad harus 
diberi peringatan dan diberi waktu selama tiga hari untuk bertobat. 
Apabila tidak bertobat, lanjut Jaiz, mereka harus dibunuh, ditolak 
pemakamannya secara layak, dan properti mereka disita dari ahli waris 
dan digunakan untuk memajukan umat Islam (2005, p. 95ff dalam versi 
e-book). Saya pribadi mengetahui satu ancaman kematian yang timbul 
dari tuduhan tersebut. Disampaikan dengan cara yang benar-benar 
Indonesia (Jawa), terselubung tebal dan tidak langsung. Untungnya, 
tidak ada yang menyimpulkan retorika Jaiz dan mencoba membunuh 
tersangka murtad (Lukens-Bull, 2013, hlm. 34-35). 

Seperti yang telah saya diskusikan di tempat lain, salah satu cara 
untuk melihat tuduhan ini adalah dengan cara mundur selangkah dan 
mempertimbangkan cara-cara yang berbeda dalam analogi ilmu lingu- 
istic yang digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan perdebatan 
tersebut. Keunggulan dari pendekatan analogi ini yaitu kemampuannya 
dalam memodelkan hubungan antara pembedaan orang-orang beriman 
dalam lingkungan yang berbeda serta tanda-tanda apa saja yang menya- 
tukan mereka. Secara khusus, sangat berguna untuk melihat bagaimana 
konsep kemurtadan ini menemukan ekspresinya dalam dialek yang 
berbeda. Islam kebudayaan, “dialek” mainstream keagamaan di 
Indonesia, membatasi kemurtadan dalam konteks berpindah ke agama 
lain atau menyangkal/menolak agama Islam. Ketika diskusi mengenai 
kemurtadan ini diadakan di kampus-kampus PTAIN tidak seorang pun 
yang melayangkan tuduhan semacam ini, mereka akan mengatakan 
bahwa seseorang bisa jadi sangat liberal, tetapi mereka tetap tidak 
murtad karena masih melaksanakan ibadah sebagaimana yang diperin- 
tahkan. Dialek Salafi menyetujuinya dengan menggunakan tiga cara 
untuk menjadi seorang murtad sebagaimana yang terdapat dalam Islam 
Tradisi tetapi memberikan beberapa tambahan meliputi segala sesuatu 
yang berbau feminisme seperti kesetaraan gender dalam pekerjaan, 
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tidak setuju dengan poligami, atau hak-hak perempuan yang dengan 
cepat mengarah kepada tuduhan kemurtadan dari Jaiz dan sejenisnya 
(Lukens-Bull, 2013, p. 35). 

Aforisme "a language is a dialect with an army and a navy” menyoroti 
pentingnya kerang teoretis dialek standar, atau kekuasaan. Hubungan 
seperti ini juga eksis di dalam Islam, meskipun hal ini tidak dalam bentuk 
serangan militer melainkan petrodollar yang mendefinisikan tentang 
dialek kekuasaan atau “ortodoksi”. Perdebatan tentang ortodoksi dan 
kemurtadan adalah negosiasi tentang relasi kuasa. Interaksi kekuasaan 
dan simbol ditemukan dalam konstruksi sosial dari sistem simbol, yang 
mana merupakan proses dalam pendefinisian makna bersama. Semua 
upaya sadar untuk membangun, mempertahankan, atau mengubah 
makna merupakan politik (Sederberg, 1984, hal. 7, Urban, 1991, hal. 12). 
Perselisihan tentang makna bersama dari ekspresi politik dan persa- 
ingan ideologi tidak disebabkan oleh politik, melainkan politik itu 
sendiri (Fairclough, 1989, p. 23, Cohen, 1979). 


Hubungan dengan Negara 

Tuduhan lainnya menyangkut penerimaan Republik Indonesia 
sebagai sebuah negara sekuler dan melakukan penolakan terhadap 
pembentukan negara syari'ah di Indonesia (Jaiz, 2005, hlm. 20, 64). 
Lebih buruk lagi, dalam buku Jaiz, memberikan dukungan terhadap 
gagasan Jihad Nusantara, yakni bahwa perjuangan pembangunan 
nasional termasuk bagian dalam bentuk jihad. Jika masih ada keraguan 
tentang orientasi politik-keagamaan Jaiz, tidak ada yang tersisa setelah 
serangan pedasnya terhadap umat Islam yang juga nasionalis Indonesia. 
Dia secara jelas dipengaruhi oleh Sayyid Outb, bapak gerakan radika- 
lisme Islam modern, yang berpendapat bahwa semua bentuk nasio- 
nalisme adalah penistaan atau telah menyamakan kedudukan dengan 
Tuhan (Woodward, 2001) yang menunjukkan kesamaan dialek di antara 
mereka. Posisi Hartono terhadap negara Indonesia dengan jelas menan- 
dainya sebagai penulis pinggiran. Namun, dia tidak sendiri, Kelompok- 
kelompok Islamis telah mem anfaatkan rasa putus asa masyarakat 
terhadap korupsi pemerintah untuk memperjuangkan negara syari'ah. 
PTAIN sering disebut sebagai benteng Islam oleh mereka yang kritis 


193 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


terhadap sejumlah perkembangan, mereka ingin PTAIN kokoh dan tidak 
berubah seperti tembok kota berbenteng. Kebanyakan fakultas PTAIN 
tidak akan menggunakan metafora benteng/kota bertembok. Mereka 
lebih suka mengidentifikasi sistem tersebut sebagai salah satu pilar 
Islam moderat bersama dengan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 
setengah populasi Indonesia (van Bruinessen, 2009, hlm. 219). Mungkin 
lebih tepat menyebut Institut dan Universitas Islam Negeri sebagai 
mesin Islam moderat atau progresif sebagai kendaraan yang terdiri dari 
NU dan Muhammadiyah, PTAIN adalah sistem penggerak dinamis yang 
penting bagi kelanjutan Islam moderat. Mereka terkait erat dengan NU 
dan Muhammadiyah, karena lembaga pendidikan tingkat menengah 
yang berafiliasi dengan NU dan Muhummadiyah menjadi sumber yang 
penting sebagai mahasiswa IAIN. Selain itu, banyak, jika tidak semua, 
ustadz atau guru di lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah adalah 
lulusan IAIN (Lukens-Bull, 2013, hlm. 37). 

Jika ada orang di kampus-kampus PTAIN yang setuju dengan 
tuduhan Jaiz itu kemungkinan mereka adalah orang-orang yang 
bergabung dengan PKS, DDII, dan kelompok Islamis lainnya, tapi 
tidak ada yang setuju. Paling banter, mereka mengizinkan kemung- 
kinan murtad di kampus lain tetapi menolak di kampus mereka dan 
menolak label ketika ditanya tentang individu tertentu di kampus lain, 
seperti Azyurmadi Azra. Saya bertanya kepada seorang pengajar yang 
berafiliasi dengan PKS, apa yang membuat seseorang menjadi murtad. 
Dia mengatakan bahwa dibutuhkan pernyataan penolakan yang jelas 
atau adanya penyimpangan dalam praktik peribadatan. Dia membuat 
perbedaan antara kemurtadan dan liberalisme dan berpendapat bahwa 
menjadi liberal dalam masalah duniawi tidak membuat seseorang 
menjadi murtad. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang, juga membatasi 
murtad hanya ketika berpindah agama, “Tidak ada guru besar IAIN yang 
beragama Kristen atau Hindu” (Wawancara, Februari 2009). 


Reaksi terhadap Tuduhan 
Terdapat tiga reaksi mendasar atas tuduhan-tuduhan kemurtadan 


tersebut. Yang pertama adalah mengabaikannya sebagai ocehan orang 
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gila yang tidak berpendidikan. Mereka disebut sebagai sampah dan 
bahkan “bullshit. Argumen-argumen mereka dianggap kurangnya 
pemahaman terhadap Islam, tujuan tujuan dari pendidikan tinggi, 
bahkan fakta tentang apa yang terjadi di kampus-kampus PTAIN. Tidak 
mengherankan bahwa reaksi ini datang dari mereka yang telah dituduh 
murtad atau mereka yang memosisikan diri sebagaimana mereka yang 
dituduh murtad secara langsung (Lukens-Bull, 2013, hlm. 38). 

Reaksi kedua yaitu menyangkal bahwa tidak terjadi adanya kemur- 
tadan di kampus-kampus PTAIN. Dalam hal ini termasuk melakukan 
pendefinisian kemurtadan secara sempit sebagai pindah ke agama lain 
atau menjadi seorang ateis. Pendekatan lainnya yaitu dalam rangka untuk 
mempertahankan kebebasan berpikir baik dalam lingkungan akademis 
maupun di dalam Islam secara umum. Orang yang mengambil posisi ini 
seringkali tidak setuju dengan posisi yang diambil oleh rekan mereka 
yang lebih liberal tetapi tidak mau terlibat dalam takfiri (menyebut orang 
lain sebagai kafir). Namun, mereka juga mempertahankan kebebasan 
akademis dan hak orang untuk berargumen dan pihak lain untuk menilai 
diri mereka sendiri, yang membedakannya dari mereka yang mengambil 
reaksi ketiga (Lukens-Bull, 2013, hlm. 38). 

Tanggapan ketiga juga menolak untuk menyebut siapa pun sebagai 
kafir atau murtad. Namun, itu mempertanyakan nilai kebebasan 
akademik. Mereka yang mengambil posisi ini berpendapat bahwa semua 
civitas akademika PTAIN harus memposisikan diri sebagai Muslim 
dan harus membuat semua argumen mereka berdasarkan Alguran 
dan Hadis, atau setidaknya membuat semuanya sesuai dengan Alguran 
dan Hadis. Mereka bahkan berargumen bahwa jika temuan ilmu sosial 
tidak sesuai dengan teks yang diturunkan, maka mereka harus tunduk 
pada kitab suci. Mereka tidak berargumen bahwa "kaum liberal" adalah 
murtad tetapi menyarankan bahwa mungkin yang terbaik adalah 
mereka tidak lagi melayani sebagai pengajar IAIN jika mereka ingin 
mendasarkan argumen mereka pada perspektif ilmu sosial. Akan tetapi, 
dapat dikatakan bahwa bahkan akademisi IAIN yang paling "liberal" 
pun menganggap diri mereka dan pendapat mereka konsisten dengan 
sumber-sumber suci, sehingga menunjukkan bahwa mereka yang 
mengambil tanggapan ketiga ini mengambil interpretasi sempit dari 
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teks-teks suci dan bersikeras bahwa semua rekan mereka mengikutinya 
(Lukens-Bull, 2013, p.39). 

Azyurmadi Azra berpendapat bahwa Jaiz tidak tertarik pada dialog 
atau saling memahami. Azra mengatakan bahwa tuduhan serupa juga 
datang dari orang-orang yang berafiliasi dengan Dewan Dakwah (DDII). 
la menghubungkannya dengan cerita pertemuannya dengan seorang 
pemimpin DDII yang anaknya lulusan dari program studi Psikologi di 
UIN Jakarta. Azra bertanya kepada pemimpin DDII apakah anaknya 
sudah murtad dan pemimpin itu hanya berdiri dengan tercengang. Azra 
mengatakan bahwa orang-orang tertentu tidak tahan melihat organisasi 
Muslim berhasil jika hal itu tidak memberikan keuntungan bagi mereka 
dan itulah alasan di balik tuduhan-tuduhan tersebut. Azra menyatakan 
bahwa Jaiz tidak memiliki pengaruh apapun. Hal ini mungkin karena 
Azra meremehkan dampak dari tuduhan itu. Baik dampak terhadap 
dirinya maupun dampak yang lebih besar di luar Jakarta. Setidaknya, Jaiz 
menjadi kunci di dalam isu-isu dan keprihatinan yang saat ini beredar 
di masyarakat, atau menggunakan analogi yang digunakan di sini, dia 
menggunakan dialek agama tertentu yang dipahami oleh anggota masya- 
rakat tertentu. Saya memiliki seorang mahasiswa doktoral di kelas saya 
di IAIN Sumatera Utara yang memperhatikan pada hampir semua hal 
yang saya katakan. Perilakunya dijelaskan kepada saya sebagai karena 
fakta bahwa dia adalah seorang pengkhotbah Jumat dan penting bahwa 
dia menjaga penampilan tertentu. Karena, "duduk cantik di depan para 
orientalis" adalah salah satu tanda kemurtadan: dia memastikan bahwa 
tidak ada yang mengingat dia "duduk cantik" di kelas saya (Lukens-Bull, 
2013, hlm. 39). 

Seorang mantan dekan pada Fakultas Ushuluddin di Yogya, yang 
menurut Jaiz menjadi pusat dari dugaan masalah tersebut, mengatakan 
bahwa gagasan Jaiz dimakan oleh banyak orang, terutama di pesantren 
dan hal ini berdampak pada upaya rekrutmen mahasiswa baru. Guru 
besar lainnya menegaskan bahwa sang dekan perempuan itu perlu 
berhati-hati dengan kedudukannya, selanjutnya sang dekan mengatakan 
bahwa ketika dia ingin mengadakan suatu acara, dia harus mengawalinya 
dengan mengatakan bahwa dirinya berasal dari UIN fakultas Tafsir Hadits 
dan dibesarkan di pesantren. Dia meninggalkan atau menyembunyikan 
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seluruh waktunya selama di Amerika Serikat. Dia hanya mengatakan 
bahwa dia dididik di Madrasah Aliyah yang terdapat di pesantren dan 
kemudian pergi ke pesantren yang lebih besar, yaitu IAIN, di fakultas 
kepesantrenan yaitu yaitu Tafsir-Hadits (Lukens-Bull, 2013, hlm. 40). 

Perbedaan pendapat seputar IAIN lebih dari itu dan gambaran diatas 
merupakan refleksi dari perbedaan ekspresi seperti dialek suatu bahasa. 
Tempat terakhir yang seharusnya membawa kita ini adalah kembali ke 
mode analisis Geertzian tentang bentuk-bentuk Islam. Tidak ada manfa- 
atnya membayangkan abangan, santri, dan priyayi maupun dalam dialek 
Wahabi, Sufi, Muhammadiya, atau NU dan berhenti di situ. Jika kita 
menggunakan label tersebut untuk menjelaskan perilaku, maka pende- 
katan ini tidak membuat kita maju. Pelabelan tersebut mungkin berguna 
untuk mengidentifikasi rumpun dialek utama, tetapi untuk benar-benar 
memahami dinamika yang terlibat dalam berbagai ekspresi, kita perlu 
memahami bagaimana variasi dalam praktik keagamaan dipengaruhi 
oleh sejumlah faktor dan bagaimana ekspresi agama dapat didiglossic, 
polysemic, dan bahkan idiosyncratic. 


Kesimpulan 

Secara umum, ketika sebuah agama berkembang ke wilayah baru, 
ia memperoleh infleksi baru, yang lainnya akan muncul dari perkem- 
bangan sejarah dalam setting lokal masing-maing. Seiring waktu, 
ekspresi lokal ini menjadi sama sekali tidak dapat dipahami satu sama 
lain, dan oleh karenanya, menjadi 'dialek” dari bahasa agama yang sama, 
atau mungkin dianggap sebagai entitas yang terpisah secara bersamaan. 
Keberagaman mengenai bagaimana umat Islam melihat dan memahami 
sifat jin di berbagai budaya yang berbeda terkadang menjadi hal familiar 
yang dikontrol (Saniotis, 2004), terkadang sebagai pelindung bagi umat 
Islam (Lukens-Bull, 2013, p. 141) dan pada waktu lain sebagai sumber 
penderitaan (Lukens-Bull, 2005, p. 98). Namun, keberagaman ini tidak 
sepenuhnya mengambang bebas, ibadah haji dan pendidikan keulamaan 
menjadikan umat Islam tersebar luas sehingga tidak sepenuhnya 
terisolasi (Lukens-Bull, 2013, hlm. 141-142). 

Model tentang hubungan antara yang generatif (langue) dan yang 


diekspresikan (parole) dalam Islam tidak sepenuhnya baru, melainkan 


197 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


dibangun di atas karya dari para antropolog lain dan berusaha untuk 
menyempurnakan definisi kedua konsep ini dengan mengkaji mekanis- 
menya melalui bagaimana mereka saling berinteraksi. Dari titik ini, kita 
dapat menyaksikan bahwa para antropolog yang mempelajari Islam 
harus menggeser atau memfokuskan kembali pertanyaan penelitian 
mereka dengan mempertimbangkan keadaan dari apa yang mereka 
pelajari. Di satu sisi, Islam tidak dapat ditemukan di dalam teks. Dalam 
pengertian lain, apa yang menjadikan Islam sebagai agama dunia dan 
bukan hanya kumpulan praktik lokal ditemukan terutama di dalam teks 
tersebut. Namun, tugas sebenarnya dari antropolog Islam adalah untuk 
mendeskripsikan hubungan antara teks dan praktik, atau lebih tepatnya, 
antara yang universal dan lokal (Lukens-Bull, 2013, hlm. 152). 

Saya telah berargumen dalam tulisan ini bahwa bahwa banyak perde- 
batan di Indonesia hari ini merefleksikan perbedaan-perbedaan dalam 
dialek dan saya telah mengkaji haltersebut karena semua itu berhubungan 
dengan sistem PTAIN. Di sana terdapat kelompok di dalam masyarakat 
Indonesia yang menurut mereka Islam Indonesia harus ke arah konser- 
vatif, menyerupai Islam di tempat lain, dan Islam yang dibayangkan 
yaitu masa kejayaan Islam periode Madinah. Mereka prihatin bahwa 
penerapan ilmu sosial dalam studi Islam akan mengarah kepada penaf- 
siran Islam yang terlalu liberal. Di sisi lain, masyarakat mengkhawatirkan 
bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi menikmati kebebasan penuh 
untuk mengekspresikan keyakinan mereka sebagaimana yang mereka 
pahami. Kekhawatiran ini tidak hanya tentang pembelajaran di sekolah 
dan dalam tulisan, tetapi juga keprihatinan tentang dialek Islam apa yang 
akan mendominasi. 
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BAB IX 


NEGOSIASI 
KEBERLANGSUNGAN DAN 
PERUBAHAN DI PERGURUAN 
TINGGI ISLAM INDONESIA 


Abstrak 

Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri adalah 
komponen penting Islam di Indonesia dan menjadi 
sarana di mana pemerintah dan masyarakat Muslim 
Indonesia masing-masing berusaha untuk mendefi 
nisikan Islam Indonesia. Lembaga ini telah terlibat 
dalam perdebatan tentang karakter Islam Indonesia 
sejak awal berdirinya. Baru-baru ini, IAIN dan UIN 
mengalami pergeseran dari mandatnya semula yaitu 
mencetak tenaga pendidikan Islam dan pejabat 
pemerintah Islam Indonesia. Hal ini telah menim- 
bulkan kekhawatiran tentang masa depan lembaga 
itu sendiri. Selanjutnya, sebagian kalangan mulai 
mengkhawatirkan tentang apa yang disebut perspektif 
“liberal” atau “progresif” yang banyak ditemukan di 
beberapa kampus. Akhirnya, mengedepankan tradisi 
pesantren di kampus-kampus IAIN/UIN selama ini 
menjadi salah satu cara untuk menangani isu tersebut. 
Kata Kunci: Kelangsungan, Perubahan, Pendidikan 
Tinggi Islam 
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Pendahuluan 

PTAIN berperan sangat penting dalam memahami umat Islam 
Indonesia dalam hal bagaimana mereka mendefinisikan ortodoksi dan 
sebagai pialang budaya (culture broker) dari dunia Islam yang lebih luas, 
dan juga dalam menjembatani tradisi filsafat dan kesarjanaan Barat. 
Sistem ini memainkan peran penting dalam pengkajian ulang terhadap 
Islam secara kritis dan menjadi sebuah jembatan antar-pelbagai 
kelompok Islam karena para mahasiswanya berasal dari latar belakang 
corak keislaman yang berbeda-beda.! Institusi ini beserta fakultas dan 
para pengajar di dalamnya tidak hanya menjadi partisipan yang penting 
dalam diskursus mengenai masa depan, tetapi mereka juga menjadi 
subyek dalam diskursus tersebut. Tidak ada jalan pintas baik di dalam 
maupun di luar kampus dalam membahas tentang apa yang seharusnya 
dilakukan oleh PTAIN dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai 
tujuan-tujuan tersebut. Diskusi-diskusi ini merupakan bagian penting 
dari perdebatan yang terus berlangsung mengenai masa depan Indonesia. 

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian selama lima bulan terhadap 
PTAIN di Indonesia pada tahun 2008-2009. Selain mengajar pada program 
doktoral di IAIN-SU, penulis juga menjadi dosen tamu di kampus dan 
universitas Islam lainnya. Di samping itu, penulis melakukan observasi 
dan wawancara di lima kampus IAIN/UIN. Artikel ini menggambarkan 
tentang beberapa poin penting di mana pembahasan secara lebih rinci 
telah dibahas di buku saya, Islamic Higher Education in Indonesia: Conti- 
nuity and Conflict (Palgrave). 

Sistem PTAIN memulai perubahan yang menentukan pada 1970-an 
dengan memadukan dua institusi yang sudah ada sebelumnya, yaitu 
institusi pelatihan guru agama Islam dan pegawai pemerintahan. Pada 
1945, sebuah lembaga swasta bernama Sekolah Islam Tinggi didirikan 
di Jakarta. Lembaga ini kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dan 
menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Fakultas Keagamaan di UII ini 
dijadikan sebagai lembaga pemerintah pada 1950, bernama Perguruan 
Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Pada 1957, pemerintah juga mendi- 


' Kraince. 2008. “Islamic higher education and social cohesion in Indonesia.” 
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rikan Akademi Dinas Ilmu Agama di Jakarta. Pada 1960, kedua lembaga 
ini disatukan menjadi IAIN dengan sebuah kampus di Yogyakarta dengan 
menawarkan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syariah dan sebuah 
kampus di Jakarta yang menawarkan fakultas pendidikan dan sejarah. 
Secara historis, fakultas paling besar di IAIN, pada semua kampus, 
adalah Syariah dan Tarbiyah. Kedua fakultas ini melahirkan para hakim, 
pejabat pemerintah, dan pengajar untuk birokrasi keagamaan dan sistem 
pendidikan keagamaan di Indonesia.? 

Sejumlah kalangan berpendapat bahwa IAIN (di Jakarta dan Yogya) 
merupakan “hadiah” bagi komunitas pesantren untuk menenangkan 
mereka setelah pemerintah memberikan “hadiah” UGM (Universitas 
Gajah Mada) bagi kelompok nasionalis. Penafsiran ini merupakan 
subjek perdebatan, terutama di Jawa, yang memiliki kesejarahan yang 
kuat tentang keberlanjutan antara pesantren dan IAIN. Di Jawa, di sana 
nampak masih kuat hubungan antara pesantren dan IAIN di mana banyak 
mahasiswa dan pengajarnya berlatar belakang pesantren. Namun, di 
Sumatra, meskipun hubungan itu masih ada, dalam persentase yang 
lebih kecil dari mahasiswa dan pengajar yang sebelumnya menempuh 
pendidikan pesantren. 


Evolusi Beberapa IAIN menjadi UIN 

Dimulai sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an, enam IAIN 
bertransformasi dari institute menjadi universitas dengan menam- 
bahkan setidaknya dua fakultas non-keagamaan. Tujuan dari perubahan 
ini meliputi keprihatinan terkait peluang pekerjaan mahasiswa dan untuk 
memastikan bahwa umat Islam tidak terpinggirkan secara ekonomi. 
Silang pendapat tentang perubahan ini terjadi baik di dalam maupun 
di luar kampus. Di kampus-kampus yang mengalami perubahan, 
terdapat kekhawatiran mengenai nasib fakultas lama yang berorientasi 
keagamaan, bahwa fakultas yang baru, fakultas “sekuler” tersebut akan 
menjadi pesaing dan pada akhirnya akan membawa fakultas lama tidak 
eksis lagi. Adapun di kampus-kampus yang tidak mengalami perubahan, 


2 Karel Steenbrink. 1974. Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam 
dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, h.159 
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di sana terdapat perintah untuk melakukan pengembangan atas dasar 
perluasan mandat (wider mandate). Yakni, mereka menambahkan prodi 
baru seperti Psikologi, Perawat, Manajemen, dan Kesehatan Masyarakat 
di bawah naungan fakultas yang ada. IAIN Sumatra Utara mendapatkan 
rekomendasi khusus untuk membuka prodi Kesehatan Masyarakat di 
Fakultas Ushuluddin (teologi dan perbandingan agama)' walaupun tidak 
memiliki staf untuk melakukan hal tersebut. Di luar kampus, sejumlah 
pihak prihatin dengan kualitas prodi-prodi non-keagamaan ini dan berke- 
simpulan bahwa setidaknya pada saat itu prodi-prodi tersebut bukanlah 
tempat terbaik untuk kuliah tentang topik-topik non-keagamaan. Penam- 
bahan fakultas non-keagamaan tersebut memantik sejumlah perdebatan 
tentang pengawasan terhadap PTAIN, dengan Kementerian Pendidikan 
mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas prodi-prodi baru 
tersebut. 

Beberapa kritik berdatangan dengan menuduh sejumlah pengajar 
tertentu di IAIN sebagai murtad, meskipun tuduhan-tuduhan tersebut 
tidak berbobot sama sekali. Perdebatan dan keprihatinan tentang masa 
depan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri bukan merupakan hal baru. 
Pada 1990-an, bukan kemurtadan atau bahkan liberalisme yang menjadi 
permasalahan. Melainkan, kekhawatiran bahwa IAIN tidak memiliki 
kemampuan untuk membidani ulama masa depan sebagaimana yang 
dilakukan oleh pesantren tradisional (salaf). Dalam hal ini, para lulusan 
IAIN tidak bisa membaca kitab kuning. 

Pada 2008, terlihat bahwa proses konversi menjadi UIN sudah 
selesai. Berdasarkan surat keputusan menteri dari Menteri Agama 
berikutnya, Maftuh Basyuni, dinyatakan bahwa tidak akan ada UIN 
lagi, melainkan mengizinkan adanya kemungkinan untuk melakukan 
pengembangan berdasarkan perluasan mandat (wider mandate) bagi 
IAIN, sebuah konsep yang digagas oleh Kementerian Agama dan Kemen- 
terian Pendidikan sebagai suatu langkah untuk menjembatani antara 
menjadi institusi pendidikan tinggi murni keagamaan dan menjadi 


3 Hal ini tidak asing sebagaimana yang diasumsikan. Studi perbandingan 
agama sering menggunakan ilmu sosial sebagaimana Kesehatan Masyarakat. 
Komponen-komponen ilmu sosial di keduanya relevan untuk diterapkan. 


206 


NEGOSIASI KEBERLANGSUNGAN DAN PERUBAHAN 


universitas secara penuh.“ Namun, sebagaimana yang biasa terjadi di 
Indonesia, dilantiknya menteri baru diikuti juga dengan kebijakan baru 
dan beberapa IAIN pun sedang dalam proses pendaftaran menjadi UIN. 
Perdebatan (baik di dalam maupun di luar kampus) kini jauh dari kata 
berakhir. Seperti halnya perdebatan lain tentang pendidikan, perdebatan 
mengenai PTAIN ini berkisar pada perbedaan tentang tujuan institusi ini 
dan tidak hanya tentang masa depan institusi ini saja, tetapi juga masa 
depan masyarakat secara umum. 

Bagi sebagian kalangan, keterserapan dalam dunia kerja para alumni 
harus menjadi bagian esensial dari visi PTAIN. Komaruddin Hidayat 
(Rektor UIN Jakarta) mengatakan bahwa visinya untuk UIN Jakarta 
adalah menjadikan UIN Jakarta sebagai sebuah pusat kesarjanaan dan 
masyarakat sipil. Bagi banyak pihak di IAIN, permasalahannya tidak 
sekadar pada pengembangan tetapi memastikan bahwa umat Islam, 
terutama mereka yang berasal dari pesantren, menjadi bagian dari 
pertumbuhan ekonomi di masa depan, dan tidak terpinggirkan lebih jauh 
lagi. Dia juga memiliki perhatian tentang bagaimana mewujudkan semua 
itu sehingga para alumni memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan 
memiliki moral yang luhur dan bekal akademik yang kuat sesuai dengan 
motto UIN Jakarta “Knowledge, Piety, Integrity.” Hidayat mengakui bahwa 
tidak semua fakultasnya berkaliber terbaik dan di dalamnya masih 
kekurangan tenaga doktoral pada masing-masing bidang, tetapi secara 
umum, UIN Jakarta merupakan sebuah universitas yang unggul. Dia 
berpendapat bahwa untuk meningkatkan keilmuan di dalam kampus 
dan menjadi universitas riset berkelas dunia, mereka membutuhkan 
profesor-profesor terbaik di bidang mereka. Dia ingin UIN Jakarta 
mencetak kader-kader lulusan yang dapat membangun masa depan 
bangsa Indonesia dengan membekali mereka dengan optimisme dan 
antusiasme." 

Visi untuk masa depan PTAIN tidak hanya terbatas pada mereka 
yang di kampus saja. Para pemimpin tradisional seperti kyai tidak mengi- 


nginkan PTAIN berideologi netral. Harapan terbesar dari para kyai dan 


4 Azra 2011: 44. 
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bahkan masyarakat luas adalah mahasiswa PTAIN menjadi orang-orang 
saleh: banyak pihak di masyarakat secara umum tidak begitu mempe- 
dulikan pencapaian akademik mereka. Sejumlah pengajar dan tenaga 
administrasi di PTAIN juga telah mengidentifikasi adanya sebuah 
peluang untuk mewujudkan harapan tersebut-- membangun sebuah 
lingkungan sehingga kesalehan yang dicitakan itu dapat tersampaikan 
tanpa menggunakan cara-cara yang dianggap sebagai agenda pendidikan 
yang ketinggalan zaman. Yatsir Nasution, Rektor IAIN Sumatra Utara 
ketika saya mengajar di kampusnya menyatakan bahwa fokus dari aspek 
tradisional PTAIN adalah untuk membentuk lulusan yang unggul dalam 
ilmu-ilmu keislaman. Pada masa lalu, apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu 
keislaman atau kajian keislaman dibatasi pada topik-topik lama seperti 
figh, syariah, tafsir, dan sufisme. Belakangan, mereka telah menam- 
bahkan cakupan dari pemaknaan kajian keislaman tersebut, sehingga 
semua bidang keilmuan yang dapat dipengaruhi oleh filsafat ilmu 
keislaman dimasukkan ke dalamnya. Dia ingin terbebas dari polemik 
mengenai dikotomi antara studi Islam dan non-Islam dengan mencip- 
takan sejumlah bidang kajian yang dipengaruhi oleh Islam.$ 


Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme 

Salah satu bagian signifikan dalam diskursus Islam di Indonesia 
selama beberapa dekade belakangan terkait konservatisme berpusar 
pada isu tentang sekularisme, pluralisme dan liberalisme, yang disingkat 
SIPILIS, sebuah akronim untuk menunjukkan bahwa ketiganya 
merupakan penyakit sosial yang merusak. Dalam fatwa Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) pada Juli 2005 memutuskan bahwa ketiga gagasan ini 
dihukumi sesat dan harus ditolak oleh semua Muslim yang baik (MUI 
2005). Fatwa MUI ini tidak memiliki bobot resmi dan juga tidak selalu 
memiliki bobot tidak resmi. Kelompok Islamis Dewan Dakwah Islam 
Indonesia (DDII) mendukung fatwa MUI ini dan menginstruksikan 
kepada para pendakwah yang berafiliasi dengan DDII untuk mendu- 
kungnya. Cholil Ridwan yang merupakan pimpinan DDII sekaligus 
pengurus MUI mengatakan, 


S5 Wawancara, 8 November 2008. 
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Orang yang menentang fatwa ini adalah munafikin (munafik) dan 
lebih berbahaya daripada kafir, karena mereka menyerang Islam dari 
dalam.” Meskipun fatwa tersebut membahas trifecta ide-ide progresif, 
perhatian utama dalam wacana Indonesia adalah sekularisme dengan 
liberalisme dan pluralisme yang menjadi gejala dari masalah yang lebih 
besar. 

Isu tentang pluralisme, toleransi dan kebebasan beragama menjadi 
pusat perdebatan tentang masa depan Islam di Indonesia dan mereka 
menemukan jalur untuk masuk ke kampus-kampus PTAIN. Pada tahun 
1999, IAIN Syarif Hidyatullah Jakarta mengambil peran dalam mengem- 
bangkan pengajaran pendidikan kewarganegaraan.8 Sebagian desain 
kurikulumnya berdasarkan pada survei yang dilakukan di berbagai 
kampus IAIN. Selama Rezim Suharto terdapat mandat pengajaran 
tentang ideologi nasional Pancasila di semua tingkat pendidikan. Tujuan 
dari pengajaran ini difokuskan pada integrasi sosial dan persatuan 
nasional.” Hal ini merupakan sebuah de facto tentang program pelatihan 
perdamaian dan pluralisme. Ketika IAIN Jakarta menyusun kembali 
kurikulum ini pada era pasca-Soeharto, pertama-tama mereka melatih 
kembali para mantan instruktur kurikulum Pancasila. Beberapa dari 
mereka tidak hanya mengajarkan kurikulum baru ini di kampus mereka, 
tetapi juga di di fakultas lain di lembaga-lembaga Islam negeri dan swasta 
lainnya. Program pendidikan kewarganegaraan baru ini tidak bersifat 
wajib, sehingga masing-masing kampus dapat mengadopsi aspek yang 
berbeda dari kurikulumnya. Untuk pengajar mata kuliah ini di IAIN 
Sumatra Utara, pembelajaran kolaboratif merupakan inti dari mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan, tidak hanya sebagai cara untuk mentrans- 
misikan pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah untuk mewujudkan 
pelajaran utama dari kerjasama, kolaborasi, dan resolusi konflik. Secara 
umum, kurikulum pendidikan kewarganegaraan memiliki jangkauan 


7 Jakarta Post 2005. 


8 Elisabeth Jackson, and Bahrissalim. 2007. “Crafting a New Democracy: 
Civic education in Indonesian Islamic universities” Asia Pacifc Journal of 
Education 271): h. 41-54 


? Kraince. 2008. “Islamic higher education and social cohesion in Indonesia.” 
Prospects 37(3) h. 347 
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lebih luas dari sekadar pendidikan Pancasila yang diajarkan pada masa 
sebelumnya dan meliputi pembahasan tentang teori demokrasi, parti- 
sipasi, dan kemajuan. 

Istilah Islam liberal tidak berasal dari diskursus keislaman melainkan 
berasal dari kesarjanaan Barat.'” Bustaman-Ahmad melacak perkem- 
bangan Islam liberal di Asia Tenggara sampai kepada pengaruh Harun 
Nasution dan Nurcholish Madjid. Dia mengidentifikasi beberapa faktor 
yang membawa seseorang diasosiasikan dengan Islam “liberal”. Pertama 
yaitu memiliki pendidikan pesantren, keakraban mereka dengan teks dan 
metode pengajaran dalam tradisi memungkinkan mereka untuk melaju 
menjadi sarjana yang kritis. Pendidikan lainnya yang memiliki kesamaan 
yaitu waktu yang dihabiskan di Al-Azhar dan lembaga pendidikan Islam 
model IAIN, yang memungkinkan para mahasiswanya untuk mempel- 
ajari kajian keislaman secara luas. Lebih jauh, di lembaga pendidikan 
ini terdapat “pengaruh Barat” yang penting termasuk Muslim liberal asal 
“Timur Tengah” di negara-negara Barat ((Fazlur Rahman, Muhammad 
Arkoun, dan Fatima Mernissi) dan pengaruh sarjana Indonesia lulusan 
Barat yang berperan dalam pendidikan mereka. Faktor-faktor lainnya 
meliputi keterlibatan di dalam LSM dan pengaruh dari Abdurrahman 
Wahid tentang wacana keindonesiaan." 

Tuduhan sebagai murtad ditujukan kepada individu guru besar dan 
UIN yang tidak ditanggapiserius di dalam kampus, tetapi retorikanya tidak 
menarik. Tergantung di depan markas besar Front Pembela Islam (FPI) 
menjadi sebuah pertanda bahwa label bagi semua bentuk Islam progresif 
adalah murtad. Slogan utama dalam tulisan itu berbunyi, “Ganyang 
Liberal, Bubarkan Ahmadiyah,” yang menghubungkan kelompok liberal, 
orang-orang Muslim progresif dengan kelompok agama minoritas yang 
mengidentifikasi sebagai Islam, tetapi mengakui adanya nabi setelah 
nabi Muhammad. Ahmadiyah mengalami persekusi dan kekerasan di 
Indonesia. Dengan mengkaitkan Islam progresif termasuk seluruh UIN 
dengan Ahmadiyah, sinyal ini merupakan seruan yang cukup tegas untuk 


melakukan aksi kekerasan melawan kelompok progresif. Cheklist ini 


0 Bustaman-Ahmad 2011: 100 
1 Bustaman-Ahmad 2011: 105-106. 
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menegaskan bahwa kelompok liberal, Muslim progresif dan Ahmadiyah 
adalah sesat, murtad, kafir, dan bukan Islam. Siyal ini dialamatkan 
kepada seluruh UIN, Jaringan Islam Liberal (yang disebutnya Jaringan 
Iblis Laknatullah), dan Paramadina (organisasi dan universitas Muslim 
progresif) sebagai bukan Islam. Tuduhan ini juga menyebut nama-nama 
tertentu termasuk rektor UIN Jakarta. Opini seperti ini mungkin tidak 
mendapatkan dukungan yang luas, tetapi merupakan suatu kecerobohan 
untuk mengabaikan mereka begitu saja. Kelompok-kelompok seperti 
FPI memainkan peran yang penting di Indonesia, banyak yang mengata- 
kannya tidak secara proporsional, dalam membangun opini publik. 
Sementara kelompok dan individu di luar kampus memasukkan 
demokrasi dalam definisi mereka tentang liberalisme dan sekula- 
risme, mereka yang berada di kampus yang menjadi bagian dari “conse- 
rvative turn” tidak akan memasukkannya.” Di kampus, kelompok 
konservatif ingin membatasi liberalime, sesuatu yang harus ditolak 
oleh umat Islam, sampai kepada pengggunaan hermeneutika liberal 
terhadap teks-teks suci. Mereka mendukung kebebasan berpikir 
dan berekspresi secara terbatas, yakni bahwa seseorang harus 
menempatkan diri mereka pertama-tama dan yang paling utama 
adalah sebagai seorang Muslim. Seorang konservatif di UIN Yogya 
berpendapat bahwa pengajar yang memosisikan diri mereka sebagai 
seorang ilmuwan sosial dan bukan sebagai Muslim seharusnya tidak 
hidup sebagai seorang pengajar di dalam sistem PTAIN. Argumen 
ini kembali kepada model PTAIN sebagai sebuah pesantren besar dan 
para guru besar PTAIN bertindak sebagai sumber potensial pemimpin 
keagamaan. Hal ini merupakan salah satu model tentang bagaimana 
PTAIN seharusnya berinteraksi dengan masyarakat tetapi ini bukanlah 
model yang paling diterima secara umum. Guru besar yang dituduh 
sebagai liberal menjelaskan kepada saya tentang mengapa label 
tersebut dialamatkan kepada mereka, meskipun tidak seorang pun 
di antara mereka yang menggunakan untuk mereka sendiri. Seorang 
guru besar mengatakan bahwa hal itu karena dia tidak puas dengan 
status guo terhadap pemikiran Muslim dan kritis terhadap fatwa 
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MUI yang mengharamkan rokok. Maksudnya bukan untuk membela 
rokok atau industri tembakau, tetapi untuk mempertanyakan mengapa 
MUI tidak menangani masalah yang lebih penting seperti ketimpangan 
kekayaan atau korupsi. Guru besar lainnya mengatakan bahwa dirinya 
dianggap terlalu liberal karena karya akademisnya mengkaji aspek 
kesusastraan dari Al-Our'an. Bagi sebagian orang, mengkaji Alguran 
sebagai literatur dianggap merendahkan kitab suci tersebut. Seorang 
pengajar lainnya mengatakan kepada saya bahwa dirinya dianggap 
terlalu liberal karena mengadvokasi hak-hak perempuan dan HAM dan 
berpendapat bahwa mereka konsisten terhadap substansi atau ruh dari 
Alguran, tidak kepada yang tesurat. 


Menciptakan Lingkungan Pesantren di Kampus 

Dua permasalahan utama yang dihadapai PTAIN yaitu mereka 
kehilangan fokus keagamaan dan mereka mungkin terlalu liberal yang 
mengantarkan mereka untuk menguatkan kembali lingkungan islami 
di kampus dengan menerapkan aspek-aspek dalam tradisi pesantren. 
Di UIN Malang terdapat pesantren kampus di mana semua mahasiswa 
baru dituntut untuk menetap di dalamnya. Bagi orang luar, hal ini 
mungkin nampak seperti asrama, meskipun para mahasiswanya diatur 
seperti halnya di pesantren dan perhatian khusus diberikan kepada 
mereka dalam hal perkembangan spiritual, moral, dan karakter, persis 
sebagaimana pesantren tradisional. 

Suatu hari saat berkunjung ke UIN Malang, saya diperbolehkan 
untuk menginap di wisma yang berada di dalam kompleks pesantren di 
dalam kampus. Saat hari mulai petang, mahasiswa berseliweran dengan 
berkemeja dan celana panjang (bahkan terkadang mengenakan jeans dan 
kaos) lalu berganti pakaian santri dengan mengenakan sarung, kemeja 
lengan panjang, dan peci. Mereka adalah orang yang sama. Sebagaimana 
tipikal pesantren mahasiswa, pendidikan pesantren berlangsung pada 
pagi hari sebelum jam perkuliahan dan sore hari setelah jam perkuliahan 
berakhir.8 Semua mahasiswa tahun pertama, termasuk mereka yang 
kuliah di fakultas umum, wajib tinggal di dalam pesantren. Mahasiswa 
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yang telah menempuh tahun kedua diperbolehkan untuk tetap tinggal 
di pesantren, lebih dari 200 mahasiswa melakukannya setiap tahun. 
Meskipun fasilitas pesantren ini mampu menampung 1600 mahasiswa 
laki-laki dan 2000 mahasiswa perempuan, jumlah keseluruhan 
mahasiswa yang tinggal di pesantren hanya 1600 mahasiswa, laki-laki 
dan perempuan, saat ini tinggal di dalamnya. 

Ciri khas dari pesantren di UIN Malang yaitu fokus pada pembel- 
ajaran bahasa Arab. Di samping mengikuti kajian rutin berupa materi 
awal, dan pelajaran di pesantren, mahasiswa tahun pertama mengha- 
biskan 5-6 jam setiap harinya untuk mempelajari bahasa Arab untuk 
mengatasi beberapa kekhawatiran tentang kemampuan berbahasa 
yang pernah diperdebatkan pada pertengahan dekade 1990-an. Semua 
lulusan pesantren ini memiliki lebih dari keterampilan dasar dalam 
bahasa Arab meskipun karena mereka datang dengan tingkat kompe- 
tensi yang beragam, mereka keluar pun juga dengan tingkat kompe- 
tensi yang tidak sama. 

Secara khusus pesantren-kampus di UIN Malang ini menarik 
dalam konteks krisis pendidikan yang dihadapi oleh komunitas 
pesantren pada pertengahan 1990-an. Problemnya yaitu bahwa 
pesantren, seperti Tebuireng, yang memasukkan kurikulum 
pemerintah tidak lagi mampu menghasilkan lulusan dengan keteram- 
pilan dasar menjadi pemimpin agama. Hal ini telah diterima secara luas 
bahwa pelatihan pemimpin akan dilakukan melalui sistem IAIN tetapi 
ada ketidakpuasan yang signifikan terhadap sistem tersebut. Lulusan 
IAIN pada 1990-an tidak memiliki kompetensi dasar dalam bahasa Arab 
yang dapat digunakan untuk membaca dan memahami kitab kuning 
yang sangat penting bagi komunitas pesantren. Jabar Adlan, Rektor UIN 
Sunan Ampel Surabaya berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan 
extrakurikuler tentang kitab kuning, tetapi karena minimnya minat 
dalam program ini membuat dia mengakhiri usaha ini. Mark Woodward 
menyatakan bahwa sistem universitas Muhammadiyah juga menghadapi 
kendala serupa dalam mencetak ulama dan pemimpin keagamaan 
lainnya. 


4 Komunikasi personal, 6 Februari 2009. 
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Terdapat simbol-simbol mencolok tertentu yang bagi kalangan 
tertentu dipandang sebagai tanda hubungan pesantren dan NU. Salah 
satu simbol tersebut adalah beduk yang berada di dalam masjid kampus 
yang baru. Beduk tersebut ditabuh dengan pola tertentu sebelum adzan 
dikumandangkan. 

Karena keberhasilan UIN Malang, kampus PTAIN lainnya didorong 
untuk membangun pesantren-kampus. Masih belum tahu secara pasti 
apakah hal ini akan menjadi pilihan dan seberapa berhasil reproduksi 
ini nantinya. Hal ini berjalan di Malang mungkin karena Jawa Timur 
merupakan basis terkuat komunitas pesantren. Apakah model seperti 
ini berguna atau berhasil di provinsi lainnya masih belum tahu kepas- 
tiannya. Sebagai contoh, Medan memiliki sangat sedikit pesantren di 
area sekitar kampus (hanya ada lima pesantren) dibandingkan dengan 
ratusan pesantren yang berada di Malang dan Yogyakarta. 

Pada 2009, IAIN Sunan Ampel Surabaya memiliki pesantren kecil 
yang ditempati 160 masiswa perempuan dan 110 laki-laki, sebagian besar 
dari mereka adalah penerima beasiswa dari salah satu dari dua program 
beasiswa Kementerian Keagamaan yang memiliki kebutuhan khusus 
dalam bidang tafsir-hadits dan hukum keluarga. Tinggal di pesantren 
merupakan persyaratan dari beasiswa tersebut. Pada siang hari, mereka 
mengikuti kurikulum normal untuk mahasiwa PTAIN. Adapun materi 
di pesantren tidak berbeda jauh dari mata kuliah yang mereka pelajari, 
tetapi semuanya dalam bahasa Arab. Tujuan dari pesantren ini yaitu 
sebagai pusat pembelajaran bahasa dan untuk menghafalkan Alguran 
bagi sebagian santrinya. Pada saat itu, saya diberi tahu bahwa mahasiswa 
perempuan nampak lebih serius dan memiliki kemampuan berbahasa 
Arab mencukupi sehingga mereka siap untuk mengkaji teks-teks klasik 
tentang tasawuf sekali dalam seminggu. Adapun mahasiswa laki-laki 
lebih tertarik mengikuti seminar dan mendatanginya dua kali dalam satu 
minggu. 

UIN Yogya melakukan cara yang lain dalam rangka menguatkan 
akar kepesantrenannya dan membangun kerja sama dengan pesantren 
setempat dengan memanfaatkan progam beasiswa MORA untuk program 
studi tafsir-Hadits untuk tinggal di pesantren. Alih-alih pesantren- 
kampus, UIN Yogya mendayagunakan banyaknya pesantren di kota ini 
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dengan melakukan negosiasi dengan sejumlah pesantren untuk menem- 
patkan seluruh mahasiswa penerima beasiswa di pesantren tertentu. 
Sampai bulan Mei 2009, UIN Jakarta belum mendirikan pesantren 
di kampus, namun terdapat perhatian yang cukup besar untuk mencip- 
takan dan memelihara lingkungan pesantren di dalam kampus. Berbicara 
tentang karakter khusus UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat menegaskan 
bahwa dengan kampus yang berada di area perkotaan menjadi sangat 
penting bahwa kampus ini tidak kehilangan suasana dan nilai-nilai 
madrasah dan pesantren. Hidayat menambahkan bahwa “tidak menjadi 
pegawai pemerintah” dan “dekat dengan masyarakat” menjadi bagian dari 
daftar standar nilai-nilai pesantre: ketulusan (ikhlas), kesederhanaan, 
persaudaraan, dan kemandirian. Dia berpendapat bahwa hubungan 
guru-murid yang ada di pesantren merupakan hal yang sangat penting 
dan perlu untuk terus dipertahankan, sehingga para guru besar yang 
berasal dari pesantren dapat dijadikan sebagai teladan. Hal ini meliputi 
penghormatan yang tinggi kepada para dosen di pihak mahasiswa dan 
kepedulian yang mendalam terhadap mahasiswa di pihak pengajar. 
Dalam rangka menciptakan perasaan komunal di pesantren, dia ingin 
mengikuti Malang sebagai percontohannya. Dalam hal ini, contoh yang 
terpenting yaitu nilai-nilai dan pembentukan karakter serta posisi kitab 
kuning dan simbol-simbol keagamaan lainnya. Karena tidak semua 
mahasiswa dan pengajar berasal dari pesantren,dia khawatir UIN 
akan kehilangan karakter pesantrennya. Bagi mereka yang bukan dari 
pesantren, dia merasa tidak bijaksana untuk memaksakan standar yang 
terlalu tinggi kepada mereka, tetapi dengan menciptakan suasana islami, 
mereka akan terbawa dengan sendirinya. Hidayat mengatakan bahwa 
masyarakat di sekitar UIN turut membantu dalam menegakkan nilai- 
nilai mereka. Sebagian besar, jika tidak semua, pemilik lahan (kos-kosan/ 
kontrakan) memberlakukan teman sekamar harus berjenis kelamin sama 
dan membatasi jam berkunjung untuk lawan jenis. Melalui perkum- 
pulan pemilik lahan, pihak UIN mendorong mereka untuk melaporkan 
terjadinya pelanggaran norma aturan dari kampus dan bahkan menge- 
luarkan si mahasiswa berdasarkan laporan tersebut. Lebih jauh, dalam 
rangka menjaga nilai-nilai pesantren, dia berpendapat bahwa komunitas 
inti perlu berasal dari latar belakang pesantren dan nilai-nilai mereka 
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dapat dilindungi saat dimodernisasi. Oleh karena itu, dia ingin memiliki 
keunggulan dalam fakultas umum sehingga para lulusan pesantren dapat 
melanjutkan studinya di fakultas tersebut. Dia berpendapat bahwa 
santri-santri pesantrenlah yang paling mungkin untuk kembali ke masya- 
rakat pedesaan dengan membawa bekal ilmu baru." 


Ouo Vadis Indonesia 

Saya datang pertama kali ke Indonesia pada 1987 dan sangat 
jatuh hati kepadanya. Tidak dengan seseorang, tetapi dengan masya- 
rakat dan wilayah-wilayahnya, saya telah terbuai. Saya memutuskan 
bahwa saya ingin melakukan perjalanan seumur hidup ke Indonesia, 
mempelajarinya, menulis dan mengajar tentangnya. Pada 1992, saya 
kembali datang untuk mengikuti kelas bahasa Indonesia tingkat lanjut. 
Kali ini, saya sedang berada di negara dengan mayoritas penduduknya 
beragama Islam, dan saya masih mencintainya, bahkan lebih mendalam. 
Indonesia yang pertama kali saya jumpai dibangun di atas cita-cita 
Bhinneka Tunggal Ika. Kenyataan tidak pernah seindah yang dicitakan, 
tetapi tetap menakjubkan. Cita-cita multi-kultural dan multi-agama ini 
tidak hanya produk mandat negara, meskipun terlarang untuk membica- 
rakan tentang sisi gelap yang sesekali terjadi. Baik itu hanya sebagai hasil 
dari ideologi nasional, Pancasila, yang mengamanatkan satu dari lima 
agama resmi (menjadi 6 pada 2000): kenyataannya menjadi pengikut 
agama tradisional, atau disebut agama suku, aliran kepercayaan, agama 
China (selain Buddha) tidak mendapatkan haknya di negara ini. Pada 
tingkat yang dalam, orang Indonesia sangat menjunjung tinggi cita-cita 
ini. Meletusnya kekerasan terhadap orang Tionghoa pada tahun 1997 
dan kekerasan komunal tahun 2000 tidak memungkiri cita-cita tersebut. 
Sebaliknya, jika cita-cita Bhinneka Tunggal Ika ini tidak memiliki 
akar yang dalam, masa-masa kekerasan ini dapat membuat negara 
ini mengalami Balkanisasi. Tanpa cita-cita ini, ideologi ini, berbagai 
kelompok di Indonesia memiliki sedikit kesamaan dengan perpecahan 
yang terjadi di bekas Yugoslavia. Dari manakah cita-cita persatuan dan 
keragaman ini berasal? 


5 Wawancara, Februari 2009. 
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Kami yang memiliki sejarah pribadi yang panjang dengan 
Indonesia (25 tahun, dalam kasus saya), mengabarkan kepada teman dan 
keluarga bahwa masyarakat Indonesia adalah Muslim tetapi berbeda. 
Wajah Islam di Indonesia masih tetap senantiasa ramah, tetapi keterli- 
batan milisi Muslim tahun 1965 dalam pembantaian ratusan ribu orang 
yang diduga komunis, serangan anti-Cina 1997, kekerasan Kristen- 
Muslim tahun 2000 di Indonesia, Bom Bali 2002 dan 2005, kekerasan 
terhadap Ahmadiyah dan bahkan terhadap Muslim progresif seperti 
Irshad Manji menunjukkan bahwa Muslim Indonesia tidak selamanya 
ramah. Ketegangan yang menimbulkan konflik ini memiliki kedalaman 
tertentu, cita-cita tentang Bhinneka Tunggal Ika tidak pernah terwujud 
secara paripurna. 

Islam yang ramah dan cita-cita tentang Kebhinekaan bukanlah 
pemanis belaka. Di dalamnya selalu ada keterputusan antara yang ideal 
dan realitas yang terdapat di dalam setiap sistem sosial. Yang membi- 
ngungkan adalah bahwa belakangan ini semakin banyak orang Indonesia 
yang menentang cita-cita tersebut. Tanpa ingin terdengar terlalu 
dramatis, Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Akankah negara 
ini terus menjadi tempat di mana orang memiliki kebebasan beragama, 
tidak hanya untuk memilih agama mana yang akan dianut, tetapi juga 
bagaimana mempraktikkannya? Setidaknya sebagai sebuah ideal? 
Akankah negara ini terus menjadi tempat di mana tokoh intelektual 
seperti almarhum Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, dan 
tokoh kontemporer seperti Amin Abdullah dan Azyumardi Azra 
membangun opini publik untuk menciptakan masyarakat yang rasional, 
toleran, dan multi-agama? Atau akan semakin sempit dan intoleran 
bentuk-bentuk Islam mendominasi masyarakat. Kelompok intoleran 
yang menyerang peluncuran buku, melakukan kekerasan terhadap 
kelompok agama minoritas, dan melakukan aksi teror merupakan bagian 
yang kecil namun menjadi bagian penting dari gambaran tersebut, seikat 
kangkung dalam Islam Indonesia yang ramah—sebuah pengingat bahwa 
gambar tersebut tidak sempurna. Di sana terdapat berbagai elemen 
kontra-radikal di tubuh Islam Indonesia yang bekerja untuk memperta- 
hankan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa, tetapi tidak semuanya, 
dari upaya ini dapat ditemukan di sisitem Perguruan Tinggi Agama 
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Islam Negeri. Sebagian besar anggota fakultas PTAIN berpegang teguh 
kepada pendekatan rasional dan intelektual terhadap Islam, dank arena 
pendekatan ini pula yang membawa mereka kepada pemahaman yang 
lebih luas tentang apa arti menjadi Muslim dan menjadi Indonesia, di 
sana terdapat harapan bagi Indonesia yang saya kenal pertama kali pada 
1987—yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cita-cita, walaupun 
kenyataannya tidak sempurna—akan terus berlangsung menuju masa 


depan. 
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Abstrak 

Banser merupakan sayap paramiliter dari Ansor, 
organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama (NU). NU 
adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan 
karena Indonesia begitu luas, menjadi yang terbesar di 
dunia. NU telah lama mendukung Indonesia sebagai 
sebuah negara non-syariah dan sebagai negara multi- 
agama dan multi-etnis (Barton 2002, Bush 2009). 
Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama berupaya 
melatih para pemimpin Islam non-radikal dengan 
berbagai keahlian dan keterampilan. Ansor memiliki 
sebuah sub-organisasi yang disebut Banser yang 
secara rutin melindungi gereja, orang-orang Muslim 
liberal, dan tempat-tempat usaha yang menjadi target 
kelompok ekstremis seperti Front Pembela Islam 
(FPI). Jika pada masa ini, atau bahkan belakangan, 
sejarah Banser dan Ansor adalah tentang melindungi 
kelompok-kelompok agama minoritas dan kebhi- 
nekaan, sebenarnya tidak selalu demikian. Ansor/ 
Banser merupakan sebuah kekuatan tambahan 
yang penting bagi militer pada masa Revolusi (1945- 
1949) dan pada tragedi nasional 1965-1966 yang 
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menewaskan 500.000 nyawa yang diduga sebagai komunis. Hal ini 
merupakan pembahasan yang menarik jika kita mendedahnya dengan 
cara melihat aksi-aksi sosial progresif dari Banser/Ansor belakangan ini 
yang berlandaskan pada pandangan keagamaan konservatif, pandangan 
Islam tradisional dan bukan berdasarkan pemahaman keagamaan liberal 
atau progresif. 

Pada 24 Desember 2000, dua pemuda Muslim berseragam parami- 
liter berdiri di depan sebuah gereja di Mojokerto, Jawa Timur. Kebaktian 
Malam Natal tengah berlangsung. Mereka ditugaskan untuk menga- 
mankan acara tersebut. Salah satu dari mereka, Riyanto, menemukan 
sebuah bom terletak di sebelah gereja. Minimnya waktu atau keahlian 
untuk menjinakan bom, satu-satunya hal yang dapat Riyanto lakukan 
adalah mengambil bom itu, berteriak memberikan sebuah peringatan, 
dan lari menjauhi gereja. Bom meledak di kedua tangannya, melukai 
rekannya, dan menewaskannya. Setelah lebih dari 20 tahun dari 
persitiwa itu, Riyanto dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Perdamaian, 
yang dijadikan sebagai fokus pada sebuah display di museum NU di 
Surabaya, dan diselenggarakan peringatan tahunan yang tidak hanya 
untuk mengenang dan menghargai pengorbanannya, tetapi juga untuk 
menyemangati anggota Banser bahwa pengorbanan semacam itulah 
yang diharapkan dari mereka. Bahkan di tempat lain, Riyanto dijadikan 
sebagai seorang teladan. Dia menjadi contoh nyata tentang apa yang 
dimaksud menjadi Banser. 

Banser merupakan sayap paramiliter dari Ansor, organisasi 
kepemudaan di tubuh NU. NU adalah organisasi Islam terbesar di 
Indonesia, dan karena Indonesia begitu luas, menjadi yang terbesar di 
dunia. NU telah lama mendukung Indonesia sebagai negara non-Syariah 
dan negara multi-agama dan multi-etnis (Barton, 2022, Bush 2009). 
Gerakan Pemuda Ansor berupaya untuk melatih para pemimpin 
Muslim non-radikal dengan beragam keahlian dan keterampilan. Ansor 
memiliki sebuah sub-organisasi bernama Banser yang secara rutin 
menjaga gereja, Muslim liberal, dan tempat-tempat usaha dari ancaman 
kelompok ekstremis seperti Front Pembela Islam. Pada Juni 2000, Banser 
bersiaga untuk mengirim pasukan dalam rangka membela umat Kristen 
dari serangan yang datang dari sebuah kelompok milisi Islam bernama 
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Laskar Jihad. Selain itu, para relawan Banser telah diterjunkan untuk 
turut mengatasi peristiwa-peristiwa “mengejutkan” seperti gempa bumi 
dan erupsi gunung berapi. Belakangan, mereka menjalin kerja sama 
dengan militer dan polisi di tingkat lokal dan nasional untuk bersiaga 
menghadapi ISIS seandainya mereka datang ke Indonesia. 

Jika pada saat ini, atau bahkan belakangan, sejarah Banser dan 
Ansor adalah tentang menjaga kelompok-kelompok minoritas dan kebhi- 
nekaan, hal ini tidak selalu demikian. Ansor/Banser merupakan sebuah 
kekuatan tambahan yang penting bagi militer pada masa Revolusi (1945- 
1949) dan pada tragedi nasional 1965-1966 yang menewaskan 500.000 
nyawa yang diduga sebagai komunis. Para anggota Ansor dan Banser saat 
ini menafsirkan baik sebagai pelaku pembantaian orang-orang komunis 
dan memberikan perlindungan kepada umat Kristen sebagai upaya 
merawat persatuan dan kemuliaan Negara Indonesia. Namun, narasi 
sejarah menjelaskan bahwa ketegangan ekonomi dan manipulasi yang 
dilakukan oleh militer menjadi sesuatu yang penting pada peristiwa 1965 
(Sulistiyo 1997, Roosa 2006, Robinson 2018: 7, 133). Apa yang perlu untuk 
ditelaah yaitu tentang lintasan sejarah sebuah organisasi yang dibentuk 
pada masa revolusi dan terlibat dalam tragedi 1965 yang kini menjadi 
pluralistik. Selain itu, hal ini merupakan pembahasan yang menarik 
jika kita mendedahnya dengan cara melihat aksi-aksi sosial progresif 
dari Banser/Ansor belakangan ini yang berlandaskan pada pandangan 
keagamaan konservatif, pandangan Islam tradisional dan bukan berda- 


sarkan pemahaman keagamaan liberal atau progresif. 


Sekilas tentang NU, Ansor, dan Banser 

NU berdiri pada 1926 oleh beberapa kiai pesantren tradisional atau 
klasik (Lukens-Bull 2005: 14) untuk mendukung dan saling berkoordinasi 
tentang upaya komunitas pesantren dalam konteks kolonialisme Belanda 
(Fealy dan Barton 1999). Saya telah melakukan penelitian tentang dan 
seputar NU dan komunitas keagamaan tradisionalnya sejak 1992. Saya 
telah meneliti Ansor sejak musim panas 2014 dengan menguraikan 
sejarahnya, mewawancarai para pemimpinnya, dan mengikuti kegiatan- 
kegiatannya dari skala lokal sampai skala nasional. Tema umum yang 
saya ketahui dari lingkungan NU sejak 1990-an yaitu bahwa keyakinan 
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merupakan urusan personal dan bukan menjadi urusan negara atau 
bahkan urusan sosial. Jika Anda menginginkan masyarakat Muslim 
(ini juga berlaku untuk agama manapun), mereka akan berpandangan 
bahwa kamu harus berdakwah dan mengajar. Yakinkan mereka dengan 
pandangan Anda, tetapi jangan memaksa dan menghakimi. Tetapi, NU 
secara umum, dan gerakan pemuda Ansor secara khusus, berusaha 
untuk mendefinisikan sebuah Islam tradisional yang dapat menjadi 
bagian dari masyarakat sipil, menghargai hak-hak kelompok lain, dan 
mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan suatu konflik. Dalam 
urusan keagamaan, di tubuh NU terdapat orang-orang konservatif, 
mereka membangun sebuah pandangan konservatif untuk memperta- 
ruhkan nyawa demi hak-hak mereka dan melindungi minoritas. 

NU memiliki sejumlah lembaga otonom yang bertanggung jawab 
terhadap beragam segmen misi NU meliputi pemuda, pemudi, anak usia 
sekolah, mahasiswa, dan lembaga pendidikan tradisional di dalamnya. 
Gambar 1 menunjukkan tentang organisasi-organisasi otonom utama 
di bawah payung NU (ditunjukkan dengan garis titik-titik). Organisasi- 
organisasi tersebut, seperti Ansor, menerima masukan dan arahan dari 
kepemimpinan NU nasional (PBNU), tetapi tidak bersifat langsung. 
Banser merupakan badan semi-otonom di bawah Ansor, ia dapat dan 
menerima arahan secara langsung dari kepemimpinan Ansor nasional 
(ditunjukkan dengan garis langsung). Ansor, secara umum, loyal kepada 
NU—secara kultural dan tidak selamanya secara struktural (di dalamnya 
terdapat perbedaan kesejarahan, Anam 1996 23-24, 81-82). Berikutnya, 
anggota Banser akan merujuk kepada organisasi mereka sebagai anjing 
penjaga kiai' (pemimpin Islam tradisional), yang menekankan pada 
pentingnya otoritas keagamaan tradisional di dalam masyarakat NU. 
Ormas NU sendiri dipimpin oleh orang-orang yang usianya biasanya 
sudah di atas 50 tahun dan mereka memiliki peran baik sebagai ulama 


maupun warga biasa. 


! Meskipun anjing dianggap sebagai hewan yang najis, anjing pengawal 
umumnya tetap diterima, sehingga frasa ini tidak seasing yang dikira. 
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Gambar 1: NU dan Organisasi yang dibawahinya 


Saat ini, sebagai sebuah organisasi, NU berkomitmen pada anti- 
radikalisme, meskipun Mietzner dan Muhtadi belakangan menunjukkan 
bahwa mengidentifikasikan diri sebagai seorang anggota NU tidak 
selamanya berarti anti-radikal, pluralis atau berpandangan terbuka 
(2020). Beberapa pemimpin NU menegaskan bahwa banyak kelompok- 
kelompok radikal yang menargetkan kelompok usia tertentu (18-25 tahun, 
mengenyam pendidikan Barat secara kuat, dan terbatas dalam wawasan 
keislaman)? (Lukens-Bull 2001:364). Oleh karenanya, beberapa kiai 
telah berupaya untuk menginokulasi populasi kelompok umur ini baik 
melalui pesantren yang didirikan khusus untuk mahasiswa atau dengan 


2 Temuan-temuan tersebut berada di luar cakupan dari makalah ini untuk 
membahasnya secara menyeluruh. Disebutkan bahwa Mietzner dan Muhtadi 
dalam penelitiannya menggunakan metode random sample di Indonesia di 
mana mereka menanyakan tentang organisasi Islam mana yang diidentifikasi 
oleh para responden. Jutaan orang Indonesia mengidentifikasi diri dengan NU, 
Muhammadiyah, dan organisasi lain meski tidak pernah berpartisipasi di dalam 
organisasi-organisasi tersebut. Tidak ada kontradiksi apa pun antara gagasan 
bahwa NU sebagai organisasi yang plural, toleran, dan anti-radikal, dan fakta 
bahwa orang-orang yang mengidentifikasi berorientasi pada NU tetapi pada 
kenyataannya tidak masuk sebagai anggota NU. Yang dibutuhkan adalah survei 
yang menghubungkan tingkat keterlibatan dalam organisasi, termasuk pelatihan 
formal, dan perspektif-perspektif dalam penelitian tersebut. 

3 Hal ini berlaku bagi sejumlah organisasi seperti HTI, PKS, yang berafiliasi 
dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi tidak berlaku bagi FPI. 
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cara membuka pesantren yang mereka miliki untuk para mahasiswa. 
Dalam kedua skema tersebut, tradisi pesantren diubah sehingga para 
mahasiswa dapat meninggalkan pesantren pada siang hari untuk menda- 
patkan pendidikan di luar pesantren. Dalam hal ini, salah satu contohnya 
yaitu Pesantren Al-Hikam di Malang yang didirikan oleh Hasyim Muzadi 
(Ketua Umum PBNU setelah Abdurrahman Wahid) yang menyatakan 
bahwa dia memiliki tujuan khusus dalam menangkal radikalisme ketika 
dia mendirikan Pesantren Mahasiswa Al-Hikam (Lukens-Bull 2001). Di 
tempat lain, saya telah mendeskripsikan upaya pesantren Al-Hikam 
ini dan tentang bagaimana mereka mendefinisikan tentang cara-cara 
berinteraksi dengan Barat, dunia modern, dan globalisasi secara islami. 
Hasyim Muzadi dan pemimpin NU lainnya menegaskan bahwa kitab 
kuning, termasuk di dalamnya figih madzhab Syafii', merupakan benteng 
terbaik dalam membendung radikalisme (Lukens-Bull 2001). 

Saat ini Ansor dan Banser berpedoman pada dua nilai utama: 
1) NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia,: 2) Ahlus Sunnah wal 
Jamaah (orang-orang yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi dan para 
sahabatnya), sebuah kiasan untuk praktik keagamaan tradisional yang 
paling erat kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Adapun nilai dari NKRI 
tentu saja termasuk menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara 
yang mendorong keragaman dalam praktik keagamaan, dan semboyan 
nasional Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dalam keragaman (Winata- 
putra 2008). Nilai-nilai ini menjadikan Ansor bertentangan dengan 
kelompok organisasi Islam nasional seperti Front Pembela Islam (FPI) dan 
kelompok internasionalseperti Hizbut at-Tahrir' dan Ikhwanul Muslimin, 
yang keduanya hadir di Indonesia. Kelanjutan dari NKRI adalah Rule of 
Law. Secara umum, prinsip ini mengandung arti penolakan terhadap 
aksi kekerasan. Namun, ketika kekerasan telah digunakan oleh Ansor 
di masa lalu, dan bahkan ketika mereka menawarkan untuk menggu- 


4 Terdapat empat mazhab figih di Sunni: Hanafi, Hanbali, Maliki, dan 
Syafi'i, masing-masing dinamai berdasarkan nama pendirinya. Secara historis, 
madzhab-madzhab ini telah tersebar secara geografis dengan madzhab Syafi'i 
di Afrika Timur dan Asia Tenggara, Maliki di Afrika Utara, dan dua lainnya di 
Timur Tengah. 


5 Hizbut Tahrir Indonesia dilarang pada tahun 2017 (BBC Indonesia 2017) 
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nakan kekerasan pada tahun 2000 untuk membela orang-orang Kristen 
di Ambon, hal demikian tergantung pada persetujuan pemerintah dan 
kerja sama dengan pihak militer dan kepolisian.“ Aspek Rule of Law dari 
NKRI berarti bekerja sama dengan dan mendukung kekuatan keamanan 
pemerintah. Sementara Ansor dan Banser sering menjadi pelengkap 
bagi kepolisian dan militer di tingkat lokal, terkadang mereka berperan 
sebagai alternatif. Ketika, baik karena kekurangan tenaga, korupsi, atau 
tidak adanya kesiapan, polisi tidak dapat memberikan perlindungan 
pada gereja atau organisasi sipil dari elemen ekstremis, Banser dapat 
melakukan tugas perlindungan tersebut. Seperti yang diamati oleh Kiai 
Fauzi dari Bululawang, Malang, bahwa terkadang polisi terlambat dalam 
menangani suatu peristiwa. Dia berpendapat bahwa karena Indonesia 
tidak memiliki undang-undang anti-terorisme, polisi tidak dapat 
bertindak sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dia juga menyatakan 
bahwa Banser atau organisasi sipil lainnya tidak dapat mengambil alih 
tugas yang menjadi kewenangan pemerintah. Di sana terdapat aturan 
yang menyatakan bahwa jika mereka berbuat demikian, mereka dapat 
segera dibubarkan. 

Nilai utama lainnya, Ahlussunnah wal Jamaah, merupakan sebuah 
istilah yang diperdebatkan, yang secara literal berarti jalan orang-orang 
yang benar. Istilah ini digunakan NU dengan merujuk kepada bentuk 
Islam yang lebih toleran yang memperkenankan dan mendukung 
praktik mistisisme/tasawuf dan praktik keagamaan populer lainnya 
seperti tahlilan dan ziarah wali. Selain itu, mereka menggunakan istilah 
ini untuk mendukung gagasan tentang hidup damai dan berdampingan 
dengan agama lainnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
di Madinah. Mereka menyebutnya sebagai Piagam Madinah (Fauzi 2005, 
Misrawi 2009). Dengan demikian, nilai-nilai tersebut membentuk Ansor 
dan Banser sebagai sebuah kekuatan penting untuk ketangguhan dan 


stabilitas masyarakat. 


6 Meskipun praktik penjagaan gereja yang telah dimulai sejak akhir 
1990-an dan menawarkan memerangi jihad kekerasan membela orang-orang 
Kristen mungkin terlihat sebagai sebuah apologi atas keterlibatan NU dalam 
pembantaian 1965, sebagian besar pengikut NU melihat semua tindakan tersebut 
dengan perspektif memberikan yang terbaik untuk bangsa. 
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Sebagian kalangan menganggap Banser dan Ansor memiliki reputasi 
yang kurang baik. Pandangan demikian termasuk di sejumlah akademisi, 
beberapa jurnalis, dan bahkan sebagian masyarakat Indonesia. Mereka 
cenderung terfokus pada tragedi 1965/66 dan tidak memiliki informasi 
memadai tentang Banser seperti yang terbentuk saat ini. Ilmuwan politik 
Robin Bush mengatakan bahwa dalam sebuah pertemuan beberapa 
organisasi kepemudaan NU pada 10 Maret 1998 yang membahas tentang 
masa depan Soeharto, suasananya menjadi tegang karena kehadiran 
Banser (Bush 2009:113). Seorang pemimpin NU mengatakan kepada saya 
bahwa mereka telah dituduh sebagai terorisme oleh seorang peneliti 
Prancis. Seorang peneliti LIPI (sekarang BRIN) mengatakan bahwa 
dia tidak melihat perbedaan antara Banser, preman biasa, dan Front 
Pembela Islam (FPI) dan menjadikan peran Banser dalam pembantaian 
1965/66 sebagai sebuah bukti. Sebuah peristiwa di Garut, Jawa Barat, di 
mana anggota Banser menginjak dan membakar sebuah bendera yang 
dikaitkan dengan HTI mengonfirmasi perspektif tentang Banser ini bagi 
sebagian orang. Untuk menganalisis pertanyaan ini, kita perlu meninjau 
sejarah organisasi ini untuk mengetahui apakah Banser telah atau tidak 


berubah. 


Lintasan Sejarah Ansor 

Sangat penting bagi pemahaman kita atas Indonesia untuk menelaah 
secara kritis transformasi sebuah organisasi yang terlibat dalam pemban- 
taian 1965/66. Kita dapat mempertimbangkan empat fase utama dari 
sejarah Nahdlatul Ulama: 1) periode Revolusi, sejak berdiri pada tahun 
1926 hingga Perang Kemerdekaan, 2) pembantaian 1965/66: 3) Orde 
Baru dimana terjadi dua pergeseran besar di tubuh NU, yaitu gerakan 
Kembali ke Khittah (kembali ke tujuan awal) pada tahun 1980-an yang 
secara resmi mengeluarkan NU dari kancah politik formal dan menja- 
dikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dasar untuk semua organisasi, 
dan 4) era Reformasi setelah tumbangnya Suharto termasuk terjadinya 
kelokan ke arah konservatif (conservative turn) di dalam Islam Indonesia 
belakangan ini. 

Sejarah tentang Ansor dan Banser hari ini menjadi perdebatan di 


kalangan mereka yang berusaha menuliskannya. Choirul Anam, yang 
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pernah menjadi Ketua NU di Jawa Timur, menulis tentang apa yang 
dianggapnya sebagai sejarah penting Ansor (1996). Tidak lama setelah 
berdirinya NU, dibentuklah sebuah organisasi sayap pemuda dan 
diberi nama Ansor yang berarti “penolong” dalam bahasa Arab (Anam 
1996:26-7). Banser atau Barisan NU Serba Guna dibentuk/diakui dalam 
kongres ANO 1937' dan pada kongres tahun 1938 Banser direkomen- 
dasikan untuk seluruh cabang ANO (Anam 1996: 34). Karena Ansor 
Nahdlatul Oelama (ANO) dan Barisan Ansor Nahdlatul Oelama (BANO) 
dibubarkan selama Perang Kemerdekaan dan para anggotanya secara 
umum bergabung menjadi bagian dari Laskar Hizbullah (LH), sebuah 
milisi NU yang berperang melawan Belanda, para anggota milisi ini 
kemudian membentuk Barisan Ansor Serbaguna usai berakhirnya 
perang. Oleh karenanya, banyak yang berpendapat bahwa Banser adalah 
kelanjutan dari BANO. Choiral Anam, yang pernah menjadi Ketua 
Wilayah NU di Jawa Timur pada era 1990-an dan penulis salah satu buku 
pertama tentang Ansor, mengatakan bahwa BANO adalah cikal bakal 
berdirinya Banser (dalam Fauzi 2008). 

Namun, Antropolog Indonesia Hairus Salim membantah kelanjutan 
ini karena BANO lebih merupakan tangan politik NU sejak NU tidak lagi 
berpolitik (2004:35) dan organisasi bernama Banser didirikan pada tahun 
1962 guna menghadapi PKI. Hal ini sejalan dengan sejarah lisan yang 
dituturkan oleh keluarga KH. Yusuf Hasyim?, yang menyatakan bahwa 
dia mendirikan Banser di Jember dengan tujuan untuk melenyapkan 
komunis. Anam berpendapat bahwa BANO menjalankan banyak peran 
sebagaimana Banser— terutama peran keamanan. Salim berpendapat 


bahwa arti paramiliter dari "barisan" (sering diterjemahkan sebagai 
p J 


1 Perubahan ortografi pada tahun 1973 mengubah ejaan dari Nahdlatul 
Oelama (NO) menjadi Nadhlatul Ulama (NU). Karena nama ANO dan BANO 
digunakan secara eksklusif sebelum tahun tersebut, saya akan menggunakan 
ejaan ini. 

8 Yusuf Hasyim (1929-2007) merupakan anak bungsu salah satu pendiri 
NU, KH. Hasyim Asyari. Kakak laki-lakinya, Wahid Hasyim, adalah Menteri 
Agama pertama di Indonesia, dan keponakannya, Abdurrahman Wahid, adalah 
presiden keempat Indonesia. Yusuf Hasyim aktif dalam Perang Kemerdekaan 
dan peristiwa 1965-66. 
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brigade) hanya muncul selama pendudukan Jepang (2004: 35). Apakah 
Banser dimulai sebelum Perang Kemerdekaan, dimulai pada tahun- 
tahun akhir dari Perang Kemerdekaan, atau didirikan dengan tujuan 
tegas untuk menghadapi PKI sangat penting untuk memahami karakter 
utama Banser dan Ansor. Jika terdapat kesinambungan sejarah yang 
jelas antara ANO dan BANO pra-Perang Kemerdekaan, Laskar Hizbullah 
selama perang, dan Ansor dan Banser setelah perang, maka kita dapat 
mempertimbangkan apakah 1965 merupakan suatu penyimpangan atau 
bagian dari lintasan yang konsisten dari perjalanan organisasi ini. 


Perang Kemerdekaan 

Sebagaimana penulis sejarah Ansor lainnya, Salim berpandangan 
bahwa ANU dan pesantren merupakan sumber daya bagi keanggotaan 
Laskar Hizbullah (LH) selama Perang Kemerdekaan. Bahkan dia berpen- 
dapat bahwa hampir semua pemuda pesantren bergabung dengan 
LH terutama anggota Ansor NU (Salim 2004:39, 43). Dia memperta- 
nyakan apakah Ansor dapat dianggap sebagai kelanjutan dari Laskar 
Hizbullah pasca-kemerdekaan (2004: 39). Simbol Ansor NU (ANU) 
sangat mirip dengan simbol LH sehingga seolah ANU adalah LH dan 
sebaliknya (2004: 43). Dia berpendapat bahwa banyak keturunan dari 
Banser dan Ansor yang menyatakan Banser didirikan di Blitar sekitar 
tahun 1948 oleh Muhammad Zainuddin Oalyubi sebagai tanggapan 
terhadap Agresi Belanda Kedua selama Perang Kemerdekaan atau untuk 
menghadapi orang-orang PKI selama Pemberontakan PKI Madiun 1948 
(lihat Khairudin 2014). Salim lebih memilih tahun 1965 sebagai tahun 
berdirinya Ansor, dan berpendapat bahwa sebuah rentang waktu yang 
panjang, keterhubungan dengan organisasi sebelumnya diimajinasikan 
dalam rangka mendapatkan legitimasi yang lebih besar (2004: 27-77). 

Dalam rapat pada 22 Oktober 1945 Pimpinan NU memutuskan 
bahwa berperang melawan Belanda adalah sebuah jihad yang sah (Anam 
1996:63, dan banyak sumber lainnya). Anam tidak mengeksplorasi peran 
Ansor, Banser, atau Laskar Hizbullah (dan kelompok-kelompok milisi 
lainnya) dalam perang kemerdekaan, tetapi secara umum diterima 
bahwa mereka memainkan sebuah peran dalam perang ini dan dia 
mengembagkan narasi sejarahnya ANO/Ansor setelah perang kemer- 
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dekaan. Penting untuk diingat bahwa anggota ANO/BANO sebelum 
Perang, Laskar Hizbullah selama Perang, dan Ansor dan Banser setelah 
perang berasal dari satu ceruk yang sama. Kusuma dengan jelas menya- 
takan bahwa meskipun organisasi dan struktur (wadah) dari ANO tidak 
digunakan selama Perang dan pendudukan Jepang, semua kekuatan 
dan potensi Ansor dialihkan ke Laskar Hizbullah, yang artinya Tentara 
Allah (2011:33). Kusuma menggunakan perumpamaan wadah/isi yang 
jamak digunakan dalam dunia tasawuf di Indonesia. Kusuma berpen- 
dapat bahwa wadahnya berubah, tetapi isinya tetap sama. Beberapa 
pemimpin Banser saat ini berpendapat bahwa setelah perang kemer- 
dekaan, Hizbullah dibubarkan dan anggota yang tersisa membentuk 
Banser. Kusuma sependapat bahwa Ansor adalah ANO pra-Perang yang 
disusun ulang. 

Berkontribusi pada sejarah organisasi yang cukup membingungkan 
ini, Robinson secara keliru menggambarkan NU memiliki dua kelompok 
organisasi paramiliter pada 1960-an (2018:47). Pandangan lainnya, 
Hermawan Sulistiyo menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 
berarti antara Banser dan Ansor pada tahun 1960-an. Dia mengatakan 
dalam catatan kaki, "seharusnya tidak ada kebingungan di sini tentang 
nama organisasi. Banser adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna, 
merupakan nama lain dari Ansor. Selama pembantaian PKI, nama 
Banser lebih sering digunakan daripada nama resminya Ansor. Namun, 
setelah proses penataan kembali, istilah Banser hanya digunakan untuk 
'regu khusus' di dalam Ansor” (Sulistiyo 1997: 215, fn). 

Istilah Ansor dan Banser terus digunakan secara bergantian, 
khususnya oleh mereka yang tidak berada di dalam organisasi tersebut 
karena Banser adalah bagian dari Ansor, semua anggota Banser adalah 
anggota Ansor, tetapi tidak semua anggota Ansor adalah anggota Banser. 

Walaupun beberapa penulis cenderung untuk membedakan 
berbagai organisasi kepemudaan di NU berdasarkan tujuan dan fungsi 
mereka secara eksplisit, pada akhirnya mereka semua adalah organisasi 
pemuda di bawah payung NU. Selain itu, sejak semula di dalamnya selalu 
terdapat unsur paramiliternya. 

Para pimpinan Banser sering membanggakan diri tentang sejarah 
panjang ini dan menjadi organisasi yang dibentuk pada tahun 1938 
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menyiratkan arti bahwa paramiliter NU usianya lebih tua dari TNI. 
Mereka terkadang membuat guyonan kepada para komandan militer 
bahwa TNI adalah adiknya Banser. Terdapat tradisi kerja sama yang 
telah lama terjalin antara pemuda NU dengan TNI. Laskar Hizbullah 
merupakan milisi yang membantu upaya-upaya militer selama Perang 
Kemerdekaan. Di era Sukarno, militer menggandeng berbagai organisasi 
paramiliter. Pada Juni 1957, TNI mengadakan pertemuan dengan 
empat organisasi pemuda dan mencapai kesepakatan yang disebut 
Janji Pemuda, yang menempatkan semua organisasi pemuda di bawah 
naungan militer termasuk Pemuda Rakyat (dari PKI) (Kusuma 2011:90). 
Perlu dicatat bahwa Perang Kemerdekaan berakhir pada bulan Desember 
1949. Para pemuda yang menjadi prajurit dalam perang ini masih cukup 
muda untuk berperang dan bahkan memimpin pasukan pada peristiwa 
1965/66. Dalam hal ini termasuk orang-orang seperti KH Yusuf Hasyim, 
pengasuh pondok pesantren ternama, yang saya kenal sebagai seorang 


yang berusia lanjut pada tahun 1995. 


1965 dan Penghancuran PKI? 

Pada 1965-1966, 500.000 orang atau lebih yang diduga komunis 
telah dibunuh atau dilenyapkan. Di sejumlah wilayah, afiliasi-afiliasi 
NU terlibat. Peristiwa ini dan keterlibatan Ansor telah membentuk 
bagaimana Ansor dan Banser memandang diri mereka sendiri dan 
dipandang oleh orang lain. Belakangan pada 2012, para pemimpin 
NU melaporkan bahwa seorang jurnalis asal Prancis melabeli Banser 
sebagai sebuah organisasi teroris (aktif), tetapi tidak dapat memberikan 
sebuah istilah tertentu atau informasi lebih tentang hal ini. Headline dan 
foto pada sebuah artikel di Majalah Time edisi September 2017 secara 
jelas memberikan kesan bahwa Banser merupakan sebuah kelompok 
berbahaya, meskipun artikel itu nampak berlebihan. Keterangan pada 


foto menggunakan kata-kata yang menakutkan di sekitar frase “militant 


? Joshua Oppenheimer, sutradara dua film (2012, 2015) tentang pembunuhan 
tahun 1965, cenderung memakai istilah genosida untuk peristiwa ini. Meskipun 
mungkin ada komponen etnis di beberapa bagian di Indonesia, seperti Medan, 
tempat Oppenheier melakukan syuting, hal ini tampaknya tidak terjadi di Jawa, 
terutama di Jawa Timur di mana peran NU begitu kentara. 
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moderates” dan menyatakan bahwa 50 juta orang yang bergabung dengan 
NU berangkat mengikuti pelatihan paramiliter (Stahlhut 2017). 


Time 


WORLD » ISLAM 


In Interview, Top Indonesian Muslim Scholar Says Stop 
Pretending That Orthodox Islam and Violence Aren't Linked 


A Banser instructor announces an afternoon schedule during a rigorous three day induction course for Nahdatul Ulama, Indonesia's 
largest Muslim organization, on July 23, 2017 in Kebumen, Indonesia. Claiming a membership of 50 million, the "militant moderates" 
from the Nahdlatul Ulama are dedicated to supporting Indonesia's national unity and multi-religious character while combating 
conservative Islamic organizations, which have recently become a more vocal force in Indonesian politics and culture. 


Gambar 2: Representasi keliru Majalah Time tentang Banser 


Budi Susanto, SJ, seorang pendeta Katolik Roma, di dalam kata 
pengantarnya untuk buku Salim (2004) berpendapat bahwa Banser 
berupaya melakukan rekonsiliasi terhadap masa lalunya yang tidak 
menyanangkan (Susanto 2004: ix) dan kini mereka menjadi Penyambung 
Lidah Rakyat— yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk 
berbicara kepada penguasa (2004-x). Susanto menilai buku Salim tersebut 
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menawarkan rasa nyaman bagi mereka yang masih menderita akibat 
tindakan pada masa lalu (khususnya 1965) (2004: xiii). Wacana tentang 
peran Ansor pada 1965 ini merupakan bagian dari upaya menghadapi 
masa lalu yang tidak menyenangkan dan yang menjadikan NU memiliki 
budaya otentik. Saat ini, baik Ansor maupun organisasi induknya, NU, 
berjalan secara hati-hati dalam menolak komunisme dan penggunaan 
kekerasan. Peristiwa 1965/66 pada saat ini dilihat sebagai pembelaan 
diri, tetapi telah menunjukkan adanya faktor lain, seperti ekonomi, yang 
mungkin menjadi faktor yang lebih penting di dalamnya (Sulistiyo 1997, 
Rosa 2006, Robinson 2018). 

Menurut Choirul Anam (hal. 104), ketika pengaruh PKI tumbuh pada 
awal 1960-an, Ansor diam-diam menyebarkan Doktrin Lima Petingi: 
Petinggi disiplin organisasi 
Petinggi kewaspadaan 
Petinggi kesetiaan kepada partai 
Petinggi menggunakan taktik dan keuletan berpolitik 
Petinggi kemampuan fisik (kekebalan/gemblengan) dan 
kemampuan mental anggota (1996:104) 


NP 


Anam berpendapat bahwa dari tahun 1961 dan seterusnya, Ansor 
dan Banser berada di garis depan menghentikan aksi PKI di Jawa Timur 
(Anam 1996: 106). Menyusul dugaan kudeta 30 September 1965 oleh PKI— 
pada tanggal 5 Oktober 1965 NU dan khususnya Ansor mengeluarkan 
pernyataan resmi bahwa Sukarno harus membubarkan PKI (Anam 1996: 
111). Anam tidak merahasiakan atau meminta maaf atas peran Ansor 
dalam pembantaian PKI, meskipun tampak jelas bahwa mereka memiliki 
keterlibatan terutama di Jawa Timur. Dalam disertasi doktoralnya tahun 
1997, Hermawan Sulistiyo memaparkan tentang sejarah konflik berdarah 
antara Ansor dan PKI di Jember dan sekitarnya. Kusuma berpendapat 
bahwa terdapat dua fase keterlibatan Ansor. Pertama, konflik fisik secara 
langsung di Jawa Timur dan Jawa Tengah dari tahun 1963-1965. Kedua, 
keterlibatan mereka dalam operasi militer menumpas PKI pasca 1965 
(Kusuma 2011:128). Sejauh mana batas dalam keterlibatan ini nampaknya 
masih terbuka untuk diperdebatkan, meskipun terdapat indikasi yang 
jelas bahwa tidak lama berselang setelah peristiwa 30 September, militer 
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tidak memberikan respon terorganisir dalam menghadapi PKI, dan 
bahwa di daerah Jombang Ansor bertindak relatif independen. 

Meskipun jelas bahwa Ansor adalah pemeran utama di Jawa Timur, 
tetapi peran mereka di provinsi lainnya masih kurang jelas. Misalnya, 
Dr. Hasyim Asyari, guru besar Sosiologi dari Universitas Diponegoro 
Semarang, Jawa Tengah, dan Panglima Banser Jawa Tengah menyatakan 
bahwa beberapa tahun lalu, ia menghadiri acara kampus yang diseleng- 
garakan oleh mahasiswa untuk membahas peristiwa 1965. Pertemuan 
“kebenaran dan rekonsiliasi” tersebut bersifat informal. Dia hadir sebagai 
perwakilan dari Banser untuk memastikan bahwa di sana telah ada orang 
lain sebagai pembicara ketika membahas peran mereka. Mengingat 
kuatnya tindakan Ansor di Jawa Timur terhadap PKI, dia bersiap untuk 
yang terburuk. Dia kemudian terkejut karena para penyintas dan anggota 
keluarga korban justru mengatakan bahwa Banser tidak terlibat dalam 
pembunuhan PKI di wilayah Semarang dan sekitarnya (Komunikasi 
Pribadi, November 2015). 

McGregor berpendapat bahwa pada satu sisi keterlibatan Ansor 
dan NU dalam penumpasan PKI merupakan bentuk pengabdian mereka 
kepada negara dan bahkan merayakannya (Mcgregor 2009: 196). Namun, 
hal ini merupakan poin yang diperdebatkan. Sebagian berpendapat 
bahwa hal itu merupakan tindakan harus dilaksanakan, tetapi mereka 
tidak pernah merayakannya. Pada tahun 2014, saya meneliti semua 
publikasi NU yang dapat ditemukan di kantor pusat dan perpustakaan 
NU di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta serta perpustakaan Pesantren 
Tebuireng dan perpustakaan umum Yogyakarta. Secara umum, majalah 
NU yang terbit sebelum tahun 1980 jumlahnya sangat sedikit. Namun, 
jika kita melihat publikasi dari tahun 1980 sampai 2000, kita melihat 
banyak artikel yang merayakan peran NU dalam Perang Kemerdekaan 
dan tidak ada satu pun untuk pembantaian 1965. 

Menurut McGregor (2009), tidak ada bukti langsung tentang seruan 
NU kepada anggotanya (atau warganya) untuk membantu militer dalam 
menumpas PKI. Dia menyatakan bahwa setiap instruksi akan disam- 
paikan secara hati-hati mengingat Sukarno masih menjadi sosok yang 
dipersalahkan, dan dia juga tidak menyalahkan PKI sebagai pihak yang 


melakukan percobaan kudeta. Dia menemukan bukti tidak langsung 


233 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


dalam bentuk pernyataan resmi dari PBNU yang mengucapkan terima 
kasih kepada NU cabang Pekolongan atas peran mereka dalam upaya 
menumpas Gerakan G/30 September, yang mendapatkan ganjaran 
sebagai syahid, status bagi mereka yang diculik atau terbunuh di 
medan Peperangan. Dia menyebutkan sebuah pembahasan, tetapi tidak 
ditemukan dalam booklet 1966, yang didukung oleh NU, yang menya- 
takan bahwa menumpas PKI merupakan ibadah (2009:199). Memang 
sulit untuk menemukan barang bukti tentang persetujuan dari PBNU 
atas penumpasan ini. Saya menemukan sebuah dokumen tertanggal 1 
Oktober 1965 yang memberikan instruksi tertulis kepada semua anggota 
Ansor. Ringkasnya, di dalam dokumen itu dikatakan bahwa mereka 
harus menjauhkan diri dari PKI, bersiap untuk membantah PKI, dan 
menunggu instruksi berikutnya dari PBNU atau dari pihak militer. Hal ini 
pun juga bukan sebuah barang bukti yang menunjukkan untuk bersiaga 
dan dikeluarkan pada hari setelah percobaan kudeta di mana segala 
sesuatunya dalam situasi kacau. Meski demikian, kiranya menarik untuk 
membandingkan instruksi ini dengan dokumen serupa yang dikeluarkan 
pada tahun 1957, menyusul pembubaran Masyumi, yang menginstruk- 
sikan anggota Ansor untuk tetap tenang dan tidak khawatir atas situasi 
tersebut. 

Sulistyo mewawancarai para penyintas dan "pelaku" penumpasan 
PKI di dua kota di Jawa Timur, Jombang dan Kediri. Laporan Sulistiyo 
tentang peristiwa itu berdasarkan pada keterangan saksi mata yang 
memiliki narasi berbeda dengan peristiwa yang dideskripsikan pada 2014 
dalam wawancara, mayoritas dari mereka ternyata bukan saksi mata dan 
satu di antaranya masih berusia sekitar 9 tahun saat kejadian itu (Choirul 
Anam). Penjelasan bahwa peristiwa itu adalah tentang "membunuh 
atau dibunuh" yang dinyatakan oleh Choirul Anam dan oleh seorang 
pemimpin senior Ansor pada tahun 2014 dan ditemukan juga dalam 
sejarah Ansor karya Salim (Salim 2004:3). Bahkan, Sulistiyo melaporkan 
hal ini sebagai alasan yang diberikan oleh Yusuf Hasyim yang pada tahun 
1965 menjabat sebagai ketua Ansor ketika dia masih di Jakarta. Orang- 
orang NU mengingat dan mengenang tentang pemberontakan PKI 1948 
di Madiun dan memahami konflik-konflik yang berkembang baik fisik 


maupun simbolis dalam pertarungan itu. Choirul Anam memberikan 
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pemahaman bahwa pembunuhan tersebut sebagai bagian dari tindakan 
mempertahankan diri, yang juga merupakan komponen kunci dari 
pemahaman Islam Ahlussunnah Wal Jamma'ah, bahwa diperbolehkan 
berperang untuk mempertahankan diri. 

Choirul Anam menggambarkan tentang serangan fisik, seperti yang 
terjadi di Banyuwangi, di mana PKI mengundang Ansor untuk Tahlilan, 
menyuguhi dengan hidangan dan meracuni mereka. Namun, ketika 
berbicara kepada saya tentang ancaman PKI, dia lebih banyak mengha- 
biskan waktu membahas tentang serangan ideologis: 

Di dalam permainan ludruk menceritakan tentang kisah-kisah PKI 
yang menyatakan bahwa Tuhan telah Mati, dan tentang sang lakon yang 
menghina Nabi. Choirul juga menegaskan bahwa PKI menggunakan 
istilah "setan desa" yang di dalamnya termasuk kiai karena banyak dari 
mereka menguasai tanah secara signifikan. PKI mengambil tindakan 
sepihak dalam reformasi agraria. Choirul sendiri, sebagai anak berusia 
9 tahun, menjadi saksi mata atas peristiwa tersebut. Reformasi agraria 
melibatkan pengambilalihan tanah (salah satunya dilakukan secara 
paksa sebagai implikasinya) dan membagi-bagikan kembali tanah- 
tanah tersebut. Tidak jelas apakah usaha ini melibatkan kekerasan atau 
ancaman. Namun, berulang kali dia mengatakan bahwa PKI melakukan 
tindakan kekerasan yang signifikan terhadap mereka dan melakukan 
banyak hal lain untuk memantik kemarahan Ansor/Banser. Ia juga 
menegaskan bahwa mereka mengambil suatu tindakan ketika diminta 
oleh militer (Wawancara, Juli 2014). 

Namun, laporan Sulistiyo tentang peristiwa di dua kota di atas 
menunjukkan bahwa "membunuh atau dibunuh" merupakan sebuah 
justifikasi post-hoc. Sebelumnya memang terjadi aksi kekerasan PKI, 
tetapi setelah terbunuhnya 5 jenderal di Jakarta Barat, PKI di Jawa Timur 
tidak melakukan apapun. Mereka menunggu perintah untuk melakukan 
klarifikasi dari kantor pusat PKI, sebuah perintah yang tidak pernah 
datang. Sulistiyo menggambarkan pada keterangan saksi mata anggota 
Ansor, penyintas, polisi, dan pejabat pemerintah lainnya di wilayah itu 
untuk menggambarkan rencana pembunuhan yang telah berlangsung 
selama satu bulan. Di daerah ini, setidaknya, tidak ada aksi balasan atau 
resistensi yang signifikan (Sulistiyo 1997: 201).Tindakan-tindakan awal 
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yang dilakukan pada Oktober 1965 mungkin dapat dipahami dalam kaca 
mata “membunuh atau dibunuh” tetapi operasi yang berlangsung selama 
bulan-bulan setelah itu menunjukkan tidak adanya pembalasan, tidak 
ada aksi tandingan, yang tidak sesuai lagi dengan kaca mata “membunuh 
atau dibunuh” tersebut. 

Sulistiyo menggambarkan secara panjang lebar ketegangan yang 
terjadi sebelumnya antara NU dan PKI— PKI secara sepihak menerapkan 
hukum agraria yang secara tidak proporsional berdampak pada kiai— 
yang juga dipandang sebagai pengganyang tanah wakaf. (1997: 158-159). 
Sulistiyo (1997:159) mengutip Rex Mortimer, 

“Hampir sejak awal, hasrat keagamaan disuntikkan ke dalam konflik 
agraria. Kelompok NU menuduh PKI dan BTI menyerang pesantren dan 
menghina Islam, sementara umat Islam menghasut pengikutnya untuk 
menghancurkan “orang-orang ateis” dan membela harta mereka atas 
nama Allah" (Mortimer 1972:48) 

Salim (2004:3) berpendapat bahwa hal ini telah menjadi bagian dari 
tradisi lisan Banser di mana tindakan-tindakan tersebut merupakan 
aksi heroik dan telah menjadi bagian dari ingatan kolektif mereka 
atas peristiwa tersebut (2004:4). McGregor mendeskripsikan karya 
Anam sebagai sejarah peringatan yang merayakan peran Banser dalam 
menumpas PKI (McGregor 2009:202). (Saya sampai perlu mengeva- 
luasi penilaian ini). McGregor menegaskan bahwa sepanjang masa Orde 
Baru, NU merayakan aspek ini dalam sejarah mereka— sebagian besar 
untuk memberikan peringatan kepada rezim Soeharto atas hutang 
budi mereka kepada NU. Secara terus menerus, NU tampaknya lebih 
banyak menghabiskan waktu dan tenaga di era Soeharto untuk mengi- 
ngatkan semua peran yang mereka lakukan dalam meraih kemerdekaan. 
Namun beberapa tokoh, termasuk Adung, Sekjen Ansor tahun 2014, 
menegaskan bahwa mereka tidak pernah merayakan peran tersebut dan 
tidak pernah membanggakannya (Wawancara, Juli 2014). Penjelasan lain 
yang diberikan pada tahun 2014 adalah bahwa militer meminta bantuan 
Ansor untuk menghadapi PKI. Namun, Sulistiyo menyatakan bahwa 
hal ini masih diperdebatkan. Pada tahap awal pembunuhan PKI di 
Jawa Timur, personel militer dideskripsikan dalam situasi yang membi- 
ngungkan dan hanya melihat saja dan tidak memberikan dukungan atau 
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menghalangi (Sulistiyo 1997: 210-211). Tidak sampai bulan Desember 
1965/Januari 1966 TNI mengeluarkan maklumat yang memerintahkan 
semua organisasi sosial untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri. 
Penafsiran ini dapat dipahami sebagai bagian dari klaim yang menya- 
takan bahwa Orde Soeharto berhutang budi kepada NU dan Ansor. 

Sulistiyo menguraikan secara panjang lebar tentang ketegangan 
sebelumnya antara NU dan PKI— PKI secara sepihak memberlakukan 
hukum agraria yang secara tidak proporsional berdampak pada kiai— 
yang juga dipandang sebagai pengganyang tanah wakaf" (1997: 158-159). 
Sulistiyo mengatakan bahwa New York Times keliru memberitakan bahwa 
pembunuhan komunis adalah jihad". 

Beberapa upaya awal “rekonsiliasi” dilakukan selama Choirul Anam 
menjabat sebagai pimpinan PWNU Jawa Timur. Ini bukan semacam 
kemajuan dari sebuah “kebenaran dan rekonsiliasi”, tetapi Choirul 
pernah mengatakannya bahwa hal ini dilakukan secara organik. Choirul 
Anam sendiri mengangkat beberapa anak dari pemimpin PKI sebagai 
wakilnya. Ketika orang lain keberatan atas peran kepemimpinan mereka, 
karena siapa ayah mereka, dia bersikeras menyatakan bahwa semua itu 
harus dihapus dari mereka. Jadi, kebenaran dan rekonsiliasi adalah 


10 Sulistiyo secara panjang lebar berargumen bahwa latar belakang konflik 
antara PKI dan NU adalah ekonomi. PKI mendorong undang-undang tahun 
1960 tentang reformasi agraria dan reformasi bagi hasil. PKI secara sepihak 
mengaplikasikan hukum itu dan merebut atau menduduki tanah. Banyak kiai 
yang menjadi tuan tanah yang kaya— memilikinya dan mengontrol pesantren 
dan tanah kelembagaan terkait dan, oleh karena itu, menjadi sukar untuk 
"memisahkan antara aset lembaga dari aset pribadi", tetapi dalam aksi sepihak 
yang dilakukan PKI untuk land reform tidak melakukan pembedaan antara tanah 
milik pribadi kiai dan tanah wakaf. Oleh karena itu, kiai sangat menderita dari 
program land reform ini (1997:158). NU Jawa Timur menyatakan bahwa aksi 
sepihak PKI adalah "kontra revolusioner" (idiom waktu itu, untuk melanjutkan 
pertumbuhan negara) dan kontra produktif dengan tujuan nasional Sukarno. 

H Sulistiyo mengatakan bahwa informannya yang dekat dengan Machrus Ali 
mengatakan bahwa dia tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan 
pembunuhan itu sebagai jihad. Sulistyo mengklaim bahwa kiai berpengaruh 
lainnya, KH Syafii Marzuki berpendapat bahwa "membunuh komunis dapat 
dibenarkan." Oleh karena itu, ada ketidaksepakatan di antara para kiai pada saat 
itu apakah pembunuhan itu dapat dibenarkan secara agama (1997). 
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proses membiarkan yang telah berlalu, tidak selalu merupakan pende- 
katan yang paling bisa diterima dengan baik, tetapi pasti sebuah langkah 
maju (wawancara Anam, Juni 2014) 

Dari 1969 sampai 1979, tidak ada kongres atau konferensi Banser baik 
di daerah maupun nasional. Selama masa yang sama, mereka dilarang 
(oleh pemerintah) untuk mengenakan seragam Banser, memiliki drum 
band dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan untuk mengadakan 
training (Salim: 74, cf Feilard:221, Anam 1990: 127-135). 


Era Suharto 

Di bawah represi dari Era Suharto atau Orde Baru (1965-1998), 
Islam politik, dalam segala formatnya, dijauhkan dari kekuasaan dan 
bahkan ditenggelamkan (Abuza 2004: 6). Termasuk langkah gradual 
NU untuk keluar dari politik dan memfokuskan kembali gerakannya 
sebagai organisasi sosial-keagamaan. Salim mengajukan pertanyaan 
kenapa Banser tidak dibubarkan. Kemitraan antara NU dan Orde Baru 
hanya berlangsung pada periode awal Orde Baru saja (hlm. 69). Pertama, 
pemerintah Orde Baru mengusung gagasan tentang bahaya laten 
komunis. Kedua, dengan pergantian pemerintahan, Ansor dan Banser 
merevisi peran mereka dan oleh karenanya Orde Baru menjadi periode 
yang penting bagi Banser (2004:68). 

NU telah lama mendukung Indonesia sebagai sebuah negara 
non-Syariah (Barton 2002, Bush 2009). Tokoh-tokoh terkemuda NU 
termasuk di antaranya masuk ke dalam 8 anggota Muslim dan 1 Kristen 
dalam panitia yang menghapus Piagam Jakarta (persyaratan hukum 
Syariah bagi umat Islam) dalam pembukaan konstitusi Indonesia. Selama 
berlangsungnya sidang konstitusi pada tahun 1950-an, permasalahan 
ini kembali dibuka dan beberapa tokoh NU berpendapat agar persya- 
ratan ini dikembalikan. Setelah putaran diskusi ini selesai, sejak saat itu 
NU mempertahankan gagasan Indonesia sebagai negara non-Syariah 
(Wawancara Adung Juli 2014). 

Namun, sejalan dengan perkembangan di tubuh NU, Islamisme tidak 
pernah jauh dari permukaan. Muhammad Natsir, sebagian mengang- 
gapnya sebagai penggagas awal Islamisme di Indonesia (Woodward dkk. 
2012: 3), berperan aktif sepanjang era Suharto dan bahkan mendirikan 
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Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ketika dirinya tidak diizinkan 
lagi untuk menghidupkan partai politik Islam, Masyumi (Liddle 1996). 
DDII, pintu masuk utama pengaruh Saudi (Hasan 2011: 96) merupakan 
cara berpolitik melalui dakwah (van Bruinessen 2002) dan menye- 
barkan Islamisme ketika politik dan perjuangan bersenjata dibatasi 
oleh kebijakan Orde Baru (Woodward dkk. 2012: 3). Pada pertengahan 
1980-an, komunitas Islam salafi mulai berkembang dan semakin kentara 
dengan berdirinya madrasah-madrasah salafi (Hasan 2011: 95). (Lukens- 
Bull 2013). 

Sejarah Orde Baru di atas hanya menjelaskan munculnya kelompok- 
kelompok radikal, tidak menjelaskan tentang kekerasan yang mereka 
lakukan. Kaum radikal menginginkan perubahan yang cepat dan dramatis 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia (Sukma 2003: 
345). Misalnya, keinginan untuk memberantas penyakit dan kejahatan 
sosial telah menyebabkan beberapa kelompok seperti Front Pembela 
Islam (FPI) melakukan razia dan perusakan bar, tempat karaoke, rumah 
judi, dan rumah bordil. Meskipun metode mereka ditolak oleh sebagian 
besar masyarakat Indonesia, perhatian mereka atas kejahatan-kejahatan 
moral ini telah menjadi bagian dari diskusi politik arus utama. Misalnya, 
sebuah undang-undang disahkan untuk menutup semua bar selama 
bulan Ramadan. Selanjutnya, undang-undang anti-pornografi disahkan 
pada tahun 2008 yang tidak ada satu orang pun yang menentang 
meskipun faktanya kata-katanya begitu samar sehingga beberapa orang 
khawatir bahwa undang-undang tersebut secara efektif akan melarang 
beberapa bentuk tarian tradisional termasuk yang didominasi umat 
Hindu di Bali (Setiawati 2008, Allan 2007, McGibbon 2006). Kelompok 
garis keras masih merupakan minoritas kecil di Indonesia, tetapi mereka 
telah mampu mempengaruhi gagasan publik tentang moralitas dan 
religiusitas. Mengingat pengaruh ini, Muslim arus utama telah dipaksa 
untuk melawan pengaruh ini. NU dan Muhammadiyah berkolaborasi 
untuk menghasilkan buku berjudul Ilusi Negara Islam yang membahas 
kekurangan gerakan yang berusaha menegakkan hukum syariah di 
Indonesia (Wahid 2008). 
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Khittah dan Asas Tunggal 

Di bawah Suharto, semua ormas termasuk NU dan Muhamma- 
diyah (organisasi Muslim terbesar pertama dan kedua) dan PPP (partai 
politik “Islam”) harus menerima ideologi nasional Pancasila sebagai satu- 
satunya dasar filosofis mereka. Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan 
Yang Maha Esa: semua agama resmi (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, 
dan Buddha?) diimajinasikan berkesesuaian dengan prinsip sila ini. 
Oleh karena itu, sila ini menetapkan Indonesia sebagai negara yang 
religius tetapi multi-keyakinan. Sila-sila lainnya menyangkut demokrasi, 
keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan sila-sila 
tersebut bagi organisasi-organisasi keagamaan tidak sesulit sila pertama. 
Salah satu konsekuensi atas penerimaan Pancasila sebagai asas filosofis 
mereka adalah bahwa organisasi-organisasi ini tidak lagi mengidenti- 
fikasi diri sebagai organisasi Islam (Abuza 2004:15). (Lukens-Bull 2013). 

Penerimaan ideologi negara pancasila yang mendukung plura- 
lisme dan persatuan ini sejalan dengan pandangan dunia keagamaan 
kepemimpinan saat itu, khususnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 
Telah banyak pembahasan tentang bagaimana memahami seruan Asas 
Tunggal tersebut. Beberapa wacana ini tumpang tindih dengan gerakan 
Kembali ke Khittah yang membawa NU keluar dari politik formal 
kepartaian. Begitu komitmen terhadap Pancasila dibuat oleh Gus Dur, 
mudah bagi dia dan NU untuk mempertahankannya setelah era Suharto, 
terutama ketika ia menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia yang 
terpilih secara demokratis. Sepeninggalnya, Gus Dur dianggap oleh 
banyak orang sebagai seorang wali, yang mempromosikan banyak perju- 


angannya, seperti pluralisme, sampai ke level doktrin. 


12 Pada tahun 2000, dua tahun setelah jatuhnya Suharto, Abdurrahman 
Wahid, mantan Ketua PBNU dan Presiden Indonesia keempat, mencabut 
larangan era Suharto terhadap Konfusianisme. 

13 Abdurrahman Wahid adalah putra dan cucu dari dua pemimpin Islam 
yang sangat dihormati di Indonesia, dan merupakan sosok penting dalam 
hak-hak dirinya. Dia adalah ketua PBNU selama masa transisi yang penting dan 
menjabat sebagai presiden keempat Indonesia. 
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Era Reformasi 

Pada bulan-bulan menjelang berakhirnya era Soeharto, pertama 
mahasiswa dan diikuti anggota masyarakat lainnya melakukan aksi unjuk 
rasa menyerukan agar Soeharto turun. Menurut Zudhli Mudhor, mantan 
ketua Ansor di Yogyakarta, Banser memainkan peran penting dalam 
transisi menuju demokrasi karena tingkat kepercayaan dari masyarakat 
untuk mereka. Dia teringat pada unjuk rasa besar-besaran di Alun-Alun 
Utara di depan kraton Yogyakarta yang menurutnya dihadiri sekitar 1 juta 
orang. Bersama aparat keamanan, Banser merencanakan dan membe- 
rikan jaminan keamanan untuk acara ini. Karena adanya dikhawatirkan 
terhadap anggota-anggota TNI yang berseragam, termasuk polisi saat 
itu, akan memicu terjadinya kekerasan. Pada akhirnya, satu-satunya 
kelompok yang mengenakan seragam hanyalah Banser— personel TNI 
berpakaian preman— di mana terdapat anggapan umum bahwa selama 
masih dipenuhi oleh Banser, acara akan berlangsung damai (wawancara 
2014). 

Sebagian kalangan berpandangan bahwa transisi menuju demokrasi 
dan masyarakat sipil yang lebih besar telah membuka ruang bagi 
“kelompok tidak beradab” (uncivil society) (Abuza 2004: 6, Sukma 
2003: 343, 350), tetapi adalah menyesatkan untuk menyatakan bahwa 
demokrasi turut meradikalisasi kelompok-kelompok tertentu. Akar 
radikalisasi dari kelompok-kelompok ini dimulai sepanjang Era Suharto. 
Suharto memiliki kekhawatiran yang besar dalam memandang Islam 
sebagai kekuatan politik (Sukma 2003: 343). Secara umum, Islam tidak 
diperkenankan untuk memainkan peran utama dalam politik dan 
pembuatan kebijakan dan negara mencurigai Islam sebagai sebuah 
kekuatan politik sampai menjelang berakhirnya Orde Baru (Sukma 2003: 
343, Chernov-Hwang 2009: 47). Suharto sendiri tidak membedakan 
antara kelompok pro-kekerasan dan non-kekerasan, segala bentuk Islam 
politik dipandang sebagai ancaman bagi negara (Chernov-Hwang 2009: 
47). Sukarno membubarkan partai Islam populer Masyumi dan mengga- 
bungkan semua partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), yang merupakan salah satu dari dua partai “oposisi” dari partai 
penguasa, Golkar (Abuza 2004: 14, Sukma 2003: 34). PPP dibentuk 
sedemikian rupa agar partai ini tidak berdaya secara politik: dengan 
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menggabungkan kelompok-kelompok dengan pandangan agama yang 
saling bertentangan, rezim Suharto melumpuhkannya sejak awal. Selain 
itu, tidak ada partai oposisi yang diizinkan untuk tampil di masyarakat di 
luar bulan-bulan sebelum pemilihan (Chernov-Hwang 2009: 50): mereka 
tidak dapat memiliki kantor, atau mengadakan rapat umum, atau bahkan 
memberikan layanan sosial untuk tetap berada di mata publik di sela-sela 
pemilu. Itu bukan terakhir kalinya Suharto mengebiri sebuah organisasi 
Islam (Lukens-Bull 2013). 

Di dalam era Reformasi pada akhir 1990-an, peran Ansor pada 
1965/66 menjadi sebuah stigma dan bahkan kelompok-kelompok di dalam 
NU sendiri juga menstigma Banser atas peran ini (McGregor 2009:206). 
McGregor berpandangan bahwa awal mula proses pengakuan atas peran 
NU dalam pembantaian 1965/66 ini ketika terjadi dua peristiwa pada 
tahun 1999: 1) sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh 18 pemimpin 
lokal tentang dampak dari tragedi 1965 terhadap Ansor dan Banser, dan 
2) peristiwa yang mungkin terjadi pada tahun yang sama, tapi seper- 
tinya bukan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Kongres NU tentang 
penyesalan dan mengharapkan ampunan dari Tuhan. Memang, Ansor 
memiliki hubungan yang rumit dengan masa lalunya terkait PKI ini. 
Meskipun NU cabang DIY secara resmi telah menyampaikan permintaan 
maaf pada akhir 1990-an atau awal 2000-an atas perannya pada 1965/66, 
mengikuti contoh dari Gus Dur, pemikiran masyarakat umum tentang 
hal ini sebenarnya lebih rumit. Terdapat penolakan yang jelas terhadap 
penggunaan kekerasan untuk memajukan agenda mereka. Namun, 
mereka bermitra dengan aparat keamanan, dan gagasan yang bertahan 
yakni jika polisi atau tentara secara resmi meminta bantuan, hal itu 
akan diberikan. Hal tersebut merupakan bagian dari konteks untuk 
memahami penumpasan PKI— mereka dimintai bantuan oleh pihak 
militer. Menurut saya bagi banyak orang di Ansor hal merupakan penye- 
salan yang diperlukan, karena berkebalikan dengan perayaan heroisme 
sebagaimana yang terlihat dalam Act of Killing. PKI telah mengancam 
NKRI, dan mereka kemudian menjelaskan bahwa bahwa ancaman yang 
dihadapi saat ini terhadap NKRI dan terlebih lagi terhadap ASWAJA 


adalah kelompok kanan, Islam garis keras, dan terorisme. 
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Menjaga Gereja 

Pada akhir 1990-an di bawah kepemimpinan Choirual Anam, Banser 
di Jawa Timur mengawali menjaga gereja-gereja Kristen, terutama pada 
hari-hari besar, seperti malam Natal. Dia yang pertama kali mengawali 
ide itu dan mengambil gagasan ini dari Gus Dur, ketua PBNU berikutnya. 
Anam mengatakan bahwa mereka memiliki justifikasi Al-Ouran untuk 
masalah ini, untuk menjawab keberatan yang datang dari kalangan kiai 
dan anggota masyarakat. Dia tidak menjelaskan kepada saya tentang 
ayat spesifik mengenai hal ini, tetapi mengatakan bahwa ayat tersebut 
membahas tentang gagasan bahwa kita harus menjaga semuanya demi 
perdamaian. Belakangan praktik ini meluas tidak hanya di luar Jawa 
Timur dan menjadi nasional (Wawancara Anam Juli 2014). Ketika 
menjelaskan mengapa Banser menjaga gereja, Faisul Saimima, Sekretaris 
Jenderal Ansor hingga November 2015, secara sederhana mengatakan 
bahwa tindakan tersebut adalah baik untuk bangsa. Beberapa pemimpin 
Banser akan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak menjaga 
gereja, tetapi menjaga bangsa dan perdamaian dengan cara berdiri di 
depan gereja. Selanjutnya, Hasyim Asyari menghendaki agar Indonesia 
harus menjadi Darul al-Salam bukan Darul Islam: Negeri Damai, bukan 
Negara Islam (wawancara Fairus Samima Juni 2014). 

Pemimpin lain, Muhibbin, mengatakan bahwa beberapa anggota 
NU, bahkan beberapa kiai, mengkritik penjagaan gereja ini. Namun, 
ia mengklaim bahwa ini merupakan hal standar bagi NU, NU dan 
Ansor membantu orang-orang yang tidak berdaya dan umat Kristen 
memiliki hak untuk membangun gereja dan melaksanakan peribadatan 
mereka. Bangsa ini harus terhindari dari konflik yang tidak seharusnya 
dan inilah alasan kunci untuk menjaga gereja (Muhibbin, Juni 2014 1). 
Seorang pemimpin membual bahwa pada praktiknya, mengawal acara 
atau menjaga gereja hanya membutuhkan dua atau tiga anggota Banser 
dengan seragam mereka disertai dengan telepon genggam (Wawancara 
Juni 2014). 

Contoh termasyhur dari komitmen Banser terhadap pluralisme 
terjadi pada 24 Desember 2000. Di kota Mojokerto, Jawa Timur, para 
anggota Banser menjaga gereja-gereja untuk kebaktian Malam Natal. 
Saat kebaktian berlangsung, seorang anggota Banser bernama Riyanto 


243 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


menemukan bom di halaman gereja. Merasa tidak punya waktu dan 
keahlian untuk menjinakkan bom, Riyanto memungutnya dan lari dari 
gereja sejauh mungkin sebelum bom itu meledak di tangannya. Pengor- 
banan Riyanto diabadikan di Museum Nahdlatul Ulama di Surabaya dan 
diagungkan sebagai pengingat bagi warga NU bahwa inilah mereka— 
melindungi persatuan masyarakat Indonesia bahkan dengan mengor- 
bankan nyawa. 


Menguji “Perubahan” 

Pada 23 Oktober 2018, saya terperangah dengan menyadari bahwa 
notifikasi di Facebook saya telah membludak. Sehari sebelumnya, 
pada Hari Santri Nasional, di desa Garut, Jawa Barat, anggota Banser 
menangkap bendera hitam dengan tulisan Arab, “Laa ilaha ilallah,” 
bagian pertama dari syahadat umat Islam. Bendera ini telah digunakan 
oleh organisasi yang belakangan telah dilarang, Hizbut Tahrir Indonesia, 
sebuah chapter dari sebuah gerakan internasional yang berkomitmen 
untuk mendirikan Khilafah global. Hari-hari pada minggu itu yang 
diikuti dengan adanya aksi unjuk rasa jalanan dan menuntut agar Banser 
dibubarkan karena tindakan mereka yang dianggap tidak toleran dan 
anti-Islam. Sebagian alasan dari reaksi ini adalah bagaimana pembakaran 
bendera itu di-framing. Tentu saja, mereka yang memprotes Banser tidak 
menggunakan framing bahwa bendera ini sebagai simbol dari sebuah 
gerakan yang bertujuan untuk menghancurkan Indonesia dan menjadi- 
kannya sebagai bagian dari kekhalifahan global, melainkan menyatakan 
bahwa bendera tersebut merupakan bendera Islam—yang mana Banser 
telah membakar simbol inti agama Islam, kalimat tauhid, atau kalimat 
“Laa ilaha ilallah.” 

Mereka yang ingin merisak nama baik Banser, secara keliru 
menyangkal bahwa meskipun HTI memiliki sebuah bendera, tetapi 
bendera ini adalah bendera yang sama dengan yang digunakan oleh 
Nabi Muhammad. Padahal, bendera tersebut telah digunakan oleh HTI. 
Selanjutnya, baik al-Gaeda maupun ISIS menggunakan ragam lain dari 
bendera yang sama— bendera hitam bertuliskan pernyataan tauhid. Telah 
menjadi pengetahuan umum bahwa Nabi menggunakan bendera seperti 


ini, tetapi secara eksplisit bendera hitam digunakan sebagai panji untuk 
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perang. Dalam situasi damai, Nabi menggunakan bendera putih dengan 
tulisan yang sama. Menggunakan panji perang merupakan dan dengan 
sendirinya merupakan sebuah pernyataan bahwa ini adalah medan 
peperangan, dan mereka yang menentangnya adalah musuh Allah. Ketika 
bendera ini digunakan oleh organisasi Khilafah, hal ini dapat ditafsirkan 
sebagai sebuah deklarasi perang terhadap Negara Indonesia. Tentu saja, 
Banser menurunkan bendera ini dan membakarnya. 

Pada hari-hari setelah peristiwa ini, terjadi diskusi dan teori-teori 
yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut telah direncanakan oleh 
segelintir orang, bahwa mereka membayar orang untuk mengibarkan 
bendera ini di tengah acara NU, dengan harapan akan terjadinya reaksi 
sebagaimana yang telah terjadi. Rumor yang berkembangan pada 
minggu-minggu berikutnya yaitu bahwa ribuan bendera ini konon telah 
disimpan untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa balasan dalam waktu 
dekat. 

Anggota Banser merobohkan dan membakar bendera itu. Mereka 
bukanlah polisi, itu adalah tugas politik. HTI dicabut izinnya. Jika kita 
menang di satu daerah, mereka akan melakukan balas dendam di daerah 
lain, jadi kita harus menyerahkan masalah ini kepada polisi. Dia juga 
berpendapat bahwa Banser atau organisasi sipil lainnya tidak boleh 
mengambil tugas pemerintah. Terdapat undang-undang yang menya- 
takan bahwa jika demikian mereka dapat dibubarkan. Ini adalah undang- 
undang yang dibuat untuk menentang FPI. Kiai Fauzi merasa Banser 


terpancing agar undang-undang tersebut diterapkan. 


Kesimpulan 

Sebuah kelompok Muslim paramiliter yang belakangan melindungi 
kelompok-kelompok minoritas merupakan pembahasan yang menarik, 
tetapi keterlibatannya dalam penumpasan lebih dari 500.000 orang 
yang diduga komunis memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam 
pembahasan tentang diskursus ini, nilai-nilai NKRI dan Ahlus Sunnah 
wal Jamaah digunakan untuk memahami aktivitas-aktivitas Ansor baik 
saat ini maupun pada penumpasan komunis pada tahun 1965-1966. 
Ansor memiliki hubungan yang rumit dengan masa lalunya terkait PKI 


(Partai Komunis Indonesia). Ansor cabang Yogyakarta secara resmi 
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mengumumkan permohonan maaf atas peran mereka dalam peristiwa 
1965/66 pada awal tahun 2000-an, mengikuti teladan dari Abdurrahman 
Wahid, mantan ketua PBNU dan pada saat itu menjabat sebagai Presiden 
Indonesia. Namun, ketika ditanya, para pemimpin dan anggota Ansor 
memiliki lebih banyak ambivalensi pemikiran tentang masa lalu ini. 
Terdapat penolakan yang kuat terhadap penggunaan kekerasan untuk 
memajukan agenda mereka. Namun, mereka berpendapat bahwa pada 
tahun 1965/66 mereka melakukannya bersama tentara. Selain itu, 
mereka menyatakan bahwa jika polisi atau tentara secara legal meminta 
bantuan mereka lagi, hal itu akan dikabulkan. Bagi banyak orang di 
tubuh Ansor hal itu merupakan sesuatu yang penuh penyesalan, yang 
bertentangan dengan perayaan heroism dari milisi nasionalis sekuler 
yang terlihat dalam film The Act of Killing (Oppenheimer 2012). Alasannya 
karena Partai Komunis telah mengancam Persatuan Bangsa (NKRI). 
Pembahasan tentang ancaman komunis pada masa lalu ini segera diikuti 
dengan sebuah pembahasan bahwa saat ini ancaman semacam itu datang 
dari gerakan sayap kanan, Islam garis keras, dan terorisme. 

Mereka yang tidak percaya kepada Banser memiliki ketakutan 
bahwa mereka akan (kembali) melakukan kekerasan serupa seperti 
halnya pembantaian PKI pada 1960-an. Di dalam artikel ini, sejauh ini, 
tersirat beberapa alasan mengapa hal demikian tidak berlaku. Pertama, 
karena mereka memiliki pejuang-pejuang berpengalaman. Sangat 
sedikit pelaku pada peristiwa 1965 yang masih hidup, sedangkan pada 
tahun 1965 banyak para pelaku atau pemimpinnya merupakan pejuang 
pada tahun 1945-1948. Meskipun dengan nama yang berbeda, banyak 
dari orang-orang senior yang terlibat dalam Ansor/Banser pada tahun 
1965 adalah pejuang aktif selama Perang Kemerdekaan dan Ansor, dalam 
beberapa hal, merupakan kelanjutan dari Laskar Hizbullah pasca-Kemer- 
dekaan (Salim 2004:39, 43, Anam 1996:63, Kusuma 2011:33). Beberapa 
pemimpin Banser saat ini berpendapat bahwa setelah perang kemer- 
dekaan, Hizbullah dibubarkan dan anggota yang tersisa membentuk 
Banser. Herwawan Sulistiyo berpendapat bahwa tidak ada perbedaan 
yang berarti antara Banser dan Ansor pada tahun 1960-an. 

Perubahan yang lebih penting yang telah kita jabarkan di tulisan 
ini adalah terkait masalah keorganisasian dan ideologi. Sebelum tahun 
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1998 Banser merupakan gerakan yang bersifat lokal dan bertanggung 
jawab kepada kiai setempat—mereka menjadi anggota Banser, di 
antaranya, karena permintaan dari kiai untuk bergabung. Upaya untuk 
memusatkan komando secara serius dimulai pada tahun 2000. Setelah 
insiden Garut pada tahun 2018, hampir semua pertemuan menekankan 
pada pentingnya satu komando. 

Banser tidak memiliki komando terpusat yang efektif sampai dengan 
tahun 1999-2000. Hal ini menjadi pembicaraan di dalam pelatihan 
Banser dan pada kenyataannya sampai dengan tahun tersebut pelatihan 
bukanlah agenda rutin yang bersifat nasional. Sebelumnya, masing- 
masing daerah akan merancang dan mengadakan pelatihan sendiri- 
sendiri, sehingga tidak ada konsistensi. Dengan demikian yang terjadi 
adalah unit-unit banser lokal berada di bawah komando seorang kiai 
setempat, siapa pun yang merekrut mereka. Pergeseran ke arah jenjang 
komando keorganisasian merupakan upaya untuk keluar dari kultus 
individu, unit-unit yang dikomando secara lokal seperti itulah yang 
berpartisipasi dalam 1965-66. 

Ketika saya bertanya kepada salah seorang penasehat dan mantan 
pimpinan Komando Banser Yogyakarta, apa pendapat kiai tentang 
pergeseran ini, dia menyatakan bahwa kiai masih memiliki otoritas yang 
cukup besar. Dalam menanyakan tentang bagaimana cara kerjanya, dia 
menyatakan bahwa kami memulainya dengan sesuatu yang sederhana, 
seperti permintaan untuk memberikan pengawalan. Dikatakannya, jika 
anggota cabang Banser diminta untuk mengamankan kegiatan oleh 
seorang kiai, mereka cukup memberitahu kepada komando wilayah. 
Namun, jika permintaannya lebih serius, itu harus berhasil sehingga 
dilaporkan sampai perubahan perintah untuk persetujuan. Dalam 
konteks Garut, maka masuk akal jika Banser menekankan bahwa hal ini 
hanya dilakukan di tingkat lokal, dan dalam waktu setelah peristiwa ini, 
Gus Yagut menekankan pentingnya rantai komando. 

Ketika ditanya tentang komitmen mereka saat ini, para pemimpin 
Ansor dan Banser berpendapat bahwa sementara NU mungkin tertarik 
untuk mendukung Syariah pada masa lalu, hal itu bukan sebuah kesepa- 
katan bahwa Indonesia tidak seharusnya menjadi negara Syariah. Penga- 
laman tahun 1980-an dan keluarnya NU dari keterlibatan langsung dalam 
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politik kepartaian dan diterimanya Pancasila sebagai landasan ideologi 
organisasi mengandung arti bahwa NU mendukung Indonesia sebagai 
sebuah negara multi-agama. 


Sumber Rujukan 

Anam, Choirul 2010 (1996 | 

Gerak Langkah Pemuda Ansor. Jakarta: PT Duta Aksara Mulia Jakarta. 

Barton, G., 2002. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian 
President. University of Hawaii Press. 

BBC Indonesia (2017) Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan pemerintah 
(https://www.bbe.com/indonesia/dunia-39842436, accessed 18 
January 2022). 

Bush, R., 2009. Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam 
and politics in Indonesia. ISEAS Publishing. 

Facal, G. (2020). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) 
and its impact on growing religious intolerance in Indonesia. 
TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 
8(4), 7-20. 

Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah 
dan Piagam Jakarta. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 13, 
26029. 

Fealy, Greg and Greg Barton. 1999 Nahdlatul Ulama, Traditional Islam 
and Modernity in Indonesia. Monash University Asia Institute. 

Khairudin, A. (2013). Revolusi Pki Madiun Tahun 1948. 

Kusuma, Erwien. 2011. Yang Muda Yang Berkiprah: Gerakan Pemua 
Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal Hingga 
Mas Reformasi (1950-2010). Bogor: Kekal Press 

Lukens-Bull, Ronald. 2001. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and 
Tradition in Indonesian Islamic Education." Anthropology and 
Education Ouarterly. 32(3):350-372. 

- 2005. A peaceful jihad: Negotiating identity and modernity in Muslim 
Java. Palgrave Macmillan 

2013 Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict. 
Palgrave Macmillan 


McGregor, Katherine. 2009. "Confronting the Past in Contemporary 


248 


PEMBELA KEBHINEKAAN? 


Indonesia: The anticommunist killings of 1965-1966 and the 
Role of the Nahdlatul Ulama." Critical Asian Studies 41(2):195- 
224 

Mietzner, Marcus and Burhanuddin Muhtadi. 2020. The Myth of 
Pluralism: Nahdltul Ulama and the Politics of a Religious Toler- 
ance in Indonesia. Contemporary Southeast Asi: A Journal of 
International and Strategic Affairs Vol 42, No 1 (April 2020). 

Misrawi, Z. (2009). Madinah: kota suci, piagam Madinah, dan teladan 
Muhammad SAW. Penerbit Buku Kompas. 

1972 The Indonesian Communist Party and Land Reform, 1959-1965. 
Clayton, Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash 
University. 

Openheimer, Joshua 2012 The Act of Killing. Dogwoof Pictures. 2014, 
The Look of Silence. Drafthouse Films 

Robinson, G. B. (2018). The Killing Season. Princeton University Press. 

Roosa, J. (2006). Pretext for Mass Murder: the September 30th Move- 
ment and Suharto's coup d'etat in Indonesia. Univ of Wisconsin 
Press. 

Salim HS, Hairus. 2004. Kelompok Parmilitar NU. Yogyakarta: LKis. 

Stahlhut, Marco.2017 In Interview, Top Indonesian Muslim Scholar 
Says Stop Pretending That Orthodox Islam and Violence 
Aren't Linked. Time Magazine, September 8, 2017. (https:// 
time.com/4930742/islam-terrorism-islamophobia-violence/, 
accessed February 23, 2022) 

Susanto SJ, Budi. 2004 "PARA (Militar) BANSER" in Hairus Salim 2004 
Kemplok Paramilitar NU. 

Sulistyo, Hermawan. 1997. The Forgotten Years: The Missing History 
of Indonesia's Mass Slaughter (Jombang-Kediri 1965-1966). 
Unpublished Doctoral Dissertation. Arizona State University. 

Syaefudin, M. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela 
Islam (FPI). Jurnal Ilmu Dakwah, 34(2), 259-276. 

Winataputra, U. S. (2008). Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika 
Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana 
Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia. Jurnal Pendidikan 
dan Kebudayaan, 14/75), 1009-1027. 


249 


ISLAM, PENDIDIKAN, DAN MASYARAKAT INDONESIA: PENGAMATAN SELAMA 30 TAHUN 


Woodward, M., Yahya, M., Rohmaniyah, I., Coleman, D. M., Lundry, C., 
& Amin, A. (2014). The Islamic defenders front: Demonization, 
violence and the state in Indonesia. Contemporary Islam, 8(2), 
153-171. 


TENTANG PENULIS ! 


education 


" Decline of Ulama training 


& Anti-Radical, traditior 


Ronald Lukens-Bull 
Professor of Anthropology and Religious Studies 
Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
University of North Florida 
Jacksonville, FL 32224 - USA 
904-620-1648, 904-620-2540 (fax) 
ronald.lukens-bull@fulbrightmail.org 


Areas of Expertise 

Anthropology Of Religion, Comparative Muslim Cultures, Islamic 
Education And Leadership, Island Southeast Asia (indonesia), 
Oualitative Methods, Southeast Asian Religious Experience 


Education 

» Ph.D. Social-Cultural Anthropology, Arizona State University, 1997 
» MLA. Social-Cultural Anthropology, Arizona State University, 1991 
“ BA. Sociology-Anthropology, Seattle Pacific University, 1988 


1 Sumber: https://webapps.unf.edu/faculty/bio/NO0010335. 


251 


Biography 

Lukens-Bull has written significant works on the Anthropology of 
Islam. His 1999 theoretical article, “Between Text and Practice: 
Considerations in the Anthropological Study of Islam” (Marburg 
Journal of Religion 4 (2): 10-20, 1999) has been reprinted and widely 
cited. Lukens-Bull addressed methodological and ethical issues in his 
2007 article “Lost in a Sea of Subjectivity: The Subject Position of the 
Researcher in the Anthropology of Islam” (Contemporary Islam: 
Dynamics of Muslim Life. 1(2): 173—192). His ethnographic research has 
focused on Islamic education in Indonesia starting with traditional 
Islamic education in A Peaceful Jihad: Negotiating Modernity and 
Identity in Muslim Java (Palgrave McMillan, 2005), which examines 
how this community is engaging globalization through curriculum 
revisions. More recently, Lukens-Bull has held a Fulbright Senior 
Scholar grant which allowed him to examine Islamic higher education 
and the debates surrounding curriculum shift which in the current 
political climate leads to accusations of apostasy and in extreme cases 
barely veiled death threats. Theoretically, this work is important in 
understanding counter-radical discourses within the context of other 
Islamic discourse. This was published in 2013 as Islamic Higher 
Education In Indonesia: Continuity and Conflict (Palgrave McMillan, 
2013). His current research looksat the history and contemporary 
practices of GP Ansor, a youth movement with militia elements 
associated with Nahdlatul Ulama, the largest Islamic organization in 
Indonesia. Lukens-Bull regulary mentors undergraduates on 
research projects. Five have received University of North Florida 
funding to conduct their research, two have presented at the 
American Anthropological Association meetings, and one has 
published their research in a venue outside the university. 


Affiliations 

s Since 1989, American Anthropological Association 

" 1998-2001, AAS Indonesian Studies Committee, Board Member 

" Since 1999, Society for the Anthropology of Religion 

“ 1999-2000 History of Islam (islam-l) list moderator 

" Since 2007, Editorial Board, Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life 

" Since 2007, Co-Editor, Global Networks: Contemporary Studies in 
Muslim Communities. Book Series with Springer Publications. 

" Since 2009, Editorial Board, International Journal of Pesantren Studies. 

" Since 2009, Editorial Board, Journal of Indonesian Islam 

" 2010 — AAS Indonesian Studies Committee, Board Member 


Publications & Presentations 


Books 

Lukens-Bull, Ronald (2013) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: di 
Persimpangan Jalan (translation of Islamic Higher Education in 
Indonesia). Jakarta: Center for Research and Development of 
Religious Life, Ministry of Religious Affairs, Republic of 
Indonesia. 

Lukens-Bull, Ronald (2013) Islamic Higher Education in Indonesia: 
Continuity and Conflict. New York: Palgrave McMillan. 

Lukens-Bull, Ronald (2005) A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and 
Modernity in Muslim Java. New York: Palgrave McMillan. 

Lukens-Bull, Ronald (2004) Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog 
Amerika (Jihad ala Indonesian Islamic Boarding Schools in the 
Eyes of an American Anthropologist). Yogyakarta: Gama Media 
(translation of doctoral dissertation). 

Lukens-Bull, Ronald (2003) Sacred Places and Modern Landscapes: 
Sacred Geography and Social-Religious Transformations in 
South and Southeast Asia (Editor), Tempe: Arizona State 
University Program for Southeast Asian Studies. 


Peer Reviewed Journal Articles 

Lukens-Bull, Ronald (2013) "Negotiating Continuity and Change In Indonesian 
Islamic Higher Education" Edukasi 11(2): 149 ff. 

Lukens-Bull, Ronald, Amanda Pandich and John P. Woods (2012) “Islamization 
as Part of Globalization” Journal of International and Global Studies. 
3(2), April 2012. 

Lukens-Bull, Ronald and Mark Woodward (2011) “Goliath and David in Gaza: 
Indonesian myth-building and conflict as a cultural system.” 
Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life 5:1-17. 

Lukens-Bull, Ronald (2010) “Madrasa By Any Other Name: Pondok, Pesantren, 
and Islamic Schools in Southeast Asia. Journal of Indonesian Islam. 4 
(1), June 2010. 

Lukens-Bull, Ronald (2008) “The Traditions of Pluralism, Accommodation, 
and Anti-Radicalism in the Pesantren Community” Journal of 
Indonesian Islam 2/1): 196-211. 

Lukens-Bull, Ronald (2007) “Lost in a Sea of Subjectivity: The Subject Position 
of the Researcher in the Anthropology of Islam” Contemporary Islam: 
Dynamics of Muslim Life.1(2):173-192. 

Lukens-Bull, Ronald and Mark Fafard (2007) “Next Year in Orlando: 
(Re)Imaging Israel in Christian Zionism.” Journal of Religion and 
Society. Volume 9. 


Lukens-Bull, Ronald (2003) "Ronald McDonald as a Javanese Mystic and an 
Indonesian Freedom Fighter: Reflections on the Global and the Local." 
Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies 
17(1):106-122. 

Lukens-Bull, Ronald (2002) "Islamic Ethics of Leadership and Followership 
from Ethnographic, Historical, and Textual Sources" Ihya 'Ulum al-Din 
International Journal 4 (1): 61-74. 

Lukens-Bull, Ronald (2001) "Two Sides of the Same Coin: Modernity and 
Tradition in Indonesian Islamic Education." Anthropology and 
Education Ouarterly. 32(3):350-372. 

Lukens-Bull, Ronald (2001) "President, Caliph, or Saint?: Conceptions of 
Leadership in Post-Suharto Indonesia" Ihya 'Ulum al-Din International 
Journal 3/4): 21-36. 

Lukens-Bull, Ronald (2000) "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in 
a Globalizing Era" Journal of Arabic and Islamic Studies. Vol. 3:26-48. 

Lukens-Bull, Ronald (2000) "The History And Current State Of The 
Anthropological Canon On Indonesian Islam." Ihya 'Ulum al-Din 
International Journal 2/1): 1-20. 

Lukens-Bull, Ronald (1999) "Between Text and Practice: Considerations in the 
Anthropological Study of Islam." Marburg Journal of Religion 4 (2): 10- 
20, 1999. x Translated into Turkish 
(alewiten.com/metodoloji120803.htm). “ reprinted in Andrew Rippen, 
ed. Defining Islam: A Reader. Eguinox Publications. 2007. 


Book Chapters 

Lukens-Bull, Ronald (2014) “Experiencing Islamic Education in Indonesia” in 
Gabriele Marranci, ed. Studying Islam in Practice. London: Routledge 
Press. 

Heber, Kelly, Ronald Lukens-Bull and Charles Paulson (2010) “Nonviolent 
Ways to Win the War on Terror: A Students Reflection on Study 
Abroad Placed into the Institutional Context of the UNF Honors 
Program.” In Lisa L. Coleman and Jonathan D. Kotinek, eds. Setting the 
Table for Diversity. Lincoln: National Collegiate Honors Council. 

Lukens-Bull, Ronald (2007) "Commodification of Religion and the 
'Religification' of Commodities: Youth Culture and Religious Identity" " 
in Pattana Kitiarsa (ed.) Religious Commodifications in Asia: Marketing 
Gods. London: Routledge. 

Lukens-Bull, Ronald (2006) “Pesantren Education and Religious Harmony: 
Background, Visits, and Impressions” In Michael Pye, Edith Franke, 
Alef Theria Wasim, and Abdurrahman Mas'ud (eds.) Religious Harmony: 
Problems, Practice and Education. Berlin: de Gruyter. Pp. 315-321. 

Lukens-Bull, Ronald and Alethia Calbeck (2006) “Youth Culture and the 
Negotiation of Religious Identity.” In Michael Pye, Edith Franke, Alef 
Theria Wasim, and Abdurrahman Mas'ud (eds.) Religious Harmony: 
Problems, Practice and Education. Berlin: de Gruyter. Pp 303-312. 


Lukens-Bull, Ronald (2006)"Island Southeast Asia" in Peoples and Cultures of 
Asia, Raymond Scupin, ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Lukens-Bull, Ronald (2003) “An Accidental Imago Mundi: Spatializing 
Religious and Social Change in Islamic Java" in Ronald Lukens-Bull, 
editor Sacred Places and Modern Landscapes: Sacred Geography and 
Social-Religious Transformations in Asia. Tempe: Arizona State 

University Program for Southeast Asian Studies. Pp. 203-226. 

Lukens-Bull, Ronald (1996) “Metaphorical Aspects of Indonesian Islamic 
Discourse about Development" in Intellectual Developments in 
Indonesian Islam. Chapter 8. Tempe: ASU Program for Southeast 
Asian Studies Monograph Series, 1996. (Translated in to Indonesian as 
1998 "Aspek Metaforis Wacana Islam Indonesia Tentang 
Pembangunan" Jalan Baru Islam: Mematakan Paradigma Mutakkir Islam 
Indonesia. Jakarta: Mizan. Pp. 237-254.) 


Select Conference Presentations 

"Jihad for Democracy, Pluralism, and Peace" at the International Conference 
Commerating the 20th Anniversary of the Journal Studia Islamika. 
August 13-15, 2014 
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